
BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSi LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN1SAS1, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PER^NGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang . a. bahwa mcnindaklanjuti Peratunui Daerah Nomor 4
Tahun 2023 tentang Perubahan Kcdua ataa Peraturan
Daerah Kabupaten LampungHanit Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah,
maka perlu di tetapkan kembali tugas dan fungsi
PerangkaL Daerah yang baru dibentuk;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan. Suaunan
Organicsi, Togas dan Fungsi SertaTata Kena Perangkat
Daerah;

Mengingat : L Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Lampung
Barat (Lembaran Negara RepubKk Indonesia Tahun 1991
Nomor 64. Tambahan Lembnran Negara Republik
Indonesia Nomor 3452};

2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Ijembaran Negara Republik Indonesia

2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494};

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587| sebagaimana
telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Ptemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahim 2022 tentang Ciplo Kerja m^njadi Undang-
Undang (Lembaran Negpra Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
tndonesta Nomor 6656);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana relah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tabun
2019 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

5, Peraturan Pemerinrah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemeriniahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taliun 2017 Nomor 73. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri DaJam Negen Nomor 70 Tahun 2011
tentang Pcdoman Jabatan Fungsional Umum di
Langkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);

7. Peratdran Memeri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016
teruang Pedoman Nomenklatur Sekretanar Dewart
Perwakilan Rakjat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1910k

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Reranghat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang
melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan (öenta Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 197|;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Inapektorat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Koca (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

10. Perattiran Menteri Dalarn Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinasn dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539|;

1 I Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor ] 12 Tahun 2018
tentang Pcmbcnrukan Unit Kerja Pengadaat)
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provmsi
dan KabupatenƒKota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1543);

12 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 134 Tahun 2018
tentang Kcdudukan, Tata Hubungan Ketja dan Standar
Kompet,ensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162},

13 Ptraturan Menteri Dalam Negen Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklamr Sekretariat Daerah
Provmsi dan Kabupaten/Kota (Berits Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
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14. Ferawran Merited Pendayagunann Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrafi Nomor 17 Tabun 2021 tentang
Pen>etaraan Jubatan Administrati ke Dalam JabaLin
Fungwatml |Berits Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525|;

15. Feraturan Menten Péndayagunaan Aparatur Negara dan
Refonnaai Birokras Nomor 25 Tahun 202! tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemeriniah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Repnblik Indonesia Tahun 202] Nomor 5461;

16. PeraLurail Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Bembentukan dan Susunan
Pcrangkat Daerah schagaimana relah dinbah beberapa
kali terakhir dengan Pemturan Daerah Kabupaien
Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah
Kabupateri Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaien Lampung Barat
Nomor 445];

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASL TUGAS DAN FUNGSI SEPTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH:

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pferaturan Bupati ini yang dimsksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupattn Lampung Barat,
2. Pemeriniah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung

Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Barat.
5. Dewan Pei-wakiTan Rakyat Daerah, selanjutnya dismgkat DPRD adalah

Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang meryadi kewenangan
daerah

7, Sckreiariat Daerah adalah unsur yang bertugas membantu Bupati/Walril
Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinastan administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serra pelayanan
administratir Sekretariat Daerah Kabupaten LampungBaraL

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
0. Sekrerariat Dewan Pierwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat

Séknetariat DPRD adalah unsur Pdayanan Administrasi dan Pcmberian
Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi Secretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten LampungBarat.

10. Sekretaris Dewap Penvakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten LampungBarat.

1 1 . Staf Ahli adalah Staf AhJi Bupati Lampung Barat-
12. Inspcktorat adalah unsur Urusan Pengawas. Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kabupaten LampungBaraL
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13. Dinas Daerah adslah unsur Pelaksana urusan Femerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Kabupatcn Lampung Barat

14. Saman Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamaun
yang sclanjutnya disingkat Sarpol-PP. Pemadam Kebakaran dan
Renyelamatan adalah unsur Fdaksana fungsi penunjang urusan
pemeriUtahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum. Perlindungan
Masyarakar dan Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten Lampung Barat.

15. Badan Daerah adalah unsur Pentinjang urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

16 Kccamatan adalah Kecamatan se- Kabupaten Lainpung Barat.
17 Unit Pelaksana Tcknis Dinas adalah unsur pelaksana teknia Dinas yang

melaksanakan kegiatan teknis operational dan/atau kegiatan teknfs
penunjang tmentu

18. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan
untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis pemjnjang certentu.

19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas.
tanggurrg jawab. wewenang dan hak seaeorang Pega.wai Negeri Sipil
dalam satuan oi-ganisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didösnrkan
pads keahlian dan keterampilan tertennj serta bersifat mandirt.

BAB 11
SEKRETAP1AT DAERAH

Bagian Keeatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 2

SekretariaL Daerah mewpakan unsur sial yang dipimpin oleh SekretansDaerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(Ij Sekretanai Daerah mempunyat tugas membantu Bupati dalampenyusunan kebtjakan dan pengoordinasiah adminisiratif terhadappelaksanaan tugas perangtat daerah serta pelayanan administratif.
(2) Sekretarial Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (11 menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan kebyakan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d pelaynnan administracif dan pemhinaan Aparatur SiptJ Nrgarn nadamstansi daerah; dan
c ]M*laksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati seslrni dengan

tugas dan fungsinya.
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Bagjan Kedua
Susunan Ürganisasi

Pasal 4

(1.) Suaunan Organisasi Sekmariat Daerah terdiri atas
a, Sekmaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dar Kesejahteraan Rakyat. terdiri atas :

l. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional:

2- Bagian Keaejahteraan Rakyat, terdiri atas Kelompok Jabatan
FungsionaJ; dan

3. Bagian Hukum, terdiri alas Kelompok Jabatan Fung&onal.
c. Asisten Ferekonomian dan Pembangunan, terdiri ataa :

1. Bagian Perekonomian. terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagian Administraal Pembangunan, terdin atas Ktdampok Jabatan

Pungsianai;
3. Bagian Pengadaan Eacang dan Jasa, terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungwral; dan
4. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungsional
d. Asisten Atiministrasi Umum, terdiri atas :

L Belgian Lit.uk. terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
2, Bagian Organisasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fuiigsional,
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri aLas

aj Sub Bagian Protokol, dan
b) Kelompok Jabatan Fungsiona],

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas KelompokJabatan Fungsional
e. Ketompok Jabatan Fungsional.

(2J Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hurufc dan humfd dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan berianggung iawabkepada Sekretans Daerali.
|3] Bagian scbagannana dimaksud pada ayat ( 1] huruf b, huruf c dan hurufd. masmrmasing dipimpm o]Ht sprang Kepala Bagian. berada dtbawahan bertanggung jawab kepada Asisten y&ng bersangkoran,
(4] Sub Sagian Protokül setiagaimana dimaksud paria ayat 1 1) hunuf d angka3 humf a] dipimpin pleb Kepala Sub Bagian dan bertanggung iawabkepada Kepala Bagian Protükoï dan Komunikafij Pimpman
(5| Kelompok Jabatan Rungwnal sebagaimana dimaksud pada ayat (Ijhurui t, dipimpin alrh seorang tenaga fungsaonal senior sehAgai ketuakelompok dan bertanggung jawab kepada KepaJa Bagian.
(6j Bagan Struktur Orgahisasi Sekretanat Daerah sebagaimana tercantumdalam Lampiran 1 yang merupakan bagian Lidak tcrpisahkan dariPerawran Bupati inï.
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Bag]an Ketiga
Tugas dan Rungsi

Paragraf I
Sekretaris Daerah

PasaJ 5

(1J Sekretajis Daerah mempunyai tugas incrnbantu Biipati daJam
penyusunan kebijakan d

(2) an pengoordinasian administrauT terhadap peJaksanaan tugas Perangkal
Dacrah serta pelayanan administratif.

(3) Untuk melaksanakan tugas sehagaiinana dimakstid pada ayaL (1),
Stkretaris Daerah menyefenggarakan fungsi :
a. pengoorxiinasian pcnyusunan kebijakan daerah;
b. pengoordinasian peUksanaan tugas pcrangkat. daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;d. pelayanan administradf dan pembinaan Aparatur Sipil Negara padainstansj daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan sesuaidengan tugas dan fuugsinya.

Paragraf 2
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

PaaaJ 6

(1J Asisten Pemerintahan dan Kcsejahtertian Rakyat melaksanakan tugasmembantu Sekretans Daerah dalam pcnyusunan kebijakan daerah
i i tdang pemerintahan, hukum. dan kcnasama, pengoordinasianpenyusunan kcbijakan daerah dfbidang kesca, pengourdmasianpeakaanaan tugas Perangkat Daerah. dan pernantaUan dah evaluasipdaksanaan kebijakan daerah dibidang tata pemmntahan.kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

(2) Umuk melaksanakan r.ugas scbagaimana dimaksucl pada ayat HlAmsten Pemerinrahan dan Kesejahteraan Rakyat menvaienfigarakannrngai: «r—

a, penyusunan kebijakan daerah dibidang tata pemerintahan, hukumdan kega sama;
b pengooiiiinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang kesra;c- pengoordinasian petaksanaan togas Perangkat Daerah dibidang tatapemenntahan, huktim. kesra dan keija sama,
d. pemaxitauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang

tala pemerintahan, hukum dan kerja sama,
e pemantnuan dan evaluasi pelaksanaart kebijakan daerah terkau

pencapaiati rnjuan kebijakan. dampak yang tidak dunginkan. danfaktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang
kesra; dan

f pelakssnAsn fungsi lain yang diberikun o1eh pimpinan untukkelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar nonna dan
peraturan perundang-ündangan.
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Paragraf 3
Asisten Porckonomian dan Pembangunan

Pasal 7

(1) Asisren Perekonomian dan Pembangunan tnelaksanakan tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam pengoortlinusian penyusunan
kebijakan daerah. pengoordinasian pclaksanaian Lugas Perangkar Daerah,
penyusunan kebyakan daerah dan pemanteuan dan evaluast
pelaksanaan kebynkan dacrah dibidang perekonomian. administrasi
pembangunan, peiigadaan barang dan jasa dan sumher daya alum.

(2) Untuk melaksaoakan tugaa sebagaimana dimaksud pads aval (1), listen
Prrckonomien dan PembangLinar mcnyclenggarakan fungsj.
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibitfang

perekonomian. administrasi pernbangunan, pengadaan barang dan
jasa dan somber daya alarm

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Darrah dibidang
perekonomian, administrosi pembangunan, pengadaah barang dan
jasa dan «umber daya aJam;

c penyusunan kebijakan daerah dibidang pengadaan barang dan jasa,
d. pemantauan dan evoiuasi pelsksanaan krbijakan dacrah dibidang

pengadaan barangdan jasa;
e. pemamauart dan evahiasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait

pencapaian mjuan kebijakary dampak yang tidak dtinginkan, dan
faktar yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang
perekonomian, administrasi pcmbangunan, dan sumber daya alam
dan

f peiakaanaan fungsi lain yang diberikan deh pimpinan uniuk
kelancaran pelaksariaan tugas brrdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paiagraf 4
Awsten Administrasi Umum

PasaU

fl) Astsien Adminstrasi Umum mempunyai tugas mrmbantu SekretarisDaerah dalAm penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan t iigps Perangkat Dacrah dan pemantauan
dan evalnasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang umum, organisasi,
protokol dan komunikasi pimpinan, dan [jerencanaan dan kruangan.

(2) Untuk mrlaksanakan cugas sebagaimana dimaksüd ayat (H, Asisten
Adminstrasi Umutn menyeIenggarakan fungsi;
a. penyusunan kebijakan daerah dibidang organises!;
b, pelaksanaan kebijakan dibidang umum. protokol dan komunikasi

pimpinan, dan perencftnaan dan kcuangan;
c- pengoordinasian pelaksanaan lugas Pe^ngkaj Darrah dibidang

organisa&i;
d. penyiapan pelakaanaan pemantauan dan evaluasi dibidang nmum

crganisssL protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan
keuangan:

e. pemantauini dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada
instansi daerah; dan
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g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan untuk
kdancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bagian Tate Penïemitahan

Pasal 9

(U Kepala Bagian Tata Pemerinlahan mempunym tugas mdaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan daerah. pengDordinasian perumusan
kebijakan daerahb pengoordinaaian pelaksanaan tugas Perangkai
Daerah. pemantauan dan rvaluasi pelaksanaan kebijakan daerah,
pelaksanaan pembinaan administrasi dtWang administrasi
pemerintahan, administrats] kewilayahan, omnomi daerah dan kerjasama.

[2] Untuk melaksanakan lugas scbagaimana dimaksud pada ayat Hh Kepala
Bagian Taut Pemerintahan menyelenggamkan fungsi :
a. penyiapan bahan perurmisan kebijakan daerah dibidang administrasi

pemerinInham adminlstrasi kewflayaha.n dan otonomi daerah;
h. penyiapan hahan pengoordinasian perumusari kebijakan daerahdibidang adimnistrasi pewrimahan. administrasi kewlavalian dan

otonomi daerah.
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelakaanaan tugas PerangkatDserah dibidang administrasi pemerintahanx administrasikewilayahan dan otonumi daerah;
d. penyiapsn bahan pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan kebijakandaerah dibidang administrasi pemmnuhan, adimniatiasikrwilHyahan dan otonomi daerah; dan
e, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oïeb pünpinan untukkeiancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan

peraturan perundartg-undangan.

Paragraf 6
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 10

(1) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat m^mpunvai tugak melaksanakanpenviapan pengoorrimasian perumusan kebijakan daerah,pengoordinasian pclaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemanlauan danevaluasï pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keagamaan.
kesejahieraan sosial dan kesejahteraa.n masyarakan

(2) (Jnmk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat f1), KemlaBagian kesejahteraah rakyat menyclenggarakan mngsi ;
a. penyiapar bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerahdibidang keagamaan, kesejahieraan sosial dan kcsejahteman

masyarakac
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksaniian tugas Perangka.t

Daerah dibidang ktagamaan. kesejahf eraan sosta! dart keseiahteraanmasyarakat ;
c, penyiapan bahan pemantauan dan evaluate pefaksanuan kebijakan

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan. dampak yang tidakdhnginkan, faktor yang mcmpciigamhj peneapadan ti^uankebijakan dibidang ktagamaan, kesejah(.eraan sosial dankesejahieraan masyarakat; dan
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d. peUksanaan fungsi lain yang diberikan oïeh pimpi.nan unruk.
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standsr norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Bagian Hukum

Pasal 11

()) Kepaia Bagmn Hukum mcmpunyai wgas meJaksanakan penyiapanpcrumusan kebijakan daersh, pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah. pengoordmasiart pdakaanaan tugas Perangkat Daer&h.pejaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perundang- imdangan.bantuan hukum dan HAM dan dokumentasi dan informal! hukum.

(2) Unruk metaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat fi> KepalaBagian Hukum menyelcnggarakan fungsi :
a penyiapan bahan perumusan kebijakan daemh dibidang perandang-ndangan, bantuan hokum dan HAM sma dokumentasi daninformasi.
b. penyiapan bahan pengpordinasian penjmusan kebijakan daeraiidibidang penjndang’undangan. bantuan hukum dan HAM sertadokumentasi dan infonnasi;
c. penyiapan bahan pcngoordinasian pelaksansan tugas PerangkatDaerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM

serta dokuinentasi dan informald. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluaai dïbidangpcrundang-umlangan, bantuan hukum dan HAM serta dokumentasidan informasi; dan
e. pelaksanean füngaj lam yang diberikan oleh pimpinan untukkelancarar pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma danpcramran perundang-undangan.

Paragraf 8
Bagian Perekonomian

Pasal 12
(IJ Kepala Bagian Perekonomfan mempunvai tuga$ meJaksanakanpfingöordinasian perumusan kcbijakan daerah. pengourdinasianpcaksanaan tu^s Perangkat Daerah. pcmanEauan dan evaluasipelaksanaan kebijakan daerah dibidang pembinaan Badan Usaha MilikDaerah (BUMD| dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUDI,pengendalian dan distribusi perekonomtan, dan pcrencanaan danpcngawasan ekonomi mikro kecik
[2] Umuk melak^nakan tugas sebagaimana dimaksud pada aval (H, KepaJaBagian I erekonomian meiweienggarakan fungsi:

a, penyiajjan Irahan pengoordinasian pennausan kebijakan dacrahdibidang pembinaan BUMD dan BLUD. pengendaban dan distnbusiperekonomian, dan perencanasn dan pengawasan ekonami mikrokcciu
b. penyiapan baban pengoordinasian pelaksanaan ragas PerangkatDaerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dandistnbuAi iwreJcantimian, dan pcrtirieanatin dan pengaw^^an ckmwmirmkno kecil:
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c. penyi&pan bahan pemanLauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan^ dampak vang fidakdiinginkan. dan faktor yang mempenganihi pencapaian ntjuan
kebijakan dibidang pernbinaan BUMD dan BLUD, perigondaMan dandistnbusi perpkonomian. dan perencanaan dan pengawasan ekonomimikm kecil; dan

d. pelaksanaan lungs lam yang diberikan oleh pimpïnan untukkefancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan,

Paragraf 9
Bagian Administrasi Pernbangungan

Pasal 13
(1) KepaU Bagian Adnunistrad Pembangunan mempunyat tugasmelaksanakan pcnyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan dakrail,pengoordinasian pelakaanaan lugas Perangkal Daeiah. pemanmuan dancwJuasj pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penvusunan programpengendaitan program dan evaluasi dan pelaporan '

P) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (Ik KepalaBagian Admtrustraai Pembangunan menvelenggarakan fungsia penylapan bahan pcngoordinasfan perumusan kcbijakM óacrahdibidang penvusunan program. pengCn4alian program dan evaluasldan pelaporan:
b.

d.

^nympan Uhan pengnordinasian pelaksanaan tugas FerangkatDaerali djbidang peiiyusunati program, pengenda^an program danevaluasi dan pefapoi^n;

^n51tP^n ^11 dan evaluasi pelaksanaan kebijakandaerah ttrkan pencapaian wjuan kebijakan. dampak vang tidakdungrakan. dpp faktor vang pcn?apai^kebijökari d^dang penyuaunan program, pengendahan program danevaluasi dan pelaporan; dan
fungsi lain yang diberfkap oleh pimpïnan untukke^ncaran pelaksanaan togas berd.aaarkan sundar norma danperaturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Bagian Pcngadaan Barang dan Jasa

Pasaf 14

U)

(2)

KepaJa Bagian Pengadaan Barang dar, Jasa mempunYai togaswrumo^1 "Ï P^78f»n P^rcusan kebijakan dacrah, pangoonimasianperumusan kebijakan daarah, pengoordinasian pclaksanaan togasPerangk^ Dacrah, peJaksanaan pemantauan dan evaluasi dfbidaiw
pengelolaan Uyanan p^ngadajj

sccaia elektromk. pembmaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa
Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada avat HiKepaJa Bagian Pengadaan Barring dan Ja&a mempunyai fungsia. penyxapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidahg pengtdolaanpengarf^Ti barang dan jasa. pengelolaan layanan pengadaan secaractektroniK pembinnan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;b. penytapan bahan pengoordinasian pcrumuaan kebijakan daerahnibidang pengclolaan pengadaan barang dan jasa. pengeloJaanlayanan pengadaan sccara elektrontk, pembinaan dan advokasipengadaan barang dan jasa;
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c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaköanaan tugas Perangkat
Daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elcktronik. pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa;

d penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi peiaksanaan kebijakan
daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa. pengelülaan
layanan pengadaan setara elektronik. pembina&n dan advokasi
pengadaan barangdan jasa; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelakaanaan tugas terdasarkari standar nonna dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Bagian Sumber Daya Alam

Pasal 15

|1} Kfipala Bagran Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan
pertyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah.
pengoordinasjan pelaksanasn rugas Pcrangkai Daerah, dan pemanlauandan evaJussi pelakaanaan kebijakan dacraJi dibidang sumber daya alampertanian. Rehmanan dan perikanan, sumber daya alam petramhapgundan lingkungan hiduph dan sumber daya alam energi dan air

(2] Untuk melaksanakati sebagaimana dimaksud pada ayat (ïj Kepala
Bagian Sumber Daya Alam menyctenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan pengourdinasian perumusan kebijakan daerahdibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan. perikanaruflumber daya dam pertainbangan dan lingkungan hidup, dan sumberdaya alam energi dan air;
b. penviapan bahan pengoordinasian pelaksanann tugas PerangkatDaerah dibidarig sumber daya alam pertanian. kehutanan. perikanan.sumber daya alam penambangan dan lingkungan hidup, dan sumberdaya alam tmergi dan ain
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelakaanaan kebijakandaerah rerkah pencapaian tujuan kebijakan. dampak yang tidakddbginkan, dan faktar yang mempcngaruhi pencapai'an tujuanebijakaTj dibidang sumber daya alam pertanian. kehmanan.perikanan. sumber days slam pertainbangan dan lingkungan hidup.dan sumber daya alam energy dan air; dan
d. pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh punpinan untukkelancargn pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf ] 2
Bagian Umum

Pasal 16

(11 Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapanpelaksanaan kebijakan dan peinantauan dan evaluasi dibiclang tarnusaha ptmpinan. staf ahlt dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah(angga.
(2) Untuk tncbiksantikaji lugno acbogtiimana ditnukeud padn. ayai (t), KepuUBagian Umum menyelenggarakan fungsi;

a. penviapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang tata usahapimpinan, staf ahli dan kepegawaian. perlengkapan dan rumah
tangga;
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b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang tala usaha
pimpinan. staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah
tangga;

c. penyiapan bahan penyclenggaraan kegiatan dibidang tata uaaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian. perfengkapan dan rumah
tangga; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporap kegiatan dibidang
tatB usaha pimpinan. staf ahli dan kepegawaian, perlcngkapan rlan
rumah tangga.

Paragraf 13
Bagian Organ:sasi

Pasal 17

(1) Kepala Bagian Organisasi mempunvai cug^s melaksanakan penyrapan
perilmusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah. pengoordinastan pelakaanaan tugas Pcrangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang
kelembagaan dan analisis jabatan. pdayanan publik dan tata lakaana.
dan kinerfa dan reformasi birokrasi

(2] Umuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (11 Kepala
Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi ;
a peruïapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang keiembagaan

dan analjsis jabatan, pdayanan publ.ik dan tatalaksana serin Idnerja
dan refonnaai birokrasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
dibidang kelembagaan dan anallsis jabatan. pelavanan publik dan
tata laksana serra kinetja dan neformasi birokrasi;

c. pcnyiiipart iiahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkai
Daerah dibidang Kelembagaan dan Anaiisis Jabatan, PelavananPijblik dan Tata Laksana aeria Kineija dan Rcformasi Binjkrasi;

d. penyiapan bahan pemantauan dan cvaluasi pedaksanaan kebijakan
daerah dibidang kelemhagaan dan anaiisis jabatan. pclavanan publikdan tata laksana scrta kmcrja dan reformat birokrasi; dan

e pelaksariaaiï fungsj lain vang diberikan oleh pimpinan untukkelancaran pelaksanaah tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-tindangan.

Paragraf 14
Bagian Prolokol dan Komunikasi Pimpinan

Pasal IW

(1| Kepala Baginn Protokol dan Kömunikasi Pimpinan mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
pclakaanaan rugas Perangkai Daerah, pemantauan dan cvaluasipelaksanaan kebijakan daerah dibidang protokol, komunikasi pinipinan.dan dokumentaai;

[2) Untuk meiaksahakan tugas sebagarmana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menvelenggarakan fungsi.
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang protokol,

kouuiriÉkJssi pimplntm, dan dokumcmush
b. pettyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah dibidang protakot, komunilcasi pimpinan. dan dokumenus;;
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d.
e.

c. perjyiapan bahan pemantauan dan evaJuasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait protokol kamunikasi pirnpinan, dan dokumentask dand. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan untukkelaiicaran peiaksanaan tugas bcrdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1S
Sub Bagian Protokol

PasaJ 19

111 —m? P*’"™3™’3" d“ Keuangan mempunyai tugasmdaksanakan penyapan pengoordinasian penlrousan kebijakan dacrah,
SekretaLD^h”**"' P6^0^ di ««gkungan

|2) Vntuk mclak&inakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1] KenalaHagmi Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsia. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerahdioidang perencanaan. keuangan dan pelaporan;b. penyiapan bahan pengoördinasian pelaksanaan tugas PerangkatDaerah dibitlang perencanaan, keuangan dan pelaporan,c. penyiapan bahaa petnantauan dan evaluasi peiaksan&an kebijakandaerah terkait pencapaian tujuan kebijakan. datupak vang hdakdangiiikan dan faktor yang mempengaruhi pcncapaian fujuankeb^akart cbbidang perencanaan. keuang^n dan pelaporan; dan. pemaartaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten pnnpinan unluk
„ kncaran peïaksanaan ujgas berdasarkan stanriar norma danperaturan perundang-undangan.

(1) Kepala Sub Bagian Protokol ^bgaimana dimaksud cialam Pasal 4 huruf dangka 3 huruf h mempunyai rugas melaksanakan koordinasi pcmbinaandan petunjuk tekms urusan kepratokolan.
(2) Untuk melaksanakftn tugas pada aya.t (1), KepaJa Sub Baeian Protokolmempunyai fungsi:

a. pelaksanaan rata protokóier dalam rangka penyambutan mmupemenntah dacrah:
b. penyiapan bahan koorriinasi dan/atau keprowkoïan;
C bahan informasi acara dan jadwal kegiaun Bupati danWakil Bupati;

penginformasian jadwal dan kegiatan Pemerintah DaeTah. danpefak^.n3^ koordina^j dan fasilnasi kegiatan BunaH dan WakilBupatu
pelaksanaan monitoring, evalua&i dan pclaponm terhadappelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepadapimpinan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang dibedkan oleh Asisten pimpinan untukkelnuraran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma danperaturan pc]-imdang*undangan.

Paragraf IS
Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 20
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BAB IU
STAF AHU BUPAT1

Bagian Kesatu
Kedudukan

PaaaiSI
[1) kupati dalam mrlaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.

Stat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat fl) bertugas mewakiU Bupatidalam pertemuan iJmiah, sosialisasf kebijakan di Lingkat InrernasionEd.Nasional. Proving dan Kabupaten dengan menvesuaikan kebuiuhan dankemampuan keuangan daereh

Pasat 22

Pegaim Negen Sipd yang diarigkat dandiberlumbkan oleh Bupati yang memenuhi pmyaratan seauai demeanketenuian penaiuran perundang-undangan.
(2) Persyamtan sebagaimana dimaksud pada ayat |1) yaicu memperhatikanpepjdameri dan pengayaan dalam jabatan, jenjang pangkat dangotongan. keeakapan. kapasitas. kompetenai scm kcahlian dibidang

H* < LErzi kU

(3) Staf Ahli merupakan Jabaun Pimpinan Tinggi Praiama.
t4J terkeduduUn berada di bawah dan benanggung jauab kepadaBupaü dan secara adramistrauf dikoordinasikan oleh Sekrctaria Dacrah

Pasal 23
(li

(2)

(31

^^h.^^gikutsenakan Staf Ahli dalam fomm/gugus kena® ^rkaitan aengan pmimusan kebijakan umum dan rencanastrategic daerah berdasarkan perLimbangan kebutuhan,
Sekreiaris Deerah menyediakan dnkungan kepada Staf Ahli betapaa dan Pras^« denganmcmpernaijkan standansasi yang ditetapkaii sesuai deneankemampuan keuangan dacrah; dan
b. Star yang berstatus sebagai Pcgawai Negeri Sipil seauai dengankompetenst yang dibutuhkan dalam nielaksanakan tugas Staf Ahlidibtdang adintuistrasi surat menyurar, pengumpuian dan penrotehandata, serta penyusunan naskah dinas.

dirr,akaud Pada *ya‘ (2) huraf b bertanggung janubk-pada pcjabat yang nwmbidangi tugas ketatausahaan pada SekretariaiUaeran.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 24
( L) Susunan or^niaasi Staf AhliBupati terdin atas ;

T 2Upatj R’danB Pemtnrtahan dan Kescj&hteraan Rnkvatb. Staf Ahli Bupaii Bidang Penekonomian dan Pembangunan,
c. Staf Ahli Bupatt Ötdarig Administraai Umum,
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(2] Eagan Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati sehagaimana tercanturn
dalem Lampirar II yang merupakan bagian yang udak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagjan Ketiga
Tata Huhungan Keija

Paragraf 1
UiuiiTn

Pasa! 25

(!| Penycienggaraan tugas Sial Ahli dilakukan melalui hubungan kena vang
rnelfputi:
a. kon&ultatif;
b. kolegial,
e. fungsicmak
d atruktural; dan
e. koordinatif.

(2| Pelaksanaan hubungan kerjs sebagaimana dimaksud pada ayat (])
memperhatikan keierbukaan, akuntabilitas dan profesionaJ.

Pasal 26
(1) Hubungan keqa konsultadf acbagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat(1) hurufa, dilakukan untuk rnenyamakan persepsi dalam melaksanakantugaü sesuat dengan kewenangan Siaf Ahli.
(2 1 Hubungan kerja konsukailf sebagaimana dimaksud pads aval (1)meliputi: J 1

a. Staf Ahli memberikan pendapat secara iisan dan/atau tenubs kepadaPerangkai Dnerah terkait perumusan kebijakan daerah vang menjadi
tugas dan kewmangannya:

b. Staf Ahli diikutsertakan dalam pmimusan kebijakan daerah; danc Staf Ahli memperoleh data dan informaai dan Perangkat Daerahdalam penyusunan lelaahart staf
(3j Piriaksanaan hubungan kerja kcnsultaüf sebagaimaoa dimaksud padaayat |21 dllakukan melalui perencanaan. perumuaan telaahan staf

Staf\t^U kebijakan daerah, serta pelak&anaan tugas dan fungsi

Pasal 27
[1J Hubungan kerja kolcgial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 avat IUhuruf b cHlakukan umuk:

a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan rini»™
melaksanakan beban keija dan tanggung jawab bagi peningkatanproduktifitaa dan kinerja; dan

b. mengenibangkan semangat kebersamaan dan mergonirolbtoritananisme struktural yang umumnya berkembang dalamhubungan sfruktural yang cenderung terpusat.
(2] Hubungan kega kolegial dapaï dilakukan dengan mengutamakanmusyawaran dan tanggung jawab beraama.
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Pasal 28

(1) 1-iubungan keqa fungsional sebagaimana dimaksud dalam Paaal 25 ayat
U) huruf c, djlakukan untuk memberikan peran substansial sccarn
fungsional dalam melaksanakan tuj^s Staf Ahli dengan Perangkal
Daerah.

(2J Hubungan keqa fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan
kemandirian dalam meLaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat
Daerah.

Pasa] 29

111 Hubungan ketja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
[1] huruf df dilakukan untuk mengemb&ngkan kepemimpinan secara
berjenjang anlara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam ausunan
Perangkat Daerah sesuai rugas dan fungsi secara benanggung jawab.

12} Hubungan kejja struktural sebagaimana dimakaud pada ayat (1), tetap
memperhatikari kerja sama yang terpadu, harmonie, selaras dan
komprehensif.

(3j Hubungan keqa atruktural sebagaimana dimaksud pada ayat |2J
meUputi:
a peïaksanaan tugas yang dikoordinaaikan oleh Sekretans Daerah;
b. pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya peneapaian visi dan

misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsrnya: dan
c. Staf Ahli melalui SekreLari» Daerah dapat mengundang Kepah

Perangkat daerah untuk mendapatkan informasi sebagai bahananalisis kebijakan Daerah

PasaJ 30

(1) Hubungan ketja koonhnaüf sebagaimana dmiaksud dalam Pa$al 25 ayat(I) huruf e, dilaksanakan untuk pengembangan hubungan keija secarastruktural dan menumbuh kembangkan semangat kolegial yang sincrgis,
terpadu dalam jwnanganan dan penyelesaian tugas Staf .Ahli dengan
Perangkat Daerah.

(21 Bupati dapar meminta pertimbangen Staf Ahli dan perangkat daera.hsecara koordinatif sesuai tugau fungsi.

(3) Hubungan keija koordinatif dflak&anakari untuk menjamin kesclarasanprogram dan kegiatan Staf Ahli dengan Pferangkat Dacrah.

(4) Hubungan keija koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan oleh Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif dalam
forum koonlinasimelalui kegiatan
a. keikutsertaan dalam penyusunan pernbahasan peraturan daerah dan

peraturan bupati;
b. perumusan kebijakan dan srrateg) pemerintah daenah terkait dengan

perencanaan, pel.aksanaan. pengawasan dan evaluasi
penvelenggaraan pemenntahan;

c. penyusunan Rencana Strategis dan Program Keria Pemenntah
Daerah melalui rapat koordinasi;

d. pengmtegrasjan rencana program dari berbagai instanai, lembagadan
organisasi melalui rapat koordinasü
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e; pembentlikan gugus ker|a/tim kerja yang mNibatkan berbagai
insiansi terkait; dan

t keikuïsertaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

Paragraf 2

Hubungan Keija Staf Ahli Dengan Sekmaris Daerah.
Aziaten, dan Kepala Perangkat Daerah

Pasa] 31
(1] Hubungan keija Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepalacrangkat Daerah dilakukan dengan cara melakukan dukungan kebijakandan admmisinatiC asistensi, supervisie bimbingan dan pelatihan.pendampingan serta monitoring dan evaluasi.
(21 Hubungan ketja ^liagaimana dimakwd pada ayat [1). menghasilkanantara lain berupe tdaahan staf dan intervensi kebijakan.

BAÖ IV
SECRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Ke&atu
Kududukan. Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 32

Secretariat DPRD menjpakan unaur pelayanan aditiLnisirasi dan pemberian

OreD^.Tl"'8'’ 'X' da" fa”Ssi DPRD diP™P“ «Irii &kre.raisSta^rdan fcrrT 311 uPc'«si»"«l berada
Zrfmi > tri bcrtanE3un8 Ja"ab kepada Pimpinan DPRD dan swa raadnmnislratif hertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Rasal 33
U> m'1n,pun-vai lu«“s «nenj-elrnaiarakan admmhrtnmi

r
k cfen jnendukung pelaksanaan tugas danfungsi DPRD. serta naunyediakan dan mengoord malkan tenaga ahli vangdaIam

‘2’ din“ a5'at
a. penyclenggaraan administrate kesekretariatan DPRD;
b pcnvdenggaraBn adminisrrasi kcuangan DPRD,c. pdaksanaan fasilitasi penyHenggaraan rapat-rapat DPRD;d. pCFiyelenggaraan penyerapan aspiral dan informasi. kehumasan dankeprotokfdan DPRD;
C' dan ^ga ahli yang diperlukan alebUrKL);
f. penyefenggaraan dnkumentasi dan publiknst produk hukum DPRDdan
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g. penyclenggaraan penyusunan prodak hukum DPRD dan bahan
kajian rancangan peraturnn daetab,

[3) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekreiaris Dewan yang secara
teknis operasional berada dibawah dan hertanggung jawab kepada
pimpman DPRD dan secara administratif benanggung jawab kepada
Bupati mclaüui Sekretans Daerah.

Bsgian Kedua
Susunan Orgamsasj

Pasal 34

11J Susunan Organisast Sekretariat DPRD lerdiri aras
a Sektetaris DPRD;
b Bagian Urrtum dan Kehumaaan. tendiri aias Kelompok Jabatan

Fungsional
I Sub Bagian Umum dan Kepegawaiari,
2 Sub Bagian Humas dan Dokumentasi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional,

c- Bagian Keuangan. terdiri atas Kelompök Jabaian Fungaional;
d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional:
e. Kclömpok Jabatan FungsionaL

f2) Bagian sebagaimana dimaksud paria ayal (1| hünif b, hmuf ct dan hurufd, matring-maslng dlpimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaria DPRD

[3] Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud paria ayat [1}huruf e. dipimpin oleh seorang tenaga tungsional senior sebagai ketuakelompok dan bertanggung jauab kepada Sekretaris DPRD.
(4) Began Struktur örganisasi Sekretariat DPRD sebdgaimana tereamumdalam Uunpiran IU yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bupan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

t’anagraf 1
Sekretanat DPRD

Pasal 35

0) Sekretans DPRD mempunyal uigas memimpia dan mengoordinaaikankegiatan Sekretariat DPRD dalain memberikan pelayanan administratifkepada Anggota DPRD dalam menyelenggarakan tugas dankewenangannya
(2) Untuk nienyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sekretaris DPRD mempunyai rungsi:
a. melaksanakari pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi

rapat-rapal: DPRD;
b. menyuBun program dan rencana pelaksariaan urusan rumah t.angga

dan keuangan DPRD;
c, menyelenggarakan kcgiatan lata usaha dan kepegawaian:
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d. menyelcriggaiakan iayanan administrasi, sarana kehumasan dan
keprotokolan;

e, memberikan pengarahan dan bimbingan kepada bawahan tentang
jMdaksanaan tugas. untuk menghindari Ufjadinya penyimpangan
dalam pelaksnnaan tugas;

f membenkan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang
Tangkah-laugkah dan kebqakan yang akan diambrl dibidang
pemerintahan umumj orcnomi daerah dan hubungan
kemasyamkatan; dan

g mdaksanakan rugas lain yang dlberikan oleh pimpinan untuk
keiancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan pmindang-undangan

Paragraf 2
Bagian Urnum dan Kehumasan

Pasal 36

(J] kepaia Hagian Umum dan Kehumasan mempunvai tugas melaksanakan
lata usaha uraum. menencanskan dan mengadakan Kebutuhan barang
DPRD dan rumah dtnas serta melakaanakan urusan rumah tangga,
mclaksanakan kegiatan kehumasant dokurnentasi dan keprotokolan
Sekretariat DPRD.

12] Untuk mclaksanakan tugaa sebagaimana dirnaksud pada aval (1), KcpalaBagian Ureum dan Kehumasan menyelcnggarakan ttmgsi:
a. prnyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD:
b. pengelolaan kcpegawaïan Sekretariat DPRD;
c pengcHlaan adminimrasi keanggotaan DPRD.
d. pelaksanaan fasilimi peningkatan kaparitas anggota DPRD;e. pengelolaan r.enaga ahJi sesuai dengan ktbutuhan DPRD;
R penyediaan fasiUtasi fraksi DPRD:
g. penyelenggaraan pengadaan dan perEeliharaan kebutulian rumahungga DPRD;
h p^nyelenggaraari pengadaan dan pemelihanaan sarany dan prasarana

DPRD;
L

i-

penyelenggaraan pengelulaan aset yang
DPRD; dan

menjadi tanggung jawab

pelaksanaan tugaa lain yang dihenkan oleh pimpinan unr.uketancaran pclaksanaan (iigaa berdaaarka.n standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 37

(1J Kepala Sub Bagian Umum dan Kepeg^waïan mempuyai tugpsmenyiapkan bahan perencanaan administraai ureum dan rnenjiapkankeburuhan angkucan. perau-atan dan pemeliharaan kendaraan dinas.rumah dinas. akomodasi ruang kerfa dan pemeliharaan kebersihankantor serta melaksanakan ürusan kepegawalan, turat memurat dankcarsipan .

(21 untuk melaksanakari tugas scbagaimana dirnaksud pada ayat (!}. KepalaSub Bagian Umum dan Kcpegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan surat-menyurat dan naskah dinaé Sekretariai DPRD;b. pelaksanaan kearsipan;
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c. penyustirian adminlstrasi kepegawaian:
d penyusunan rencana kerja operasional kegiatan. pdayanan

administraal kepegawaian;
e. penyfapan bahan administrasi kepegawaian;
f pelaksanaan finalists kebutuhan dan merencanakan penycdiaan

tenaga ahli:
g. penyiapan bahan admmistrasi pernbuatan daftar unit kepangkatan

dan formasi pegawai, pelaksanaan monitoring, cvaluasi clan peiapóran
terhadap pelakaanaan tugas dan kcgiatan yang telah dilaksanakan
kepada pimpinan;

h. pengaturan dan pemclihaman keberaihan kantor komplek Secretariat
DPRD,

i. pengaturan dan pemelibaraan halaman dan taman di komplck
Secretariat DPED;

j pengatur dan pengefolaan keamanan komptek Secretariat DPRD;
k. fasihtasi penyiapam ternpat dan sarana rapai dan pertemuan;
1 pengadaan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan secretariat

DPRD;
m- pendistrihusian dan pengendalian bahan perlengkapan;
n, pcrencanaan pemeliharaan alat^alat perlengkapan:
o. pelaksanaan kegiatan menyediakan. mengurus, menyimpan dan

men^Iuarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD,
p- pcngaturan pemeliharaan dan pengelolaan bahan bilkar kendaraandinas dl Secretariat DPRD;
q mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untukkeperiuan DPRD dan Secretariat DPRD;
I. peïaksanaan pemeUJtaraHn sarana, prasaranadan gedurig; dans. pelüksanaan lugas lain yang diberikan ufoh pimpman untukkekmcaran peiaksanaan tugas berdasarkan siandar norma dan

penaturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sub Bagian Humas dan Dokumentasi

Pa&aJ 38

(1) KepaJa Sub Bagian Humas dan Dokumentasi mempunyai mgasmelaksanakan, membina dan niengooidinasikan serta menyelenggarakansebagian tugas Secretariat DPRD dibidang humas dan dokumentasL
(2) untuk meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1>. KepaiaSubBagian HLunasdan Dokunnefifasi menyelenggarakan fungsüa. penghimpunan sens pengolahan data dan infonnasi vangbcrhubungan dengan bidang humasdan dokumentasi:b, pengoordinasian kegiatan humas dan dokumentasi unnik anggotaDPRD:

c. penyclen^raan publikasn
d. penyusünan bahan komunikasi dan publikasi;
e. metancangadministrasi kunjungan kerja DPRD:C perencanaan kcgiatan DPRD;
g. pelaksanaan monitoring, evaluast dan pelaporan terhaciappelaksanaan Tugas dan kegiatan vang telah dilaksanakan kepadwpimpinan; dan
e peiaksanaan fongai lam yang dibenkan oleh pimpinan untukkcïancaran pelaksanaan tugas bcniasarkan standar norma dan

peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 5
Bagian Keuangan

Pasal 39

fl| Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan rencana program dan anggaran, mengekria administrasi
keuangan serra menyusun taporan keuangan untuk keperluan Anggota
DPRD dan Sekretariat DPRD.

(2) Untuk melakaaiiaksTi togas sebagaimana dimaksud pads ayat fl), Kepala
Bagian Keuangan rnenyelenggarakan fungsi:
a. pélaksanaan penyusunan rencana program kerja Tahunan

bcrdasarkan perawran yang teiah ditetapkan.
b* pelaksanaan penyusunan dokumen-dokumen perencaraan;
c. pcrumusan kebijakan pengHolaan admimstrasi keuangan DPRD dan

Sekretanar DPRD:
d. penghimpunan serta pengplahan data dan infannasi yang

berhuhungan dengan perencanaan program dan anggarari dan
pengelolaan keuangan:

e. pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan penatausahaan
keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD:

Ï. pclaksanaan dan pengDordinasian pengumpuikan bahan penyusunan
dan perhitungan penggunaan anggaran DPRDdan Sekretariat DPRD.g. pengeleiaan adminisri'asi keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD,

h. pelaksanaan monitoring, evaluaai dan pelapuran terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang teiah dilaksanakan kepadapimpinan, dan

L pelaksan&an Wgas lain yang diberikan oleh pimpinan untukkdanoaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
pfrrsturan perundang undangan.

Paragraf 6
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

I’asal 40
il) Kepala Bagtan Persidangan dan Perundang undargan mempunyai tugasmelaksanakan dan m.enyiapkan bahan rapat, keperiuan untukkelancaran persidaiwn dan prracuran perundangwndangan vaneberhubungan dengan DPRD
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads aval (1),Kepala Bagian Persidangan dan Perundangwridangfiri menvelenefiarakanfungsi'

a. penyelcngEarasn kajian perundang-undangan:
b. pelakwtaan fasilirasi penyusunan program pembentukan peraturandaerah;
c. pelaksanann fasiHtasi penyusunan Naskah Akademik dan drafRaperda inisiatif;
d. pclaksanaan verifikasi, mengevaluaai dan mcnganalisis produkpenyusunan peraiuran perundang-undangari,
e. pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
f. pelaksanaan fasilitasi pcnyelengaraan peraidangan;
g. penyusunun rlsainh rapat;
h. pcngoordinasian pembahasan Raperda;
i. rnemverifikasi, mrngoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris

masalah (DIM);
j memverifikasi. mcngoordinasika.n dan mengevduasi risalah rapan
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k. pelaksanaan kegiatan penyusunan, pengagendaan, persidangan
(rapst) dan pelaksanaan persidangan frapat) serta membuat nsalah
dan mendokamentasikan haailnya;

1. pelaksanaan kegiamn pelayanan kebutuhan uneuk melanearkan
persidangan frapat] baik rapat-rapat biasa maupun rapat paripuma;

m. peiaksanaan penyusunan pradu.k hukum daerah dilingkungan
Sekretariat DPRD;

n. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi untuk kehncamn
tuga.s-tugas staf ahli DPRD dalam melaksanakfin tugas dan
fimgsmya,

o. pelnksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan fuga® dan kegiatan yang Eelali dilaksanakan kepada
pimpinan. dan

p pelaktópaan togas lain yang diberikan oteh pimpinan untuk
kelancarati pelaksanaan tugas berdasarkan atandar norma dan
peraturan perundang-undangan.

BAB V
WSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan. Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4 1

(l| inspekiorat merupaka.n unsur pengawas penyelenggaraan pemerimahan
daerah.

,2} Inapektorat dipimpin oleh Inspektur dan dalam nielaksanakan tugasnvabmanggung jaivab kepada Bupad melalui Sekrctaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 42

(I] (nspektorat mempunyai tugas membamu Bupati membina dan
mengawasi pelaksanaan urusan pemermtahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan oich Perangkat Daerah

(2) Untuk melaksanakan tug^s scbagainiana dimaksud pada avat ( IInspectoral menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawsan dan fasilitasi

pengawasan:
b. pdaksanaan pengaw&san internal terhadap krnerja dan keuangan

melalui audit, reviu. evaluasi. pemantauan, dan kegiatan pengawasan
laimiya:

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dariBupali dnn/atau gubernur sebagai wakfl Pemerintah Pu&at;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
n. pelaksanaan koordina&i prnccgahan rindfck pidana knnjpsi;
f pengawasan pelak&anaan program reformat birakrasi:
g. jjclaksanaan admniisimsi inspektorat; dan
h. pelaksanaan fungsi Iain vang diberikan oleh prmpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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(3} Dalam hal ïerdapat potensi pehyalaligunaan wewenatig dan/atau
kerugian keuangan negara/daerah, inspektorat melakaanakan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayaï f2) huruf c tanpa menunggu
penugasan dari Bupati dan/atau Gubemur scbagai wakil Pemerintah
Pusat
Dalam hal pelaksanaan fungai sebagainiana dimaksud pada ayat [2)
huruf b dan huruf c terdapat indikasi pcmalahgunaan wewenang
dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah. Inspektur wajib
mulaporkan kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian KMua
Susunan Organisasi

Pasal 43

(I] Susunan Öqjarusasi Inspektorat terdiri atas :
a. Inspektur:
b. Sekretanat, terdiri atas:

1 Sub Bagian Administrasidan Umum;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3 Sub Bagiau Evalussi dan PeLaporan.

c. Inspektur Pembantu terdiri alas:
1. fnspektur Pembantu WÜayah k
2 fnspektur PembantU Wrlayah H;
3. Inspektur Pembantu Wdayah Hl;
4, Inspekiur Pembantu Wilayah !V,
5,Inspektur Pembautu Witayah V.

d Ketompok Jahatan FungsionaL terdiri dari sejumlah jabatan
fungsionai yang terbagi dalam Keiompuk Jabatan Fungsional Auditor
dan Külompok Jabatan Fungskmal Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD),

(2) Sektmnat sehagaimana dimaltsud pada ayat (1| huruf b dipimpin oJehSekretaris yang berada dibawah dan bertatiggung iawab kepada
Inspekrur.

(3) Inspektor Pfcmbantu sebagaimana dimaksud pada ayat [1} huruf cmasmg-masmg dipimpin oleh Inspektur Fembantu yang berada dibawahdan berunggung jawab kepada Inspektur.
(4) Kelompok Jabatan Fbngsionai sebagaimana dimaksud pads ayat (I)

huruf d> bertanggLing jawab kepada Inapektuf melalui Inspek turPembantu,

(5) Bagan Srruktur Qrganmsi [nspektorat sebagaimana tercnntum dalam
Lanipiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Heraturari
Bupati ini.
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Bagian Keliga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Inspektur

Pasal 44

(1] Jnspekrur mempunyai tugas membantu Bupati membma dan mengawasi
pelaksanaan vrusan pemerintehan yang menjadi kewenangan Daerah
dan Tugas Fembantuan olch IVrangkat Daerah.

(2) Üüwk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayai. (1|,
Inspektur menyelenggarakan firngsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengnwasan dan fesilitasi

pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kfneija dan keuangan

mdalui audit, reviu. evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pcngawasan
lainnya;

r pdaksanaan pengawasan untuk tujuan tanentu atas penugasan dari
Bupati dan/atau Gubemur sebsgai wakii Pemerintah Aisat;

d. penyusunah laparan hasii pengawasan;
r, pelaksanaan koordinasi pencegahan nndak pidana korupsE
f. pengawasan pelaksanaan program reformat birokrasi;
g. pclaksanaan administrate mspektorat dan
h, pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan untuk

kelancaran pelaksanaan i.ugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sekretenat

Pasa] 45

(I] Sekretam mempiïftyai tugaa mtslaksanakan pcmbinaan teknis dan
administratif dulam semua unsur düingkungan inspektoral,

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sckretaris mempunyai fungsi
a. pengoordimtsian perumusan rencana program kerja dan anggaran

pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan dan pengadminisirasian kerja sama;

b. petaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan. pengelülaan,
analisis dan penyajian laporan hast] pengawasan scrte monitoring
dan evaluasi pencapsian kinerja;

c. pelaksanaan pengelalaan keuangan;
d. pengeloiaan kepegawaian, tata usaha, pcrlengkapan dan rumah

tangga. dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas beidasarkan standar norma dan
peraturan perundang*undangati.
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Paragraf 3
Sub Baglan Administrasi dan Umum

Pasal 46

ll| Kepala Sub Bagian AdminIstrasi dan Umum mempunyai tugas
metakSanakail urusan krpegawaisn, tata usaha perlengkapan dan nimah
tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaari. akuntanst verinkaai.
pembukuan dan pclaporan keuangan.

(2} Unt.uk melaksanakan tugas seliagaimana dimaksud pada aval (I|r Kepala
Sub Bagian Administrasl dan Umum menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha dan pembmaan

lata usaha mspektorat;
b. pelaksanaan urusan perlengkapan;
u. pelaksanaan urusan rumah rangga:
d. pelakaanaan anggaian dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan

pemeriksaan keuangan,
c. pelaksanaan perbendaharaan; dan
F. petaksanaan verifikasi, akuntansi dan peiaporan keuangan
g. pelaksa.naan urusan administnasr, sural menyurat dan kearsipan;
h, penjimpan. mendokumencasikan dan merauat selunih tata naakah

dan arsip surat menyurat demi kepentingan dinas;
L pelaksanaan unisan rencana kebutuhan dan usulan pengemhangan

pegawai;
i pelaksanaan uruaan pengolahan administrasi kepegawaian secara

umum di lingkungan Inapektorat;
k. pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan pega^aj, mutasi

pegawai. landa jasah kenaikan geji berkaJa, kenaikart pangkat,
kenaikan jabatari, pemberhentian dan pensiun pegawaj;

1 pclaksanaan unisan Mta usaha kepegav/aian, disiphn pegawai dan
evaiuast kinerja pegawai;

m. pelaksanaan kebijakan umum dan teknis dibidang kenangsn;
n. pelaksannan. verifikasi, pembendaharaan dan pembukuan:
o. pdaksanaan pcngelolaan anggaran pendapatan. dan belanja.
p pclaksanaan evaluasi penyusunan laparan keuangan.
q petaksanaan urusan tala usaha aset dan barang miiik Negara.
r. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
s. pelaksanaan evalüasi kelembagaan dan ketataUksanaan:
I. pelaksariaan monitoring dan evaluasi LHKPN di Imgkup taapeklorat;
u melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan

tugas dan kegtatan yang tdah dilakukan kepada atasan:
v. penyusunan daftar usulan penghitungan angka krcdii jabatan

fungsional;
w pelaksanaan invenmrisasi permasalahan-permasalahan yang timbul

dalam pclaksanaan tugas untuk dikoordinasikan atasan guna
mencari pcmecahan masalalp

x. melaktikan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan
perundang'undangan.

y pclftksaruian monitorings evaluasi dan peTaperan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang teteh dilaksanakan kepada
pimpinan: dan

z. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpihxn dntukkelancaran pelaksanaan togas berdasarkan standat norma dan
peramran perundang-undangan.
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Paragraf 4
Sub Bagian Perencanaan

Pas^ 47

(1) Kepala Sub Bagfen Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan dan pengendalfan rentana/program ketja pengawasan,
mcnghimpun dart mepviapkan rancangpn peraturan perundang-
undangan» kerjasama pengawasan dan dökumentaxi

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l|, Kepala
Sub Bagjan Perencanaan monyclenggarakan fungsi:
a pengooniinasian penyiapart rencana program dan anggaran

Inspektorar;
b. pengoordinastan penyiapan rencana program ketja pengawasan;
c. pengoordInaeten dan penyusunan peraturan perundang-u.ndangan

seria prngrlolaan dokumentasi hukum; dan
d. pengoardinasten dan kerja sama pengawasan dengan APiP lainnya

dan Aparat Penegak Hukum.
e, pcngkoordinir penyusunan dan pcmbuaian Rencana Keija/ Program

Tahunan (RKT}> Rencana Srraiegis (RENSTRA], Arab Kebijakan Umum
(AKUJ, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja fRenja]
Penangkat Daeraht Laporan Tahunan Instanai, Laporan
Penyelenggsrasn Pemerintahan Dacrah (LPPD] serta l.aporan Kmerja
(LKj);

f. pelaksanaan cvaluasi dan Laporan Pertanggungjawaban (IJ^. serta
pelapüran akunrabiUtas kinetja [LAKIP] Inspektorat;

g. penyiapan dan menyusun perjanjian kinerja.
h. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan angguran,
l menghimpun dan menyiapkan RKA sena mengkoordinir proses

pembahasan dengan Instansi terkair sampai menjadi DPA serta
menyiapkan revisi [perubahan];

j, melaksanakan dan menytisun verifikasi pelaporan rentana aksi
daerah pencegahan dan pemberantasan korupsn

k. penyampaian sarsn dan pertimbangan kepada aiasan guna
kelancaran pelaksanaan kegiatan;

I pelskaanaan monitoring, evatuasi dan pelaporan terhadap
pulaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan, dar

m. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran petaksanaan togas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Sub Bagian Ewaluasi dan Pelaporan

Pasai 48

(ï] Kepala Sub Bagian Evaluesi dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan administrasi, inventari&asi, analiste. evalnasi.
pendakumemasian dan peny^jian hasil pengavvH&ui serta
pendokumentasian dan menyusuti laporan pvmutakhiran tindaklanjut
hasil penga^asan.

(2) Untuk melaksanaks.n togas scbagaimana dimaksud pada aval (II, Sub
Bagtan Evaiuast dan Pelaporan menYelenggarakdn fungsi
a penginventarisasian hasil pengawasan;
b kaardtnast basil evaluaai Laporan hasil pengawasan;
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c. penyusunan lapöran dan pendokumentssian hasil anaHsiË dan
evaluasi pengawa.san;

d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut basil
pengawasan; dan

e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja
Inspektonit DaeraK

f. penghimpunan. pengolahan. penyusunan data dem penyimpanan
dokumentasi laporan hasil pengawasan;

g. pelaksanaan penyusunan staüsük hasil pengawasan.
h. penyiapan bahan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut

hasil pengawasan;
i, penyiapan bahan teporan dan pelakSanaan tindak lanjut hasil

pengawasan;
j, pelaksanaan dan penyusunan venftkasi pelaporan gratifikasi;
k. pengadministrasian laporan hasil pengawasan dan hasil tindak lanjut

pengawasah:
1, pelaksanaan dan verifikasi pelaporan graufikasi;
m. penyiapan bahan dan inventarisasi data kegiatan pengawasan tintuk

pemutakhiran data haail pengawasan,
n. penyimpanan dan mcnyusun hasil evaluasi dan laporan inspektorat;
o. pelaksanaan penyelenggaraan keijasama pengawasan;
p. inventadsast hash pengawasan dan tindak lanjut hast! pengpwasan;
q. pdaksanaan monitoring, evaluasi dan pdaporan tcrhadap

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan untuk
kdancaran pelaksanaan tugas berdasatkan standar norma dan
penaturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Inspekiur Pembanïu Wiiayah J. Wilayah II, WBayah 111 dan Wil^yah IV

Pasal 49

fl] InspektUr Pembantu Witeyah I, tnspektur Pembantu Wilayah 11; Inspektiir
Pcmbantu Wdayah Bl dan Inspekuir Pernbantu Wilavah IV mempunyai
tugas membantu Inspckt.ur melaksanakan pemhinaan koordinasi,
pengendalian dan e^aluasi atas pelaksanaan pengawasan daerah
bendasarkan pembagtan wilayah keqayang ditetapkan Inspektur

[2| Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
inspektur Penibamu Wilayah I, Inspektur Pembanlu Wilayah Tl, Inspektur
Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV
menyelenggarakan fungsi
a. perumusan dan pengusulan program pen^wasan tahunan di

wilayah keijariya;
b. perumusfin kehijakari dan fasilitasi pengawasan wilayah keijanya:
c pemmusan program, pembmaan, pengkoordinasian, dan evaluasi

atas penyetenggara&n pengawasan;
d. pemeriksaan internal kinega dan keuattg^n. penyelenggaraan

pemerintahan pekon, dana desa / pekon. alokasi dana desa / pekon,
pemeriksaan terpadu. hihah/bantuan sosial, dan dapa tugas
pembantuan;

e. twrumn^n progrnri ^mhinain, p'mgoOrdlnEinmn atas pdaksamtai"i
kegiatan peilyeletiggarnari pengawaaan scna administrasi
petncrintahan dan pembangunan dibidangpengawasan.

L penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mengoordinasikan kegiatan dlbidang Inspektur pembantu;
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g, penyusunan rencana Program Keija Pengawasan Tahunan (PKPTl,
laporan kinetja dan pertanggungjawaban pclaksanaan tugas
pengawaaan pcnyelenggarsan urusan pemerintahan di daerah;

h. pelaksanaan koordinasi dengas keiompok Jabatan Fungsional dalam
rajigka penyusunan jadwal rencana pengawasan;

L memberikan saran, masukan. pcndapat dan pertimbangan kepada
Htasan;

ƒ pcngoordinasian pelaksanaan tugats Inspektur Pembantu Wjlayah 1,
ïnspektur Pembantu Wdayah 11* Tnspe.ktur Rembaniu Wilayah TT1 dan
Inspektur Pembantu Wilayah IV;

k. peiaksanasn kegiman pengauasan yang terdiri dan;
1. kcgiatan pcnin^caian kapasitas APJP. meliputÊ bimbingan tekms

pendampingan pengedaan barang dan jasa (probity advice} dan
bimbingan tcknis pcncrapan sistem manajeTtien raslko.

2. kegiatan asistensi/pendampingan. melïpud; penyusunan
dokumen perencanaan dan penganggaran, pengaduan barangdan
jasa, pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerahr kegtatan asistensi lainnya.

3. kegfatan reviu, rncbputr
a) neviu Rcncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
b) reviu Rencana Ketje Pemenntah Daerah,
c] revju Rcncana Kerja dan Anggaran Satuan Ketje Perangkal

Daerah;
dj reuin Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
e] reviu laporan kinerja. reviu penyerapan anggaran;
Q reviu penyei-apan pengadaan barang dan jasa, dan kegiaran

reviu lainnya;
4. kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

aj dana desa/pekon. dana Banruan OperasionaJ Sekolah;
b) evahjasi SPIP;
o) pcnyelcnggaraan pemerintahan daerah;
d) perencanaaji dan pengganggaran responsif gender;
cj dan pelayanan publik; dan

5 kegiatan pemeriksaan kineija.
L pelaksanaan sasaran pengawasan, yang terdiri dari

1. pengawasan urnum, dengan sasaran; pereneariaan dan
penganggarari daerah. pajak dan rctribusi daerah, hibah dan
bantuan sosiai. pengndaan barang dan jasa, perizinan dan non
perizinan, dan perjalarmn dinas; dan

2 pengawasan tekms, dengan sasaran capstan standar peiayanan
minimal dan nonna, standar, prosedur dan kriteria untBan
PcTiierintahan Daerah Provinsi dan capaian standar peiayanan
minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan
pemerintahan daerah.

m, melaksanakan fokus pengaw/asan, terdiri dan .
I. pengauasan umum, dengan fokus:

a] perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi;
impiementaai ^planning dan e-budgeting, ketaatan
perencanaan kebyakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(konsistensi dan ketepatan waktu), capajan target Rencana
Kcrja Pemerintah Daerah, transparansi (Sistem Informasi
keuangan dan pembangunan Daerah). ketepatan waktu
tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Beianja Daerah,
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bj pajak dart retribüsi daerah, meliputi: penstapan target
pendapatan dan pajak dan retribüsi, bagi hasil pajak daerah,
capaian target, pemberian ineentif kepada instansi pemungut.
dan surabangan pihak kenga;

c) hibah dan banruan sosiak meliputi; verifikaai dan penetapan
penerinm hibah dan bahtuan sosiak Standar Operaskmal
Proscdur {SOPj pengelolaan hibah dan bantuan sosiah
pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial;

dj pengadaan barang dan jasa, meliputi: perrncanaan
pcngadaan barang dan jasa, implementasi e-procurmenf dan e-
kalslag, dan kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULPi, dan

e) pt^alanan dinas, mcliputu tertib administrasi dan
pertanggungjswaban peqalanan dinas ke luar negen Bupati,
Wakil Bupati dan anggota DPRD, rasio anggaran perjaJanan
dmas terhadap APBD, dan anabsi$ kewajaran standar biaya
satuan perjaJanan dinas.

2 pengauasan teknis, dengan fokus capaian standar pelayanan
minimal dan norma+ standar, prosedur dan knteria urusan
pcmenmahan didaerah Kabüpaten; dan

3 pengwasan rerhadap Perangkat Daerah, dipnoritaskan kepada
pelaksianaan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah dengan
fokus, kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran
daera.h, kcbijakan dan pertanggungjawaban pengelelaan pajak
dan rctribuai daerah, kcbijakan dan pertanggungjawaban belanja
hibah dan bantuan sosiaj, kcbijakan dan pertanggungjawaban
belanja pengadaan barang dan jasa. kcbijakan dan
penangguiigjawaban pengelplann perizinan dan non penzinan,
dan kebijakan dan penanggungjawaban bclanja perjalanan dinas,

n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kineija pengawasan
pemerintahan di daerah;

o. pelaksanaari pernantauan dan monitoring tindak lahjut hiisit
pemeriksaan yang tclah dilaksanakan oleh aparat tini pengawaa
perTterintahapL

p pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
peiaksanaan tugas dan kegiatan yang tdah diiaksanakan kepada
pimpinan; dan

q. pelaksanaan lugas dinas lainnya yang diberikan oïeh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan Standar norma
dan peraturan perunclang-undangan.

(3) Inspektmh PembantU Wiidyah I, wilayah II. wilayah III, dan wilayah IV
membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasari paria Perangkat
Daerah dilingkungan PcraerinLah Daerah yang ditetapkan dengan
keputuaan inspektur dengan herpedoman pada peraturan perundang'
undapgan .
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Paragraf 7
Inspektur Pcmbantu Wilayah V

Pasal 50

(I) [nspektur Pembaniu Wilayah V mempunyai tugas membantu Inspekmr
dan melaksanakan koprdinaai dengan Sekretaris dan Inspekrur
Rembantu Wilayah lairmya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi atas pelaksanaan pcngaveasan unlük tvyüan tertentu ktas
penugasan dan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Waki! Pemerintah
Pusat serta pembinaan dan pengawasnn terhadap pelaksanaan
administrasi umum Pemerintahan dan unisar PemerimahaTi Daenah
dalam bidnng pencegahan dan investigate untuk niencapai peiaksanann
tugas pembinaan dan pengpwasan urusan dibidangnya.

(2i Untuk melaksanakan tugas scbagatmana dimaksud pads ayat fl|,
Inspektur Pembantu V menydenggarakan fungsi
a. perumusan dan pengusuian program pengauasan tahunan bidang

peneegahan dan invesijgasi;
b. perumusan kebyakan dan Easilitasi. program, pembinaan,

pengoordmasian, dan evaluasi aus penyelenggaraan pencegahan dan
inwstigask

c< pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pengawasan bidang
peneegahan dan investigasi;

d pelaksanaan i^ndampingen* asistensi dan fasilitasi pengatvasan
bidang pencegahan dan inuestigasi:

e. pdaksanaan koordinasi dan huburtgan keijasama dalam rangka
pelaksanaan Iijgas dengan ïcmbaga/insiansi pengau-asan terkail
bidang pencegahnn dan investigasi; dan

f. perumusan program, pembinaan. pengpoidinaeian atas pelaksanaaii
kegiatan penyelenggaraan bidang peneegahan dan invesrjgasi scrta
administrate pemerintahan dan pembangunan dibidang bidang
penceg^han dan rnvestigasé

g pelakaanaan pengawasan nntuk tujuan rertentu alas penugasan dan
Bupaii dan/atau Gubemur sebagaj Wakil Pemerintah Pusat:

b, pengoordinasjEin penyusunan Program Keija PengHwasan Tahunan
[PKPTJ, laporan killens dan perLanggungjawaban pclaksanaan tugas
penvelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dibidang tugasnya,

L pengoordinasian dan kJarifikasi pcnanganan pengaduan masyarakat
dan informfisi dan media;

j. pelaksanraan tugas-tugas pengawasan dalani audit unuik tujuan
tenentu/audit khusus/investigasi/bcrindikasi tindak pidana knrupsi;

k pelaksanaan Perlurungan Kcrugian Keuangan Negara [PKKNJ;
L pelaksanaan penibinaan dan pengawasan yang terkait deugan

tuntutan perbendaharaan dan/amu tuntutan ganti njgi düakukan
proses tuntutan perbendaharaan dan/ atau tuntutan ganti rugi
sesuai dengan ketentuan peramran perundang-undangan.

m. pelaksaiiaan monitoring dan evaluasi LHKASN;
n. pelaksanaan koordinasi Pcncegahan Tindak Pidana Korupsi;
o. pelaksanaan kpdrdinasi program Sapu Bersih .Pungutan Liar {Saber

F’ungli];
p. pelaksanaan pencegahan dan penangannn laporan gratifikasi;
q pelaksanaan monitoring dan evaluasi pcngendahan gratifikasi (UPG),
r, jjclak^iirnum pcngkaji/ui dim prncQgahan aapek kccurnngan/ fraud/

ketidakpatuhnh;
s, pelaksanaan rencana aksi perigendalian/monboring dan evaluasi

pencegahan;
t- pdaksanaan penanganan Whfefle Blowèr System (WBSJ;
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u. pelaksanaan penanganan benturan kepentingan (conflict of interest}:
v pemberian k^erangan ahb/pcndampingan pcmbenan keterangar

ahU;
w, pelaksanaan pemantauan dan evaluast kegiatan yang terkait

pelaksanaan lingkup bidang tugasnya;
*■ petaksariaan hubungan kejjasania dalam nmgka pelakaanaan tugas

dengan ïemhaga/instansi pengawasan/Aparat Penegak Hukuni
cerkair;

y. pengidenufikasian permasalahan berkaitan dengan penydenggaraan
kegiatan serta memberikan altematif pemecahan masalah;

z. penyrapan bahan dan melaksanakan evaluasi laporan Akuntabilitas
Kinerja tastansi Pemenntah JLAKtP) dan Reformist Birokrasi;

aa. pelaksaiiaan pemanlauan dan monitoring tindak lanjui basil
pemcrikaaan yang telah ditaksanakan oleh aparat tim pengawas
pemerimahan;

bb. pcmamauan monitaring Center far Pretention(MCP|.
cc pelaksanaan monitoring, evaluaai dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugaa dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpman; dan

dd pelaksanaan tuga&dinas lainnyayang diberikan oleh Pimpinan untuk
kelancaran pelakaanaan tugas berdasarkan standar norma dan
[jemturan perundang-undangam

BAB VI
DINAS FENDIDIKAN DAN KEBUDA^AAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungal

Paragraf I
Kedudukan

Pasal 51

(H Dinas menupakan unsur Penunjang urusan pemcrintahan dfbidang
pendidikan dan kebudayaan.

(2) Dinas dipimpm oleh Kcpala Dinas yang berkcdudukan dibawah dan
bertanggung jawrib kepada Bupati melalui SekreLaris Daerah;

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 32

(1) Dinas mempunvai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
Pemerintahan dibidang Peijdidikan dan Kebudayaan yang menjadi
kewenangan Daerah dan mgas perabanruan yang dibêrikan kepada
daerah.

(2) Untuk menyelengearakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Dinas menyelengganikan fungsi
a perumusan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
b. pelkkfl^an kebijakan dihidang pendidikan dan kebudayaan;
c. pelaksanaan evaluas? dan peiaporan dibidang Pendidikan dan

Kebpdayaan;
d. pelaksanaan administrasi bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
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l'. [wlaksanaim fungsj lain yang diberikan nleh pimpinan sesuai dengan
rugas dar fungsinya.

öagian Kedua
8Lisunan Organisasi

Pasal 53

01 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudavaan adaiah uebagai
berikub
a* Kepata Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas .

1. Sub Bagian Umumt Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan; dan

2. Kelompok Jabatan FungsiönaJ.
C, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Fonnal, terdiri atas

1 Seksi Kurikulum dan Penilaian:
2. Seksi Keletnbagaan dan Sarana Prasarana; dan
3- Kekimpok Jabatan Fungsionai

d Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. terdiri atas:
). Seksi Kurikulum dan Pentlaian;
2. Seksi Kelembagaan dan Samoa Prasarana; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsionai

I Bidang Kebudayaan, terdiri atas Keiompok Jabatan Fungsionai
g. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas:

1. Seksi Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidik Anak Usia Djni
dan Pendidikan Non Formal;

2. Scksi Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dr-rot; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsionai.

h. Keiompok Jabatan Fungsionai, dan
i Unit Pelaksana Tcknis Daersh.

(2) Sekretariat sebagsimana dimaksud pads ayat (1) huruf b, dipimpin oléhscorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(3) Bidang sebaga.imana dimaksud pads ayat (I) huruf Cf huruf d, hururf edan hutui f. masjng-masing dipimpin oleh sprang Kepala Bidang vangberada dibawah dan bmanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4] Sub Baglan Sekretariat dipimpm oleh seorang KepaJa Sub Bagian yangberada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(SI Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ huruf c, huruf d, huruf c danhuruf f dipimpin oirh seorang Kepaia Seksi yang berada di bawali danbenanggungJawab kepada Kepala Bidang.
(6J Kdompok Jabaun Fungsional sebagaimana dimaksud pada avat (1)huruf h, dipimpin oleh seomng pejabat fungsional senior sebagai KetuaKeiompok dan berranggung jawab kepada Kepala Dinas
(7] Unit Pdaksana Teknis Dinas Pentitdikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) huruf i dipimpin oleh seorang KepaJa Unit Pelaksana TeknisDinas Pendidikan vang berada dibawah dan bertanggung jawab Kcpada
Kepala Dinas.

fö] Bagiw Bttwktu! Dinus P^diciikan den Kebudaytumsebagaimana tercantum tialam lampiran V yang merupakan bagia.n i.idaktcrpisahkan dari Peraturan Bupati inj,

32



Bagsan Keliga
Togas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepate Dinas

Pasal 54

[1) Kepala Dinas mempunyai Lugas membantu Bupati dadam melaksanakan
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan dibidang Pendidikan dan Kcbudaya^n.

PI Untuk menydenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayai (1}
Dinas menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dalam menveknggarakan urusan

pcmenntahan dan pdavanan umum dibidang pendidikan dan
kebudayaan;

b, penecapan kebijakan operasional pendidikan dan kebudayaan di
kabupaten scsuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsu

c penyusunan program kerja sesuai dengan peraturafi perundang-
undangan yang bedaku;

d. pelaksanaan peraturan yang berhubungan dengan bidang
pendidikan dan kebudayaan daiam rangka meningkatkan mutu
pendidikan,

e petaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tcrhadap
pclokmanaan tugas dan kegiatan yang telah dflaksanakan kepada
pimpinan: dan

f. pelaksanakan tugas dinas lainnya yang dibcrikan oleh pfmpinan
unruk kelancamn pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sekrewis

Pasal 55

|1J Sekretans mernpunyaj tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakankegiatan kesekn-mriatan, pengelolaan keuangan dan pdayanan
administraai pada selurub unit organiaasi dilingkungan Dtnas.rnelakukan penyusunan program, evaluasi dan peiaporan sertapsnyelenggaraan tugas pembantuan.

f2) Untuk memeltnggarakan tugas sebagaimana ditnaksud pada aval (1),Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a, pengoordinastan pelakaanaan kegiatan dilingkungan Sekretariat

yang menjadi tugas dan kewenangannnya;
b. penyiapan bahan data untuk kegialan pelaksanaan tugas dan

penyusunan program keija;
c, perencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun

anggaran dan mengevaluaai penggunaan bïaya yang iclah
dikelüarkan scna membuat laporan pelaksanaan kegiatnn pada
pimpinan;

d- ptJaksanaan jiengadaan krndaraan dinas yang berasal dari DanaAPBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan
Keuangan dar Aset Daerah disertai dengan penyerahan BKPB dan
Surat Admirast ras j lainnya;
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c. pengoordiiiasian kegiatan yang akan dllaksanakan pada atasan dan
bidangbidang yang ada di lingkungan Dinas .

f. penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan
kesekretariatan dan admiimirasi umum,

g. penyelenggaraait urusan kesekretanatan. rumah tangga
(perlcngkapanl, administrasi kepegawalan dan keuangan.

h. pcnyustinan rencana evaiuasi dan laporan pelaksanaan program
ken»;

i, pelaksandan monitoring, cvaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang triad dilaksanakan kepada
pimpinan;

j, pelaksanaan uigas dinas lainnya yang diberikan o)eh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan rugaa berdasarkan standar norma
dan pfrüturan pmmdang-undangan.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum. Kepegawaian dan Penvelenggaiuan Tugas Pembantuan

Pasal 56
(1) Kepala Sub Bagian Umum. Kcpegatvaian dan Pbnyelenggaraan Tugas

Pembantitan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangkn
incrubantu nielaksanakan penjabaran kebijakan dibidang u.mum,
kcpegawaian dan penyelengganaan mgaa pembantuan.

(2J Untuk menyclrnggarakan mgas sebagaimana dimaksud pada ayat [1],
KepaJa Sub Bagian Umum, Kepegawaian dun Penyelenggaraan Tugas
Pembamuan manvelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan ketatausahaan, kenimahtanggaan, organisasi.ketatalaksanaan. penyuaunan Italian rancangan perattiran

perundAng-undangan. fesilitast bantuan hukum. pengelolaan
kepegawaïan dibidang PAUDt pendidikan clasar, pendidikan non
formal, dan kebudayaan;

b. pcngoordinasian dan penyusunan bahan kega saniat pubiikasi, danhubungan masyarakat dibidang PAÜD, pendidlkan daaar.
pendidikan non forniaJ, dan kebudayaan;

c penyiapan bahan dalam rangka pengadaan kendaraan dirms yangberasal dari dana APBD dan APBM dengan melaporkan hasd
pengadaan kepada Badan Keuangarj dan Aset Daerah distrtai
dengan penyerahan BPKB dan surai admin1strasi lamnya;

d. pelaksanaan usu! keriaikan pangkat dan peningkatan kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan;

e. pelaksanaan pendataan pendidikan menengah dan pendidikan
khusus*

f pelaksanaan fesiHtasi akreditasi PAUD, pencltdikan dasar, dan
pendidikan non formal:

g. pelaksanaan fasilitasi kegjaian kesiswaan pendidikan menengah
dan pendidikan khusus;

h. pelaksanaan fastlitasi pengemhangar karir pendidik;
L penyiapan ttahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan

BAUD kerja sama, sekolah dasar kerja sama, clan sekolah menengsb
pertama kerja sarra, fayüitasi urusan pembinaan perfilman,
fasilita&i pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME,
fasilita&i pengelolaan warisan budaya national dan dunia, dsn
tugas-tugas pembantuan lainnya:

j. pelaksanaan monitoring, evaluasj dan pelaporan terhadap
pelaksanaan rugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan
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k pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
umuk kclancanan pelaksanaan tugas berdaaarkan standar norma
dan peraruran perundang-undangan.

Paragraf 4
Öidang Pfembinaan PAUD dan Pendidikan Non forma;!

Pasal 57

111 Kepala Hidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non formal mempunyai
t.ugas membantu Kepala Dinas membina dan rfiengoordinastan sena
mcriyelenggHnikan sebagian tugaa dibidang pembinaan PAUD dan
pendidikan non formal

(2) Untuk menyélenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat [lh
Kepala Bidang Pembmaan PAUD dan Pendidikan Non formal
menyelenggarakan fungsr
a. penyusunan bahan perumusan dsn koordinasi pelaksanaan kebijakan

dibtdang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana.
scna pescrla didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan
non formal;

b. pembinaan pelakaanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian*
kelcmbagaan dan sarana ptasarana, serta pcserta didik dan
pembangunan karakter PAUD, dan pendidikan non formal,

c. penyusiman bahan penetapan kurikulum muatan taka! pendidikan non
formal;

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian. penataan. dan penutupan
satuan PAUD dsn pendidikan non formal;

e. [jenyimtnan Ijahan pembtnaan kurikulum dan pemlaian, keiembagaan
dan sarana prasarana. serta peserta didik dan pembangunan karakter
PAUD, dan pendidikan non formal;

f. pemantauan dan evaloaai dibidang kurikulum dan penilaian.
kétembagaan dan sarana prasarana. serta peserta didik dan
pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nori formal;

g. pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian. kelembagaan dan sarana
prasarana, serta pesen.a didik dan pembangunan karakter PAUD. dan
pendidikan non formal;

h. peiaksanaan monitoring, evaluaai dan peiaporan terhadap pelaksanaan
TUgissdan kegiaran yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan

i. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang dfberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tngas beidasarkan standar norma dan
peraturan pcrundang-undangan.

Paragraf S
Seksi Kurikulum dan Pcnilaian

Fasal 5S

[1] Kepata Seksi Kurikulum dan Penilaiar mempunyat tugus menyiapkan
bahan dalam rangka memb&ntu melakeanakan penjabaran kebifok^ndibidang kurikulum dan penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal

(2) Untuk mEnyrlt-nggarakan togas sebagmtnana dimaksud pads ayai [ij,
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian menyelenggarakan fungsi
a, peuyiapan bahan datam menyusun renrana kerja bidang pembmaan

PAUD dan pendidikan non formal yang menjadi tugas dan
kewenangannya;
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b. penytapan bahan kebjjakan, melaksanakan pembmaan dan
mengoordinasikan kegiatan dibidang pembmean PAUD dan
pendidikan nor formal;

c. penyusunah bahan perumusan. koordinasi pelaks&naan kebijakan
kurikuhim dan pentlajan PAUD dan pendidikan non formal:

d. penyu&unan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria
penliasan pendidÉkan non formal;

e. penyusunan bahan pembiiiHar pelaksanaan kurikulüm dan
jïenilaian PAUD dan pendidikan non formal,

f pcnyusunan bahan pemantauan dan evaluaai pelaksanaan
kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal:

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapuran terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanalcan kepada
pimpinan; dan

h. melaksanakan lugas dinas lainnya yang diherikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Srksi Kelembagaan dan Sanana Prasarana

Pasal 59

[IJ Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mcmpunyai tugas
menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjaharan
kehijakan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana.

(2) Unwk menyeknggarakan tugas sebagaimana dimAksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan
füngsi :
a. pcnyiapan bahan dalam menyusun ren^ma kega bidang

ktdembagaan dan sarana prasarana yang menjadi tugas dan
kewenangannya;

b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mengoordiiiasian kegiatan dibidang kelembagaan dan sarana
prasarana,

c. peoyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebjjakan
kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dap pendidikan non
formal;

d. penyusLinari Iwihari pembinaan ketembagaan dan sarana prasarana
PAUD dan pendidikan non formal;

e. penyusunan bahan penerbitan iziri pendirian, penataan. dan
penutupan satuan PAUD dan pendidikan non formol;

f. pcnyusunan bahan pemantauan dan evaluasï kelembagaan dan
sarana prasarana PAUD dan pendidikan non formal; dan

g pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang celah dilaksanakan kepada
pimpinan: dan

h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas bcrdasarkan stander norma
dan peraturan perundang-undangan yang beriaku.



Paragraf 7
Bidang Pembinaa.n Pendidikan Dasar

Pasal 60

(1) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tttgas
membantu Kepalu Dinas daiam meuvelenggarakan sebagian tugas
dibidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

(2| Untuk rnenyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ()),
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar nienyeïenggarakaii fungsi :
a. penytapan bahan dalam menyusün rencana keija bidang pendidikan

dasar yang menjadt tugas dan keuenangannya.
b. penyiapari bahan kebtjakan. melaksanakan pembinaan dan

mengoordinasi kan kegiatan dibidang pendidikan dasar;
c, penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan

kebjjakan dibidang kurikulum dan penilaian, kekmbagaan dan
sarana prasarana. serta peserta didik dan ptmbangunan karakter
sekolah dasar dan sekolah menengah pertains;

d. pemhinaan pelaksansan kebijakan dibidang kurikulum dan
penilajan, kelembagaan dan sarana praaarana, serta peserta didik
dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menergah
pertama;

< pjenyusunan bahan penctapan kurikulum muaian lokal sekolah
dasar dan sekolah menengah pertama:

f. penyusunan bahan penerbitan izin pendi.rian, pcnataanb dan
penutupan sekoJah da&ar dan sckalah niencngah pertama;

g. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian.
kelembagaan dan sarana prasarana. serra pesena didik dan
ptmbangunan karakter sekolah dasar dan sekalah menengah
peetama.

h. penyasujian bahan pernbmaan bahasa dan sastra daerah yang
penutumya dalam daerah kabupaten;

i. pelaksanaan pemantauan dan evaluast dibidang kurikulum dan
ixmilaian, kelemhagaan dan sarana prasarana. serta peserta didik
dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama;

j. penyusuhan Japoran dibidang kurikuïum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana. serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah dasar dan sekdah menengah
pertama, dan

k, pdaksanaan tugas dmas Tainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan rugas berdasarkan standar norma
dan perafuran perundang-undangan.

Paragraf 8
Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar

Pasat 61

(11 KepaJa Sekai Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar mcmpunyai
tugas memiapkan bahan dalam rangka mem bantu melnksanakan
penjabaran kebijakan dibidang kurikufum dan penilaian pendidikan
d&sar.
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(2) Untuk menvelenggarakun rugas sebagaimana ciimaksud pada ayat (l|,
Kepala Seksi Kurikulum dan Penjlaian Pcndidikan Dasar mempunyai
fungsi :
a. penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja bidang kurikulum

dan pcnilaian pendidikan dasar yang menjadi tugas dan
kewenangannva;

b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mcngoördinasikan kegiatan dibidang kurikulum dan penilaian
pendidikan dasar;

c, penyusurtan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kurikulum dan penilatan sekolah dasar dan sekolah menehgah
pertama;

d. penyusunan bahan pcneiapan kurikulum muaian hkal dan kriteria
penHufan sekolah dasar dan sekalah menengah pertama.

e. penyusunan bahart pembinaan pelaksanaan kurikulum dan
penilaian sckolah dasar dan sekolah menengah pertama.

f penyusunan baban pembinaan bahasa dan sastra daerah yang
penuhJtnya dalara daerah kabupaten;

g, penyusunan bahan pemanLauan dan eva!nasi pelaksanaan
kurikulum dan penilajan sekolah dasar dan sekolah menengah
perlama;

h. penyusunan laporan dibidang kurikulum dan penilaïan sckülah
dasar dan sckoiah menengah pertama;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugaa dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

j. melaksanakan Litgas dinas lainnya yang dilwrikan oleh pimpinan
untuk kclancaran pelaksanaan tugas bèrdaSarkan sL&ndar norma
dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Sekai Kekmbagaan dan Sarana Prasarana Pembdikan Dasar

Pasal 62

(U Kepala Seksl Kelembagaan dan Sarftna Prasarana Pendidikan Dasar
mempunyat tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantumelaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang kelembagaan dar
3arana praaarana pendidikan dasar.

(2) UntUk mcnyclenggarakan tugss sebagaimana dirnaksud pada aval: (1).
Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikar/ Dasar
menyelenggarakan lungsi :
a. penyiapan babar dalam menyusuji rencana keija bidang

ketembagaan dan sarana prasarana pcndidikan dasar sang menjadi
ruftas dan kervenangannya;

b. penyiapan bahan kebijakan, meliiksanakan pembinaan dan
mengoordinasikan kegiatan dibidang keiembagaan dan sarana
prasarana pendidikan dasar;

c, penyusunan bahan prrumusan, koordinast pdaksanaan keb^jakan
kekmbagaan, sarana, dan prasarana sekolah da&sr dan sekolah
rnen.cngah permma,

d penyusunan bahan pembinaan kdembsgaan. sarana. dan prasarana
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

e. penyusunan bahan penerbitan izin pendiriant penataan, dan
penutupan sekolah dasar dan sekalah menengah pertama. dan
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f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi keletnbagaan. sarana.
dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertains;

g pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang leiah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

h. pclaksanaan tugas dmas lainnya yang diberikan oleh pinipinan
unt.uk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peraturan pcrundang-undangan.

Paragraf 10
Bidang Kebudayaah

Pasal 63

(l| Kepala Bidang Kebudayaan mcmpunyai tugas membantu Kepala Dmas
dalam menyelenggarakan sebagian tugas dibidang Kebudayaan.

(2) Untuk menydenggarakan Lugaa sebagatmana dimaksud pada as at (1],
Kepala Bidang Kebudayaan merapunyai fungsi:
a. penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja bidang

kebudayaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. penyiapan bahan kebijakan, mdaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiatan dibidang kcbudayaan;
c. penyusunan bahan perutnusan dan koordinasi pelaksanaan

kebijakan dibidang pengelokian eager budaya, pengelolaari museum
kabupaten. pembinaan sejarah. pelestarian tradisi, pembinaan
komunitas dnn lembaga adat. dan pembinaan kesenian;

d. penyusunau bahan pembinaan dibidang pengelolaan cagar budaya.
pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian
tradisi, pembinaan kömunitas dan lembaga adat, dan pembinaan
kesenian.

e, penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masvarakat
pelakunya daiam daerah;

f penyusunan bahan pclcstarian tradisi yang masyarakat penganutnya
dalam darrah;

g. pehyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang
masyarakat pciiganutnya dalam daerah,

h. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pclakunya
dalam daerah;

i. penyusunan bahan pembinaan sejarali lokal.
j. penyusünan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar

budaya peringkat;
k. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke ïuar.
1. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
m, penyusunan bahan fasilitasi dibidang pengclolaan cagar budaya,

pengdótaah museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelesiarian
tradisi. pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan
kesenian:

n penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pengeloiaan
cagar budaya, pengelalaan museum kabupaten, pembinaan sejaiah,
pclestaHan tradisi. pembinaan komunitas dan tembaga adat, dan
pembinaan kesenian;

o peiaksanaan monitoring, evaluasL dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan
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p. pclaksanaan lugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk keUncaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1l
Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasa] 64

(t| Kepaia Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam menyelenggarekan sebagian tugas dibidang
pembinaan ketenagaan.

(21 Untuk mmydcngganikan tugas sebagmmana dimaksud pads ayat (l|r
Kcpala Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggaraknn fungsi:
a. penyiapan bahan dalivm menyusun rencana kerfa bidang

peminnaan ketenagaan;
b. penyfapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiamn dibidang perabinaan kerenagaan:
c. penyusunan bahan perunmsan dan koordInasi pelaksanaan

kehijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
PAUD, sekolah dasar. sekolah menftngah pertama. dan pendidikan
non formal, serta tcnaga kebtidayaan;

<L penyusunan bahan kebijakan dibidang pembtnaan pendidik dan
tenaga kependidikan PAUD, sekolah dasar. sekolah menengah
pertama. dan pendidikan non formal, serta lenag^ kebudayaan;

e. petiyusunan bahan rencana kcbutuhan pendidik dan tenagn
kependidtkan PAUD, sekolah dasar, sekolah mtnengah penania,
dan pendtdikan non formal,

f penyuBiinan bahan pembfnaan pendidik dan tenaga kependidikan
FAUD, sekolah dasar. sekolah menengah pertama, dan pendidikan
non formal;

g. penyusün.an bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga
kependidikan dalam kabupaten;

h. penyusunan bahan pembinaan dibidang tenaga cagar budaya dan
museum, tenaga kesejarahan. tenaga trudisi, tenaga kesenian, dan
tenaga kebudayaan lainnya;

i. pcnyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pembin^an
pendidik dan tenaga kependidtkan PAUD, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama. dan pendidikan nori formal, serta lenaga
kebudaysan.

j, pelaksanaan monitoring, evalnasi dan pelaporar terhadap
pelaksanaan tugas dan kcgiatan yang Lelah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

k. melaksanakan tugas dinas lamnyn yang dibertkan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standsr nonna
dan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 1 2
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Anak Usia Dini,

Pendidikan Nan Formal

Pasal 65

(1) Kepala Seksi Pendidik dsn Tenaga Kependidikan Pembinaan Anak Usia
Dini, Pendidikan Non Formal tnempunyai togas menyiapkan baban
dalam rangka membantu. melaksanakan penjabaran kebijakan tekriis
dfbidang pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan non
formal.

(2| Untuk menyélenggarakan lugaa sebagaimana liimaksud pada aval {1J,
Kepala Seksi Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non formal
inempunyaa fungsi :
a, penyfopan bahan dalam menyusun rencana kega biriang pendidik

dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal;
b. penyiapan bahan kebijakanr mdaksanakan pembmaan dan

mengoordinasikan kegiatan dibidang pendidik dan tenaga
kependidikan PAUD dan pendidikan non formal;

c. penyuaunan bahan per itmusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan
pendidikan non formal;

d. penyuswlan bahan tellCana kebutuhan, rekamendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, dan pendidikan non
formal;

e. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
PAUD dini dan pendidikan non formal;

f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluaai pelaksanaan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan
pendidikan non formal;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelakaanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pirnpinan; dan

b. melaksanakan tngas dinas Lunnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelanraran pelaksanaan togas berdasarkan standar norma
dan peraturan perundang-undangan .

Paragraf 13
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

Pasal 66

fl) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu
melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan dasar.

[2| Unruk menyelcnggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayai (1),
Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
mempunyai fungsi :
a penyiapan bahan dalam menyusun rcncana kerja bidang pendidik dan

tenaga kependidikan pendidikan dasar:
b. penyfopan baban kebijakan, mefoksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegfotan dibidang pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan dasar:
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c pcnylapan bahan dalam menyusun rencana ketja bidang pendidik dan
trnaga kependidikan pendidikan dasar;

d penyiapkan bahan kebijakan. melaksanakan pembinaan dan
mengwrdinasikan kegiatan dibidang pendidik dan renaga
kependidikan pendidikan dasan

e penyusünan bahan perumusan, koordinasi pelakuanaan kebijakan
pembinaan pendtdik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan
sekolah mmengah penama.

f. penyusunan bahan rencana kebutuhan. rekómeiada&i pemindahan
pendidik dan tenagp keperdidikan sekolah dasar dan wkölah
menengah pertama:

g. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenage kependidikan
sekolah clasar dart sekolah menengah pertama;

h. penyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan
pendidik dan renaga kependidikan sekolab dasar dan sekölah
menengah pertama;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pclaporan terhadap
pelaksannan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kcpada
pimpinan; dan

j melak$anakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan rugas berdasarkan srandar norma dan
peraturan perundang-undangan.

BAB Vil
DINAS KESEHATAN

Bagian Kesaiu
Kedudukan, Tugtts dan Fnngsi

Paragraf 1
Kcdudukan

Pasal 67

(Ij Dinas mempakan unsur pelaksana uruaan pemerintahan dibidang
Kesehatan.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepaia Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupaü meialui Sekrelaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 68

(ï| Dinas mempunyai tugas membantu Bupati mdaksanakan urusan
pemerintaban yang rnerijadi kewenangan Daerah dibidang kesehatan dan
Tugas Pembantuan yang dibeiïkan kepada Daerah serta tugas lain sesual
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan
pemndang~undangan

(2) Untuk meftyeletiggarakan lugas sebagaJmana dimaksud pada ayat [l)f
Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
a perumusan kebijakan teknis dibidapg kesehatan;
b. penyelenggaraan tintsan penterintahan dan pelayanan umum

dibidangkesehatan,
c, pembinaan dan pdaksanaan tugas dibidang kesehatan.
d. pelayanan admintstratif; dan



e. pelaksanaan tugas lain yang dfberikan oleh pimpitian untuk
kelancaran pelaksanaar tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-unclangsn.

Bagian Kedua
Susunan Orgamsasi

Pasal69

(]] Susunan Organisaai Dinas Kesehatan terdiri aus :
a kepaja Dma$;
b. Secretariat terdiri alas:

1] Sub Bagian Imüm dan Kepegawaian; dan
2) Sub Bagian Hukum, Umum dan Kepegawaian; dan
3) Keiompok Jabaian FungsionaL

e, Bidang Kesehatan Ma^arakat, terdiri atas Keiompok Jabatan
Fungsional.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsionak

e. Bidang Pelayanan Keschatan, terdiri atas Kdompok Jabaran
Fungsionak

f. Bidang Sumber Days Kesehatam terdiri atas Kelompok Jahatan
Fungsiotial;

g. Kelompok Jabatan Fungsional;
h. UPT Dinas Kesehsran.

(2| Sekretanat aebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oteh
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas

(3] Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat |1) hu.ruf c, hunif d,
huruf e dan huruf f. maning~maaing dipimpm oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

f4} Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. masing-masfng
dipimpin oloh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris,

(5) Keiompok Jabaian Fungstonal twbagpimana dimakaud pada aval (]] huruf
g, dipimpin oleh aeorang pejabat fungsional senior sebagai Kenia
Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(6) Unit Pelaksena Teknis sebagaimana dimaksud pacia ayat [1) huruf h.
dipimptn o1eh seorang Kepala Unit Pelakaana Teknis yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

(7| Bagfin Struktur Organises! Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian riciak terpisahkan dari
Peraturan Bupati mi.
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Sagmr KeLiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 70

(!) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupan dalam melaksanakan
Urusan Pemerintahari dibidang Keschatan yang menjadi kewenangan
Daemh dan Tugas Ptmbantuan yang dibcrikan kepada daerah

(2] Umuk mekiksanakan tuga& wbagaimana dlmaksud pada ayar fl).
Kepala Dinas memelenggaran fungsi
a. pengoondinasian pelaksanaan kegiatari dilingkungan Dinas yang

menjadi tugas dan kewenangannys;
b. perumusari kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan dan pelayanan mnumdibidang keschacan;
c, pelaksanaari rumusan kebijakar dibidang kesehatan masyamkat,

pencegahan dan pengendalian penyakit, peïayanan kesehatan, dan
sumber daya kesehatan;

d. pelaksanaan kebijakan dlbidang kesehatan;
e. pelaksatiaan admimsiraai dings keschaian;
L pélaksanaan monitoring, evaluasï, dan pelaponan atas pelaksanaan

kebijakan dibidang kesebatar masvarakat. pencegahan dan
pengendalian pcnyakit. pclayanan kesehatan. dan «timber dava
kesehatam

g. pelaksanaan monitoring, tsvaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dïlaksanakan kepada
pimpinan: dan

h. pelaksanaan mgas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peraruran perundang-undangan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 71

[1) Sekrcians Dinas mempunyai togas mengoordinasikan dan
m^nyclenggarakari kegiatan kesekretariatan, penyusunan program,
evaluasi dan peUporan dan pengelolaan informasi, pengelolaan
keuangan dan aset. dan pelaksanaan pelnyanan administrasi yang
mcbputi urosan hukumr kepegawaian dan urnurn pada seluruh unit
organisasi di tingkungan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan togas srbagaimana dtmaksud pada ayat (1).
Sekrrtaris Dinas menyelenggarakan fungsi :
a. pengoorciinasian peiaksanaan kegiatan diiingkungan Sekretariat yang

menjadi tugas dan kewenangannnya:
b. penyiapan bahan data untuk kegiatan pciaksanaan lugas dan

pepyusonan program keijai
c. pcrencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk «atu tabun

anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah
dikeluarkan sena membuat iaporan pelaksanaan kegiatan pada
pimpinan;
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d. pelaksanaan pengndaan kendarean dinas yang beresal dari Dana
APBD dan APBN dengan melaporkan basil pengadaan kepada Badan
Keuangan dan Aset Daerah dismal dengan penyerehan 3KP0 dan
Surer Administras! lamnya.

e. pengoordinasian kcgiatan yang akan dilaksanakan pads atasan dan
bidang-bidangyang ada di lingkungan Dinas :

f penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan
kesekrctanaran dan adaunisrrasi umum,

g. pcnyelenggarean urusan kcsckretariat&n. rumah tangga
fpedengkapan), administrasi kepega^aian dan keuangan.

h. penyüsunan rencana evnluasi dan laporan peJaksanaan program
ke^a;

1. pelaksanaan monironng, evaluasi dan pelaporan rerhadap
pelaksanaah tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

j pelaksanaan tugas dinas lainnya yang riiberikan oleh pimpinan
untük kelancaran pclaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peramran penjndangmndangan.

Paragraf 3
Sub Bagum Keuangan

Pasal 72

(J) KepaJa Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dart
mengoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan betanja.
melaksanakan kegiatan pcrbendaharaan h pembukuan dan verifikasi,
melaksanakan pelaporan atas reaiisasi pelaksanaan kegiat.an dan
keuangan Dinas serta pengeluloan aset daerah yang tnenjadi tanggung
jawab Dinas

f2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Tungsi
a. penyiapan bahan da!am menyusun rencana keija Sub Bagian

Keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya:
b. prnyiapan bahan kebijakan. meiaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiatan dibidang keuangan;
e. pengelolaan administnasi keuangan d^n kegiatan perbendaharaan:
d. menehti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan

(SPP-UP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan tilth
bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pclaksana
Teknis Kcgiatan (PPTK):

b. menelili kelengkapan Surat Perintah Pemljayaran Uang Pcraediaan
fSPP-UPI, Suret Perintah Pembayaren Gand Uang (SPP-GU), Surer
Pcrimah Pembayaren Tambah Bang (SPP-TU), Surat Perintah
Pembayaran Lum Sum (SPP-l,S| gaji dan tupjangan Pegawai Negeri
Sipd (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan
bendahara pengeluaran;

c pelaksanaan verifikasi Surat Perintah Pembayaren [SPF*}:
d. peny japan Surat Perintah Mcmbayar |SP^T|r
e pelaksanaan koordinasi dan menyiapkan bahan untuk e&umasi

perhiHingan besaran pendspaten sektor kesehatan di lingkup Dinas
Kesehatan,

f pelakaaJiaan vcrifikaai harian atas penerimaan;
g. pelaksanaan akuntaai Satuan Kcrja Perangkat Daerati (SKPDj;
h. penyiapan balian dan menyusun laporan pmanggungjawaken atas

pelaksanaan kegiatan Perengkat Daerah;

4S



i. penyiapan bahan pelaporan hasil pcncapaïan reallsasi keuangan
srbagai bahsn laporan koordmasi dengan pihak terkait;

jr pengelolaan aser daerah di Dinas;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi. dan pel&poran terhadap

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada
pimpinati; dan

1. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sub Oagian Hukum, Umum dan Kepegawaian

Pasal 73

(11 Kepala Sub Bagian Hukum, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
menyiapkan bahan perencanaan administrasi umum, surat
menyurat, kearsipan urusan rumah tangga. invcntarisa&i barang
sebagai aset daerah clan pedeiigkapan serta penaLalaksanaan hukum
yangmenjadi tanggung jawab Dinas.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads aym []).
Kepala Sub Bagjan Hukum, Umum dan Kepegawaian mempunyaj
fungsi:
a penyiapan bahan dalam penatalaksanaan hukum kesehatan yang

ancara lain berkaitan dengan perlindimgan tenaga kesehatan rfalam
pemberirin pelayanan kesehatan,

b. pclaksanaan Urusan administWtöi, Surat mcnyurat, dan kcarsipoiu
c. penyiapan bahan dan berkoordinasi dengan seluruh bidang di

Dinas dalam pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT). Surai
Keputusan (SK}, dan pengusulen peraturan daerah berkenaan
dengan pelaksanaan program keschatan

d. penyimpanan, pendokumenusian. dan merawat seluruh tata
naskah dan arsip surai menyurat untuk kepenringan dinas,

e. mcmilah. mengklasifikasikan, dan mengagendakan arsip surai
menyurat menurut jenisnya;

f. pelaksanaan pengadaan peralatan kantor sebagai penunjang
kelaocaian t.ugas dan melaksanakan pemeliharaan perlengkapan
dan gedurig kantor;

g. pclaksanaan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara
umum di lingkungan Dinas:

h. penyusunan dan pelakaanaan admmisfraai kepegawaian melipun
urusan kenaikan pangkai dan kenaikan tW bcrkala untuk pegawa.i
di lingkungan Dinas;

i. penyiapkan bahan untuk inventarisasi barang melalui pencatatan
barang masuk dan keiuar yang menjadi aset daerah di Dinas;

j. pelaksanaan koordinosi dalam hal inventarisasi barang haail
pengadaan ataupun hantuan yangditerima di Imgkup Dinas;

k pelaksaottan inventarisasi permasalahan yang timbul dalam
pelikaanaan tugas untuk dikourdmasikan kepada atasan guna
meneari pemecahan masalah;

1. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan rerliadap
pelaksanaan tugas dan keglamn yang tclah dilakukan kepada
pimpinan; dan

m. pelaksanakan tugas dmas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kclancaran pclaksanaan tugas berdasarkan standar norms
dan peraturan pcmndang’Undangan.
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Paragraf 5
Bidang Kcschatan Masyarakat

Pasal 74

(I) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan.
membina dan mengoordinasikan sena memelenggarakan sebagian
tugas Dinas metalui kegjatan kesehatan keluarga, perbaikan gvd.
promosi kesehalan, pemberdayaan masvarakat, kesehatan lingkungan.
kcschatan kega dan daliraga.

(2) Untuk melaksanakan tugas stbagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. mempunyai fungsi :
a. penyusunan reneana serta program kerja dibidang kesebatan

inasyarakat yang menjadi rugasdan kewenangannnyH;
br peruurnsan kebijakan. melaksanakan pembinaan dan

mengCMjrdfnasian kegtaian dibidang keseMtan masyarakat;
c. pelaksanaan kegiatan-kegiatan melalui bimbmgan, arahan. perintah

dan penugasan Iain kepada kepala seksi dan staf sebagai dasar
pelaksanaan tugas;

d. pclaksanaan kegistan-kcgiatan berdasarkan standar pelayanan
minima] dan peraiuran yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan masing masing seksi dalam bidang kesehaun masyarakat;

e. pelaksanaan pembinaan kepada kepala seksi dan staf serta unit
pelaksana teknis yaitu puskesmas dan jaringannya dalam rangka
pengawa&an, pengedahan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

f. pelaksanaan perhimngan kebutuhan satans dan prasarana seriA
ajat bantu penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada bidang
kesehatan masyarakat dan unit |jelaksana teknis yaitu pLiskesmaa
dan jaringannya;

g menyanipaTjcün usulan kepsda atnsan renting alokasi sarana dan
prasarana seru a1at bantu penunjang kelancaran pelaksanaan
kegiatan pada bidang kesehatan dan unit pelakaana teknls yaitu
pnskesmas dan jaringarmya;

h. pelaksanaan koordinasl dengan bidang Iain di dalam Dinas
Kesehatan agar kegiatan dapat berjalan dengan efektifdan efisten.

i. pelaksanaan koordinasi dengan dinas. badan, kantor atau
bidangƒbagian dl luar Dinas atas perintah atasah dalam rangka
mendapatkan dukungan program/kebijakan dari lintas sektor:

j, pelaksanaan morïitoifng, evaluasi, dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang lelah dilakukan kepada
pimpinan: dan

k. cnélaksatiakah tug^s dinas lainnya yang diberikan oleh pimpman
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdssarkan standar nonna
dan pcraturan perundang-undangar

Paragraf 6
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 75

f.1] Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Ptnyakit mempunyai
lijgas menencanakan melaksanakan, membina dan mengoordmasikan
séna menyelenggarakan sebagian Lugas dinas dakim survöilena
penyakit. pelayanan imunisasi. pencegahan dun pengendalian penyakii
menular. penyakit tidak meutilar, pelayanan keaehatan jiwa,
pcncegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika
Psikntropika dan Zat Adiktif, dan pelayanan kesehatan haji.
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|2) Untuk melaksanakari tugas ^bagaLmana dimaksud pada ayat Uh
Kepala Bidang Fencegahan dan Pengendalian Penyakit
menyelenggarakan fungsi:
a penyusunan rencana serta program kega dibidang pencegahan dan

pengendalian penyakit yang menjadi tugas dan kewenangannnya.
b perumilsan kebijakan. mdaksanakan pernbinaan dan

mengoordinasikan kegman dibidang pencegahan dan pengendalian
penyakit;

c. perencanaan kebutuhan program/kegjatan dan anggaran melalui
rencana kinetja bidang pencegahan dan pengenda.ban penyakit.;

d. penyusunan rencana kegiaian dan melaksanakan surveitans
penyakit, pelayanan imunisasi. pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, penyakit ridak menulanpelayanan kesehatan jiwa,
pencegahan dan penanggulajtgan penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan mat adtktif lainn^ (NAPZA), dan pelayanan
kesehatan h^ji serta penyebariuasan infbrmasi program/kegiatan:

e. pelaksanaan kegiaisn prneegahan dan pengcndalian penyakit akibat
merakok dan kawasan tanpa rokok;

r. pelaksanaan kegiatan pcncegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular melalui pos pembmaan terpadu Iposbindub deteksi dim
penyakit kanker (payudara. leher rahimj dengan pemeriksaan
inspeksi visual asam asetat (IVA};

g. pelaksanaan pembinaan pencegahan pengendalian penyakit. dalam
kegiatan surveilars penyakit, pelayanan ununisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular. penyakit tidak mcnukuypdayanan
kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan
NAPZA, dan pelayanan kesehatan haji;

h. pelaksnnaan koordinasi dengan lintas program dan iintas dalam
pencegahan dan pengendalian penyakit;

L pelaksanaan monitoring, rvaluasi, dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang tclah dilakukan kepada
pimpinan; dan

j. pelaksanaan tugaa dinas lainnya yang dtberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan t.ugas bcrdasarkan stendar norma
dan peraturan perundang-undangan

Paragraf 7
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 76

[1] Kepala Öidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas mereneanakan,
melaksanakan. membina, mengoordinasikan sma menyelenggarakari
sebagian tugas Dinas dalam pemngkatan pelayanan kesehatan primer
dan pelayanan kesehatan rujukan, serta pelayanan kesehatan lainnya.
peningkatan mutu fasllitas kesehatan primer dan fasihtas kesehatan
rujukan. paningkatan pelayanan kesehatan cradiBionat sena
pengelolaan jaminan/pembiayaan kesehatan Puskesmas.

(2) Untuk melaksanakan lugas sscbsgaimana ciimaksud pada ayat (ÏJ.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
a. petiyusunan rencana scrta program kerja dibidang pelayanan

kesehatan yangmen jadi tugas dan kewenangannnya;
b. perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengourdinasikan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan;
c. merencanakau kebutuhan kegiatan dan anggaran melalui rencana

kinerja Pelayanan Kesehatan;
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d. p^laksanaan peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan
mutu fasiliUs kesehatan primer, fasilim kesehatan rujukan serta
petayanan kesehatan tainnya. peningkat.au pelayanan kesehatan
traditional, serta pcngelolaan janunan/pembiayaan kesehatan
Puskesmas;

e. pelaksanaan pcmbinaan peiayanan kesehatan dan peningkatan
mutu fesilitas kesehatan primer, fasilitas kesehatan rujukan serta
pelayanan kesehatan lainnya, peningkatan pelayanart kesehatan
traditional, scrta penyclenggaraan jamman/pembiayaan kesehatan
Puekesmas;

f. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana. program dan kegiatan,
angganm. pengelolaan kegialan dalam kcgiatan peningkatan
peiayanan kesehatan dan peningkatan mutu fasihms kesehatan
primer, rujukan serta pdayanan kesehatan laianya. peningkatan
pelayanan kesehatan tiadisional, serta pengelolaan
jaminan/pembiayaan kesehatan Puskesmas;

g melaksanakan monitoring, cvaluast, dan pelaporan terhadap
pelaksanaan lugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada
pimpinan: dan

h. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh punpinmr
untuk keïan.caran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peraturan perufldang-undangan.

Paragraf 8
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 77

(1] Kepaia Hiciang Sumber Days Kesehatan mempunyai tugas membuai
perumusan kebijakah operational, merencanakan, melaksanakan dan
menyeleriggarakiin, memhina dan mengoordinaaikan uebagian tugas
Dinas dibidang kefarmasian, makanan dan niinuman, sarana
prasarana dan alat kesehatan, dan sumber daya manuaia kesehatan.

{2) UMuk melaksanakan tugas sobagpimana dimaksud paria ayar (IJ,
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi
a. penyusunan rencana serta program kerja bidang aumber days

kesehatan yang meniadi tugas dan kewenangannnya;
b. perumusen kebijakan. melaksanakan pembinaan dan

mengoordinasiknn kegiatan dibidang sumber daya kesehatan:
c. pelsksanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

kefarmasian. makanan dan tmnuman
d. pelaksanaan pengadaan dan difitribusi bahan dan alat sarana

prasarana dan alat kesehatan;
e pelaksanaau penempatan, pendayagunaan, dan pengembangan

sumber daya manusia kesehatan:
f pelaksan&an penerbitan perisinon kesehatan dtlingkup kabupaten:
g. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam

rangka pelaksanaan tugas dibidang keiarmaaian, makanan dan
minuman. «arana prasarana dan alat kesehatan. dan sumber days
manusia kesehatan:

h. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan tekms kegiatan dan program
dibidang kefarmasian. makanan dan nunuman, sarana pntsarana
dan alat kesehatan. dart sumber daya manusia kesehatan;

i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
dan program dibidang kefarmasian f makanan dan minuman, sarana
prasarana dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;



j. peiaksanaan monitoring, «valuasL dan pelaporan terhadap
pelaksaman tugas dan kegiatan yang telah dÜakukan kepada
pimpinan; dan

k. pelaksanaan tugas dinas lamnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdaserkan stander norma
dan peraturan pcrundangundangan

BAB VIÏT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Bagi&n Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 78

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang
Pekerjaan Umum dan Pemmahan Rakyat.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati toehalm Sekretans Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 79

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Prrumahan Rakyat mcmpunyat tugas
membaniu Bupatt melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Darrah dibidang pckerjaan umum dan Perumahan Rakyat
dan tugas pembantuan yang diberikan kcpada Daerah serta tugas lain
scsuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupari berdasarkan
peraturan perundang-undangaii.

(2| Untuk menyelenggarakatï tugas ^ebagatmana dimaksud pada ayat (l).
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mcmpunyai fungsi :
a< perumusan kebijakar teknis dibidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat;
b. pemTlenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umüm

dibidang pekerjaan umum dan pemmahan rakyat;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat;
d. pelayanan admmistrutif; dan
e. pelaksanaan tugas Iain yang diberikan oleh pimpinan untuk

kdancüiran pelaksanaan rugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

50



Bagiati Kedua
Susunan Organisast

PasaJ 80

0| Susunan Organisasi Dinas verdiri atas:
a Kepala Dinas;
b, Sekreiariat. terdiri aLas:

1. SubBagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsionat,

c Bidang Pengairan, terdiri atas Kdompok JabaLan Fung«onal;
d. Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,
e, BidangBidang Cipta Katya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsionak
t Bidang Penataan Ruang, Pcrumahan dan Kawasan Permukiman,

terdiri alas Kelompok Jabatan Fungsional;
g, Bidang Pertanahan, terdiri alas Kelompok Jabatan Fungsional;
h Kelompok Jabatan Fungshnal; dan
i_ Unit Peiaksana Teknis Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayal (1} huruf b. dipimpin o1eh
sprang Sekretaris yang berada dihawah dan benanggung jawab krpada
Kepala Dinas.

{3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pads ayat [1) huruf ct huruf d.
huruf e. hunif f dan huruf g, masing-masing dipimpin clch seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimakaud pads ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bcrtanggungjawab
kepada Sekrctaris.

(5] Kelampok Jabatan Eungsional seb^gaimaiiH diniuksud pads ayat (1)
huruf h. dipimpin oleh seorang pejabat fangsional senior sebagui K^tua
Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kcpala Dinas.

[6j Unit PelaksELria Teknis sebagaimana dijnaksud pada ayat. (l| huruf i.
dipjmpin oleh sprang Kepaia Unit Pelaksana Teknis yangberada dibawah
dan bedanggung jawab kepada kepala diJias.

(7) Öagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum daii PerUmahan
Rakyat sebagaimam teT-cantum dalam lampiran VH yang mewpakan
bagian iidak teipi^ahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kctiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

PasaJ SI

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupeti dalam melaksanakaxi
UTtnsan pemenntahan dibidang pekerjaan umum. pcnataan ruang,
pcrumahaji, kawasan permukiman dan permnahan yang menjadi
kewcnangah riaerah dan Lugas pembantuan yang diberikan kepada
Kabupaten.
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(2f Untuk melaksanakan tugas sebsgaimana ditnaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas menyelenggarakau Tungsi :
a. pengoordinasian pelaksanaan kegifttan dilingkungan Dinas yang

menjadi tugas dan kewenangannya;
b. perumusan kebijakan teknis daIam menyelenggarakan urugan

pemerintahan dan pelayanan unaum dibidang pekerjaan umum,
penataan ruang. perumahan, kawasan permukiman dan
pertanahan:

c- penyelenggaraan pembinaan pengurusan pekerjaan umum dan
penataan ruangt perumahan dan kawasan permukiman. dan
penanahan;

d. pelaksanaan pembinaan personil, pembiayaan dan sarana
prasarana dinas;

e. pelaksanaan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk
teknis yang berhubungan dengan pekerjaan umum dan penataan
ruang. pcrumahan dan kawasan permukiman. dan penanahan
dalam rangka meningkatkan Pendapalan Asli Daerah (PAD|;

f. perumussn petunjuk pembinaan dan pengembangan pekerjaan
umum dan penaiaan ruang, perumahan dan kawasan permukiman,
dan pertanahan serta mdaksa.nakan penilsian pelaksanaan tugas;

g. pelakaanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiaLan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

li, pelaksanaan togas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan pereturan perundang-undangan

Paragraf 2
Sekretariat

Pass! 82

[1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas mengDordinasikan dan
menyelenggarakan kegiaïan kesektetartatan. pengeToIaan keuangan
dan pelayanan adminisiraüi pads seluruh unit organisasi di lingkungan
Dinas serta melakaanakan penyuBkinan program, evaluasi dan
pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan togas sebagaimaiia dimaksud pads ayat [1],
Sekretaris Dinas mpnyelenggarakan fungst
a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretarial

yang menjadi tugas dan kewenangannnyH;
b, penyiapan bahan data untuk kegiaian pelaksanaan tugas dan

penyusunan program keqa;
c. perencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun

anggaran dan men.gevaluasi penggunaan biaya yang leïah
dikeluarkan serta mrmbuat laporan pelaksanaan kegiatan pada
pimpinan;

th peiaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana
APBD dan APBN dengan melaporkan basil pengadaan kepada Badan
Keuangan dan Aset Daerah dtsertai dengan penyerahan ÖKPB dan
Surat Admimstrasi lairmya;

e. pengoordinasian kegjatan vang akan dilaksanakan pada ataman dan
hidang-bidding yang ada di hngkungan Dinas ,

f, penyiapan perentanaan dan kebtjakan tekm& pcngembangan
kesekretariatan dan administra&i umum;

g, penyelenggaraan urusan kesekretariatan. rumah tangui
(periengkapanh administrasi kepegawaian dan keuangan:
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h. penyusiinan rencana evaluasi dan lapóran pclaksanaan program
kerja;

L pclaksanaan monitoring, evalnaai dan pelaporam terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telab dilaksanakan kepada
pimpinam dan

j. pclaksanaan lugn» dlnas lairtnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pclaksanaan tugas berdasarkan slandar norma
dan: peraturan perundang-undanger

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 83

(I) Kepaia Sub Hagian Hmurn dan Kepegawaïan mempunyai tugas
menyiapkan bahan dalam nangka memb&ntü melaksenakan penjabaran
kebijakan teknis di sub bagian urnurn dan kepegawaian.

f2, Untuk me!aksanakan tugas sebagaimana dimakaud pada ayat |11, Kepala
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi ,

a. penyiapaan bahan daJam menyusun rencana kerja Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangannya.

b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pcmbinaan dan
rnengoordimisikan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian.

c. pclaksanaan urusan administraai sprat menyurat dan kearsipan;
d. memiïahr mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat

menyurat menurut jemsnya;
e. pelaksanaan urusan lumah tangga dan pcrtengkapan serta

memclihara penilatan kantor guna kelancaran pelaksanaan LUgas.
f. penytmman dan pelaksanaan administrasi kepegawaian mekpuii

urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berl^aJa. serta pendidikan
dan pdatihan pegawai di iingkungan Dinas;

g. pengumpulan, menjaga dan merau-at perlengkapan dan lasilitas kerja
dillngltungan Sub Bagian Umum dan Kepegau'aian,

h. pelaksanaan urusan pengolahan administrasi kepegawaia.n secara
umum di lingkungan Dinas:

L pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang Umbul dalam
pelaksanaan wgas untilk dikoöïdinasikan kepada aiasan guns
mencan pemecalltm masalah;

j. penyiapan bahan dalam rangka pcngadaan kendaraan dinas yang
berasal dan Dans APBD dan APBN dengan melaporkan hasil
pengadaan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan
penycrahan BPKB dan Surut Administrasi lainnya;

k, pelaksanaan monkonn^ evatuasi d&n pelaponan terhadap
pelaksanaan mgas dan kegiatan yang telab dilaksanakan kepada
pimpinan: dan

1. pelaksanaan uigas dinas lainnya yang dibemkan öleh pimpinan umuk
kelancantn pelaksanaan tugas lierdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan

Paragraf 4
Bidang Prngairan

Pasal 84

(1) Kepaia Bidang Pengairan mempuyai tugas melaksanakan, membina dan
niengoordinasikan serta menvelenggarakan sebagian tugas dibidang
pengakam



(2) Unmk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kepala Bidang Pengairan menyetenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknls riibidang pengairan

yang menjadi rugas kewenangannya;
b. penyiapan bahan kcbijakan. melaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegitan dibidang pengairan;
c pendayagunaan sumber days air pada wilayah siingai dalam satu

kabupaten;
d, pengendahan daya rysak air yang berdampak skala kabupaten;
c penyelenggaraan sistm informasi sumber daya air ungkat

kabupaten,
f pengoordinasian kegiatan bidang pengairan dalam rangka

m&mperlancar pelaksanaan tugas;
g. pclaksanaan mvenlari&asi permasalahan dibidang pengairan sena

merumuskan langkahlangkah kebijakan pcmecahaan masaJnJi;
h. pembuatan dan penyajian data bidang pengairan aebagai hahan

masukan pada atasan dalam rangka hubungan koordinasi dengan
instansi térkait sebagai bahan cvaluasi dan pembuatan lapuran.

l pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanami Lugas dan kegiatan yang telah dilakwnakan kepada
pimpinan; dan

j pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oteh pimpinan unuik
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan

Paragraf b
Bidang Bina Marga

Pasal 85

(11 Kepala Bidang Bina Marga mempunyai lugas meiaksanakan membina
dan mengoordinasikan serin menydenggarakan scbagian tugas dinas
dibidang kebmamargaaru peralatan dan perbekalan.

(2] Untuk mdaksanakai! tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1]. Kepala
BidangBina Marga mempunyai fungsl
a, penyiapaan bahan penyusunan petunjuk teknis dibidang ötna Maiga

yang menjndi tugas kewenangannya;
b. penyiapan bahan kdiijakan, mdaksanakan pembinaan dan

mengoordhiasikmi kegitan dibidangbina margai

Ch pengembangan dan pengdolaan manajemen jalait kabupalen.
d. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang kebtnamargaan, peralatan

dan perbekalan dalam rangka memperlancarpdaksanaan tugas;
e. pdaksanaan inyentarisasi permasalahan dibidang kebinamargaan.

peralatan dan perbekalan serta meiumuskan langkah-langkah
kebijakan pcmecahaan masalah,

f. pembuatjin dan penyajian data bidang kebinamargaan, peralatan dan
pdrbdcalan sebagai bahan masukan pada atasan dalrnu rangka
hubungan koardinasi dengan instansi terkait sebagai bahan
evaluasi dan pembuaian Lapcran;

g. pelaksanaan monitoring, evuluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinani dan

h. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang dibeilkaii cleh ptmpinan untuk
kelancaran pelaksanaan t.ugas berdesarkan standar norma dan
peraturan pemndang-undangan.
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Paragraf 6
Bidang Cipta Karya

Pasal 86

(Il KepaJa Bidang Cipta Kajya mempuyai tugas melaksanakan membina dan
mengoordinaaikan serta menyelenggarakan sebdgian tugas Dims
dibidang keciptakaryaan,

|2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ- Kepala
BidangCipta Karya mernpunyai fungsi:
a. pcnyusunan rencana serta program kena dibidang Cipia Katya yang

menjadi tunas dan kewenangannya:
b, pemmusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiatan dibidang cipta karya.
c. peningkatan kapasitas teknia dan marajemen peiayanan air mmum

di wtlayah kabupattn termasuk kepada Badan Pengusahaan
Pelayanan (operator) SUMD;

d. penyusunan rencana induk pengembangan Sistim Penyediaaa Air
Minum (SPAM| wtlayah adminisirasi kabupalen:

e. pengawasan terbadap seluruh tahapan penyelenggaraan
pengembangan Sistim Pcnyediaan Air Minum (SPAM] yang berada di
wilayah kabuparen;

f evaluasj terhadnp penyetenggnman pengembangan Sistim Penyedtaan
Air Mtndm (SPAMJ yang utuh di wilayahnya;

g. penyusunan rencana induk pengend>angan prasarana dan sarana air
limbah kabupaten:

h pelakaanaan evaluasi penvelenggaraan pengembangari air ihnbah di
kabupaten;

i, penyuaun&n rencana induk prasarana dan sarana drainase skala
kabupaien:

j. palaksanaan koordinasr kegiatan bidang keciptakaty aan dalam
rangka mcmperlancar peUksanaan tugas;

k. pelaksanaan inventartsaai permasalahan d.ibidang kcciptakaiyaan
sem rnerumuskan LangkahJangk&h kebijakan pemecahaan masalah;

I. pembuatan dan penyajian data bidang keciptakaryaan srbagai bahan
inasukan pada atasan dalam rangka hubungan koordinasi dengan
instansi terkait sebagai bahan evaluasi dan pemhuatan laporan,

m. pelaksanaan monitoring: evaJuast dan peiaporan lediadap
pelaksanaan LLtgas dan kegjatan yang telah dHaksan&kan kepada
pimpinan; dan

n. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinart untuk
kelancaran pelakaanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan

Paragraf 7
Bidang Penaiaan Ruang, Perumedian dan Kawasan Permukiman

Pasal 87

(1) Kepate Sidang Penaiann Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengoordinasikan eerta
penydenggaraan sebagian tugas Dinas dibidang penataan ruang den
hinn konsrruksi, perumaban dan kaahsen permukiman
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(2) Untuk melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud pada avat (l)t Kepala
Bidang Penataan Ruang. Perumahan dan Kawasan Permukiman
mempunvai fangs!:
a. penyusunan rencana serta program keija dibidang Penataan Ruang

dan Bina Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang
menjadi tugas dan kewenangannya;

b. perumusan kebijakam melaksanakan pembmaar dan
mengoordinasikarL kegiatan dibidang punataan ruang dan bina
konstruksi. peramahan dan kawasan pei-mukiman;

c. penyusunan program dan anggaran dibidang penataan ruang dan
bina konstruksi. perumahan dan kawasan permukiman;

<1. penyeienggaraan penanganan kawasan kumub di wiiayah kabupaten.
e pengeloiaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh dan

rusunawa;
£ pengoordinasian dan memadukan rencana program/ kegiaian

dibidang penataan ruang dan bina konstruksi, perumahan dan
kaaasan permukiman,

g. pelaksanaan inventarisas) pennasalahan perencanaan dibidang
pcnataan ruang dan bina konstruksi. perumahan dan kawasan
permukiman;

h. pelaksanaan monitoring, cvaluaai dan pelaporan terhadap
pelaksanaan mgas dan kegiatan yang telah dila ksanakan kepada
pimpinan; dan

i, pelaksanaan tug^s dinaw Imnnya yang diberikan olch pimpinan untuk
keLanearan pelaksanaan Ugas berdasarkan standar norma dan
peraturan ptrundang-urdangan.

Paragraf 8
Bidang Pertanahail

Basal 88

(1] Kepala Bidang Pcrtanahan mempunvai togas melaksanakan seljagian
Cugas Dinas dibidang perianahan.

[2J Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (I j, Kepala
Bidang Pertanahan mempunyai fangs!:
a. penyusdnan rencana serla program keija dibidang Pertanahan yang

menjadi tugas dan kewenangannya;
b, pemtnusan kebijakim, melaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiatan dibidang pcrtanahan;
c. penyusunan program dan anggaran penguasaan, pemillkanf

pengguhaan dan pemanfaatan Lanah pemerintah daerah;
d, pelaksanaan perencanaan teknis dibidang pcrtanahan;
e. pengoardmasian dan memadukan rencana pro^am/kegiatan dibidang

pcrtanahan,
f pcmbuatan rekomendasi izin lokasi;
g, pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentmgan umum;
h pengoordinasian pcnyelet*satan sengketa pcrtanahan:
i. pclaksanaan monitoring. cvaluhsi dan pelaparan tcnhadap pelaksanaan

tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
j. pelaksanaan togas dittos lainpya yang dibenkan oleh pimpinan untuk

kelancaran pelaksanaan tug^s berdasarkan standar norma dan
peraru ran penmdang-undangan.
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BAB ÏX
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN STPIL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugpsdan Fungsi

Paragraf 1
Kedudbkan

Pasal89

(I) Dinas merupakan unsur pdaksana urusan pemeridtahan dibidang
Kependudpkan dan Pencatatan Sipi).

(2) Dinas dipimpin oJeh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bcrtanggung jawab kepadaBupari melahii Sekretaris Daerah

Paranarat 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 90

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Bupari dalam melaksanakan Urusan
Pemerintahan dibidang Kepcndudukan dan Pencataran SipU yang mcnjadi
kcwenangan Darrah dan Tugas Prmbanruan yang diberikan kepada
daerah.

(2}Untuk melaksanakan tygas sebagaimana dimaksud pads ayat (1) Dinas
menyeTenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijaksanaan dibidang kependudukan dan pencaratan

sipil;
b. pelaksanaari kebijakan dibidang kependuditkan dan pcncaiatan sipil;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kependudukan dan

pencatatan aipik
d pelaksanaan administrasi dinas; dan
e, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungamya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9 1

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependndukan dan Pencaiatan S.ipd trrdiri
atas:
a, Repaid Dinas;
b. Sekretariat, terdin aras:

1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2 Sub Bagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Eungsional.

C- Bidang Pelayanan Pendaflaran Penduduk. terdiri alas Kelompok
Jabatan Furtgsianal;

d. Bidang Pelayanan Pencautan Sipil, tcrdin alas Kelompok Jabatan
Fungsianal;

e. Bidang Pengclolftan Informal Administrati Kependudukan, tendiri atas
Kelompok Jabatan Fungsioiial;

f. Bidang Bemanfaatan Data dan Inovaai Pelayanan, terdiri alas
Kelompok Jabstan Fungsional;
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g Kelampok Jabaran Fungsional; dan
h. Unit Peïaksana Teknis Dinas.

[21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bf dipimpin ©Ich
seorang Sekretaris \ang bcrada dibawah dan bertanggung jaw^b kepada
kepala dinas.

f3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat tl) humf c, huruf d.
huruf e dan huruf f, maling-maling dipimpin oleh seorang Kepaia Bidang
yang berada dibawah dan lienanggung jawab kepada kepala dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humF b dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

(5J Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud pads ayat (IJ
hyruf g, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggungjawHb kepada Kepala Dinas.

(6| Unit Pelaksana Teknis sebagaltnana dimaksud pada ayat (1| huruf h.
dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada kepala dinas,

(7) Bagan Stiuktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pcncatatan Stpil
sebagaimana tercantum daiam lampman VII) yang menapakan bagian
tidak terpisahkan dari Reraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf i
Kepala Dinas

Fasal 92

[Ij Kepala Dinas mempunvai tu^as membantu Bupau dalam melaksanakari
brusan Pcmerintahan dibidang Kcpendudukan dan Pencatatan Sipil yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tug^s Pembant.uan yang dibcrikan
kepadadaerah.

[2] Untuk melaksanakan r.ugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Kepala
Dinas merwelenggarakan füngsi

a. pengoordirmsian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas
Kependudnkan dan Benefitstan Sipil yang menjadï rugas dan
kewenangannya;

b. perumusan kebijaksn teknis dalam menyelenggamkan umsan
ptmerinrahan dan pelayanan umutn dibidang kependudükan dan
pencatatan sipil;

c. penetapan kebbakan pelayanan pendaftaran pcnduduk, pclayanan
pencatatan sipil. pengelalaan informasi adminia(raai kependudukan.
pemanfaatan data dan inoyast pelayanan skala kabupaten;

d. pclaksanaan pembinaant koordinasi, pengendalian bidang administrasi
kependudukan;

e. pHaksanaar kegiatan penatausaliaan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

f pelaksanaaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadup pelaksanaan
tugasdan kegiatan vang telah diliiksanakan kepada pimpinan; dan
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g. pclakKanaan tugas dinas lainnya yang diberfknn oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksa.naan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
secretariat

Pasal 93

(1) Sekretaris Dinas lïiempunyai tugas mengoordinasikan dan
mcnvelenggarakan kcgiatan kesekrotariatan, pengelolaan keuangan dan
pelayanan administrasi pada seturuh unit organisasi di lingkungan
Dinas serta melakükan peiiyusunan program, rval asi dan pelaporan.

(2] Untuk meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada fiyat ( 1),
SeknetariS Dinas menyelcnggarakan fungsi :
a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretariat yang

menjadi tugas dan keu^nangannnva;
b. pcnyiapan bahan data untuk kegratan pelaksanaa.n tugas dan

penyusunan program keija;
c. perencanaan anggaran biava yang diperlukan untuk satu tahun

anggaran dan mengevaluasi pcnggunaan hiaya yang telah
dikeiu&rkan serta membuat laporan peïaksanaan kegiatan pada
pimpinanj

d. laksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dan Dana
APBD dan APBN dengan melaporkan basil pengadaan kepada Badan
Kcuangan dan Aset Daerah disertai dengan penyerahan BKPB dan
Sural Administrasi lainnya»

e. pengoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan
bidang-bidang yang ada di iingkungar Dinas ;

f penyiapan percncanaan dan kehijakan telmis pengembangan
kfisekretariaian dan adrninistrasi umum;

g penyelenggaraan unjsan kesekretariatan, rumah tangga
fperlcngkapan). adrninistrasi kepegawatan dan keuangan.

h. penvusunan rencana evaluasi dan laporan pelakaanaan program
kerja;

L pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ferhadap
peïak&anaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

ƒ peUksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kclancaran pelakaanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3
Sub Bagfan Umum dan Kepegawaian

Pasal 94

Hi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rugas
nienyiapkan baban dalsm rangka membantu meJaksanakan penjabarau
kebijakan tekms di sub bagian umum dan kepegawafan.

(2) Untuk ineluksiinakan tugas sebagatmana dimaksud pada nyat (1|,
Kepafa Sub Bagian Vmum dan Kepegau-asan menyelenggurakan fungsi .
a. penyiapan bahan dalam menyusun rencana terja Sub Bagian Umum

dan Kepegawaiau yang menjadi tugas dan kewenanganrn'a;
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b. penviapan bahan kebijakan, melaksanakan prmbinaan dan
menguardimsikan kcgiatan dibidangumuni dan kepegawaian:

c peiaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
d. memilah, mengklasilikasikan dan mengagendakan arsip surat

meny urar menurut jenisnya;
? pelaksanaan urusan rumah tangga dan pertengkapan serta

memelihara peralatan kantot guna keiancaran peïaksanaan tugas;
f penyusunan dan pelaksanaan administrasi kepegawatan meliputi

urusan kenaikan pangkau kenaikan gaji berk&la, serta pendidikan
dan pelahhan pegawai dt lingkungan Dinas;

g. pengLirnpulan, menjaga dan merawat perlengkapan dan rEisilftas
keqa dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

h. pelaksanaan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara
umum di Hngkungan Dinas;

i. pelaksanaan inventarisaai permasalahan yang rimbul daJ&m
pelakssnaan rugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guns
mencari pemecahan masalah;

j- penyiapan baban dalam rangka pengadaart kendaraftn dinas yang
beraeaJ dari Dana APSD dan APBN deugen melaporkan hasil
pengadann kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah disertai
dengan penyerahan BPKB dan Surat Administrasi lainnya;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan rugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan: dan

1, mdaksanakan tugas dines latnnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancnran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Slib Bagian Keuangan

f'asal 95

(IJ Kepata Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mdaksanakan dan
mengoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja.
meïakukan kegjatan perhcndaharaan. pembukuan dan veriftkasi seria
meLakukan pelaporan alas realisasi pelaksanaan kegiaran dan
keuangan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimakaud pada ayat (!}.
Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakaH fungsi .
a. penyiapan balian dalam menyusun reneana kerja Sub Bagian

Kcuangan yang menjadi rugas dan kewenangannya;
b. penyiapan baban kebijakan, melaksanakan pembina&i dan

mongöürdinasikan kegiatan dibidang Keuangan;
c pengeInlaan administrasi keuangan dan kegiatan perbendaharaan,
d. mcneliïi ketengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan

(SPP-UPI pengadaan barang dan jasa yang disampaikan o1eh
bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis
KegiEuan (PPTKJ.

e. meneliti kdengkapan Surat Perintab Pembayaran Bang Persediaan
(SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat
Perintah Pembayaran Tambah Uang {SPP^TUJ, Surat PerinLah
Pembayaran Lum Sum (SPP-LS] gaji dan tunjangan Pegawai Negen
Sipil (PNS] serta pertghasilan lamnya yang diLetapkan dan disjukan
benciahara pengcluaran;

C pelaksanaan veriftkasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);
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g. penyiapan Sural Pèrinuh Membayar (SPM|;
h. verifikasi hanan acas penerimaan;
i, pelaksanaan akuntansi Satuan Kcija Perangkar Daerah (SKPD);
j. penyiapan bahan dan mcnyusun laporan penanggungjawaban atas

pelaksanaan kegiatan Satuan Keria Perangkat Daerah (SKPD);

k. pelaksanaan monitoring, cvaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksannan ttigas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

1 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untilk kelancaran pelaksanaan mgas berdasarkan stander norma
dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
BidangFdayanan Pcndaftaran Penduduk

Pasal 96

(Ij Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudiik mempunyai tugas
mdaksanakan, membina dan mengoordmesikan serta
menyelenggarakan sebagian togas Dinas dtbidang pelayanan
pendaftaran penduduk meliputi idendtas penduduk, pindah datang
penduduk dan pendataan penduduk.

(2) Untuk meJaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1|,
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan
fungsi-
a. pcnyusunan rencana serta. program kerja dibidang Pelayannri

Pendaftaran Penduduk yangmenjadi tugas dan kewenangannnya:
b. perumusan k^bijaken. melaksanakan pembinaan dan

mengoardtnasikan kegjatan dibidang pelayanan pendaftaran
penduduk;

c pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
d, peJaksanaan penetapan kebijakan dibidang pelayanan pendaïtaran

penduduk yang meliputi ïdendtas penduduk, pintiah datang
pendttduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataar
penduduk dikabupaton;

e. peUksannan fasdlitasb sosialisasi, bimbingan teknis. advukasi,
supeTvisi dan konsultaw pelaksanaan pdayanan pendaftarnn
penduduk Skala kabupaten;

f. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelaya.nati
pendafiaran penduduk:

g. pclaksanaan peiayanan pendaflaran penduduk;
h. petakaanaan pembinaan umum dar koordinasi pelaksanaan

p^ndaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang
penduduk pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk. pendataan
penduduk:

i. pelaksanaan pendokumentasian hasil peUyanan pendaftaran
penduduk;

j, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadnp
pelaksanaan tugaa dan kegiatan yang lelah dilaksanakan kepada
pimpinan: dan

k pelaksanaan tugaa dinas Jafnnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdassrkan standar norma
dan pcraturan perundang-undangarL
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Paragraf 6
Öidang Pelayanan Pcncatatan Sfpü

Pasal 97

(1) Kepala Bidang Pebyanan Peneautan Sipil nicmpunyai tugas
melaksanakan. membirta dan mcngoondinasikan serta
menydenggarakan sebagian rugaa Dinas dibidang Pelayanart Pencatatan
Sipil meliputi Kelahiran. Perkawinan dan Percentian serta Reiubahan
Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aval |l|.
Kepala Bidang Relayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakar fungst :
a. penyusunan rencana serta program kena dibidang pelayatian

pencatatan sipil yang menjadi uigas dan kewenangannya;
b. perumusan kehijakan, rtielaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kcgiatan dlbidang pelayanan pencatatan sipil,
c. pdaksanaar program kerja dan kegiatan bidang Pelayanan

Pencatatan Sipil;
d. pcngoordinasian program ketja yang berrhubungan dengan

bimbingan pelayanan. penvelenggaman bidang Pelayanan Pencatatan
Sipil:

e. pelaksanaan fasüitasi. sosiaüsam. bimbingan teknis. adsokasi,
supervisi dan konsuitesi pelayanan pencatatan sipil skaia
kabuparen:

f. pdaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan sipil;

g. pelaksanaan pelByanan pencatatan sipil;
h pelaksanaan penerbitan dükurnen pencatatan sipil;
i. ptlaksanaan pendükumentastan hasil pelayanan pencatatan sipil;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas don kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; daii

k. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang dibedkan oleh pimpinan
untuk kelancarar pelaksanaan tugas berdatsarkan atandar norma
dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Bidang Pengeiolaan Informssi Administrasi Kcpendudukan

Pasal 98

UI Kepala Bidang Pengglolaan Infarmasi Adminisi.rasi Kependudukan
mempunyai tugas meJaksanakan, membina dan mengaordinasikan serta
nienyelehggarakon sebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan infonnasi
admitimistrasi kepeadudukan melipuri aistem infonnasi adm
kependudukan dan pengolahan dan penyajian data kependudukan;

(2| Untuk Tneteksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kepala Bidang Pengelolaan htformasi Admistrasi Kependudukan
menyelenggarakan fungsi.
a penyusunan rencana serta program kerja dibidang pengelolaan

informasi admiiiisuas? kependudukam
b. perumusftn kebijakan, melaksanakan pentbinaan dan

mengoardinasikan kegiatari bidang pengelolaan informasi
administrasi kependudukan;
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c. penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan
informal administrasi kependudukan skala kabuparen;

d pelaksanaan pembinaan dan koordmasi pelaksanaan pengeialaan
informasi admmiBirasi kependudukan yang meliputi sistem informssi
administrasi kependudukan dan pengolahan dan penyajian data
kependudukan;

e, pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang
meliputi siatem inlormaai adminisuasi kependudukan dan
pengolalian dan penyajian data kependudukan:

f. pelaksanaan pengcndaban dan evaluasi pclaksanaan pengelplaan
informasi administrasi kependudukan;

g. pelaksanaan program kegiatan dibidang pengelolaan mformasi
administras: kependudukan skaJa kabupaten;

h. pelakaanaan monitoring, evaluasi dan pelapoian Terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditaksanakan kepada
pimpinan; dan

É pelaksanaan tugaa dinas lamnya yang diberikan pimpinan untuk
kclancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan pcrundang-undangan.

Paragrar 8
Bidang pemanfaatan Data dan Inovasi l^layanan

Pasal 99

(1] Kepaia Bklang Pemanfaatan Data dan tnovasi Pelayanan mcmpunyai
tugas melaksanakan. mombina dan mcngpordinaaian serta
menyelengerekan sebagian tugas Dinas dibidang pemanfaaian dau
dan movasi pelayanan melipLiti keijaaama dan inovasi pelayanan dan
pemanfaatan data dan dokurnen kependudukan.

(2) Untuk melaksaiiakan Uigas sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovad Pelayanan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan reneana serta program keqa dibidang pemanfaatan data

dan tnovasi pelayanan;
b perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengoondinasikan kegiatan bidang pcmanfaatan data dan inovasi
pelayanan;

c penyiapanait perumusan kebijakan teknis dibidang pemanlaatan
data dan inovasi pelayanan skala kabapaten;

d. irelaksanaan pembinaan dan koprdinasi pelaksanaan pemanfaatan
data dan dokumen kependududukan. ketja sama serf a inovasi
pelayanan administrasi kependudukan,

e. pelaksanaan pcmanfaatan data daii dokumen kependududukan;
f. pelaksanaan kerja sama adminisrrasi kependudtikan,
g. pelaksanaan inovasi pelayanan administra&i kependudukan;
h. pelaksanaan program kegiatan dibidang pemanfeaian data dan

inovasi pelayanan,
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang itlah dilaksanakan kepada
pirnpirum: dan

j pelaksanaan tugas dinas lainnya yang dilierikan pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.
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BAB X
DINAS KEPEMUDAAN, QLAHRAGA DAN PARIW1SATA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugasdar Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 100

(1) Dinas mcrupakan unsur peJaks&na urusan pemcrintahan dibidang
Kepemudaan. OJabrags dan Pariwisata.

(2) Dinas dipimpin oJeh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupan melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Paragraf 2
Tugasdan Fuugsi

Pasal JOI
ng Dinas mempunyai rugas membantu Bupati dnlam melaksanakan Uruwi

Petneriniahan dibidang kepemudaant olahraga dan pariwisata yang
mepjadi kewenangan Daerah dan Tugas Penibantnan yang diberikan
kepada daerah.

!2) Untuk inelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacla aval (1) Dinas
memelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijaksanaan dibidang kepemudaan, nlahraga dan

pamvisHta.
b.pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan, olahraga danparivrisata;
c. pclaksanaan evaluasi dan prlaporan dibidang kepemudaan, alahraga

dan pariwisata:
d. pclaksanaan adrmnistrasi; dan
e pelaksanaan fungai lain yang diberikan nleh pimpinan untuk

kelanraran pdaksanaan tugas beniasarkan standar norma dan
peraturan perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Siisunan Organisasi

Pasal 102

(1) Susunan Orgamsasi Dinas terdiri aras :
a. KepalR Dinas:
b. Sekmariat, terdiri alas :

1 Sub Baaian Umum dan Kepegawaian: dan
2. Kelompok Jahatan Kungsiunal.

c öidang Kepemudaan, terdiri alas Kelampok dabatan Fung&ional;
d Bidang Otahraga^ terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsionak
e Bidang Ptemaaaran Pariudgnta dan Ekonomi Kreatif. terdiri alas

Kdampok Jabatan Fungsionab
f. Bidang Pengembangan Destmasi dan Eelembagaan Parivnsata. terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional;
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g. Kelompok Jabatan Ftmgsional; dan
h. Unit Pelaksatia Teknis Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana djmaksud pada ayat (IJ hurur b, dipimpin deh
seorang Sekrétaris yang berada dibawah dan berlanggung jawab kepada
kepala dinas.

(3| Bidang sebagaimana dimakwd pada ayat (1) hurut c, buruf d. huruf e dan
hunjf C masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan tiercanggung jawab kepada Kepala Dinas.

H Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ huruf b dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang b«rada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaria.

(5) Kekmpak Jabatan Fungsional sebagaimana dimakaud pada ayar (1|
hui'uf g, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Kenia
Ketcmpok dan henanggung jawab kcpada Kepala Dinas,

(6) Unit PelakKma Teknis scbagaimana dimaksud pads ayat (1| huruf h,
dipimpin oleb secra tig Kepala Unit Pclaksana Teknis yang berada dibawah
dan benanggung jawab kepada Kepala Dinas.

[7] Bagan Struktur Organiaasi Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisala
Sebagalmana t^rcantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian ddak
lerpisahkan dari Peraturan Öupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 103

(11 Kepala Dinas mempunyni tugas membaniu Bupali dalam melakaanakan
urusan pEmerintahan dibidang kepemudaan. olahraga dan panuisatan
yang menjadi kewcnangan Daerah dan Ttigas Pembantuan yang diberikan
kepada dacrab .

(2) Umuk melaksanakan lugas sebagaimanA dimaksud pads ayat (1|, Kepala
Dinas monyelenggaran fungsi :
a. pengoordinaBian pelaksanaan kegiaran ddingkungan Dinas yang

menjadi tugas dan kewenangannya;
b. pcnjmusan kebijakan teknis dalam menvelenggarakan urusan

pemerintahan clan pelayanan umum dibidang kepemudaan, nbdiraga,
dan pariwisate;

c. pdaksanaan penyusunan kebijakan. pedoman dan petunjuk teknis
yang berhubungan dengan kepemudaan, olahraga. dan pariwisata
dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah;

d pengaturan kebijakan teknia sebagai pedoman. pemberian bimbingan
Uuri ickülliciljuui pCJLDU4«ui DMuUui pernlutein pci-undan^-un^angnnynng
berlaku;

e. pemberian rekomendasi perizinan bidang kepemudaan, olahraga, dan
parimsata.

f. pelaksanaan pembmaan personil penibiayaan. pengetolaart sarana dan
prasarana di Dinas;

g. pelaksanaati pernbinaan, dan pengembangan olahraga secara berlanjut
dan berkesinambungan.
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h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegjatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpiiian; dan

L mlaksanakan mgas dinas lamnya yang diberikan oleb pimpinan untuk
kelancaran peiaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
SekretariaT

Pasai 104

(H Sekretaris Dinas mempunyai tugas mengoordinasikan dan
menyelenggarakan kegiatan kesekretariatarL, pengelolaan keuangan dan
pelnyanan administrasi pada seluruh unit organIsasi di lingkungan
Dinas serta mdakukan penvusunan program, evaluasi dan pelaporan.

[2| Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dixnaksud pada ayat (l).
Sekretans Dinas menyelenggarakan lïmgsi:
a. pcngoordinasian peiaksanaan kegiatan dilingktmgan Sektetariat yang

menjadi i:ugas dan kewcnangannriya;
b penyiapan bahan data untuk kegiatan peiaksanaan lugas dan

penyusunan program keija:
c, menviapkan bahan dan data untuk kegiatan peiaksanaan tugas dan

penyusunan program kerjm
d. perencanaan anggm*ari biaya yang diperlukan untuk satu tahun

anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah
dikeluarkan serta membuai laporan peiaksanaan kegiatan pada
punpman;

e. peiaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana
APBD dan APBN dengan melaporkan basil pengadaan kepada Badan
Keuangan dan Asei Daerah disertai dengan penyerahan BKPB dan
Surat Admimstrasi lainnya;

f. pengoordinasian kegiaian yang akan dilaksanak&n pada amsan dan
bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas ;

g penyiapaan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan
kesekrmriatan dan administrasi umum;

h. penyelenggaraan urnaan kesekreEariatan, rumah Langga
(perlengkapank administrasi kepegawaian dan kéuangan.

t. penyueunan rencana evaluasi dan laporan peiaksanaan program
kerja;

j peiaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
peiaksanaan tugas dan kegiaian yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan: dan

k. peiaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran peiaksanaan tugas berdasarkaii stundar norma
dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sub Ekigiari Umum dmi K^p^gnwaï^n

Pasal 105

(IJ Kepala Sub Bragian Umum dan Kcpegawaian mempunyai iukas
menyiapkan bahan dalam rangka membantu meïaksanakan
penjabaran kebijakan teknis di sub bagian umum dan kepegauaian
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(2| Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud porta ayat (11,
Kcpala Sub Sagian Umum dan Kepcgawaian menyelenggarakan fungsi
a. pemiapan bahan dalam menyusun rencana kcrja Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengoonlinasikan kegiatan dibidangmum dar kepegawaian;
c. pelaksana.an urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
d. memnah, mengkïasitïkasikan dan mengagendakaJi arsip aural

menyürat menurut jenisnya,
e. peiaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta

memcithara peralatan kantor gunakel&ncaran pclaksanaan tugas,
f. penyuBunan dan melaksanakan administrasi kepega^aian melipuu

urusan kenaikan pangkar. kena(kan gaji herkalm serta pendidikan
dan pelatihan pegawai di Hngkungan Dinas,

E< pengumputan. menjaga dan meravr'at pedengkapan dan faadiïas
kerja ddingkungmi Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian:

h. pelaksanaan urusan pengolahan admimstrasi kepegawaian secara
umum di lingkungan Dinas;

i menginventHnsasi permasalahan yang timbul dalam pelaksauaan
tugas untuk di.koordinasikan kepada atasan guna mencan
pemecahan masalah;

j. penyiapan bahan dalam rangka pengadsan kendaraan dinas yang
berasa! dan Dana APBD dan APBN dengan mclaporkan basil
pengadaan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah diamai
dengnn penyerahan BPKB dan Surat Administmsi lainnya;

k. ptdaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang tclah diJaksanakan kepada
pimpman; dan

I. pelaksanaan togas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
umuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan pcraturan perundangundangan

Paregiaf 4
Bidang Krpemudaan

Basal 10b

(1) Kepala Bidang Kepenmdaaii mempunyai tugas mclaksanakan, membina
dan mengoondinasikan sena menyclenggarakan sebagian lugas Dinas
dibidang Kepemudaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat jl](
Kcpala Bidapg Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan riencana serta program keqa dibidang kepemudaan yang

menjadi tugas dan kewenangannya;
b. perumusan kebijakan, melaksanakan pembinean mengoordiTiasikan

kegiatan dibidang kepemudaan:
c. penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan uru&an

pemerintahan dibidang kepemudaan;
d* penyusunan konsep perencanaaan, penelitian dan pengembangan

serta evaluasi pemantauan unisan pemorintahan dibidang
kepemudaan;

e. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
kegiatan dibidang kepemudaan;

f, penyiapan bahan prnyekmggaraan kegiatan kemitraan pemeriniah
dengan masyarakat dalam kegiatan kepemudaan;

g. penjiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemngkatan pcran serta
secara Untas sektorai bidang kepemudaan;
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h. penyiapan bahan kegiatan pengembangsn jaringan dan sistem
informasi Kepemudaan;

i. pelaksanaan pcndidikan dan pelatihan dibidang kepcmudaan;
ƒ penyiapan bahan pembinaan kegiatan organiaaai kepemudaam
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tcrhadap

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah cïilnksanakan kepada
ptmpinan; dan

L pelakaanaan tugas dmas latnnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kdanearan peïaksanaan uigas berdasarkan mandor norma
dan pcramran perundang-undangan

Paragraf 5
Bidang Olahraga

Pasal 107

Hl Kepala Bidang Olahraga mcmpunvai tugas ntelaksanakan, mcmbina
dan mengoondinasikan serta menyeienggarakan sebagian togas dibidang
olahraga

(2) Untük melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kepala Bidang olahraga menyelenggaralcan fungsi:
a. penyuBiman rencana serta program kerja dibidang olahraga yang

menjadi tugas dan kewenangsnnva;
b. perumusan kebijakan. meiaksanakan pembinaan mcngomdinasikan

kegjatan dibidang olahraga;
c, peuyusunan pedoman dan standar pelaksanaan urusan

pemerintahan dibidang olahraga;
d. penyusunan konstrp perencanaaan, penelhjan dan pengembangan

serta evatuasi prmantauan urusan pemerintahan dibidang olaraga,
e. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan peiunjuk teknis

kegiatan dibidang olamgft;
f. penriapan bahan penvelenggaraan kegiatan kemitraan pemerintah

dengan masyarakat dalam kegiatan olah raga;
g. penviapan bahan pelaksanaan kegiatan pcmngkatan peran serm

sccara Üntas sektoral bidang olahraga;
h. penyiapan bahan kegiatan pengembangan jaringan dan sistcm

informasi olahraga;
i pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibidang olahraga;
j. penyiapan bahan pembinaan kegiatan organisasi olahraga;
k. pelaksanaan monitoring, evaluaai dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan pcraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 108

(11 Kepala Bidang Pcmasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai
tugas melaksanakan. membina dan mengoordmasikan serta
mcnyelenggarakan sebagian tugas Dinas dibidang pemasaran pariwisata
dan ekonomi kreatif.
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Pl Untuk mHaksanakari tugaa sebagaimana dimaksLid pads ayat (1).
Kepala Bidang Pemasaran Pariwi^ta dan Ekonomi Kreatif
menyeltmggarakan fungsi:
a. petiyusunan rencana sens program kerja dibidang pemasaran

pahwisata dan ekonomi kreatif yang mrnjadi tugas dan
kewenangannya;

b. pemmusan kebijökan, melaksanakan pëmbinaan dan
mengoordinasikan kegiatan dibidang pemasaran panwisata dan
ekonomi kroabf:

c. pengoon!inasian program kerja yang berhubungan dengan
bimbingan, pelavanan dan penyelenggaraan bidang pemasaran
pariwisata dan ekonömi kreatlf;

d pelaksanaart dan menyiapkan bahan promosi dan penyuluhan sen.a
mcmmuskan scgmen pasar dalam luar negeri dalam rangka stralegi
pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif,

e. pelaksanaan pëmbinaan, pengawasan bimbingan tekms, dibidang
pengembangan promos! pariwisata dan ekonomi kreatit

f. pelaksanaan dan menyiapkan upaya peningkatan koalitas promosi
pariwisata dan peningkaran knalitas sektor ekonomi kreatif;

g. pcLakaannan pembinaan, pengawasan, bimbingan teknis dibidang
ekonomi kreadf;

h. penyusnnan mdikator dan pengukuran kinetja bidang pemaearan
pariwisata dan ekonomi kneatif;

i. penyiapan bahan sosialrsasi dibidang pcmasamn jiariwisata dan
ekonomi kreatif;

j. pelaksanaan monitorings evaluasi dan peJaporan terhadap
pelakaanaan Wgas dan kegiatan yang telab dilakukan kepada
pimpman; dan

k. pdaksanaan tiigas lain yang diberikan oleh pimpinan umuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan pmindang-undangan.

Paragraf 7
Bidang Pengernbangan Deatinasi dan Kelembagaan Pariwisafa

PasaJ 109

(1) Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata
mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengoondinasikan sena
menyelenggaraknn sebagian tugas Dinas dibidang pengembangan
destinasi dan ketembagaan pariwisata.

(2) Untuk melaksanakan Uigas sebagaimana dimaksud pada ayac (1],
Kepala Bidang Pengcmbangan Destinasi dan Kelembagaan Rariwisata
meriyelengfiarakan fungur
a, penyustinan rencana sena program kerja dibidang pengembangan

destinasi dan kelembagaan partwisata yang menjadi tugas dan
kewenangannya:

b. perurnusan kebijakan, melaksanakan pembmaan dan
mengoordinasikan kegiamn dibidang pengembangan destinasi dan
kelembagaan pariwisata;

e. pengoordinasian program ketja yang berhubungan dengan
bimbinean, pekiyanan <ia,n penyeleoggaraan bidang pengembangan
destinasi dan keiembagaan pariwisata;

d. pelaksaiiaan pengelelaan daya tarik wisata, pengelelaan kawasan
strategic panw isata dan pengelolaan destmasi pariwisata kabupaten,
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e. peInksanaan peinbinaan, pengawasan bimbingan teknjs. dibidang
pengembangan destinasi dan kelembagaan pariwisata;

L pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tcrhadap
pelaksanaan tugas dan kegiaran yang telah dilskukan kepada
pimpinan; dan

g. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan stander norma
dan pcraturan perundang-undangan.

BAB XI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

PËMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERL1NDUNGAN ANAK

Bagmn Kesaw
Kedudukam Tugasdan Eungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 110

(IJ Dinas merupakan unsUf pelaksana urusan pemcrintahan dibidang
pengendalian pcnduduk, keluarga herentana, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anale

(2] Dinas dipimpin oleh Kepaja Dinas yang berkedudulcan dibawah dan
bertnnggung jawab keparfa Bupati melahn Sekretans Daerah

Paragraf 2
Tugas dan Fungai

Pasal 111

[IJ Dinas metnpunyai lugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan
Pemerrniahan dlbidang Pengendalian Penduduk. Keluarga Bereneana,
Pcmberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi
keuenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang dibérikan kepada
daerah*

(2) Untuk metaksanaksn rugas sebagaimans dimaksud pada aval (1) Dinas
menyelenggaran fungsi:
a. perumusan kebijakan dibidang pengendalian pendüduk, keïuarga

berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
k pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, kcltiarga

berencana. pemberdayaan perempuan dan perlmdungan anak;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian pandudule

keluarga berencana, pemherdayaan perempuan dan perlindungan
anak;

d. pe.laksanaan administrasi dinas; dan
c, pelaksanaetn fungsi Tain yang diberikan. oleh pimpinan dengtw

rugas dan fungsinya
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Bagian Kedua
Susunan OrganIsast

Pasal 112

f 1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
a_ Kepala Dinas;
b. Sekretanat, terdiriatas

1 , Sub Bagian Urnum dan Kcpcgawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3, Kdompck Jabaun FungsianaL

c. Bidang Keluarga Berencarta dan Keluarga Sejalnera, terdin atas
Keiompok Jabatan FungsionaL

d. Bidang Penggendalian Penduduk, Penyuluhan/ 10E dan Pcnggerakan.
terdiri atas Kelompok Jabaian Fungsianal.

e. Bidang Pemenuhan Hak dan Rerkndungan Anak. terdin atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Pemberdayaan Percmpuan, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional

g. Kelompok Jatiatan Fungsionah dan
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

12} Sekrerariat sebagaimana dimaksud pada aval |1) htuuf b, dipimpin oleh
seorang Sekreiajis yang berada dihawah dan bertanggung jawab kepada
kepala dinas.

(3} Bidang-bidang sebagaimana dimaksud padH aval (1) huruf c, huruf d,
huruf e dan humT C masüig-masing dipimpin oleh seoi ang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bercanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4J Sub Bagian sebagnimana dimaksud pada ayat (H huruf bt dipimpin oich
seorang Kepala Sub Bagïan yang berada di bawah dan benanggungjawab
kepada Sekretaris Dinas.

(5) Kdompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat {!]
huruf g, dipimpin oleh seorang pejabat fupgaional senior sebaga, Ketua
Krtlompak dan brrtanggurig jauab kepada KepaJa Dinas.

(6) Unit Pelaksana Teknis Dacrah |UPTD] sebagaimana dimaksud pada ayat
(Ij huruf h, diprmpln ok-h Kepaia Unit Peïaksana Teknis Daerah yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KcpalaDinas

(7} Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga
Berencana, Perlindungan Ferempuan dan Perlindungan Anak
sebagalmana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peratunsn Bupari int.
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Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kcpala Dinas

Pasal 113

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan Urusan Pemerintalian dlbidang pengendalian pcnducluk.
keluarga berencana. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
yang rnenjadi kevenangan Daerah dan Tugas Pembarnuan yang
diberikan kepada daerah

(2) Unruk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
KepaJa Dinas mcnyelenggaran fungsi :
ii pengoordinasian pelakssnaan kegiatan dilingkungan Dinas

Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan
Perempuan dan Rerlindungan Anak yang menjadi tugas dan
kewenangannya;

b. peiumusan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan
pemenntahan dan pelayanan urnurn dibidang pengendaJian
penduduk. keluarga berencana, pemberdayaa.n perempuars dan
perlindungan anak;

c pelaksajiaan pcmbinaan. koordinasi, bidang pengendalian
penduduk;

d, pclaksanaan keiatan penatausahaan dinas pengendalian
Penduduk. Keluarga Berencana, Pemherüayaan Perejnpuan dan
Perlindungan Anak ;

e, pclaksanakan monitoring, ev^uasi dan pelapornn tcrhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan: dan

f melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untilk kelancaran pdaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peratLiran perundang-Lmdangan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 114

|1J Sekretaris Dinas mempunyai tugas mengoordinasikan dan
menyelenggarakan kegiatan kesekreiariatan, pengelolaan keuangan dan
pelayanan aciminislmsi pada seluruh unit organistsi d iingkungan Dinas
serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)t
Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :
a pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkutigan Sckretanat yang

menjadi tugas dan keuenangannnya:
b. penyiapart batian data untuk kegiatan peiaksanaan tugas dan

prnyusunan prugram kerja;
c perencanaan anggaran biaya yang diperlukan unr.uk satu tahun

anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan
serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinarE



d pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana
?\PBD dan APGN dengan melaporkari basil pcngadaan kepada Badan
Keuangan dan Aset Daerah disenai dengan penyerahan BKPB dan
Surat Administmsi lainnya;

e pengoordinasian kegiatan yang akan dilaksanakan pada alasan dan
bidangbidang yang ada di iingkungan Dinas ;

f. penyiapan pereneer aan dan kebijakan teknis pengpmbangan
kesckretariaiah dan admintstrasi umum;

g penyclenggaraan urusan kesekretariatan, rumah tangga
[perlengkapan), administrasi keprgawaian dan keuangan;

h. penyusunan rencana evaluast dan laporen pelaksanaan program
keqa;

i. pclaksanaah monitoring. evaJuasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah diiaü&anakan kepada
pimpinan; dan

j. pelaksanaan tugas dinas iainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaxan pelaksanaan tugas bcidasarkan standar norma dan
peraturan perundang'Undangan.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawatert

Pasal 115

(I) Kepala Sub Bagten Umum dan Kepegawaïan mempunyai tugas
menyiapkan bahan dalam rangka membantu melakaanakan
penjabaran kebijakan teknis dï sub bagian umum dan kcpegawaian

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
KepaLa Sub Bagian Umum dan Kepegawaten menyelcnggarakan fungsi:
a pengriolaan administrast umum dan pengeloiaan administrasi

memimpin dan menyiapkan buhan dalam menyusun rencana keqa
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang menjadi Lugus dan
kewenangannya;

b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mengoordinasikan kegiatan dibidang umum dan kepegauaian;

C. pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dat: kearsipan:
d memilah. mengklasifïkastkan dan mengagendakan arsip surar

menyurat menurut jenisnya;
e. pelaksanaan urusan rumab tangga dan perlcngkapan sena

memelihara peralatan kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas;
f. penyiisunaii dan melaksanakan administrasi kepegawaïan meliputi

urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkaJa, oena pendidikan
dan pelaLihan pcgfiwai (li hngkungan Dinas;

g. pengumpulan, menjaga dan mcrawat periengkapan dan fasiiitas
kerja dflingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b pclaksanaan unisan pengolahan administrasi kepega^aian seeara
umum di lingkungan Dinas;

< inventarisasi permasalahan yang cimbul da lam pelaksanaan
untuk dikoordinaaikan kepada atasan guna mencari pcinecahan
masalah:

j. penyfaprm bahan dalam rangka pengadaan kcndaj-aan dinas yang
berasal dan Dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasü
pengedaan kepada Badan Kcüarigan dan Asei Daerah dïisertai
clengan penycrahan BPKB dan Surat Adrainistrasi lainnya;
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k. pelaksa.naan monitoring, evaluatsi dan pelaporan terhadap
pelakaanaan rugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan: dan

l, pelaksanaan tugas din^s lainnya yang diberikan oleh pimptnan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sub Keuangan

Pasal 1 lé

(II Kepala Sub Bagian Keuangan mctnpunyai tugas melaksanakan dan
mengoordinasikan rencans anggaran pendapatan dan belanja,
mclakukan kegiatan perl jendaharaan, pembukuan dan verilikasi serta
melakukan pelaporan atas realisast pelaksanaan kegiatón dan keuangan
Dinas.

(21 Untuk melaksanafean tugas sebagaimana dimaksud pada aval |1). Kepala
Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan dalam mcnyusun rencana kerja Sub Bagian

Keuangan yang menjadi lugas dan kewenangannya;
b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakari pembinaan dan

mengoordmasikan kegiatan dibidang Keuangan;
C, pengeloïaan adminlstrasi keuangun dan kegiatan perbenclahanaan.
d, meneliu kelengkapan Surat Pedntah Pembayaran Uang Persediaan

(SPP-UP) pengadaan harang dan jasa yang disampaikan oleh
hendahara pengt'luaran dan diketahui o1eh Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiaian (PPTK];

e. meneliti kelengkapan Sural Penntah Pcmbayaran Uang Persediaan
(SPP-UP)r Surat Perintah Pembayaran Ganü Uang (SPP-GU), Surat
Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Penmah
Pembayaran Lum Sum (SPP- LSI gaji dan tunjangan Pegawaï Negeri
Sipil (PNS| serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan
bendahara pengeluaran:

f. pelakuan verifïkasi Surat Perintah Pembayaran (SPPj;
g. penyiapan Surat Perintah Membayar |SPM h
li. pelakuan verifikasi barian atas penerimaan;
i pelaksanaan akuntansi Satuan Kerja Perajigkat Daerah (SKPDJ;
y penyiapan bahan dan mcnyusun Japoran pertanggungjawaban atas

pelaksanaan kegiatan Satuan Kttja Perangkat Daerah |SKPD);
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelappran terhadap

pelaksanaan tugas dan kegiatnn yang telah dilaksanaltan kepada
pimpinan; dan

I. melaksanakan rugas dinars lamnya yang diberikan oleh pnnpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peraturan perundang-undarlgan .

Paragraf 5
Bidang Keluarga Bercncana dan Keluarga Sejahtcra

Pasal 1 17

(1) Kepala Bidang Keluarga Beirencans dan Keluarga Spjahtera mempunyaJ
lugas, mcmbina tian mengoordmasikaii serta menyetenggarakan sebagai
lugaa Dinas dtbidang keluarga berencana dan keluarga sejahtrra.
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f2) Umuk inelaksanakari Lugas sebagaimana di maksüd ayat (I), Kepala
Bidang Kehiarg» Berencana dan Keluarga Sejabtera menyelenggarakar
fungsi :
a. penyuaunan rencana serta program ketja dibidang keluarga

berencana dan keluarga sejabtera yang menjadi tugas dan
wewenangnya;

b. perumusan kebijakan. melaksanakan pembinaan dan
mengkoordinasikan kegjatan dibidang keluarga berencana dan
keluarga sejahtéra;

c pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kegiatan, petunjuk
peiaksana /teknis, pedoman pengelolaaan, pengawasan program
keleluarga berencana dan keluarga sejatera;

d. pelaksanaan koordinéisi kegjatan dan program keluarga Berencana
dan keluarga sejahrera sera peningkatan peran kaum perempuan
dan pria cla jam ber-keluarga berencana;

c pengendalian kegiatan dan orientasi program keluarga berencana dan
keluarga sejatera;

f pengendalian kegiatan bünbingan, pembinaan sera konsling
lerhadap kasus-kasus kegagalan dalam kelurga berencana dan
kelompok unmeet need yang ada di keeamatan, kelurahan dan pekon,

g. penyelenggaraan kegiatan peJayanan keluarga berencana dan
penyediaan sarana alat konteraeepsi sera sarana penunjang kegiatan
Relayanan keluarga berencana;

h. pengcndalian kegiatan penyimpanan. disiribusi alat konterasepsi ke
kecamalan dan pihak-pjhak yang memerlukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

i. pelaksanaan konsultasi dan koondinasi dengan sekretans dan Kepala
Bidang lainnya membanru kepala badan dalem merencanakan
program keluarga berencana dab keluarga sejatera.

j pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporan terhadap
pelaksanaan eugas dan kegjatan yang telah diJaksanakan kepada
pimpinan, dan

k. peiaksanaan tugas dinas lainnya yang dibenkan oleh pimpinan urnuk
Icelancaran pelaksanaan tugaa berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang undangan.

Paragraf 6
Bidang Pcngendalian Penduduk, Penyuiuhan/K1f£ dan Penggerakan

Pasal 118

(H Kepaia Bidang Pcngendalian Penduduk, Penyuluhati/KIE dan
Penggerakan fnempunyaj tugas melaksanakan sebagfan tugas Dinas
dalam merumuskan* menyusun dan mengelola kebijakan leknis sera
menyelenggarakan dan mengendalikan urusan penyusunan program
dtbidang pcngendalian penduduk. penyuluhan/KIE dan penggerakan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Keptda
Bidang Pengendalian Penduduk. Pertyuluhan/KIE dan Penggerakan
mempunyai fungai :
a. penyusunan rencana sena program keija dibidang pengendalian

penduduk, penyuluhan/KJE dan penggerakan yang mertjadi rugas
dan wewenangnya;

b. perumusan kebijakan. melaksanakan pembinaan dan
mengoerdinasikan kegtatan dibidang pengendalian penduduk.
penyuluhan/KlE dan penggerakan;
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c pelakbanaan kooi'dinasi penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan.
pengawasan program PengcndalLan Penduduk, PenyuluhanyKIE dan
penggerakan dalam rangka meningkatkan pcmbangunan program
pengendalian penduduk, ke.luarga benencana, keluarga sejahteia dan
pembangunan yang benvawasan gender serta pcmberdayaan
perempuan:

d. polaksanaan bimbingan, pembinaan, monitoring dan cvaluasi
program Pengendalian Penduduk. Penyuluhan/KIE dan Penggerakan
dalam rangka peningkatan peran makarakat dalam program
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembcrdayaan
Penemptian;

e. pelaksanaar koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan program
pengendalian penduduk untuk meningkalkan peran masvarakat dan
pembcrdayaan masyarakat dalam program keluarga berencana dan
keltiarga sejahtera serta peningkatan kapasius kaum penempuan;

f. penyelengga-raan kegiatan pendataan keluarga dalam rangka
penyiapan database tahapan keluarga sejahtera bagi instans» yang
memerlükan,

g. pelaksanaan koordinasi kegiatan sosialisasi, penyebariua&an
informal! program keluarga berenosna dan pembcrdayaan
perempuan melalui berbagai media serta sarana dan prasarana
penunjang kegiatan sosiatisasi dan penyebarlpasan informas;

h, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tcrhadap
pelaksanaan kegiatan program ken^ yang terkait dengan kegiatan
Bidang PengendaJian Penduduk, Penyuluhan/ KIE dan Penggcrakan
meliputj bidang pendampingan dan petnberdayaan peranan
masyarakat:

i; peiaksanaan -monitoring, evaluasi dan pelapoian terhariap
Pengendaïian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggcrakan; dan

j. pelaksanaan rugas dinas lainnya yang diberikan oleb pimpinan untuk
kefancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standsr norma dan
peraturan pernndang-undangan.

Paragraf 7
Bidang Pemenuhan Hak dan Pterlindungan Anak

Paaal 119

[1} Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai
rugas melaksanakan, membina dan mengoordinir scrta
menyelengganikan sebagian tugas Dinas dibidang pemenuban hak dan
perlindungan anak.

(2) Untuk melaksanakan tugas isebagaimana di maksud pada ayat (I),
Kepala Bidang Pcmcnuhan Hak dan Perlinriungan Anak
menyelenggai'akan fungsi •

a, penyusurmn rencana scrta. program kerja dibidang pemenuhan hak
dan perlindungan anak yang mcnjadi tugas dan wewenangnyn;

b. perLimusan kebijakan. melaksanakan pembinaan dan
mengoordmasikaa kegiatan dibidang pemenuhan hak dan
perlindungan anak;

c, pelaksanam'i koordinasi rencana kegiatan dan program pembangunan
yang ada dibidang pemenuhan hak dan perlifldungan anak;

d. peiaksanaan koordinasi kegiatan dan program pembangunan yang
berlandasan hak-hak snak dan peningkaian peran anak dalam
pembangunan yang berhubungan dibidang pcmonuban hak dan
periindungan anak;
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e penyelenggaraart pelatihan dan oriental program pemepuhan hak
dan pedindungan anak;

C pengoordintr kegiatan pencatatan dan pelaporan seria analim data
yang berhubungan dengan kegiatan bidang pemmuhan hak dan
perhndungan snak,

g pelaksanaan bimbingan dan pembinaan program pembangunan
dalam rangka peningkatan peran bidang pcmenuhan hak dan
perNndungan anak;

Ik pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaparan terhadap
petnciwhan hak dan perlindungan anak: dan

i. melaksanakan lugas dinas lainnya .vang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tngaa berdaaarkan standar norma
dan peraturan periindang-undangan.

Paragraf 8
Bidang Pemberdavaan Perempuan

Pasal 1 20

(1) KepaM Bidang Pemberelayaan Peretnpuan mempunyai lugas
me^aksdnakan. membina dan mengoordinasikan serta
menveJenggarakan sebagian togas Dinas dibidang pemberdayaan
perempuan,

(2) Untuk melaksanakan Lugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1).
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan dalam penyusurian rcncana kerja dibidang

pemberdayaan perempuan yang menjadi tugas dan wewenangnya;
b. penyiapan bahan kebijakan, mclak&ariakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan.
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan program

pembangiman yang berwwasan gender dan berhubungan dengan
pcnuigkatari peran. kuabtas hidup perempuan dan keluarga serra
perlindongan perempuan;

d. penyelenggaraan pelatihan dan orientasl program pemberdayaan
perernpuan;

e. pengendalian dan mengadakan bimbmgan. pembinaan terhadap
arganisasi perempuan yang ada didngkat Kecamatan, Kelurahan dan
Pekon;

f. fasiiitasi peguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG
pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan
pengembangan lembaga non pemenntah;

g, pengoordinnsian kegiatan pencatatan dab pelaporan serta analisa
data yang berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan perempuan;

h. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan program pembangunan
dalam rangka peningkatan pertin dan kualitas hidup perempuan;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanann tugas dan kcgiatan yang telah d.Uaksanakan keparia
pimpinan; dan

j. petaksanann togas dinas Jainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pclaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan,
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BAB XI|
SATUAN POUSI PAMONG PRAJA, PEMADAM KE0AKARAN DAN

PENY ELAMATAN

Baginn Kesatu
Kedudukan, Tugasdan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 121
(!) Satpol-PP. Femadam Kebakaran dan Fenyelamaian merupakan unsur

pelaksana urusan pernenniahan dlbidang ketcntraman dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat.

[2| Satpol-PP. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin olch Kepala
Satuan yang berkcdudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melaldi Sdkretaris Daerail.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 122

(I) Satpol-PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai lugas
menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketemraman dan
keterdljan urnuni senra perlindungan masyarakat

(2) Unwk melaksanakan tugas sebagaimam dimaksud pada ayat [IL Satpol-
PP. Pemadam Kcbakaran dan Pcnyelamatan menyelenggarakan fungsi
a penyusunan program dan peiaksanaan penegakan Peraturan Daerah,

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umnm serta
perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan pencgakan Peraturan Daerah dan Pcrawran
Btipati;

c pelaksanaan kcbyakan penydcnggaraan kctenteraman dan ketertiban
umum;

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masvarakat;
e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perawran Daerah dan Peraturan

Bupati. penyetenggaraan ketenteraman dan kerertiban umum dengan
Kepdlisian Negara RepubJik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Si pH
dacrah. dan/atau apai-atur lainnya;

f. pengawasan terhadap masyarakat, apararun atau badan hukum agar
memawhi dan mentaati Perawran Daerah dan Peraturan Bupan;

g pelayanan administratif; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan deh pimpinan untuk

kelancaran pelaksartaan tugas herdasarka n standar norma dan
peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 123

(1) Susunar Organisasi Satpol-PF*, Pemadam Kabakaran dan Penyeiamatan
terdiri atas;
a. Kepala Saiuan;
b, SekrEianat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3, Sub Bagian Keuangan,

c, Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
terdin atas:
1. Sekst Pembinann dan Pmyuluhan;
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
3. Kelompok Jabatan FungsionaL

d. Bidang ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas:
1. Seksi O.perasi dan Pengendalian;
2. Seksi Kerjasama; dan
3. Kelompak Jabatan Fungsional.

c. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdjn atas:
1. Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan:
2 Seksi Sarana dan Praearana, dan
3. Kelampok Jabatan Fungstonal.

f Bidang PeHfndungan Masyarakat, terdiri atas;

1. Seksi Satuan Perlindungan Masvarakat;
2. Sekst Bina Potensi Masyarakat; dan
3 Kelompok 3abatan FtmgsionaL

g. Kelompok Jabatan Fungsionak terdiri atas sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi daiam berbagai kelompok seaueu dengun
bidang keaïdian dan krterampilannya; dan

h- Unit Pelaksans Teknis Daerah (UPTD);

(2J Sekretariat sebagaimana dimaksud paria ayat (1) burnF b, dipimpin üleh
eeorang Sekretans yang berada dibawa.h dan bertanggimg ja^ab kepada
Kepala Satuan.

(3) Bidang*bidang sebagaimana dimaksud paria ayat (1) huruf c, hu.ruf d.
huruf e dan huruF F masing-masing dipimpin Oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibauah dan berLanggungjawab kepada Kepala Satuan.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1| huruf b. dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagjan yang berada dibau'ah dnn benanggung jawab
kepada Sekretens

(5) Seksi sebagaimana dhnftksud pada ayat (1) huruf eT huruf d. huruf e dan
huruf f maling-mastug dipimpin olch seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggLing jawab kepada Kepala Bidang yang
hersangkutan

(6) Kelompok Jabaten Fungsiorml strbagaimana dimak&ud pada ayat (Ij
huruf g, dtpimpin öleh seorang pejabat fungsional senior sebagaf Ketua
Kelompok dan hertenggung jawab kepada Kepala Dinas.
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(7| Unit Pelaksana Teknig Daerah (UPTD| sebagalmtma dimaksud pads aval
(1) huruf h, dipimpïn oleh Unit Kepala Teknis Daerah yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

[8) Bagan Struktur Organisasi Satpol-PP. Pemadam Kebakanan dan
Penyelamatan sebagaimana tercantum dsfam lampiran XI yang
merupakan bagian üdak rerpisahkan dari Peraturan Bupati ink

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepaia Satuan

Pasal 124

[l) Kepala SatpoPPP. Pemadam Kebakaran dan Penveiamatan mempunyai
tUgas menegnkkan Peraturan Daerah dan menyclenggarakan
kerentranran dan keienibari umum serta perlindurigan masyarakat

(2) Untuk mdaksanakan tugau sebagaimana tfimaksiid pada ayat (1). KepaJa
SaLpobPP, Pemadam Kebakai^an dan PenveJamatan menyetenggarakan
fungsi:
a, pengoordina&ian pelaksanaan kegiatan dihngkungan Satpo! PP,

Pemadam Kcbakaran dan Penyelamatan yang merjadt lugas dan
kewenangannya;

b. perumusan kebijakan tcknis daiam mcnvelenggarakan urusan
pemcrintahan dan pelayanan umum dibidang SatpokPP, Pemadam
Kebakaran dan Penvelamatan;

c. penyusunan program dan melaksanakan penegakmi Peraturan
Daerah, penwlenggaraan ketentenaman dan ketertïban umnm serta
perÜndungan masyarakat;

d pelaksanaan kebijakan penegakan Penaturan Daerah dan Pemturan
Bupati;

e, peteksanaan kebijakan penyelenggaraan ketenïeraman dan
ketcrtiben umnm serta pcrlindungan masyarakar di daerah;

f. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
g, pdaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peratunin

Bupati;
h. pelfiksanaan pcngawawi terbadap ma^arakat, aparatur, atau

badan hukum agar mematuhi dan mcntaatj Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;

i. petaksanaan pombinaan dan koordinasi dcngan Kasi Ketentraman
dan Ketertiban pada pemerimah Kecamatan;

j. mengikuti prases penyusunan peraturan perundang-undangan serta
kegfamn pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;

k. pengamanan dan pengawalan tamu WIV termasuk pejabat negara
dan tamu negara;

L pelaksanaan pengaman dan penertiban aset yang belum
teradminirtraai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang’
undangan.

rm pengamanan dan penertiban penyelengaraan pcmibhan umum dan
pemilihan umum daerah,

n. pengamanan dan penertiban penyeJenggaraan keramaian daerah
dan/atau kegiatan yang berskaln massal;
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o. pdaksanaan lugas pemerintehan ureum lainnya yang diberikan deh
kepala daerah sesuat dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

P- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapnran terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

q melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pdaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peraiuran perundangmndangan

Paragraf 2
Sekrelarial

Pasal 125

(I) Sekretans Satpoi PK Pemadam fvebakaran dan Penyeiamatan
mempunyai tugas mengoorcünaslkan dan menyelenggarakan kegiaian
kesekretariatan, ptngelolaan keuangan dan pelayanan administrasi
paria selumh unit organisasi dl lingkungan SntpolPP, Pemadam
Kebakaran dan Penyehmatan serta mdakukan penyusunan program,
evaJuasi dan pdaporan.

f2) Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat [IJ,
Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian pdaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretanat yang

menjad] tugas dan kewenangaimnya;
b. penyiapan Italian data unmk kegtafan pelaksanaan tugas dan

penyusunan program kem;
c. perencanaan anggaran biaya yang diperiukan untuk satu tahun

anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah
dikeluarkan serta membust laporan pelaksanaan kegiatan pada
pimpinan,

d, pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana
APBD dan APBN dengan mclaporkan basil pengadaan kepada Badan
Keuangan dart Aset Daerah disertaJ dengan penyerahan BKPB dan
Sural Administrasi lamnya;

c, pcngoordinasikan kegiaian yang akan diJaksanakan pada atasan clan
bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas ;

f. penyiapan pcrencanaan dan kebijakan tekms pcngcmbajigan
kesekretariatari dan administrasi umum;

g. penyelenggaraan urusan kesekretenatan> rumah tangga
(perlehgkapan), administrasi kepegawaian dan kcüangnn,

h, penyusunan rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program
ke^a;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Teriiadap
pelaksanaan tugas dan kegjatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

j. pelaksanaan tugas Dinas lainnya yang diberikan oteb pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan lugas bertiasarkan standar norma
dan peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 3
Sub Bsgian Umum dan Kepe^vaian

pasal 126

{Ij Kepala Spb Bagiari Umum. dan Kepcgawaian metnpunyai rugas
menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanaJcan penjabaran
kebijakèn tekms di sub bagian mum dan kepegauaian

(2| Untuk mdaksanakan tugas sebagaimana diniaksud pada ayat [Ij,
Kepala Sub öagiap Umum dan Kepegawajan menyelenggarakan fungsi
a. prnyia|>an baban dalam menyustm rtneana keija Sub Bagian Umum

dan Kepegawaïan yang menjadi Uigas dan kcwtnangannya;
b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pernbinaan dan

mengoordinasikan kegiatan dibidang umum dan kepegau-aian;
c. pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearaipan;
d. memilah. mengldasiEkasikan dan mengagcndakaji arsrp surat

menyurat menunit jenisnya;
e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan serla

memel jhmn peralatan kantor guna kelancaran pelaksanaan Lugas:
F. penyusunan dan meïaksanakan administrasi kepegawaian mcliputi

urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala. serta pendidikan
dan ]»ladhan pegawai di lingkungan SatpokPP, Pcmadam Kebakaran
dan PenyeJamatan;

g. pengumpulan. menjaga dan merawat jjerlengkapan dan fesiliras
kerja dilingkungan sub bagian umum dan kepegawaian.

h. pelaksanaan urusan pengolahan admini&trasi kepegawaian secara
umum di lingkungan SatpokPP. Pcmadam Kebakaran dan
Penyelamatan;

L inveniarisasi permasalahan yang timbu) dalam pclaksanaan tugas
untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mentari pemecahan
masaJah:

ƒ pcnyiapan bahan dalam rangka pengadaan kendaraan djnas yang
berasal dari dana APBD dan APBN dengan melaporkan hast!
pengadaan kepada Badan Kcuangan dan Aset Daerah disertai
dengan penyerahan BPKB dan surat adminifilrasi fainnya;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pclaksanann tugas dan kegtatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpman;

1, pelak sanaan wgas dinas Jainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peraturan perundang’undarrgan.

Paragraf 4
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 127

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan
pengumpulan dan pengolahan data, pcnyusünan rencana kegiatan dan
program keïjasama teknis. rutin dan pcmbangnnan, perencanaan serta
monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Dinas,

(2| Untuk meiaksanakan tugas sebagairnana dima.ksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
a penyJapan bahan dalam menyusun renmna kerja Sub Bagian

Perencanaan yang menjadi wgasdan kewcnanganriy»;
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b. penyiapan bahan kebijakan. melaksanakan pembmaan dan
pengoordinasian kegiatan dihidang perencanaan;

c. pengumpulan dan mengolah serta menysyikan data bidang
perencanaan;

d. penyusunan rencana kerje anggaran (RKA] dan Doktimen Feiaksana
Anggaran (DPA|;

e penyusunan dan menvampaikan laporan bultman, uróuSan,
semester dan tahunan pelaksanaan program SatpokPP, Pcmadam
Kebakarsti dan penyelamatan, semester dan tahunan pelaksanaan
program pereneanaan;

f. penyiapan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang
perencanaan;

g. penyiapan bahan dalam perftncanaan program pembanggunan
bidang Kctentraman dan Keteniban Umum Sena Ptründungan
Masyarakat:

h. penyiapan bahan dalam rangka melaksanakan pengkajian dan
evaluasi dampsk pelaksanaan kebijakan pembangunan dalam bidang
kependudukan dan pencatatan sipil;

i. pcnyiapan baken dan menyusun informasi serta mengolab data
yang terkait dengan pelaksanaan kegiaran Program SatpobPP»
Femadam Kebakaran dan Penyelamatan;

j penyiapan bahan dalam melaksanakan dan mengoordinasian
rencana kegjamn yang tHah diprogramkan,

k pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peLaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

L meJaksanakan eugas dinas lainnya yang dibenkan oleh pimpinan
untuk krlancaran pelaksanaan lugas lïerdaHarkan standar norma
dan pcratvran perundang-undangan.

Paragraf 5
Sub Hagian Keuangan

Pasal 128

(I] Kepala Sub Bagian Keuangan memputiyai tugas melaksanakan dan
mengooidlnasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja.
melakukan kegiatsn perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serra
melakukan pelaporan atas realisaai pelaksanaan kegiatan dan
keuangan Sstpol-PP. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

(2} Unt.uk melflksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {!}.
Kepala Sub Bagian Keuangan Tnenyelenggarakan fungai :
a. penyiapan bahan dalairl menyusun rencana keija Sub Bagian

Keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengoordinaaikan kegiaian dibidang Keuang^an,
c. pengeiolaan administrasi keuangan dan kegiaian perbendaharaan,
d. meneliti kclcngkapan Sural Perititah Pembayaran Uang Persediaan

[SPP'UPJ pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oieh
bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTKj:

e- menelid kdengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan
[SPP-UP), Surat Perintah Pcmbayaran Garni Uang (SPP-GU], Surat
Perintah Pcmbayaran Tambah bang (SPP-TU). Surat Perintah
Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Wegen
Sipil [PNS] serra penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan
bendahara pengeluaran,
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f. pelskuan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP),
g, penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
h pelakuan verifikam harian atas penerimaan;
i- pelaksanaan akuntansi Satuan Kerjs Perangkat Daerah [SKPD);
j. penyiapan bahan dan menyusun 1aporan penanggung jawaban atas

pdakaanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Darrah (SKPD|;
k. pehiksanaan monitoring, evaJuasi dan pdaporan terhadap

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dllaksanakan kepada
pimpinan; dan

L pdaksanakan tugas dinas tainnya yang dibcrikan oleh plmpinan
untuk keiancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peraturan perundang-undangan

Paragraf 6
Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pasa! 129

(1} Kepala Sidang Prnegakan Peraturan Darrah dan Peraturan Bupati
mempunyai tugas melaksanakam membina dan mengoordinasikan serta
menyelenggarakan sebagian tugas Satpol-PP, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Perawrar
Bupati.

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala
Bidang Peneg^kan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
tnenyelenggarakan fungsi :
a, penyusunan rencana serta program kcrja dibidang Penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang menjadi tugas dan
keweruangannnya;

b. perumusan kebijakan. rnelaksanakan pembinaan dan
mertgpordinasian kegiatan dibidangpcnegakan Poraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;

c pmgkajian dart pcnyelenggaraan bahan fasilitasi Penegakan
Peraturan Daerah dan Petaturan Bupati;

d pcrumusan pedoman dan suptivisi pencgakan Perat.uran Daerah dan
Peraturan Bupati;

e, penyusunan rumusan pembinaan dan penyuJuhan penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

f. pengkajian baban fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;
g penyusunart rumusan bahan koordtnasi penyelenggarwi penegakan

Permunan Daerah dan Peraturan Bupati;
b. penyusunan rmnuean kebijakan teknis operasionaJ penyidikan dan

pemeriksaan pelanggaran keteninan Petalurari Daerah dan Peraturan
Bupati serta fasilitasi pembmaan operasional pelaksanaan tugas
PPNS;

t. penyusunan rumusan teknis operasional penyidikan dan
pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;

j, penyusunan rumusan bahan fasilitasi dan pembinaan operasiunal
petaksanaan tugas PPNS;

k penyusunan nimusan kebijakan teknis benruk dan jenis pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

1. penyusunan rumusan perigawasan Peraturan daerali dan peraturan
Bupati.
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hl petak&anaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan urifi
keija/jnstansi/lembaga amu pthak ketiga dibïdang Peuegakan
Peraturan daerah dan pcttaturan Bupati

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhachip
pdaksanaan tdgas dan kegiaLan yang telah dilaksanakan keparin
pimpinam dan

o. mdaksanakan tugas dinas ïainnya yang diberdkan oleh pimpman
untuk kelancaran pclaksanaan tugas berdasarkan sLandar nonnü dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Sekst Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 130

{1] Keptila Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan
bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan
teknis dibïdang Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati,

(2) Untuk meiaksanakan tugas sebsgaimana dimaksud pada ayat {1), Kepala
Sekst Pembinaan, dan Penyuluhan mcHyelenggarakan fungsi ;
a. penyiapan bahan penvusunan perunjuk teknis di sekst pembmaanT

dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang
menjadi cugas dau kcwenanga.rmya;

b. penyiapan Italian kebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mengocrdjnastkan kegiatan dibidang pembinaan, dan penyuluhan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupsli;

c penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan dan penvuluhan
Penegakan Pemiuran Daerah dan Peraturan Bupati;

d. penyusunan bahan kebijpkan ukms dan fesilitasi pembinaan dan
penyuluhan Pencgakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupad.

e. penyusunan bahan pembinaan dan bahan penyuluban Penegakan
Peraturan Daerab dan Peraturan Bupatl;

f. pengelolaan data pembinaan dan pcnyuluhan Penegakan Peraturan
Oaerah dan Peraturan Bupati.

g. pclaksanaan koordinasi petnbmaan. dan penyuiuhmi Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati dengan sub unit keija lain di
lingkungan Satpol-PP, Pentadam Kebakaran dan Penyelamatan:

h, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinmi, dan

i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleb pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perunciang undangan.

Paragraf 8
Sekst Penyebdikan dan Penyidtkan

Pasal 131

(1) Kepala Seksi PrnyeUdikan dan Penyidikan mempunyni tugas
menyiapkan bahan penyusunan dan pela.kaanaan kebijakan teknis
clibidiirig pciiyeliciütan dan penyidikan penegakan Peraturan Datrah
dan Peraturan Bupati.
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(2) Umuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)r Kepaia
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menvelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi penyelidikan

dan penyidikan yang menjadi tugasdan kewenangannya;
b penyiapsn bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengcordlnasikan kegiaian dibidang penyelidikan dan penyidikan
penegakan Perawran Daerah dan Peraturan Bupati;

c, pelaksanaan pdngelolaan data basil penyelidikan dan penyidikan
pelangaraan Peraturan Daerah dan Peraluran Bupati.

d. pelaksanaan penyeliclfkan dan penyidikan pelanggaran Feraturan
Daerah dan Peraturan Bupati;

e. pelaksanaan nimusan kebijakan teknis operational penyidikan dan
pemenksaan pelanggaran PeraIuran Daerah dan Peraturan
Bupati;

f. pelaksanaan koordinasi reknis penyidikan dan pemeriksaan
pelanggaran Peraiuran Darrah dan Peraturan Bupati dengan
insdtusi terkait d.i wilayah Kabupaten:

E menganalisa, mencliti data bahan perumu&an kebijakan lingkup
penanganan pengadoan.

h. penyusunan penyajian data informasi Ungkup penanganaii peng^duan
pengadttan adanya pelanggaran Perda dan Perbiib serta ketertlban
umum;

i. pelaksanaan fasilitasi penyelesaiah pengaduan dari perorangan
dan/atau hadang nukurn berkaitan dengan Pelanggaran Perda dan
Perbub serfs Keteiliban Umum;

j pelaksanaan perseispan bentuk dan Jenis pelanggaran Peracuran
Daerah dan Peraturan Bupari sesuas dengan ketentuan yang
berlaku;

Ic pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan benink
pelanggaran sebagsi bahan masukan pengambilan kebijakan
pimpinan:

t penyusunan rumusan kebijakan teknis operasionai fasiliusi dan
pemhinaan pelaksanaan tugas PPNS:

tmpelaksanaan opcrasianal fasilitasi dan pemhinaan peJaksanaan togas
PPNS;

n. pelaksanaan pembinaan peningkatan dan pcngembangan PPNS:
o, pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian PPNS:
p. pelaksanaan monitoring, evaluasi don peiaporan terhadap pelaksanaan

tugas dan kegjatan yang telah dilaksSnaksn kcpada ptmpinan; dan
q, melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

umuk kdancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan penindang-undangan.

Paragraf 9
Bidang Keient.raman dan Ketertiban Umum

Pawl 132

(1) Kepala Sidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ntempunyai tugas
melaksanakan, merobina dan mengoordinasikan serta menytdenEgarakan
sebagiau tugas Satpol PP, Pemadam Kebnkaran dan Penyelamaian
dibidang ketehtraman dan ketertiban umum.

(2) Untuk meiaksanakaji tugas sebagnimana dimaJksdd pada avat (I)> Kepala
Bidang Ketentraman dan Keterdban Umum menyelenggarakan fungai .

a. penyusuiian rencana serta program kerja dibidang Kctentraman dan
Ketertiban Umum yang menjadi togas dan kewenangannnya;
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lx perumuwi kebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mengpordinasikan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban
umum:

w permnusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan operasi dan
pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;

d. penyusunan bahan rencana kegiatan dibidang ketentrarnan dan
ketertiban umum, sma hubungan keijasama dengan instansi
dan lenibaga-lembaga lain;

e penyusunan bahan pelaksanaan operasi dan pengendaltan
ketent.raman dan keteniban umum;

f. peuyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama
dengan instansi terkait dibidang ketentraman dan ketertiban
umum;

g- petaksanaan koordinasi dan kejjasama serta membantu
pelaksanaan pengamanan pemilihan umum dan pemilihan
urn u ui Bupan dan Wakil Bupati;

lx pelaksnnaan tugas pengaluran, pengamanan, pengawalan dan
patrol baiksecara terbuka maupun tertutup;

L penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan
massa;

j- pelaksanaan penyusunan identUtkasi dan potensi keqasama
dibidang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;

k. pelakaanaan pengoordinasian kerjasama teknis Pemerintah Daerah
dengan instansi terkait dibidang ketentraman dan ketertiban umum
masyarakat;

]. penyajian data dan informasi dibidang ketentrawan dan keterttban
umum masyarakat;

m pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang
operasiomd keterdban umum dan ketentraman masyarakat;

n. pclaksanaan penanganan sengketa adanya petanggaran
ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;

q, pelaksansan monitoring, evaluasi dan pelaporan terharfap
pelak&anaan lugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan;

p. pekiksanaan tugas dinas lainnya .yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkHTi standar nonnadan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Kepala Seksi Operasi dan Peagendalian

Pasal 133

(1) Kepala Sekst Operasi dan Pengendalian metnpunyai lugas menyiapkau
bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan
teknis dibidang operasi dan pengendalian ketencraman dan keteruban
umum masyarakat.

(2} Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada aval (T|>
Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan füngsi :
a. pem iapan bahan rumusan kebijakan dibidang operast dan memimpin

dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di Seksi Operasi
Pendendalian;

b. penyiapan bahan kebijakan. melaksanakan pembinaan dan
mengoordinasikan kegiatan dibiclang operaai dan pengendalian
ketemramart dan ketertiban umum;
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c. penyiapati bahan penyustinan petunjuk teknis dan prosedur tetap
dtbidang operasional ketertiban umum dan keren traman masvarakat,
pengamanan dan pengawalan,.

d. pclaksanann operate dan pengendalian pelanggaran ketertiban
umum dan keren traman maayarakat;

e, pelaksanaan tugas pengaturan, pengamannn, pen -gawalan dan
patrol) batk socara terbukadan tertutup;r. pengarrmnan pemiHhan umum dan pemiJihan umum kepah
daerah.

g- poLaksaraan monitoring, evaluasl dan pelaporan terhadap
pelaksanaan ïugas dan kegiatan yang telah dïJaksanakan kepada
pimpinan; dan

h. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang dibcrikan deh pimpinan untuk
kelancaran pclaksar iaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 1 J
Sek&i Kerjasama

Pasal 134

fl) Kepala Sekst Ketjasama tncmpunyai tugas menyiapkan bahan daiam
rangka memlxirnu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang
ketjasarriR ketentraman dan keteniban umum.

(2j Untuk melaksanakan tugas sebagaüiiana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Kerjaaama menvelenggarakan fungai :
a. pemiapan bahan ptmyusunan petunjuk teknis di seksi Kojasaina,
b. penyiapan bahan kebijakan. melaksanakan pembinaan dan

mengcxjrdinasikan kegiatan dibidang keqasamo kerentraman dan
ketertiban umum:

c. pextyiapan bahan penyusunan. dan pelaksanaan kourdinast
rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan hubungan
kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam
htdang ketertiban umum dan ketenLraman masyarakat;

d.penyiapan bahan prlaksanaan koordinasi dan kerjasama
dalam peJaksanaan opera® pelanggaran ketertiban umum dan
keten traman masyarakat:

e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasj dan keijasama
dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawalan;

L penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta
membantu pelaksanaan pengamanan Pemilihan Umum dan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

g. fasilitasi penyelenggaraan upacara-upacara dan penngatan
hari besar national.

h, pelsksanaan monitoring, evaiuasi dan pelaporan terhadap
pdaksanaxii tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinari; dan

i. melaksanakan rugas dinas lainnya yang dibe.ri.kan oteh pimpinan
untuk ktlancaran pelnkaanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraruran peru ndang-undangan.
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Paragraf 12
EJidang Pemadam kebakaran dan Penvdamatan

Pasal 135

(H Kepala Bidang Pemadam Kebakaran clan Penyelamatan mempunyai
tugas mclaksariakaii, membina. dan mengocirdinasikan serta
menyelcnggarakan scbagian uigas Satpol-PP, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan dibidang pemadam kebakaran dan pcnyaJamatan.

(2] b’ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ll|.
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
menyeleïiggarakan fungsi
a penyusunan rcneajia sena program kerja dibidang Kebakaran dan

PertyelriTnaian yang menjadi tugas dan kewenangannya:
b. pcrumu&an kebtjakan, meiaksenakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiatan dibidang pemadam kebaJcaran dan
penyelamatan.

c. pelaksanaan kebijakan dibidang pemadaman kebakaran
penanggulangan kebakaran, pelatihan dan pencegahan kebakaran
sena penyeïamatan;

d. pemberdayaan dan peiiirgkatan kualitas siimber daya manusia
dïlingkup pemadaman kebakaran dan penyeiamaLan;

e. pelaksanaan keg^atan dibidang sarana dan prasarana pemadam
kebakaran dan penyclamatan;

f. pelaksaraan penilaian kerusakan dan kerugian pasta terjadinya
bencana kebakaran;

g. pelaksanaan penyelemaian dan evakuasl pencegahan dan
penanggcdangan bahaya kebakaran di daerah:

h. penyelenggaraan layanan rc&pon cepat (/tisi respan). pcngendalian
aperasif penyelenggnraan penyelamatan dan evakuasi korban
lerdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia:

L peningkatan kapasitas aparatur dan pemberdayaan ma^arakat dan
dunia usaba dibtdang penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan ;

j. pelaksana&n monitoring» evaluasi dan pelaporan terhadap
peïaksanaan tugas dan kegiawi yang telah dilaksanakan kepada
ptmpinan; dan

k. pelaksanaan tugas dinae lainnya yang diberikan oleh pimpinan untnk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13
Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 136

( 11 Kepaia Seksi Penangguïangan Kebakaran dan Penyelamaian memppnyai
tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan
penjab&ran kebijakan leknis dibidang penanggulangan kebakaran dan
penyelamaian,

(2J Untuk nwtaksmiakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (IJ.
Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelaniatan
menvelenggamkan fungsa:
a. penyiapan bahan penyusunan pciunjuk teknia dibidang

penanggulangan kebakaran dan penyeJamatan;
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b. penyiapan hahan kebijakan. melaksanakan ptfmbinaan dan
mengoordinasikan kegiatan dlbidang penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;

c. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dar> prosedur tetap
dibidang pencegahan, pengendalian. dan penanggulangan kebakaran
dan penyelamatan;

d. pempersiapan ballan pelaksanaan kegiatan dlbidang pencegahan,
pengendalian. dan penanggulangan bahaya kelsakarao dan
penyelamatan;

e. pelaksanaan pemetaan dan pendataan utik-titik rawan kebakaran;
f. pelaksanaan penilaian teknis izin bangunan dan penggunaan hahan

Alar Pemadam Api Wngan (APAR] terhadap bangunan bcrlantai satu
dan bertingkat:

g. pelaksanaan pelatihan pcmadam kebakaran;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya

penanggulangan kebakaran;
i. pelaksanaan pengawasan dan mord taring pencegahan dan

penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten;
jr pelaksanacm penyelamatan dan evaktiasi pencegahan dan

penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah kabupaterr;
k. penvetenggaraan lavanar tespon cepat (fast respond pengcndfdian

operasi. pcnyclenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban
terdampak kebakaran, kpndisi membshayakan manusia;

1. ^lelaksanaaa monitoring, evaluasi dan pelaporaii terhadap
pdaksanaan togas dan kegiatan yang relah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

L melaksanakan lugas dinas lalnnya yang diberUsan oleh pimpinan
untuk kelancaran peLaksanaaii cugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan

Paragraf 14
Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 137

(11 KepaJa Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tug^s menyiapkan bahan
dalam rangka mrmbantv melaksanakan penjabman kebijakan reknis
dibidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penvelamaLam

(2] Untuk melaksanakar togas sebagaimana dimaksud pads ayat (1), Kepala
Sek&i Sarana dan Prasarana menvelenggarakan fungsii
a penyiapan bahan penyusynan petunjuk teknia di seksi Sarana dan

Prasarana;
b. penyiapan bahan kebijakan, meiaksanakan pcmbinaan dan

mengonrdinasikan kegiatari dibidang sarana dan prasarana pemadam
kebakaran dan prnyrlatnatan.

c. penyijapan bahan pengendahan dan pelaksanaan norma, pedoman,
dan petunjuk operasional bidang sarana dan prasarana pemadam
kebakaran dan penyelamatan;

d, pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam
kebakaran dan penyelamatan;

e, pelsksanaar penataan, pengaturan penyimpartan dan peraIatan
kebakarari dan penyelamatan;

f ptlaksanaan ptmgawasan tjerhadap peralatan dan sarana kebakaran;
g pelaksanaan pemeriksaan kelayakan alai yang digunakan unLuk

penanggulangan hencans aecara continue,
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h. ptflaksanaan pengadaan number-somber af.r dan bahan-bahan lain
dalam rangka pemadaman dan ptnaggulangan kebakaran aerta
pettyelamatan;

i penyetenggaraan analysis kebutuhan, siandardisasi, identifikasi dan
inventarisasj. jiemeiiharaan dan perawaran sarana prasarana
pcmadam kebakaran dan penyelamatan sintem inibrmasi/
pcngolahan data kebakaran dan penyclamatan secans leriCegraai
antara pusat, provinsi kabupaten/kata. pengolaban dan penyajian
data kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan
penanggu langart kebakaran dan penyelamacafii

j pettyetenggaraan fasllitasi pengadaan. pemantauan. pengawasan dan
perswaian aarsna prasarana pemadam kebakaran dari penyclamaran;

k. pelaksanaan monitoring, cvaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

L melaksanakan togas dinas Lainnya yang diberikan ttleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan atandar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 138

(1) Kepala Bidang Pcrlindungan Masyarakat mempunyai tngas
melaksanakan. memhtna dan mengoordinasikan sena
menyelenggarakan sebagian rugas Satpol-PP, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan dibidartg perlindungaii masyarakat.

[2) Untuk mela ksariakan togas sebagaimana dimak&ud j^ada ayat [1J, Kepala
Bidang Periindungan Maavarakat jnenyelenggarakan fung^i :
a. Peajrusunan reneana sena program kerja dibidang perlindungan

masyarakat yang menjadi rugas dan kewenangannya;
b. Perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengoondinasikan kegtatan dibidang periindungan masyarakat;
c. pettyLiao nan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis

dibidang operational periindungan maayarakai serta
pelaksanaan kesiagaan dan penmgkatan sumber daya
masyarakat;

d pengembangan dan penjabaran kebijakan standarisasi dan pedoman.
kesiapsiagaan , penyelama tan, tehabilitasa, rekonsiruksi dalam rangka
perli nd ungan masyarakat,

e penjabsran kebijakan standarisast dan pedoman peningkatan
kentampLtan. pcngarahan dan pembmaan satuan perlindungan
masyarakat.

f pengkajian dan mengevaluafii dam dan informal dalam rangka
pelaksanaan periindungan masyarakat agar tercipla ketent,raman,
keselamatan dan ketcrtiban.

g. penganalisa data dan informasi dalam rangka pcrumusan kebijakan,
faaüitasi dan komunikasi pelakaanaan peningkatan aumbcrdaya
HiHHiisia satuan peritndungan masyarakat;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan vang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang riitaerikan oteh pimpinan
imt.uk kelancanin pelaksanaan tugas berdasarkan atandar norma dan
peraturan pcrundang-undangan.
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Paragraf 16
Sekst Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 139

{IJ Kepala Seksi Satuan Perlindungan masyarakat mempunyai tugas
mcnyfapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabanan
kebijakan teknis dibidang satuan linmas.

(2} Untuk meiaksauakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [ 1 ) , Kepala
Sekst Saman Perlindungan Masyarakal menyelenggarakan fungsi :
a penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi Satuan

Linmas;
b. penyiapan bahan kebijakan. melaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiatan dibidang satuan linmas;
c. pengumpulnn dan penganaiisaan data dan informasi satuan

perlindungan masyarakat seita pengamanan swakarsa;
d. pelaksanaan penyusunan prosedur terapt petunjuk teknis dan

pelaksanaan satuan perlindungan masyarakal serta
pengamanan swakarsa;

e. peteksanaan pengidenbfikasian dan menyusun usulan sarana
prasamna satuan perlindungan masyarakat;

f. persiapan bahan perencanasn kebutuhan satuan perlindungan
masyarakat yang benugas di TPS dan teknis pelaksanaan
pembekalan pada Peniilihan Utnum;

g, pclaksanaan pcrsiapan satuan perlindungan masyarakat dalam
rangka mendukung pengarnanan penyelenggaraan Pemdihs.n
Cmum dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;

h pelaksanaan persiapan dan melakukan kesjapsiagaan satuan
perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian,
perioiongan dan penyelamatan korban bencana;

i. pelaksanaan persiapan bahan dan penyusunan standarisasi
kclengkapan sarana dan pra^amna Pos Keamansn Lingkungan |Pos
Kamlingj,

j. pelaksanaan persiapan bahan dan penjusunan rencana
Dptimalisasi dan pengerahan/mobilisasi anggoia perlindungan
masyarakat;

k, pelaksanaan monitoring, evalussi dan pelaporan terhsdap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

1. poteksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan olch ptmpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan pemndang-undangan

Paragraf 17
SeksiBina Potensi Masyarakat

Pasal 140

(IJ KcpaJa Seksi Bina Potensi Masyarakat rnempunyai tugas menyiapkan
bahan dalam ra.ngka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan
Leknis dibidang bina potensi masyarakat,

(2} Untuk melaksnnakan tugas sebagaimana dimaksuri pads ayat {!), Kcpala
Seksi Bina Potensi Masyarukat menyelenggarakan fungsi
a, pcnyiapan bahan pcnyusunan petunjuk teknis di Seksi Bina Potensi

Masyarakat;
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b. penyiapati bahan kebijakan. melaksanakan pembmaan dan
mengoordinasikan kegiatan dibidang birta palensi masyarakat;

c, penyusunan rcncana dan program keija scrra petunjuk teknis
dibidang pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat dan
Jadhan anggota satuan perlindungan masyarakat;

cL perumusan dan penyusunan kurikulum program fatihan
perhndungan kepada masyarakat;

e. inventansasi dan menyelenggarakan pelat.ihan bagi Anggota Satuan
perlindungan masyarnkat;

f. mempersiapkan dan memelihara data serta arsip tentang sataan
tinmas dan potensi Immas di masyarakak

g. penyïapan bahan rekruiiinen, pembinaan dan pemberdeyaan anggota
perlindungan masyanakat;

h, penyiapan bahan penyajian data dan informasi dibidang bina poLensi
masyarakat;

i. penyiapan behan data potensi dan karakteristik sosial budaya
masyarakat dibidang perilndungan masyarakat;

j. penyiapan bahan pengembangan potensi somber daya manusia
mekdui pendidikan dan beta negara;

k. pclaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan togas dan kegiacan yang telah diiaksanakan kepada
pimpinan; dan

I pelaksanaan mgaa dinas lainnya yang dibtnkan oleh pimpinan umuk
kelancaran pdaksanaan cugas berdasarkan atandar norma dan
peraturan perundang-undangan

EJAB XIII
DINAS KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukau, Tugasdan Fungsi

Paragraf I
Kcdudukan

Pasal 14]

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang
Ketahanar Pangan.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukaji dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Togas dan Fungsi

Pasal 142

11) Dinas mempunyai togas membantu Bopati dalam melaksanakan Urusan
PcmermLahan dibidang ketahanan pangan yang menjadi kewensngan
Daerah dan tug^s pembantuan yang diberikan kepada daerah.

(2| Untuk melaksanakari togas sebagaimana dtmaksud pada ayat (I], Dinas
menyetenggarBkan lungsi
a, pentmusan kebijakan dibidang ketahanan panganT
b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan pangang
c. pelaksanaön, evaluasl dan pelaporan bidangketabanan pangan;
d, pelaksanaan administrasi. dinas dibidang ketahanan pangan; dan
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e pelaksanaart fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fung-smya.

Bagian Kcdua
Susunan Organisasi

Pasal 143

(1} Sasubars Organisasi Dinas terdlri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat. trrdiri alas Sub Bagïan

]. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
2. Kelompok Jabaian Fungsional.

c. Bïdang Ketenjedian,Cadangan. dan Kerawanan Pangan, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional;

d. BjdangDistribusL Harga, dan Kclembagaan Pangan. terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional:

e. Bïdang Konsumsi, Penganekaragaman, Mutu Pangan dan Keamanan
Pangan. terdiri atas Keiompok JabaLan Fungsión&I;

f, KeJompak Jabata.n Fungsional; dan
g. Unit Polaksana Teknis Daerah.

12] Secretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan berianggling jawab kepada
Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud paria ayat (1) huruf cf huruf d, dan huruf
e, masing-masing dïpimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dilmwah dan bertan^ung j&wabkeparia Kepala Dmas.

f4) Sub Bsgian sebagaimana dimaksud paria ayat (1] humf b. dipimpin oleii
seorang KepaJa SubBagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Sekmaris.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana djmaksud paria ayat fl)
huruf f, dipimpin oJeh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

[6) UniL Pelaksana Teknis sebagmmana dimaksud paria ayat (1) huruf gh
dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pclaksana Teknis yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepsda Dinas.

(7) Öagan Sirnktur Örg&nisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana
tercantum. dalarn Lampiran Xlï yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dan Peraturan Bupati int

Bagian Kedga
Tugas rian Fungsi

Paragraf l
Kepala Dinas

Pasal 144

(1) Kepa.ïa Dinas mcjnpunyai tugas membantu Bupati rialam melakaanakan
urusan pcmerintahan dihidang ketahanan pangan yang menjadi
kewenangan Daeruh dan lugas pembantuan yang diberikan kepada
daerah.

94



(2] Untuk rnelaksanakan Wgps sebagaimarta dimaksud pada aval [11, Kepala
Dinas menyelenggarakan fungsi :
a. pengcndalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas yang

menjadi tugas dan kewenangannya
b. perumusaan kebtjakan teknis dajam menydenggamkan urusan

pemenntahan dan pelayanan umum dibidang kctahanan pangan;
c pelaksanaan kebijakandibidang Ketahanan Pangan;
d pelaksanaan. evaluasi dan pelaparan bidang Ketahanan Pangan:
c penyelenggaraan pembinaan pengurusan ketahatian pangan;
f. pengat tiran kebijakan teknis sebagai pedoman. pemberian bimbingan

dan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan;
£ pengoordinasian penyélenggaraan pengamanan dan pengendalian

teknis atas pelaksanaan Uigas sesuai peraturan perutidang-
undnngan;

h, pelaksanaan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuls teknis
yang berhubungan dengan ketahanan pangan dalam rangka
meningkatkan pendapatan asli daerah;

i perumusan petunjuk pembinaan dan pengembangan dan ketahanan
pangan dan ptmyuluhan serta melaksanakan penitaian pelaksanaan
tugas,

j. pelaksanaan koordinasi, identifikasi perencanaan, pembinaan,
pengembangan prngaluran, pemantapan ketersediaan psingan,
cadangan pangan. kebutuhaji pangan, kebutuhan pangan.
pencegahan dan penanggulangan kera^anan pangan, distribusi.
harga pangan knnaumsi ponganekaragaman pangan. mutu pangan
dan keamanan pangan;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
jjrlak5finaa.il kegtatan program kepa yang terkait dengan kegiatari
Dinas Keuhanan Pangan:

t pelaksanaan pembinaan personil, pembiayaan dan sarana prasarana
dlnas di unit kerjanya: dan

m. pelaksanaan tugas-tugas lain stsuai dengan perintah pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan siandar norma dan
pemuran perundang-undangan.

Paragraf 2
Sekretanat

Pasa! 1.45

(IJ Sekretaris Dmas mempunyai tugas mengoordinnsikan dan
menyelenggamkan kegiatan kesckietarlatan, pengelolaan keuangan dan
pelayanan administnasi pada aeluruh unit organisasi di lingkungan
Dinas serta meiaksanakan penyusunan program, evaluasi dan
pelaporan.

(2| Untuk melaksanakan tugas aebagaimana dimaksud pada ayat flj,
Sekretaris menvelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian jjeiaksanaan kegiatan djlingkungan Sekretariat

vang menjadi tugas dan kewenangannnya;
b. penyiapan bahan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan

penyusunan program keep;
c. perencAiiAan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun

anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang tclah
diketuarkan serial membuat taporan pelaksanaan kegiatan pada
pimpinan;
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d pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasaJ dan Dana
APBD dan APBN dengan melaporkan hasjl pengadaan kepada Badan
Keuangan dan Aset Daerah disenai dengan penyerahan BKPB dart
Surat Adminisirasi iainnya;

e, pengoordmasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan
bidang-bidang yang ada di lingkung^n Dinas ;

f, penyiapan perencanaan dan kebijalran teknis pengembangan
kesekrecariatan dan administrasi umum;

g. penyelenggaraan urusan kesekretanatari. rumah tangga
(perlengkspanh adminiswasi kepegawaian dan keuangam

h, penyusunab rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program
kerja;

L pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

j, pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpman
untuk kclancaran pelaksanaan tugae berdasatkan standar norma
dan pcrarunm perundang-undangan

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Perencanaan

Pesal 146

fl) Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas
menyiapkan bahan dalam rangka memban tu tnclaksanakan
penjabaran kebijakan leknis dibidang sub bagian umum, kepegawman
dan perencanaan.

(2) Umuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahart dalam menyusun rencana keqa Sub Bagian

Umum dan Perencanaan yang menjadf tugasdan kewerrangannya;
b. penyiapan bahan kebijakanf melaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiatan di sub bagian umum dan perencanaan;
o. pelaksanaan urusan administrasi surat mertyurat dan kearstpan;
d mcmilah. mengklasinkasikan dan mengagendakan arsip sural

menyurat menu.rut jenisnya:
e. pelaksanaan peiigadaan peralatan kantor sebagai penunjang

kelancaran t.ugas;
f. penyusunan dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi

urusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala. sens
pendid ikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Dinas;

g. pengumpulan. meiijaga dan merawat perlengkapan dan fasrlims
keija di lingkungan Dinas;

h. pelaksanaan urusan pengolahan administeasj kepegawaian secure
umum di Jingkungan Dinas;

i. inventansasian permasalahan-permsealahan yang nmbu! dalam
pclaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna
mencari pcmecahan maaalah.

j. penyiapan bahan pengadaan kendaraan dinas berasaJ dari dana
APBD dan APBN dehgan melaporkan hasil pengadaan kepada
13adan Kenangun dan Aset Daerah disertai denga n penyeraban
BPKB dan surat admimsrrasi tainnya*

k. penyusunan Rencana Anggaran Kerja (RKA| dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA);
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I. penyusunan dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan,
semester dan tahunan pclaksanaan program Dinas, semester dan
rahLilian pelaksanaanprogram penencanaan:

m. penyiapan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang
perencanaan;

n pfinyiapan bahan daLam perencanaan program pembangunan
bidang prndapatan. pengeiola keuangan dan barang milik daerah;

o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pclaksanaan tugas dan kegiatan yang ulah dilaksanakan kepada
pnnpinan; dan

p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksapaan tugas berdasarkan arandar norma da.n
peracuran perundang-undangan.

Paragraf 4
Bidang Ketersediaan. Cadangan dan Kerawanan Pangan

Pasal 147

[1) Kepala Bidsng Ketersediaan, Cadangan dan Kerwanan Pangan
mempunyai Higas mdaksjanakan sebagian rugas Dinas dalam
merumuskan, menyusun dan mengelola pefaksanaan kehijakan teknis
serta melakaanakan koordinasi. identilikasi. percncanaan. pembinaan,
pengembangan, pcnggturan. monitoring, pengendalian dan pemantapao
ketersediaan pangan, keburnhan pangan serta pencegahan dan
pcnanggulangan krrawanan pangan

[21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Ketersediaan. Cadangan dan Kerawanan Pangpn
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebtjakan dan bimbingan teknis scrta

meniimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di
lingkungan Dinas yangmenjadi tugas dan kewenangannya;

b. pernmusan kebijakan teknis dalam mcnyelcnggarakan urusan
pemerinuihan dan pclayanan umum dibidang ketersediaan, cadangan
dan kerawanan pangan;

c perumusan kebijakan dibidang ketersediaan, cadangan dan
ke-rawanan pangan;

d. pelaksanaan kcbijakan dibidang ketersediaan, cadangan dan
kerawanan pangan;

e. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan. cadangan
dan kerawanan pangpn;

f. pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan. cadangan dan
penanganan kerawahan pangan dan koordinasi penyediaan
infrastruktur pangan, dan somber daya pendukung keiahanan pangan
lainnya;

g. penyusunan bailan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan,
cadangan dan penanganan kerawanan pangan dan koordinasi
penyediaan infrastruktur pangan. dan sumber daya pendukuhg
ketahanan pangan lainnya.

h. pelakaanaan kcbijakan dibtdang ketersediaan. cadangan dan
penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan
infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan
lainnya;
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t. pe!aksanaan pandarnpingan pelaksanaan kegiatan dibidang
ketersedtean, cadangan dan penanganan ketawanan pangan dan
koordinaei penyediaan infrastruktur pangan, dan number daya
pendukung ketahanan pangan lainnya,

j. pelaksanaan pemantapan program dibidang ketersediaan. cadangan
dan penanganan kerawanan pangan dan koordinast penyediaan
infrastruktur pangan, dan sumber days pcndukyng ketahanan pangan
lainnya:

k. pciaksanaan pematitauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
ketcrsediaan, tadangan dan penanganan kerawanan pangan dan
koord)nasi penvediaan infrastruktur pangan. dan somber daya
pendukung ketahanan pangan lainnya;

L pelaksamaan pcmbinaan, monitoring, evalnasi dan anallsis pelaporan
tentang pclaksanaan program kerja yang lerkait dengan kegiatan
dibidang ketcrsediaan, cadsngan dan kerawanan pangan meliputi
ketersedtaan pangan, cadangan serta peneegahan dan
penanggulangan kerawanan pangan; dan

m. pelaksanaan togas- togas lain yang diperintah oleh pimpinan umuk
kelanearan pelaksanasn tugas berdasarkan atandar norma dan
peranaran perundang-undangan.

Paragraf 5
Kepala Bidang Disrribu.si, Marga dan K-ciembagaan Pangan

Pasal 1 48

ll] Kepala Bidang Distribusi, Harga dan Kelcmbagaan Pangan mempunyai
tugas melaksanakan penyustman dan pelaksanaan kebijakan, pemberian
pcnciampingan serfs peinanlauan dan evaluasi dibidang distribute, harga
dan kelembagaan pangan.

12] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksod pada ayat (I), k'epala
Sidang Distribusi. Marga dan Kelombagaan Pangan menyeLenggarakan
ftingsi :
a. pengoordinasian pelaksanaan kegiaran di Hngkungan Dinas yang

menjadi tugas dan kewenangarmya;
b. perumusan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urnsan

pemerintahan dan pelayanan umum dibidang distribUsi, harga dan
kekmbagaan pangan;

c. pcrumusan kebij&kan dibidang distribust T harga dan kelembagaan
pangan,

d. pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi. harga dsn kelemhagaan
pangan;

e. pel&ksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang distribusi, harga dan
kelembagaan Pangan:

f peiaksanaan pcnyusunan bahan rumusan kebijakan daeiah dibidang
distribtisi pangan, harga pangan dan ketemhagaan pangan:

g, pelsksanaan kebijakan dibidang distribusi pangan, harga pangan.
dan kclembagaan pangan;

h. pcmbcrian pendampingan pelaksanaan kegiamn dibidang distribusi
pangan, harga pangan dan kelembagaan pangan,

i penyiapan pemantapan program dibidang distribusi pangan, harga
pangan dan kelcmbagaan pangan; dan

j pekiksanaan tugas-rugas lain srsuai dengan perintah oleh pimpinan
untuk kelancaran peUksanaan togas berdasarkan scandar norma dan
peraturan perundartg-undangan.
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Paragraf 6
Bidang Kunsumsk PenganckarBgaman, Mutu dan Keamanan Pangan

Pasal 149

(1] Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman, Mutu dan Keamanan
Pangan mempunyat tugas melaksanakan stbagian tugas Dinas di dalam
merumuakan, menyusun dan mengelola pelaksanaan kebijakan teknis
serta melaksanakan kegiatan kncrdinasi, identifikasi, perencanaan,
pembinaan, pengembangan. pengaturap, monitoring pengendalian dan
pemantapan dibidang konsümsi, pcnganekaragaman. mutu dan
kearnanan pangan.

[2j Uriruk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Öidang kansumat, Penganekaragaman, Mutu dan Keamanan
Pangan menvelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian pelaksanaan kegiaun di lingkungan Dinas yang

menjadi tugas dan kewenangannya;
b. perumüsan kebijakan teknis dalam menyeïehggarakan urusan

pemerimahan dan pelayanan umutn dibidang Konsumsi.
Pcnganekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan.

c. perumusan kebijakan dibidang KonsumsL penganeknragaman
mutu dan keamanan pan.gan;

d. pdaksanaan kebijakin bidang Konsumsi. penganekaraganuin , mutu
dan kcamapad pangan;

e. pelaksanaan, evaluasi dart pelaporan Bidang Konsumsi.
penganekarag^man , mutu dan keamanan pangan:

f peïaksanaan koordinasi, identffikasu pernbinaan, dan monitoring
bidang konsumsi, pcngaiiekaragaman ,mutu dan keamanan pangan,

g. pcmmusan dan melaksanakan idenüfikasi perencanaan, pembinaan,
pengembangan keragaman konsumsi. penganekaragaman . mutu

dan keamanan pangan;
h. penyusunan poja kansurnSi pangan maayarakat;
L pelaksanaan pembinaan, pengembangan. penganekaragaman produk

pangan;
j* [jenyelenggaraan pembinaan dan pengawasan produk pangan Hcgar

dan pabrikan skaïa keal/rumah tangga:
k, pelaksanakan penerapan Batas Minimum Residu (BMRt diwilayah

Kabupaten;
i. pelaksanaan kegiatan pelatihan tnfrastruktur, facilitator keamanan

pangau Kabupaten:
m penycJenggaraaii pembfnaan sistem manajemeri keamanan pangan,

nnlayah Kabupalen;
n. pclaksanaan süutifikaai, dan pclabelan prima wilayah Kabupaten;
o. perumusan dan melaksanakan identiiikasi perencanaan, pemhinaan,

pengembangan penganekaragaman pangan;
p. pelaksanaaan identlRkam potensi sumberdaya pada pangan sena

Ivcragaman konsumsi pangan tnasyarakat dap menvusun pola
pangan masyarakat

q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan anaisis pi:Laporan tentang
pc]aksanaan program keija yang terkait dengan kegiatan bidang
konsuma|# penganekaragaman dan mutu, keamanan pangan.

r pelaksanaan tugas*tugas lain sesuai dengan perintah pimpinan
untuk kdancaran polaksenaan tuigas berdayjarkan stander norma
dan peraturan pentndang-undangan
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BAB XIV
DIMAS TANAMAN PANGAN DAN HORT1KULTURA

Bagian Kcsatu
Kedtidukan. Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 150

t1) Dinas merupakarr unsur Relaksana urusan pemerintahan dibidang
taiiaman pangan dan honikultura.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang bcrkedtidukan diba^ah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui SekreLaris Daerah.

Bagtan Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 151

|1J Dinas mempuhyai tugas mcmbantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pernerintaban dibidang tanaman pangan dan hartikultura yang menjadi
kewenangan Daerah dan lugas pembantuan yang diberikan kepads
daerah.

(2) Untuk melaksanakan togas sebagaimans dimaksud pads ayat ( IJ Dinas
menydenggarakan fungsi
a. perurnusan kebijakan dibidang tananian pangan dan hortikultura;
b. pclaksanaan kcbijakan dibidang tanaman pangan dan hantikultura:
c- pclaksanaan. evaluasi dan pelaponan bidang tanaman pangan dan

hortikultura,
d. pelaksanaan adtninifiliasi dinas dibidang tahaman pangan dan

hordkultors; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan aleh prmpinan sesuai mgas

dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 152

( j) Susunan Organises) Dinas letdiri aus :
a, Kepaia Dinas;
b. SekretariaL, tendiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
2. Kidompnk Jabatan Fungsianal.

c- Bidang Tanaman Pangait, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsionak
d, Bidang Hortikultura. terdiri atas Kclompok Jabatan Fungsionak
e, Bidang Prasarana dan Sarana Pcrtanian. terdiri atas Kdompok

Jabatan Fungsional;
r. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
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(2} Secretarial selMgairnanH dimaksud pada ayat (1) huruf b. dlpimpm oleh
sprang Sekretaris yang berada dïbawah dan bertanggung jawab kepada
KepaJa Dinas

(3} Bidang*bidang sebagaimana dimaksud paria ayat (1) huruf c, huruf d,
dan huruf et masing-masing dipimpin olch senrang Kepala Bidang vang
berada dibawah dan bertanggung jawab kcpada Kcpala Dinas.

(*l Sub Bagian sebagaimana dnuaksud pada aval (!) huruf b. dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagjan yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

15) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimksüd paria ayat (l)
huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsiona! senior sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggung jawab kcpada KcpaJa Dinas.

(6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf g,
dipimpin aleh seorang KepaJa Unit Pelaksana Tcknis yang berada
dlbawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Strukwr Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikukura
sebagaimana tercantum daiarn Lampiran XHI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Öupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 153

(1] Kepala Dinas mempunyai tugas niembanlu Bupati dalam melaksanakan
Urusan Pemeiintahan dibidang tanaman pangan dan hortikukura yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembanruan yang diberikan
kepada daerah,

[2j Untuk metaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aval (1], Kepala
Dinas menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian pelaksanaan kegiaran dilingkungan Dinas yang

menjadi tugas dan krwcnangannya;
b. perumusan kebijakan teknis dalam menyalenggarakan urusan

pemenntaiian dan pelayahan umum dibidang tanaman pangan dan
hordkultura;

e. pelaksanaan penataan prasarana tanamim pangan dan hortikulmra;
d. pelaksankan peilgawasan mutu dan peredaran benih/bibit lansman

jïangan dan hortikultura;
e. pelaksanaan pcngawasan peredaran sarana produksi Landman

pangan dan hortikukura;
f. pelaksanaan pernbin aan produksi dibidang tanaman pangan dan

hortikukura;
g. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakk

tanarnan pangan dan hortikukura:
h. pelaksanaan pembinaan pengo!ahan dan pemasaran basil tanainai'i

pangan dan hortikukura;
i. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis tanaman pangan dan

liortikuLtura;
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j. pembinaan personfl. pembiayaan dan sarana prasarana dmaa di unit
keqanya;

k. penyusunan krbijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang
berhubungan dcngan bidang tanaman pangan dan hort;killtuna
dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),

1 pengaturan ptnggunaan air irigasi pedesaan itingkat usaha lani);
m. pelaksatiaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tcrhadap

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah diJaksanakan kepada
pinipinan: dan

n. pelaksannnn togas dinas lainnya yangdiberikan oleh pimpinan umuk
kelancaran pelaks&naan togas berdasarkan atandar nonna dan
pcraturan pcrundane-imdangan.

Paragraf 2
Sekretariat

Paaal 154

(1) Sekretaris Dinas mempunvoi tugas mengoordinssikan dan
menyelcnggarakan kegiatan kesekretarlatan, pengdolaan keuangan dan
pelayanan adminisimsi pads sdunih unit ogganisasi di lingkungan
Dinas serte melaksanakan penyusunan program, evalnasi dan
pelaporan.

121 Untuk menyelenggarakan togas selïagaimana dimaksud pads ayat (1).
Sekreuaris menyctenggarakan fungsi;
a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretariai

yangmenjadi tugas dan kewenangannnys;
b. penyiapan Isahan data untuk kegiatan pelaksanaan cugas dan

penylispnan program kerja;
c. pcrencanaan biaya yang diperlukan untuk satu tabun

anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah
dikeluarkan serr.a membuat Iaporan pelaksanaan kegiaian pada
pimpinan;

d. pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana
APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada öadan
Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan penverahan BKPB dan
Surat Administrasi lainnya:

e, pengoordinasikan kegiatan yang akan dilakssnakan pada atasan
dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas ;

f penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengpmbangan
kesekretariatan dan administrasi umum;

g, penyelenggaraan urusar kesekretariatan, rumah tangga
Iperlengkapart]. administrasi kepegau/aian dan keuangan:

h. penyiistman rencana evaluasi dun laporan pelaksanaan program
keija;

L pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tcrhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telab dilaksanakan kcpada
pimpinan, dan

j, pelaksanaan tugas dtpas loinnya yang diberikan oleh pimpinan
Linnik ketancaran pelaksanaan Lugas berdaserkan standar norma
dan pcraturan penindang-undangan.
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Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Perencanaan

Pasal 155

{1) Kepala Sub Bagian Umum dan Pereneanaan mempu.nyai tugas
menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan
penjabaran kebijakan teknis dibidang sub bagian umum, kepegnwaian
dan pereneanaan.

(2t Untuk menyelenggarakan fugas sebagaimana dimaksud pada aval [IJ,
Kepala Sub Bagian Umum dan Rercncanaan menyelenggarakan fungsi :
a penyiapan bahan dalam mcriyusun reneana kerja Sub Bagian

Umum dan Perepcanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya.
b, penyiapan bahan kebijakan, metaksanakan pembinaart dan

mengoordinasikan kegiaian di sub bagian umum dan Perencanaan,
c. pelaksanaan urusan administrass surat menyum dan kearsipan.
d. memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat

menyurat menurut jenisnya;
e. pttlaksanaan pengadaan petalstan kantor sebagai penunjang

kelancanan tugas,
f penyusunan dan mclaksar akan administrysi kepegawaian meliputi

urusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, seria
pendidikan dan pelatihan pegawai dj lingkungan Dinas ;

g. pengumpulark, menjaga dan merawat pcrlcngkapan dan fasiLitas
keqa di ILngkungan Dinas;

h. peJaksanaan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara
urnum dl lingkungan Dinas;

i. inventarisasi permasalahan yang timbul dalam peiaksanaan tugaa
untuk dikoordinasikan kepada arasan guna mencari pemecahan
masalah.

j penyiapan bahan pengadaan kendaraan dinas berasal dan dana
APBD dan APBN dengan melaporkan haail pengadaan kepada
öadan Kcuangan dan Aset Daerah disertai dengan penyerahan
BPKS dan sural admimstrasi tainnya-

k. penyuaunan Rencana Anggaran Kerja (RKA| dan Dokumcn
Pclaksanaan Anggaran fDPA);

L penyu.sunart dan menvampaikan Mporati bulanan. triwulan.
semester dan tahunan pelaksanaan program Dinas . semester dan
tahunan pelaksanaan program jrerencanaan.

m. penyiapan bahan data, evaluaai dan pelaporan dalam bidang
perencanaan;

n* penyiapan bahan dalam perencanaan program pcmbangunan
bidang pendapatan, pengelola keuangan dan barang tnilik daerah

o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terbadap
pelaksnnaan tugas dan kegiatan yartg telab dilaksanakan kepada
pimpinan;

p. peiaksaraan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan lugas berdasarkan standar norma dan
peraturan penindang-undangan.
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Paragraf 4
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 156

[IJ Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai luges melaksanakan
schiigian tugas dinas dalam penyusunan. pelaksanaan kebijakan. dan
pemberian bimbingan teknis. serta pemantauan dan evalua^i dibidang
tanaman pangar

(3) Umuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (1).
Kopala Bidahg Tanaman Pangah menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana serta program keija dibidang Tanaman Pangan

yang menjadi tugas dan keu’enangannya,
b perumusan kebijakan tekris, daJam menyelenggarakan urusan

pemerinrahan dan pelayanan umum dibidang tanaman pangan;
c- penyusunan kebijakan perbenihan, prnduksi, perlindungan,

pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan;
d. perencanaan keburuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman

pangan;
e pengawasan peredaran dan serüfikast benih dibidang tanaman

pangan;
£ pembcrian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang

tanaman pangan;
g pengendalian dan penanggulangan barna penyakit, penanggulangan

bencana alam* dan dampak perubahan ildim dibidang tanaman
pangan.

h. pembcnan bimbmgan pasca panen, pengclahan dan pemasaran haai!
dibidang tanaman pang^n;

1. pembinaan kelembagaan, kemüraan. informasi dan promo&i dibidang
tanaman pangan;

j. pemberian rekomcndasi teknis dibidang tanaman pangan:
k. pemantauan dan cvaltiasi dibidang tanaman pangan;
L pelaksanoan pembuatan dan penyajiar data bidang perbenihan

sebagai hahan masukan k^pada atasan dalam rangka hubungan dan
k<xirdinasi dengan insumsi terkait serta bahan evaluasi dan
pembuatan laporan;

m. pclaksanaan inventarisasi permaaalahan dibidang tanaman pangan
serta merurnuskan langkahdangkah kebijaksanaan pemecabannyti;

n, pelaksanaan monitoring, evaïuasi dan pelaporart terhadap
pclaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinam dan

o melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk keiancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bidang Hordkultura

Rasal 157

(1) Kepala Bidang Hordkukura mempunyai tugas melaksanakan
penyuRunaru pelaksanaan kebijakan, dan peirilxnan bimbingan Leknis,
serta pemantauan dan evaJuasi dibidang honikuttLira.
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f2J Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud paiia ayat (I),
Kepala Bidang Hortiku Iiura menyetenggarakaii lungs! ,

a. penyusunan rcncana serta program kerja dibidang Homkultura yang
menjadi tugas dan kewenangannya:

b. perumusan kebijakan teknis, delam menyetenggarakan u.rusan
pemerin Lahar clan pelayanan urnu.cn dibidang honikuiwra;

c. penyusunan kebijakan perbenihan, produksh perJindungan.
pengolahan dan pcmasaran basil dibidang hortikultura:

d. perencaiiaaii kebutuhan dan penyediaan benih dibidang hoitikultura;
e. pengawasan peredaran dan sertifikasj benih dibidang hortikultura.
f. pemberian bimbingan penerapan peningkatan prnciuksL dibidang

hortikuluira;
g- pel igendalian dan penanggul&ngan hama penyakit. penanggulangan

bencana alam. dan dampak perubahan ikllm dibidang hortikultura,
h. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran basil

dibidang bortikultura;
i. pembinaan ketembagaan, kemit.raan, infbrmasi dan promosi dibidang

hortikultura;
j. pemberian rekomenriasi teknis dibidang hortikultura:
k. pelaksanaan monitoring, evaluasï dan pelaporan terhadap

pelsksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

1. melaksanakan fugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-unclangan

Paragraf 6
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Penanian

Pasal 158

(1) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana PertanlAn mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas daiam penyusunan. pelaksanaan
kebijakan, dan pemberian bimbingan reknis, serta pemantauan dan
evahiasi dibidang prasarana dan sanana tanaman pangan dan
hnrtikuitijTa.

|2| Untuk menyelenggarakan tugas sebagainiana dimaksud pads ayat (U,
Kepala Bidang Prasarana dati Sarana Fertanian menyetenggarakan
fungsi :
a. penyusu.nan rencana serta program keija dibidang Prasarana dan

Sarana Pertanian yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. p<eruTTiusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan dan

mengoordihasikan kegiatan dibidang prasarana dan Parana tanaman
pangan dan hortikuitura:

c. penyusunan bahan, pedaman dan petunjuk rckms bidang prasarana
dan sarana tanaman pangan dan honikuitura;

d. pelaksanaan membuat dan mengkaji datu biriang prasarana dan
sanina tanaman pangari dan hortikultura sebagai bahan masukan
kepada atasan dalam rangka hubungan dan koordinasi dengan
inscansi rerkaii serta bahan evaluast dan pembuatan lapormi;

e. penyediaan dukungan infrastruktur tanaman pangan dan
hortikultura:

L pengemban pocensi dan pengelolaan lahan dan irigBsi pertaman ;
g. penyediaan, pengawasan. dan bimbingan penggunaan pUpuk,

pestisida, sena alat dan mesin pertanian.
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h, pelaksanaan inventansasi perrnasalahan dibidang prasarana dan
sarana tanarnan pangan dan hortikultura serta merumuskan
langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;

L jjclakaanaan monitoring, evaluasi dan pelapor&n terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran peiaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan pertindang-undangan,

BAB XV
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Batman Kcsatu
Kcdudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 159

(1} Dinas mcrupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidatig
Perkebunan dan Petemakan yangnienjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada daerah.

[2] Dinaa dipimpin olch Kepala Dinas yang berkcdudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalüi Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 160

(1| Dinas mempunyai tugas membantu Bupad dalam melaksanakan urusan
pemerintahan dlbidang perkebunan dan peteniakan yang menjadi
kewcnangan daerah dan tugas pernbantuan yang diberikan kepada
daerah.

[2| Urltuk melaksanakan tugas sebagaimana dknaksud pada ayat (1), Dtnas
tnenyclenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan dibidang perkebunan dan petemakan;
b. peluksahaari kebijakan dibidang perkebunan dan peïemakan;
c. pelaksanaan, eva!nasi dan pelaporan bidang perkebunan dan

peternakan;
d* pelaksanaan administrasi dinas dibidang perkebunan dan

petemakan: dan
e. pelfiksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1.61

(!) SuHunan Organisasi Dinas terdiri ataa :
a- Kepala Dinas;
b. SekmariaL teidiri am;

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
2. Kfel&mpok Jabatan Fungsional.

c Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Ptingsional;
d. Bidang Peternalcan tian Kesehatan Hewan, terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional;
e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuhihan. terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional;
t, Kelompok Japatan Fungained:
g Unit Pclaksanaan Teknis Dinas.

(2J Sekretariat sebagaimana dimaksud pada aval 11) huruf b, dtpimpin oleh
seorang Sekretaria yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, humf d, dan
huruf e, masing-masing dipimpm oleh seorang Kepale Bidangyang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepadh Kepala Dinas,

[4] Sub Bagjan sebagaimana dimaksud pida ayai (1] huruf b dipnnpin oleh
seorang Kepala Siib Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

(□1 Kelompok Jabatan Fungsiopal sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf
f. dipiinpin deb scorang pejabat lungsional senior sebagai Ketua Kelompok
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(GJ Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada aval (1] huruf g(
dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawab
dan bertanggung jawah kepada KepsJa Dinas.

[7) Hagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Petemakan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan mtrupakan bagtan yang
ddak terpisahkan dari Ptraturan Bupatï ini,

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Rasal 162

fl) Kepala Dinas rnempunyai tugas rnernbamu BupHti dalam melaksanakan
urusan pemerintahan dibidang Perkebunan dan Petemakan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
daerah.
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(2) Untuk melaksanakan tiigïts sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala
Dinas nwnyclenggara.kan fungsi
a. pengoordmasian pelaksanaan kegiatan düingkungan dinas yang

menjadi lugas dan kewenangan;
b. perumusan kebijakan teknis, dalam menyetenggar^kan urusan

pemcrintalisn dan pelayanan umum dibidang perkebünan dan
peternakan,

c. pelaksanaan pembinaan persctnil dan sarana prasarana dinas
dilingkungan unit keija;

d. pelaksanaan penyusunan kebyakan, pedoman dan pemixjuk yang
berhubungan dengan bidang perkebunan dan petemakan dalam
rangka meningkatkan Pendapatan Aali Daerali (PAD);

e. mcnjalin kerjasama dengan pengenibang perkebunan dan peternakan.
lembaga peneiill, tembaga akademik, assosjasi serta state holder
lainnya.

f {^elaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan;

g, pelaksanaan tugas lainnya yang dibenkan oleh pimpinan untnk
keiancaraa pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
penaturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 163

(IJ Sekretam Dinas mempunyai lugas mengoordinasikan dan
mcnyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengclalaan keLumga.n dan
pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi dillngkungan
Dinas serta melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan
pfdaporan.

(2] Untuk mdaksanakan uigas sebagaimana dimak&ud pada ayat fl),
SekretariS menyelenggarakan fungai :
a. pengwrdimuüan pclaksanaan kegiatan dilingkungan Secretariat

Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. pcnyiapan bahan dan data untuk kegiatan p&laksanaan tugas dan

penvusunan program ketja;
c. perencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tabun

anggarar dan mengevalnasi penggunaan biaya yang ielah
dikeluarkan aerta membuat Laporan pelaksanaan kegiatan pada
pimpinair

d. pengoordinasian kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan
bidang-biriang yang ada di lingkungan Dinas ;

e penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembnngan
kesekretariatan dan administrasi umum,

f penyelenggaraan urusan kesekretariatan, rumah tangga
(perlengkapanj, administrasi kepegawaian dan keuang&n;

g, pcnyusurian rencena evaluasi dan lap&ran pelaksan&an program
keija;

h- pelaksaitaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana
APBD dan APSN dengan melaporkan basil pengadsan kepada
Bad&n Keuansiin dan Aset Daerah disertai dengan penyerahan
BPKB dan surat arfministrasi lainnya;

i pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
peiaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan
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J. pfiaksanaan uigns lainnya yang dibenkan oleh pimpinan unruk
kelancaran pelaksanaan tugas bcrdasarkari standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sijb Bagian Umum dan Perencanaan

Basal 164

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai mgas
menyiapkan bahan dalam rangka membantu meteksanakan
penjabaran kebijakan teknis dibidang sub bagian umum dan
perencanaan

(2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (1),
Kepela Sub Bagian Umum dan PerenCanaan menyelenggarakan fungsu
a penyiapan bahan dalam mcnyusun rencana kejja Sub Bagian

Umum dan Perencanaan yang mcnjadi Lugaa dan kewenangannya:
b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pcmbinaan dan

mengoordinasikan kegiaian di sub hagian umum dan pereneanaan;
c. pelaksanaan urusan adminisrrasi sura: menyurat dan kearsipan;
d. memilah, mengklasifikasikan dan mengagendalcan arstp surat

menvurat menurut jenisnya;
e, pelaksanaan pengadaan peraJatan kantor sebagai pcnunjang

kelancamn tugas.
f. penyusunan dan melaksanakan administratit kepegawaian melipub

urusan kenaikan pangkat dan kenaikan gap berkaJa. sms
pendldikan dan peladhan pegawai dilingkungan Dinas ;

g. ptngumpulan, menjags dan merawat pedengkapan dan fasilitas
keija dflingkungan Dinas;

h. pelaksanaan urusan pengolahan adminiscrasi kqjegawaian secara
umum di llngkungan Dinas;

i. invcntarisasian permasalahan-permasalahan yang timbal daUur
pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna
mencan pemerahan masalah.

j. pcnyiapan bahan pengadaan kendaraan dinas berasal dari dana
APBD dan APBN detigan melaporkan basil pengadaan kepada
Badan Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan petiveraban
BPKB dan sural adminisrrasi lainnya,

k penyusunan Rencana Anggaran Keija [RKA] dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA);

L penyusunan dan menyampaikan Iaporan bulauan, triwulan,
semester dan tahunan pelak&anaan program Dinas, semester dan
r^hunan pelaksanaan program perencanaan;

m. penyiapan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang
pe^ncanaan,

n penyiapan bahan dalam perencanaan program pembangunan
bidang pendapataru pengelola keuangan dan barang milik daerah

o. pelaksanaart monitoring, cvaluasi dan pelaporan terhadap
pelakaanaan lugas dan kcgiatan yang trlah dilakaannkan kepada
pjmpinan;

p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 4
Bidang Perkebunan

Pasal 165

(1) Kepala Biding Perkebunan mempunyai lugas melaksanakau
penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan wknis,
serta menyelenggarakan sebagjan tugas Dinas dibidang perkebunan

(2) Untuk mel^ktjanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 01,
Kepala Bidang Perkebunan rnenyelenggarakan fungsi
a. penyusunan reneana serin program keija di bidang perkebunan yang

menjadi tugas dan kewcnangannya;
b. perumusan kebijakan. melaksanakan pembinaan dan

mengaordinasikan kegisian dibidang perkebunan;
c. penyusunan kebijakan perbenihan, produksn perlindungan,

pengolahan dan pemaaaran haail dibidang pei'kebunan;
d. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih dibidang perkebunan:
e. pengawasan pcrcdaran dan sernfikasi benih dibidang perkebunan;
f memberi bimbingan penerapan peningkatan pmduksi dibidang

perkebunan;
g pengendalian dan pcnanggulangan barna penvakk, penanggulangan

bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan;
h. penanggulaugan gangguan usaha, dan penccgahan kebakaran

dibidang perkebunan;
i. pembenan rekometitiasi izin dibidang perkebunan;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan rugas dan kegiatan yang telah diEaksanakan kepada
pimpinan: dan

k, pelaksanaan tugas dinas lainya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelanearan pelaksanaan tugas herdasarkan stsndar norma dan
peraturan perundang-u ndangan.

Paragraf 5
Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan

Pasa] 166

(1| Kepa.la Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas
melaksanakan penvusunan. pela.ksanaan kebïjakan> dan pemberian
bimhingan tëknis, sertfi pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan
dan kesehatan hewan

(2) Umuk melaksanakan lug^s sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
KepaJa Bidang Peremakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan reneana serta program kerja dibidang peternakan dan

kesehatan hewan yang menjadi tugas dan kewenanganhya;
b. perumusan kebijakari teknis, dalam menyelenggarakan urüsan

pemerintahan dan pelayanan umum dibidang peiemakan dan
kesehatan hewan:

c, pcnyusunan kebijakan hcnih/bibit, produksi. peteruakan dan
kesehatan hewan, perlindungan sena pcngolahan dan pemaaaran
hasii dibidang pertemakan;

d. pengdolaan somber days genetik hewan.
e. perencansan kebumhan dan penyediaan bepih/bibir lemak, pakan

ternak, dan benih/bibit hijauan pakan temak;
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k peniberian bimbingan penerapan pert ingkatan produksi temak;
g prngendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner:
h. pengawasan peredaran dan pengunaan serta sertiÜkasi benih/bibit

temak. pakan, hijauan pakan temak, dan obat hewan;
i. perigawasati pémasukan dan pengeluaran hewan, dan praduk hewan;
j. pclakssnaatï pengawasan kesehatan masyarakat veieriner dan

keaejahteraan hervan;
k. perronan izin/rekomendast dibidang petemakanF kesehatan hewan

dan kesehatan masyarakat veterincr;
L pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hast

dibidang perkebunari,
m. pclaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pclaksanaan tugas dan kegiatan yang telah drlaksanakan kepada
pimpinan; dan

n, melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oïeh pimpinan
untuk kelancaran pclaksanaan lugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf ó
ötdang Prasarana, Sarana dan Penyuhjhan

Pasal 167

(l] Kepala Bidaiig Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mepunyai tugas
mdaksanakan penyusunan. pclaksanaan kebijakan, dan pemberian
bimbingan teknis, serta pemaniauan dan evakiasi dibidang prasarana.
parana dan penvuluhan pertanian,

[2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I),
Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan menyetenggarakaH
fungsi:
a. penyusunan nencana serta program kerja dibidang prasarana. samna

dan penyuluhan pciianian yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. perninusan kebijakan reknis, melaksanakan pcmbinaan dan

mengODfdinasikari kegiatan dibidang praBarana. sarana dan
penyuluhan pertanian:

c. penvusunan kebijakan dibidang prasarana. sarana, dan penyuluhan
pertaniaii;

d. penyu&unan programa penanian;
e. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
f, pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
g. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pesusida. sena alat

dan mesin pertanian;
h, pemberian bimbingan pemhiayaan perianiam
i. pembcrian fasilitaai inveatasi perianian;
j, pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan penanian;
k. pclaksanaan bimbingan dan peningkaran kapasitas kerenagaan

periyuluhan prrtanian,
L pclaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Eerhadap

prlaksannan tugas dan kegiaran yang tcJah dikiksanakan keparia
pimpinan; dan

m melaksanakan tugas dinas lainnya vang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pclaksanaan tugas bcrdasarkan stundar norma dan
peraturan perunda.ng'undangan.
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ÖABXV1
DINAS PER1KANAN

Bagian KesatU
Kedudukan, Tugasdan Fungsi

Paragraf 1
Kcdudukan

Pasal 168

(IJ Dinas merupakan unsur pclaksana urusan Pcmcriniahan dibidang
Perikanan.

(2] Dinas dtpimpin oleh Kepala Dinas vang berkedudukan dibawah dan
berfanggung jawab kepada Bupati melaJui Sekreraris Dacrab

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Basal 169

(!) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati daJani mclaksanakan urnsan
pernerimahan dibidang Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan
mgas pembantuan yang diberikan kepada daerah

(2J Unt.uk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat fH Dinas
menyeienggarakan fungal :
a. perumusan kebijakan dibidang pcrikanan;
h pelaksanaan kebijakan dibidang penkanan;
c. pelakaanaan. evaluasi dan pelaporan bidang penkanan:
d. pclaksanaan admimstrasti dinas dibidang perikanan; dan
e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan acsuaj tugss

dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisesi

Pasal 170

[1) Suaunan Organtsasi Dinas tendfri atas:
a. Kepala Dinas;
b Sekretariat. terdiri atas:

I. Sub Qagian Umum dan Perencanaan; dan
2. Kelompok Jabatan FungsionaL

c Bidang PetHkanan Tangkap. lerdiri Atas Kelompok Jabaran Fungsional,
d. Bidang Pengawasan, Pengelolaan dan Pcmasaran Hasil Perikanan.

terdiri atas Kelompok Jabatan FungsionaJ;
e. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungaional,
f Ketompwk Jabatan Fungsional. dan
g Unit Pélaksanaan Tekrus Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana diniaksüd pada ayat (I) huruf b, dipmipm oleh
aeorang Sekretaris yang bcrada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
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(3) Bidang scbiigaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cr hurbf df dan huruf
e, masing-masiag dipimpin oleh seorang Kepala Bida.ng yang berada
dibawah dan bmanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4j Sub Bagian sebsgaimana dimaksud pads ayat (1] huruf b. dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagtan yang berada di ba^h dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris

(5] Kelwnpok Jabatan Fungsional sehagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf
f. dipimpin oleh seörang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(6) Unit Pclaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf g.
dipimpin oleh scorang Kcpaia Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepftda Kepala Dinas.

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perlkanan scbagaimana tercanturn
dalam Larnpiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tages dan Fungsi

Paragraf I
Kepala Dinas

Paaal J 71

(H Kepala Dinas mempunyai wgas meinbantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemenntahan dibidang perikanan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

(2) U.muk melaksanakan wgas sebagaimana dimaksud pada ayat [11 1 Kepala
Dinas menyrlenggarakan fungst .
a. pengoordinasian pelaksanaan kegi^tan dilingkungan Dinas yang

menjadi tugas dan kewenangannya.
br perumusan kebijakan leknis datam menyelenggarakan urusan

pemerintahan dan pelayanan urnum dibidang Perikanan;
c. pelaksanaan penyusunan kebijakaanaan. pttdoman dan petunjuk

teknis yang berhubungan dengan bidang perikanan dalam rangka
meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD);

d. penyiapan data, evaluaai dan pelaporan dalarn bidang pedkanan;
e. perumusan petunjuk pernbinaan dan pengembangan penkanan serta

melaksanakan pcnilaian pctaksanaan Wgas;
f. pelakaanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

petaksanaan tugas dan kegiatan yang relah clilaksanakaji kepada
pimpinan. dan

g, melakstmakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pi.mpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.
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F’aragraf 2
Sokretailat

Pasal 172

(Ij Sekretaris Dinas metnpunyai iugas mengkoonlinasikan dan
menyelrnggarakan kegiatan kesekretariaUn. pengclolaan keuangan dan
pelayanan ac!ministrasi pads seJunih unit orgamisasi di lingkungan Dinas
serta rnelaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (!},
Sekretaris mempunyai Fungsi
a, pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dilmgkungan Secretariat

Dinas yang menjadi tUgas dan kewenangannya;
b< penjiapan Italian dan data nntuk kegiatan pelaksanaan togas dan

penyusunan program kerja;
c. pcrencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun

anggaran dan mengevaiua&i pengguiiaan biaya yang relah
dikelüarkan seru membunt lapcran pelakaanaan kegiaian pada
pimpinan.

d, pengoordmasian kegiatan yang akan dllaksanakan pada atasan dan
bidang^bidang yang ada di lingkungan Dinas ;

e. penyiapart perencanaan dart kebijakan tekrus pengembangan
kcsekreiariatan dan administrasi umum;

f pcnyelcnggaraari urusan kesekretsriatan. rumah tanggajperlengkapan]. administrasi kepegawaian dan keuangan,
g, penyuSUnrm rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program

keija:
h. pelaksanaan pengadaaii kendaraan dinaa yang berasal dan dana

APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Bsdan
Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan periyerahan BPKB dan
surat administrasi lainnyu;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaponin terhadap
pelaksanaan togas dar kegiatan yang relah dilaksanakan keparia
pimpinan, dan

j. petaksanaan tugas Jainnva yang diberi.kan oleh pimpinan ontuk
kelancarari pelaksanaan tugas Iterdasarkan siaudar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sub Öagian Umum dan Perencanaan

Pasal 173

(i) KepaJa Sub Bagtan Umum dan Perencanaan mempunyai tugus
menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran
kebijakan teknis dibidang sub bagian umum, kepegauaian dan
perencanaan.

(2| Untuk menyelenggarakan tugas sebaguimana dimaksud pada ayat H),
Kepala Sub Bagian Umum dan Pcrcncanaari menyelcnggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan dalam nwnyusim rrncana keqa Sub Bagian Umum

dan Perencanaan yang menjadi mgas dan kewenangannya.
b. penyiapan bahan kebijakan. melaksaiiakan pembinaan dan

mengoordmastan kegiatan di sub bagian umum dan Perencanaam
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c. pelaksanuan umsan administm$i surat mcnyumt dan kearsrpan;
niemilaht mengkJasifikasikan dan mengagendakan arsip surac
menyürat menurut jenisnya;

d. pelaksanaan pengadaan peralatan kantor sebagm penunjang
kelancaran lugas;

e, penyusunan dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi
unjsan kenaikan pangkat dan kenaikan gan bcrkala. serta
pendidikan dan pelatihan pcgawai df lingkungan Dinas;

f. pengumpulan. menjaga dan merawat periengkapan dan fasiiitas kerja
dl Lingkuiigan Dinas;

g, pélaksanaan uruaan pengulahan administrasi kepegawaian secara
umum di lingkungan Dinas;

h. mvenlansastan permusalahan yang timbul pclaksanaan tugas untuk
dikoondinaaikan kepada ata&an guna mencari pemecahan masalah,

i. penyiapan bahan pengadaan kendaraan dinas berasal dari dana
APBD dan APBM dcngan melaporkan hasü pengadaan kepada Badan
Keuangan dan Asei Daerah disertai dengan penyemhan BPKÖ dan
surat admlnistrUBi Islnnya;

j. penyusunan Rencana Anggaran Kcrja (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA);

k. penyusunan dan menyampaikan laporan bulanan, trbvulan, semester
dan tahunun pelaksanaan program Dinas, semester dan tahunan
pcL&ksanaön program perencanaan;

1 penviapan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang
perencanaan:

m. penytapan bahan dniam perencunaan program pembangunan bidang
pendaputan. pengelola keuangan dan barang rnilik daerah;

nr pelaksanaan monitoring, evaluaai dan pelaparan tcrhadap
pelaksanaan (ugas dan kcgiatan yang tciab diiaksanakan kepada
pimptnan; dan

o. pelaksanaan Lugas lamnya yang dibeiikan oleh pimpinar untuk
kelanca.ratï pelaksanaan t.ugas berdasarkan standar norma dan
peramran perundang*undangan.

Paragraf 4
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 174

(1) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai rugas melaksanakan.
penyiapan koordinasi. fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
evajun&i serta pelajMjran pelak&anaan pemberdayaan nelayan kecil dan
ueaha Recil pcmbudidayaan ikan dan membina, mengoordinasikan serta
menyelenggarakan sebagtan tugas Dinas Perikanan dibidang Perikanan
Tangkap yang meliputi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pemberdayaan
Nelayan serta Pcn^inan Usaha Perikanan Tangkap.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [1)< Kepala
Bidang Perikanan Tartgkap menyelenggarakan fungal:
a. penyusunan reneana serta program kerja dibidang Perikanan

Tangkap yangmenjadi ruga* dan kewenangannya;
b. perumussn krhijakan, tnelaksanakan pemblnaan dan

mengkooidinasikan kegiatan dibidang Perikanan Tangkap;
C, penyusunen bahan. pedoman serta petunjuk teknis daiaro hal

pengembangan usaha dibidang Perikanan Tangkap;
d. pelaksanaan pembmaan SDM dan Peririnan Usaha Perikanan

Tangkap kelompok taniperikanan;
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e. pelaksanaan monitoring, rvaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinap; dan

f. pelaksanaan tugas rimas lainnya yang diberikafi oleh pirnpinan umukkeiancaran pclaksanaan tugas berdasarkan atandar norma dan
perawran pcnindang-undangan.

Paragraf 5
Bidang Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikan&n

Pasal 175

(1| Kepala Bidang Pengawasan. Pengoiahan dan Pernasaran Hasil Penkanan
mempunyai tugas mclaksanakan, penyiapan koordinasi. faallitasr
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan togas dlbidang Pengawasan. Pengolahan dan PemasararHasil Perikanan

£2| Untuk melaksanakari iugas sebagaimana dimaksud pads ayat (1J, Keppla
Bidang Pengawasan, Pengolahan dan Ptemasaran Hasil Perikanan
menvelenggaralean fungsj:
a penyusunan rencana sena program kerja dibidang Pengawasan.

Pengolahyn dan Pcmasaran Hasi! Perikanan yang menjndi tugas dan
knwenangannya;

b. perumusan kebijakan, melaksanakan pcmbuiaan dan
mengoordmasikan kegiatan dlbidang Pengawasan. PengoLahan dan
Petnasaran Hasil Perikanan;

c pelaksanaan kegiatan pengamatan L |>etnanta.uan senta
penyctenggaraan perizinan berkaitan dengan pengembangan usaha
dibidang Pengawasank Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanam

d. penyusLïnan bahan, pedoman serta petunjuk tekms dalam hal
pengembangan usaha dibidang Pengawasao, Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan;

e. pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan periïinan,
pengolahan, Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan sumberdaya peiikanan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegi&tan yang celah dtla.ksanakan kepada
pimpinan; dan

g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
Lintuk kelanraran pelaksanaan tugas berdasarkan standat homïa dan
peratüran pcrundang-undangan.

Pardgraf 6
Bid&ng Perikanan Budidava

Pasal 175

(1) Kepala Kepala Bidang Penkanan Budidaya mempunyai tugas
mviaksanakajn membtaa, dan ïnengoordinasikan serta
mcnyelcnggarakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang perikanan
budidaya

|2) Untuk mclaktónakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepaia
Bidang PèrikananBudidaya menyelenggarakan fungsi
a, penyusunan rencana sema program kerja dibidang pèrikanan

budidaya yang menjadi tugas dan kewenangannya;
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b. perumusan kebijakap, melaksanakan pembinaan dan
mengpordinasian kegiatan dibidang perikanan budidaya;

0- inventarisasi permasalahan dibidang pengekdaan pembudidayaan
dan penangkapan ikan serta merumoslcan langkah-langkah
kebijakan pemecahannya:

d penyusunan bahan masukan kepadaatasan dalam rangka hubungan
dan koardinasi dengan instansi terkait serta bahan evaluasi dan
pembuatan lapnran,

e pdaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporun terhadap
pelsksanaan tugas dan kegiatan yang tclah dilaksanakan kepada
pimpinan: dan

f, pelaksanaan tugas dinas tainnya yang dibenkan oleh pimpinan tinlük
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-imdangan

BA9 XVII
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARARAT DAN PEKON

Bagian Kesaiu
Kediiditkan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 177

(I) Dinas mrrupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dtbidang
pemberdayaan makyarakat dan pekon.

(2] Dinas dipimpin nleh Kepala Dinas yang berkedudukan dïbawah dan
benanggungjawab kepada Bupati mdalm Sekretaris Daerah

Paragaraf 2
Tugas dan Fimgsi

Pasal 178

(1) Dinas mempunyai tugaS membantu Hupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pekun yang
menjadi kewenangan daorah dan tugas pembantuan yang dibetikan
kepada daerah .

(2) Untuk melaksanakan wgas sebagaimana dimaksud pada aval D) Dinas
menyelenggarakan fungaii
a. perumusan kcbijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan

pekon;
b. petaksanaan kehijakan dibidang pemberdayaan. masyarakat dan

pekon;
c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan

masyarakat dari pckon;
d pelaksanaan admirtistrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengpn

tugas dan fuïigsinya.
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Bapan Kedua
Susunan OrganIsasi

Pasal 179

(1) Susunan Organisasi Dinas rerdiri atas :
a. Kepala Dinaa;
b. SekrEtariat, terdiri atas:

I, Sub Bagian Umum dari PerenCanaan; dan
2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakal dan Kelrrnbagaan Pekon, rerdiri
atas Keïompok Jabatan Fungsional:

d. Bidang Penatean dan Kerja Sama Pekom terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional;

e, Bidang Pemerintahan Pekon, teniiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;

f Kclompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.

(2| Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh
seorang Sekretsris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

[3) Bjdang sebagaimana diniaksud pads ayat (I] huruf c, hurijf d, dan huruf
e masingmasJng dipimpin o1eh seorang Kepala Bidang yang l>erada
dibawah dan bcrtanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagisn sebagaimana dimaksud pada aval [1] huruf b angka 1 dan 2
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bau-ah dan
bertanggunaa^ab kepada Sekretaris.

(5J Kelampok Jabaran EungsionaJ sebagaimana dimaksud pada aval fl)
hunjf f, dipimpiii oleh scorang pejabat fungsionai senior sebagai Ketua
Kelompak den hertanggung jawab kepada Kepaja Dinas.

|6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana diniaksud pada ayai |1) huruf g,
dipimpin oteh aeorang KepaJa Unit Pelaksana Teknis yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7] Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekan
sebagaimana tereantum dalani Lampjran XVI yang merupakan bagian
tidak tetpisahkan dan Peraiuran Bupati ini.

Bagian Kedga
Tugas dan Fungsi

ParagrafI
Kepala Dinas

Pasal 180

(1) Kepala Dinas mempunyai (ugas membantu Blipati dalam melaksanakan
uruaan pcmerintahan dihtdang pemberdayaan niasyarakat dan pekcm
yang menjadi krv ^nangan Daerah dan tugas pembantuan yang dihenkan
kepada dacrah.
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|2) Untuk melaksanakan tugas sebagsimana dimaksud pada ayat (1), Kepate
Dinas menyelenggarakan fungsi
a. pengoonlinasian peiaksanaan kegiatan dilingkungan dinas yang

menjad) tugas dan kewenangaimya:
bx pemmusan kebijakan reknis daLam tnenyelenggarakan urusaji

perneontahan dan pelayanan umum dibidang pembmiayaan
masyarakat dan pekon.

e. pemberian tinkungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dlbidapg pcmberdayaan masyarakat dan pekon?

d. pelaksanaan pembinaan dan pdaksanaan tugas dibidang
pemberdayaan masyarakat dan pekon;

e. melaks&nakan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis
dinas;

f pemberian dukungan Bias penreJenggaraan pemenntab daerah
dibidang pembangunan kawasan potensial dan terisollr serta
penanggulangan kemiskinan;

g pdaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terHadap
pclaksanaan tugas dan kegiatan yang relab dilaksanakan kepada
pimptnan; dan

h. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleb pimpinan sesua:
dengatl tugas dan fungstnya.

Paragraf 2
Secretariat

Pasal J 8 1

(!) Sekretaris Dinas mempunyai eugas mengoordinasikan dan
menyelenggaiakan kegiatan kesekretariatan. pengelolaan keuangan dan
pelayanan administrasi pada seluruh unit organi&asi di hngkungan
Dinas serta melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan
peijiporan

(2} Untuk melaksanakan togas sebagaitnana dimaksud pada ayat (l),
Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a* pengaardinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Secretarial

Dinas yang menjadi tugas dan kewunangannya;
b. penyiapan bahan dan data untuk kegiaïari pelaksanaan tugas dan

penyusunan program ke^a;
c. perencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun

anggaran dan mengevaluasi penggim&an biaya yang telah
dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiaUn pada
pimpinan.

d pengoordutasian kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan
bidang-bidang yang ada dl lingkungan Dinas;

e. penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengenibangan
kesekretariatah dan administrasi umum;

f penyelenggaman urusan kesekretariatan, rumah tangga
[perlengkapan). administraai kepegewaian clan keuangan.

g. penyusunan rencana evaluasi dan lapnran peïaksanaan program
kerja;

li. pdaksanaan pengadaan kericiaraan dinas yang berasal dari dana
APBD dan AP8N dengan melaporkar basil pengadaan krpada
Badan Keuangan dan Asei Daerah disertai dengan jjenverahan
BPKB dan suraL administrasi lainnya;

i pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporno terhadap
pelaksan.aan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan
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j. pclaksanaan tugas I&mnya vang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pefaksanaari tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundangundangan.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Perencapaan

Pasal 132

fï) Kepals Sub Bagian Umum dan Pcrencanaan mempunyai tugus
menyiapkan bahan pengympulan dan pengolahan daca pcnyusunan
rencana kegiaxan dan program keqasama teknis, rutin dan
pembangunan perencanaan seria monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program Dinas E^mberdavaan Masyarakai dan Pekon dalam rangka
membantu melaksanakan perjobaran kebljakan teknis dibidang sub
bagian umrnn, kepegawaian dan perencanatm

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (1).
Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan menyelenggaTEikaji fungsi
a. penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian

Umum dan Perencanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya.
b. penyiapan bahan kcbijakan, melaksanakan pembinaan dan

mcngoördinasian kegiatan di sub bagian umum dan perencanaan;
c pelaksanaan urusan admmistrasi surat menyurat dan keansipan;
d, memilah. mcngklasifikasikan dan mengagendakan arsip stirat

menyurat menurut jenistiya;
e. pejaksanaan pengadman peralatan kantor sebagai ptmunjang

kelancaran tugas;
f penyusunan dan melaksanakan admlnistrasi kepegawaian meiiputi

umsan kenaikan pangkat dan kenaik/m gajj berkala, serta
pendidikan dan pelsühan pegawai di lingkungan Dinaa:

g. pengumpulan, menjaga dan raemwat perieugkapan dan fasihUs
kerja di iingkungan Dinas;

h. petakaanaan urusan pengolaban administrasi kepegawaian secara
umum di lingkungan Dinas;

i inventarisasinn ^rmasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
tugas untuk dikoortiinasikan kepada atasan guna mencan
pemecahan masalah;

j. penytapan bnhan pengadaan kendaraan dinas berasal dari dana
APBD dan APBN dengan melaporkan hast! pengadean kepada
Badan Keuangan dan Aset Daerah discrial dengan penyerahan
BPKB dan surat administrasi la.innya;

k. penyusuhan Rencana Angga.ran Ketja fRKAj dan Dokumen
Pelaksanaan Aiigganari (DPA|,

L penvusunan dan menyampaikan laporan buianan. triwuUri.
semester dan tabiinan pelaksanaan program Dinas , semester dan
lahunan pelaksanaan program perenranaan;

m. penyiapan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang
perencanaan;

n. penviapan hahan daJam perencanaan program pembangunan
bidang pendapatan, pengelola keuangan dan barangmilik daerah

o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
peJaksanean tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

p. pelaksanaan lugns lainnya yang diberikan ulrh plmpinan dntuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan atandar norma dan
peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 4
Sab Bagian Keuangan

Pasai 183
(1! Kep&le Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan

mengoordinaaikan rencana anggaran pendapatan dan belanja.
melaksartakan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan venfikasi
serta melaksanakan pelaporan alas realisasi pclaksanaan kegiatan
kcuangan Dinas

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aval (Ib
Kepala Sub Bagian Keuangan menyeknggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan daJam rnenyusun rencana kerja Sub Bagian

Keüangan yang menjadi tugas dan kewenanganriya;
b, penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pcmbinaan dan

mengoordtnastkan kegiatan djbagian keuangan,
c. pelaksanaan pcngelolaan administrasi kcuangan dan kegiatan

perbendaharaan;
d. meneliü keiengkapan Surat tVrimsb Pembayaran Uang PeracriiHan

[SPP-UP] pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
Bendahara pengeluaran dan diketa.hui oleh Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan [PPTKJ;

e, meneliü kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Perscdiaan
tSPP-UPh Surat Perintah Fembayarao öanti Uang (SPP-GUj, Surat
PtrinUh Pembayaran Tambah Uang iSPP-TU}, Surat Perintah
Pembayaran Lum Sum (SPPLS1 gaji dan r.unjangan Pegawai Negeri
Sipil (PNS| sëru prhghasiJan lamnya yang ditcTapkan dan diajukan
bendahara pcng^luaran;

F peiaksanaan verifikasi Surat Pcnntah Pcmbayaran (SPPi,
g. penyiapan Surat Perintah Me.mbayar |SPM);
h. peLaksan&an verifikasi harisnatas penenmaan
i. pelaksanaan akumausi Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD|;
j. penyiapan bahan dalam tnelaksanakan dan mengkoordinasikan

rencana kegiatan yang tclah diprogramkan;
k. pclaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhaclap

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang relah dilaksanaksn kepada
pimpinan;

1. pelaksanann tugas dinas lainnya yang diberikan o!eh pimpinan
imtuk krikncaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peraturan perundang-undangan,

Paragraf 5
Kcjjala Bidang Pcmberdayaan Masyarakat dan Keternbagaan Pekon

Pasal 184

(I) Kepala Sidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelernbagaan Pekan
tnempunyai tugas meiakxanakan( membina dan mengoordinasikan atria
menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang pemberdayaan
masyarakat dart kelembagaan pekon.

[2J Untuk melak&anakan tugas sebagaimana dimaksud pada aval fik
Kepala Bidang Pcmbcrdayaan Masyarakat dan Kelcmbagaau Pekcm
menyelenggarakan iungsr
b. penyusunan rencana serta program ke.rja dibidang pemberdayaan

masyarakat dan kdembagaan pekon yang menjadi tugas dan
kewenangannya.
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b. pernmusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mengoordinasikan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan
kelembagaan pekon:

c. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pengembangan sumher daya
masyarakai;

d. pelaksanaati pengembangap msaha ekonomi dan tekndogt icpat guna
(TTG)i

e. pelakaanaan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas
masyarakat;

R pelaksanaan penaLaan, pernngkatan kapasitas dan fasilitaai
penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga
kemaByarakaun pekon;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pdaksanaan tugas dan kegiatan yang celah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

h. melaksanakan tugas dinas lainriya yang dtberikan oleh pimpinan
untuk kclancaran pelaksanaan tugas benUsarkan st.andar norma dan
peraturan perundang-untiangan,

Paragraï 6
Bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon

Pasal 185

(J) Kepala Bidang Penataan dan Keqa Sama Pekon mempumai tugas
melaksanakan, mcmbina dan mengoordinasikan serta mrnyelenggarakan
sebagian n.igas Dinas dibidang Ftoataan dan Ker;a Sama Pekon meKputi
Penataan Pekon, Fasilitasi Sarana dan Prasarana Fekon dan Kerja sama
Pekon yang ada di Kabupaten.

(2) Untuk meJakSfmakan tugas sebagaimana dimsksud pads ayat (IJ,
Kepala Qidang Penataan dan Kerja Sama Pekon menyelenggarakan
fungsi :
a. penyusunan rencana serta program keija dibidang penataan dan

keqa sama pekon vang menjadi tugas dan kewenanganma;
b, pernmusan kebijakan teknis, dalam menyelcngg^rakan urbsan

pemermtahan dan pelayanari umuni dibidang penataan dan kerja
sama pekon;

c. perumusan pedcunan dan penyelenggaraan pembanguran sarana dan
prasarana pekon;

d. penyelenggaraan manajemen pembangunan melalui musyawarah
perencanaan pekon:

e. pengoordinasian dan rnemfasilLtasi penetapan dan penegpsan batas
pekon;

f pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan BUMPekon dan lembaga
ke^asama antar pekon;

g. pelaksanaan fasilitasi kegiatan evaluasi perkembangan pekon dan
tomba pekon;

h. pdaksanaan monitoring, evaluast dan prlaporan terhndap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang rclah dilaksanakan kepada
pimpinan, dan

i. pelaksanaan tugas dinas iainnya yang dtberikan oleh pimpinan untuk
kelanearfm pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 7
Bidang Pémenntahan Pekon

Piasal 186

(!) Kepala Bidang Remerintahan Pekon mempmiyai tugas men urmska n dan
melakaanakan, membina dan mengoordinasikan serta menyelcnggarakan
sebagian tugas dmas dibidang pemerintahan pekon.

[2] Utnuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads aval (1)t
Kepala Bidang Pemermtahan Pekon menyelenggarakan fungsi:
a, penyusUnan rencana scria program kerja dfbidang pomeriUtahan

pekon yang menjadi tugas dan kcwenangannya;
b. pe.ru mu&an kebijakan, melaksanakan pernbinaan dan

mengoordinasikan kegiatan dibfdang pemerintahan pekon ;
c, pembinaan dan fasilitas; penyelenggaraan admimstraa dan

manajcmen pemeriutahan pekon serta penyelengganaan tnusyawarah
pekon;

d. pelaksanaan penyusunan profil pekon;
e. pelaksanaan pengawasan dan cvaluasi terhadap permuran pekon dan

memfasilltaai penyusunan praduk hukum pekon;
f. pelaksanaan pembinaan kapaaitns AparaLur Pernerintahon Pekon dan

anggota Lembaga Himpun Pemckonan (LHP);
g penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhcntian

peratin dan memfasililasi pengangkaran dan pemberhentian
pernngkat pekon;

h. pelaksanaan fasilitasi dan pcmbinaart rata kelola keuangan dan asset
pekon sena perencanaan pembangunan pekon,

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penugasan urosan
atau kewenangan kabu paten yang dilaksanakan oleh pekon;

j. penyusunan dan melaporkan hasiJ pelaksanaan kegiatan bidang
petnerintahan pekon berdasarkan kegiatan masing-masm^ seksi pada
bidiing pemerintahan pekon:

k. pelaksanaan invenwrisasi permasalahan dihidang pemenntaban
pekon serta mcrumuskan langkabdangkah kebijaksanaan
pemeeahnnrtya;

1 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapomn rerhadap
pelaksanaan lugas dan kegiat^n yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan, dan

m, pelaksanaan tugas dinas tainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan scandar norma dan
peraturan pertmdang-undangan.

BAB XV!N
DINAS UNGKUNGAN HTDUP

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugasdan Fung^i

Faragaraï I
Kedudukan

Pasal 187

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan [lemerintahan dibidang
Lingkungan Hid up.
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(2) Dinas dipimpin o1eh Kepala Dinas yang berkcdudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupari melalui Sekretans Daerah.

Paragraf 2
Tugas dsn Fungsi

Pasal 188

(t) Dinas mernpunyai tugas membanm Bupati dalam melaksanakan urosan
pemenntalian di bidang lingkungart hid up yang mcnjadi kewenangan
Dacrah dan tugas pcmbantuan yang diberikan kepada daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pads ayat (1) Dinas
menyelenggarakan fungsi
a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebereihan dan

penamanan:
b. peiaksanaan keb^akan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan

pertarnanan;
c. pelsksanaan, evaluasi dan petaporan bidang lingkungan hidup,

kebersihan dan pertamanan;
d. pelaksanaan administrasi dinas dibidnng Ungkungan hidup,

kebersihan dan pmamanan; dan
e, pelaksanaan fungsi lain yang di berikan clch ptmpinan sesuai

dengan tugas da.n fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasa] 189

llj Susunan Qrganisasi Dinas Lingkungan Hidup. terdiri aias :
a, Kepala Dinas:
b. Sekremnat, terdiH atas:

1 Sub Bagian Umum dan Percncanaan. dan
2. SubBagian Kruangan

c. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, terdfri alas
Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Kebersihan, terdiri atas Kelntnpok Jabatan FungsianaJ,
e Bidang Penamanan, terdiri atas Kelnmpok Jabatan Fungsional;
f. Kelonipok Jabatan Fungsloaal; dan
g. Unit Pelaksana Tehnis Dinas.

(2] Sekretariat sebagaimana dimakaud pada ayat fl] huruf b. dlpimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(3] Bidang sehagaimana dinuaksud pada ayat (1] huruf c, huruf d. dan huruf
e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas.

(4] Sub Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada df bawah dan bertAnggUngjawab kepada Sckretaris.

(5] Kelompok Jahatan Fungsiona.l aebagaimana dimaksud pada ayat [1J
huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Keuia
Kdompok dan brrl.anggung jawab kepada KepaJa Dinas,
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Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada aval [1] huruf g.
dipimptn oleh seorang Kepata Unit Pelaksana Tekpis yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinae.

(7) Ragan Stnjktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup iMtbagaimana
tercantum dalarn Lampiran XVIF dan merupakan bagian yang lidak
terpiaahken dan Peraturan Bupati int

Bagian Kciiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 190

(IJ Kepala Dinas mempunyai rngas mernbantii Bupan dalam tnelaksanakan
UruBan Pemerintahar dlbidang Ungkungan Hidup vang menjudi
keucnangan Daerah dan t.ugas pembantuan vang diberikan kepada
daerah,

f2) Umuk rnelaksamkan tugas scbagaimana dimaksi.id pada ayat f1), KepaJa
Dinas menyeJenggarakan fungsi :
a. pengendalian dan mengoördinasikan pdaksap&an tugas dinas menjadi

lugas dan ketvenangannya;
b. perumusan program kega rudn maupun pcmbangunan dan sujnbtr

data vang ada schagat bahan peJaksanaan kegiatan seauai peramran
perundang*undangan;

c' p^nyelenggaraan dan/atau fasilitasi, köondinasg integnasi dansinkrunisasi dinas lingkungan hidup lintas sektorak propinsi, nationaldan intemasional;
d. fasilitasi pmg^mpangan kegiatan keiembagaan sena foruni masyarakat

yang melakukan pelestarian iingkungan hidup;
e pdaksansan pcnyusunan kt-bijaksanaan. pedoman dan perunjuk

teknis mcngenai sistem pengekiiaan tingkungan hidup di daerah;f. perumusan petunjuk pembinaan dan pengembangan dinaa lingkutigan
hidup sena meiaksanakan penilalan pelaksanaan tugas;

g. pengoordinaaian. mengenda.likan dan evaluaat pelaksanaan tugas di
Jingkungan dinss lingkungan hidupguna pemeeahan mas&lah dantindak lanjutnj-a;

h pelaksanaan konsultasd dan koordinasi dengan instansi terkait sena
asosia^i/Iemhagadernbaga laintiya;

i. pemberian masukan, usul, serta saran dan perumbagan kcpada bupali
bnik dalani menyusun kebijakan pemecahan masa]ah maupun dalain
rangka pernbinaar, yang berkaitjan dalam pengernbangan dïnas;

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rerhadap peJaksanaan program
kerja yang terkait dcngan kegiatan dinas kepada pimpinan; dan

k. pelaksanaan rugas-tugas lain WBuai dengan perintah oleh pimpman
untuk kdancamn pelaksanaan tugps berdasarkan stander norma dan
peraturan perundang-undangan
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Paragraf 2
Secretariat

Pasal 191

Sekremns Dinas mempunyai uigas mengöordinasikan dan
menyeknggarakan kcgiatan kesekretariatan. peugelolaan keuangan dan
pelayanari admin iütrast pads seluruh unit organ iaasi di Imgkungan
Dinas serTa molaksanakan penyusunan program, cvaluasi dan
pelaporan,

(21 Lfntuk melaksanakan rugas scbagaimana dimaksud pads ayat (1),
Sekrrtans nmnyelenggarakan fungst :
a. pengoordinasian fielaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretanat

Dinaa yang menjadi rugasdan kewenang^nriya:
b. penyiapan bahan dan data untuk kegiaï.an pelaksanaan tugas dan

pemusunan program kerja:
c. perencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu lahun

anggaran dan menge.valuasi penggunaan biaya yang relah
dikeluarkan aorta membuat iaporan pelaksanaan kegiaian pada
pimptnan:

d. pengoordtnasian kcgiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan
bidang- bidang yang aria dl Hngkungan Dinas ;

e. penyiapan perencanaan dan kebjjakan teknis pengembangan
kesekretariatan dan admin istrasi umum;

f penyelenggnman unusan kcsekretanatan. njmah tangga
(peKcngkapani. administrasi kepegawaian dan keuangan:

g. penyusunan rencana evalu&si dan laporan pelaksanaan program
keijp:

h. peiaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dan dana
Pendapatan Domeslik Brutodan APBN dengan melaporkan hasj]
p^ngadaan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah. disenai dengan
penverahan BPKB dan surat administrasi lainnya;

i. peitdisanaan monitoring, evaluaai dan pelaporan terhadap
prlaksanaan tugas dan kegiatan yang tela.h dilaksanakan kepada
pimpinan: dan

j. pelaksanaan lugas lainnva yang dtberilcan oleh pimpinar unruk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
pcrattiran perundang-lindangan.

Paragraf 3
Sub Bagi.in Umum dan Pcrcncanaan

Pasal 192

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Ptrencanaan mempunyai tugas
menviapkan bahan dalam rangka membantu meiaksanakan penjabaran
kebijakan tcknis pada sub bagian umum, kepegawaïan dan
perencanaan .

(2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud patin ayat [I)i
Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan menyeJenggarakan fungsi :
a. penyiapari bahan dalam tnenyusun rencana kerja Sub Bagian

Umum dan Perencanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pcmbinaan dan

mengoordinaaikan kegia.tan di sub bagian umum dan Pereneanaani
c. pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan:
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d. memilah. rnrngklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat
menyurat menurut jenianya:

e pelaksanaan pengadaan peralatan kantor sebagai penunjang
kelancaran tugas:

f penyuatman dan melaksanskan admimstrasi kepegaaaian meliputi
urusan kcnaikan pangkat dan kenaikan gajt tx^rkuU. serta
pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Dinas;

g pengumpulan. menjaga dan merawat perkmgkapan dan fasilitas
keija di lingkungan Dmas ;

h. pelakaanaan artisan pengülahan administraai kcpegawaian secsra
umum di Jingkungan Dinas ;

i. inventarisaai permasalahan yang limbui daiam pelaksanaan rugas
umuk dikoordinasikan kepada atasan guna menrari pemecahan
masaiah.

j. penyiapan bahan pengadaan kendaraan dinas berasal dari dana
Pendapatan Domestik Brutodan APÖN dcngan melapolkan hasil
pcngadaan kepada Badan K&uangan dan Aset Daerah disertai
dengan penycrahan BPKB dan SUral adminisLrasl lainnya.

k. penyusunan Rencana Anggaran Kerja (RKA) dan Dokumen
PelaksanRan Anggaran (DPA);

l penyusiman dan mehyampaikan laporan bulanan, l.nwuian,
semester dan tahunan pelaksanaan program Dinas ( semester dan
tabunam pelaksanaan program perencanaan;

m. penviapan bahan data, evalaasi dan pelaporan dalam bidang
perencanaan;

n. ptnyiapan bahan daJam perencanaan program pembangunan
bidang pendspatan. pengelola keuangan dan barang milik daerah

o, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
ptmpmam dan

p- melaksanakan rugas iainnya yang diberikan oldh pimpinan untuk
keiancaran pelaksanaan tugas berdasarkan slandar norma dan
peraturan penj.ndang’Undangan.

Paragraf 4
Sub Bagtan Keuangan

Pasal 193

{]) Kepata Sub Bsgian Keuangan mempunyai tugas melaksan&kan dan
mengoordmaaikan rencana anggaran pendapatan dan belanja,
melaksanakan kegiatan perbendaharaan. pembukuan dar venfikasi
gerta melaksanakan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan
keuangan Dinas

f2) Untuk melaksanakan lugas sehagaimana dsmaksud pada f!}.
Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungai :
a. penyiapan bahan dalam menyuaun rencana keqa Sub öagian

Keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengoorriinasikan kegiatan di bagian keuangan;
c, pelaksanaan pengelolaan admimstnasi keuangan dan kcgiatan

perbendaharaan;
d- mcneliti kelengkapan Surat Rerinlah Pembayamn Uang Ptersediaan

fSPP-UP) pengadaert barang dan jasa yang disampuikan oleh
Bendahan pengeluaran dan diketahui oleh Pejabai Pelaksana Teknis
Kegiatan fPPTK);
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e, meneliti ketengkapan Surat Perintah Pembayamn Unrig Persediaan
fSPP UP]. Surat Perintah Pembayaran Gand Hang (SPP-GU), Surat
Pcrintah PemlHiyaran Tambah Uang (SPP-TU). Surat Peiintah
Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegauai Negen
Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan di^jukan
bendahara pengeluaran,

C peiaksanaan verifikasi Surar Perintah Pembayaran (SPP);
g penytapan Surat Perintah Membayar (SPMl;
h. peiaksanaan veriUkasi harian atas penerimaan.
L peiaksanaan akuntanm Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
j pen^apan bahan dalam melaksanakan dan mengkoondinasikan

rencana kegiatan yang telah diprogramkan:
k. peiaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pciaksanaan tugaa dan kegiatan yang tclah dilakmnakan kepada
püupinan; dan

[. pejaksanaan twgas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar nortna
dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bjdang Pengelolaan dan Pengendaïian Lingkungan Hidup

Pasa] 194

UI Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendallan Lingkungan Hidup
mempunyai lugas melaksanakan sebagian tugaa dinas dafam
penyusunan. prlaksanaankehija.kan dan peraberian bimhingan teknis
aerta pemantauan dan evaluasi dibidang pcngclclaan dan pengendalian
lingkungan hidup

(2] Untuk melaksahakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (ï).
Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
menyelenggarakan fungsi .
a. penyusunan rencana scrta program kerja dibidang pengelolaan dan

pengendalian lingkungan hidup yang menjadi tugas dan
kew/enangannya;

bx perumusan kebijakan teknis, dajam menvetenggantkan urusan
pemerintahan dan pelayanan urnum dibidang pengelolaan dan
pengendalian lingkungan hidup;

c. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dibidang pengclolaan
dan pcngendalian lingkungan hidup;

d. penvusunan. pemantauan dan evaluasd dokumen dibidang
pengefolaan dan pengendalian lingkungan hidup;

e peneniuart daya dukung, daya tampung. baku mutu dan baku mutu
sumber pencemar sena kritena baku kerusakan lingkungan;

f. penyuaunan kebijakanT tata cara, instrumtm dan mekaniame
perixiiian, pelaksanaan, pengendalian. pembinaan dan pengawasan
pengekdaian lingkungan hidup;

g. penyusunan tim k^jian dokumen lingkungan hidup yang transparar
{komisi pemlai. tim pakar dan konsultan| serta tim monitoring dan
koordinasi penegakan hukum lingkungan daerah,

h pelaksanaan jiemantauan somber penremar. kualitas air. udara,
tanah;

i. pelaksanaan prmbinaan dan pengawasan dalam pengcJoJann
lingkungan.

j pelakuan penyediaan sarans. prasarana pemantauan lingkungan
(laboratorium lingkungan];
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k penyusunan kebijakan. tata cara, instrurnen dan mekanisrne
pengadaan dan penyelesatan pengaduan masvarakat;

1 pelaksanaan penanggulangan dan pemullhan peneemaran,
m. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum

adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradistonal dan hak kearifan
lokaJ atau pengetahuan tradimonaJ dan hak Masyarakai Hukum
Adat (MHAJ terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

n. pelaksanaan drklat dan pcnyuluharr bidang Lingkungan Hidup;
° pengembangan kclcrabagaan keïompok masvarakat peduli

Lingkungan HÜdup;
p. pengembangan pclaksanaan pemberian penghargaan darrah bidang

Lingkungan Hidup:
q. pelaksanaan pemantauan. penanggulangan dan pemulihan kerusakan

lingkungan;
r. peïaksan&an perfindung^n, pencadang^in. pengawetan dan

pemanfaatan secara lestari sumber daya alarm.
s pelaksanaan Upaya miügasi dan adaptesi perubahan ikhm;
t prlaksanaan mventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil

emisi Gas Rumah Kaca;
u peneiapan kebijakar. pemantauan dan pengawasan terhadappelaksanaan konservasi kennekaragamari havati;
v. pelsksanaan inventarisaai purmaBalahan dibidang pengelolaan dan

pengcndalian lingkungan hidup merumuskan langkah-tangkah
kebijaksanaan pcmecahannya.

w. peiajfWiaan monitoring, evaJuasi dan pelaporan terhadapptlaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditaksanakan kepada
pimpinan; dan

x. pelaksanaan tugas dinas lamnya yang diberlkan oJeh pimpiuan untukKelancaran pclaksanaan tugas berdasarkan atandar norma dan
penaturan perundang-undangam

Paragraf 6
Bidang Keberaihan

Pasal Ï.95

(11 Kepala Bidang Kebersihan mernpunya.1 tugas melaksanakan sebagiantugasdirmdidakyn mcrumuskan, menyusun dan mengelula pelak^iaankebijakan teknis sena melaksanakan knordinasi, idendfikaai.perencanaan, pembinaan. pengembangaji, pengamran, monitoring bidangkebersihan. mdiputi lavanan kebdrsrh<in,sat‘ana dan prasaranakebersihari sena pcngelolaan sampah limbah dan limbah bahanberbanaya dan beracun.

(2) Untuk rnela.ksanakan togas sebagaimana dimaksud pada aval {IJ, KepakiBidang Kebersthan rnenvelenggarakan fungsi
a. penyusunan rencana sena program kerja dibidang keberaihan yangmenjadi tugas dan kewenangannya;
b perumusan kcbgaltan tekhis, dalam menyelenggarakan urusan

pemerinrahar. dan pelayanan qmum dibtdang keberaihan;
c. penyusunan informasi pengetolaan sampah ringkat kabupaten;d. penetapan target pengunmgan sampah dan priorites jenis sampahuntuk setiap kurun waktu tertentu;
t. perumusan kebijakan pengurangan sampali.
f peiakuan pembinaan pembatasan rimbunan sampah kepada

produsen j industri;
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È pembinaart penggunaan bahan baku produksi dan kemasan. yang
mampu diurai oleh proses alom;

h pembinaan pcndaür ulangan sampah,
i. pengoordinasïan pemilahan. pengumpulan. pengangkuran dan

pemroscsan akhir sampah;
j. pdakuan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengefoïaan

sampah;
k, pelakuan penvüsurmn dan pelaksanaan sistem tanggap darurat

pengelolnan sampah:
L penyediaan fasilims pendaur ulangan sampah.
m. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dan pmdpk dan kemasan

produk;
n. perumnsan kebijakan penanganan aampah di kabupaten;
o, penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
p. penetapan lokast Tompai Pembuangan Sampah (TPS), Tempat

Pembuangan Sampah Terpadu (TPSTj dun Tempar Pembuan&vi Akhir
(TPA) sampah;

q. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem
pembuangan open dumping,

r. pemberian kompensasi dampak negarif kegiatan pemrosesan akhir
sampah;

s. pelaksanaan keijasama dengan kabupaten lain dan kemitraan
dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyeJenggarakan
pengelolaan sampah.

L pengembangan investasi dalam usaha pengelotaRn sampahi
u penyusunan kebijakan penjinan pengolahan sampah. pengangkutan

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh
5wn3ta;

v. penyelenggaraan perüdnan pengolahan sampah. pengangkur.an
Sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh
swastai

w. perumiisan kebijakan pembinaan dan pengawasan kineija
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan
usaha) pelaksanaan pcmbinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan
sampah yang dilaksanakan olch prhak lain |badar uisaha):

n. penyusunan kebjjakan peminan pemimpanan semcntara limbah
bahan berlmhaya dan berarun (pengryttan. perpanjangnn. perubahan
dan pencabutan];

y. pelaksanaan prrizinari penyimpanari sementara limbah bahsn
berbahaya dan beracun,

z melaksanakan pcmantauan dan pengawasan penvimpanan
siementara limbah bahan berbahaya dan beracun;

aa. penyuaunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkinan
limbah bahan berbahava dan beracun (pengajuan, perpanjangan,
perubahan dan pencabutan);

bb. pelaksanaan perizinan bagi pcngumpul limbah bahan berbahaya dan
beracun:

cc. pclaksanaan perizinan pengar^cutan Limbah bahan berbahava
dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan;

dd.pelaksanaan perizinan Peïnmbunan Limbah bahan berbahaya dan
beracundHakukan;

ee pelaksanaan perljinan penguburan limbah bahan berbahaya dar
bcracun media;

ff pemaniauan dan pengawasan terhadap |jengolahan. pcmanfaatam
pen^ngkutan dan penimbunan limbah bahan bcrbahava dan
bcracun; dan
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gg. pdak&anw, tugas-ïugas lam sesuai dcn&an perintah pimpinan
untuk kctancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standsr norma dan
peraiurah perundang^undangfin

Paragraf 7
Bidang Pertamanan

Pasal 196

(1) Kepala Bidang Prrtiimanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dinafi dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pembenan
bimbiogan teknis sena pemantauan dan evaluasi dibtdang periamanan,

(2) Untuk mclaksanakan tugas sehagaimana dimaksud pada ayat ( T), Kepata
Bidang Penamanan menyclenggarakan fungsi
a, penyusunan rencana sens program ketja dibid&ng peitamanan yang

menjadi tugas dan kewenangannya;
b. perumusan kebijakan teknis. dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pcrtanuman;
cl pcnyusunan rencana keija dan program kegiatan dibidang

fienamanan.
d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pclalcsanaan

pcmeliharaan pengeloïaan prrtamanan lingkungan pemukiman dan
wibyah perkotaan:

e. pcnyusunan dan memiapkan rencana operational penataan,
pemeliharaan periamanan diwilayah Kabupaten;

f pengembangan kegiatan lain vang berkaitan dengan i.ugas pekerjaan
scsuaj wcwenang dan langgung jawab serta menyelcsaikan masalah
yang dihadapi dalam melaksanakan tugas;

g, perubuatan taporan pelaksanaan tugas pada Bfdang Pertainanan
sebagai pertanggung jawahan,

h, penyiapan bahan kebijakan operasional pelaksanaan pengadaan
saranadan prasarana pertamanan:

i. penyiapkan bahan penyuaunan rcncana dan pelaksanaan program
dan petunjuk teknis dibidang pengembangan ruang terbuka hijau
den raman kora;

j, penyiapan bahan koordinaai dan kerjaaama dengan lembaga clan
instansi Jain dibidang pengembangan ruang terbuka hijau dan laman
kota;

k. penyiapan bahan pengawasan dan pengendallan pelaksanaan
program dan petunjuk teknis dibidang pengembangan ruang terbuka
hijau dan taman kola:

I penyiapan bahan pernbinaan teknis dan penyuluhan dibidang
pengembangan ruang terbuka hijau dan Laman kata;

m. penyusunan kegiatan penerangan jalan stcara umum;
n, pelaksanaan inventarisasi jumlfih titik bmtpu yang mengalami

kerusakan;
o, pelaksanaan survey tokasi rcncana pemasangan titik lampu jalan:
p- penyiapan bahan sena melnksanalcan penataan taman, pemasangan

dan perbaikan serta pemetiharaan sarana dan prasarana janngan
penerangan Jalan secara umum;

q penyiapan bahan sera nielaksanakan pembinaan kepada masyarakat
dalnm upaya pemeliharaan dan penataan taman serta jaringan
penerangan Jalan secara umum;

r, pelaksanaan monitoring. evaluaai dan pelaporan terhadap
petaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan Seksi
Penerangan jalan umum:

131



er penyusunan pedoman dan pctunjuk teknis pelaksanaan
pemdiharaan Pcngendalian dan Penataan KoLa Hngkungan
pemukiman dan wilayah perkotaan;

t- penyusunan dan menyiapkan rencana operasionaJ dibidang
PengendaJian dan Penataan Kota di wilayah Kabnpaten;

u pengembangan kegiatankegiatan lain yang berkaitan dengan tugas
pekerjaan sesuat wewenang dan tanggung jawab scrta menyelesaikan
masaJah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas; dan

v. pdaksanaan togas-Wgas lain seauai dengan perintah pimpinan
untuk kdancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peratUran perundang-undangan

BAB XIX
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYA.NAN TERPADÜ SATU P1NTU

Bagian Kesatu
Kedifdukan,Tugas dan Fungst

Paragraf ]

Kedudukan

Pasal 197

(I] Dinas merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan dibidang
penonaman modal dan pelayanan terpadu satu pmiu.

(2) Dinas dipimpin olch Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
brrtanggung jawab kepada Bupan meialai Sekretaris Daerah,

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 198

(1| Dinas mempunyai tugas membantu Bupati daïam meiaksanakan urusan
pemerinrahan dibidang pcnanaman mixlal dan pelayanan terpadu satu
pintu yang menjadi keu'enangan Daerab dan tugas pernbantuan yang
diberikan kepada daerah.

(2) Uhluk melaksanakan tugas üebagaimana dimaksud pada ayat (1] Dinas
menyelenggarakan fungsi :
a. pcrumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan peJayapan

terpadu aaW pintu;
b. pdaksanafm kebijalcaP dibidang penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu;
r pelaksamaari. evaluaai dan pelaporar bidang penanarnan modal dan

pelayaniin terpadu satu pintu;
d. pdaksanaan administrasi dinas dibidang pcnanaman modal dan

pdavaran terpadu satu pintu; dan
e. pclaksanaan fungsi lain yang di bcrikan oleh bupati sesuai dengan

lugas dan fungsinya.
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öagitm Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 199

(1} Susunan Organisasi Dinas- Penanaman Moda] dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu. terdiri atas:
a. Kepala Dinas.
b, Sckretanat. terdiri alas

I Sub Baguun Umjm dan Pereneanaan; dan
2 Kelampok Jabatan Fungskmal

c, Kdompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal;
d. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peiayanan Terpadu Satu

Pinto;
e. Kelompok Jabatan Fungsional. dan
f Unit Pt-laksana Teknis Daerah (UPTD}.

|2] Sekretariat sebagatmana dimaksud pada ayat [1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Sekneiaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas,

(3j Sub Bagian sebagaimana dimaksud pads ayat (l| huruf b( dipimpin oleh
seomng Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Sekreums

(41 Kdompok Jabalin Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, huruf d dan huruf c, dipinapin oleh seorang Pejabat Fungsional
senior ^cbagai Kei.ua Kelompok dan bertanggung jawab kcpada Kepala
Dinas.

(5} Unit Pdaksana Tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (.
dipimpin oleh seorang Kepiala Unit Pelaksana Teknis yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dlhas.

[6] Bagan Struktur Organisasi Dinas Peiianartian Modal dan Pelayanan
Prrizinan Terpadu Satu Pintu sebagarmana tencanrum dalam Lampiran
XVI11 dan merupakan bagjan yang tidak lerpisahkan dah Peraturan
Bupati ini

Bagian Keliga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasnl 200

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memlmpin, mengendalikan, dan
mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Sam Pimu dalam menyelrnggarakan sebagian
kewenangan rumah tangga provinsi (desentrallsasif dalam
kervenangamya, serta mcIaksanakan togas lain sesuat dengan
kebijaksanaan yang ditelapkan oleh Bupati berdasarkan peramran
perundang-Lindangan serta tugas dekonsentrasi dan togas pembanman
yang diberikan oleh pemenntah kepada Bupati.
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[2) Untuk mBnyrltmggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1J,
Kepala Dinas mempunyai fangsi:
a. penyusunnn dan perumusao kebijkaan dibtdang penanaman modal

dan peiayartan terpadu satu pintu;
b pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan

tcrpadu satu pintu;
c. pdakaanaan, evaluasi dan pciaporan dibidang penanaman modal dan

pclayanan terpadU satu pintU;
d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu saru pintu: dan
c pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan seseuai dengan

togas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Paeal 201

(1| Sekretans mempunyai lugas mengoordinasikan pembinaan dan
pelayanan admiatrasi umum, ketatausahaen, organisasi dan
ketritalaksanaan. kepegawaian, pendidlkan dan pelatihnn. keuangan dan
ascu kearsipan. perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pl Umuk menyelenggarakan tu#is sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ.
Sekrttaris mempunyai fungsi:
a. pcngooidtnustart pelaksanaan kegiatan dflingkungan Sekretariar

Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. penyiapan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan Higas dan

penvusunan program kcrja;
c perencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun

anggaran dan mengevaJua&i penggurman biaya yang tdah
dikeluarkan sens membuat laporan pelaksanaan kegjatan pada
pimpinan;

d. pengoordinEis^n kegiaran yang akan diïaksanakan pada atasan dan
bidahg-bidangyang ada di lingkungan Dinas ,

e. pepyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan
kesekretanatan dan admtnistrasi umum;

f penyelenggaraan urusan kesekretariatan. rumah tangga
(perlengkapanj. administrasi kepegavvaian dan keuangan;

g penyUBunan rencana ewduasi dan laporan peUksanaan program
keija;

h. pelaksanaan pengadaan kendaraan dlnas yang brra&al dari dona
Pehdapatan Domesdk Brutodan APBN dengan melaporkan hasit
pengadaEin kcpada Badan Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan
pcnyeraban BPKB dan surat administrasi lainnya;

L pelaksanaan monitoring, cvaluasi dan pdaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang relnh dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

j. pelaksanaan lugas lainnya yang diberikan aleh pimpinan untuk
kelancaran p«1aksanaan tugas berdaaarkan atandar norma dan
peraturan perundang’undangan.
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Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaari

Pasal 202

(1) KepaJa Sub Bagian Umum dan Perenoanaan mempunyai tugas
menyiapkan bahan dalam tangles membantu melaksanakan
penjabaran kebijakan teknis dibidang umum. kepegawaian dan
perencanaan

{2} Untuk melak&anakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l|,
kepala Sub Bagian.Umum dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
a penyiapan bahan dalam menyusun rencatia kerja Sub Bagian

Umum dan Perencanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. penyiapan hahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiatan di sub bagian umum dan Perencanaan;
c, pelaksanaan urusan edministrasi surat menyuratdan kearsipan;
d. tnemilah, mengklasiRkasikan dan mengagendökan arsip wrat

menyurar menurut jemsnya;
e pelaksanaan peng^daan petalatan kantor sebagat penunjang

kclancaran tugas.
f penyusunan dan melaksanakan adminjscr&tsi kepegawaian meliputi

umsan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji bcrkala. sena
l>endniikan dan pelatthan pegawai di lingkungan Dinas;

E pengumpulan. monjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas
keqa di lingkungan Dinas ,

h. pelaksanaan urusan pengolahan administrasi kepegawaian Secara
umum di lingkungan Dinas ,

L inventansasi permasalahan yang timbtd dalam pefaksanaan tugas
untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan
masalah

j. penyiapan bahan pengadaan kendaraan ciinas benasal dari dana
Pendaparan Domestik Bratedan APBN dengan mtlaporkan basil
pengadaan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah disertm
dengan penyerahan BPKB dan aurat adminmrasi lainnya.

k. penyusunan Rencana Anggaran Keija fRKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran |DPA);

1 penyuwnan dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan,
semester dan lahLtnan pelaksanaan program Dinas F semester dan
tahunan peiaksanaan program perencanaan;

m. penyiapan bahan dat^ evaluasi dan peiaporan dalam bidang
perencanaan:

n. penyiapan bahan dalam pereneanaan program pembangunan
bidang pendapatan, pengelola keuangan dan barangmilik daerah

O- pelaksanaan monitoring, evaJuasi dan pelaporan terhadap
pelaksartaan tugas dan kegiatan vang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

p. pclaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan lugas heniasarkan standar norma dan
peraturan pcrundang-undangan.
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BAB XX
DIMAS SQSIAL

Bag]an Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Faragaraf 1
Kedudukan

Pasal 203

IM Dinas merupakan unsur pelaksana prusan pemenmahan dibidang
sosiak

(2) Dinas dipimpin pled Kepala Dinas yang heikedudukan dibawah dan
bci tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 204

(1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urumn
Pemerintahan dibidang sosial yang mt-njadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah,

f2) Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1}. Dinas
menydenggarakan fungsi
a. pernrnusan kebijakan di bidang sosiaE
b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosiak
c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang soaial:
d. pelaksanaan adtninistrasi dinas di bidang social; dan
e. pelaksanaan lungsi lain yang diberikan oleh pimpinan scsuai dengan

tugas dan fungainya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 205

(I| Susunan Oiganisasi Dinas Sosial terdiri atas
a. Kepala Dinas;
b. Sekmariat, terdin atas :

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
2. Kelompuk Jabatan Fungsional

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan SosiaL terdiri atas Kelompak
Jabaran Fungsional

d. Bidang Rehabiiitasi Sosial. terdiri alas Kdompok Jaliatan
Fungsional.

e. Bidang Pembcrdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, tefdiri
atas Kelompok Jabaian Fungsional

f. Kétampok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksana Teknjs Daerah (UPTD|,

[2} Sckrctanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diptmpin oleh
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertariggimg jawab kepada
Kepala Dinas.
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(3j Bidang scbagajmana dimaksud pada ayat (1] huruf c. huruf dh dan huruf
c masnig-masing dipimpin oleh aeoraïig Kepala Bidang yang berada
dlbaw&h dan foertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada aval (1) hürtif b, dipimpin oleh
morang Kepala Sub Bagian yang Irerada di bawah dan bcrtanggungjauab
kepada Sëkreiaris Dinas.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional scbagaifliana diniaksud pada ayat (T]
htiruf R dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sehagai Ketua
Ketompok dan bertanggurig jawab kepada Kepaia Dinas,

(6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) huruf g,
dipimpin oleh scorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada
dibawah dan benanggung jawab kepada Kepala Dinas

(7) Bagyn StruktUT Organssasi Dinas Social Mbagaimana tartanturn dalam
Lampiran XIX yang menupakan bagian tidak terpisahkan dan Reraturan
Bupati ini.

Bagi&n Keriga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 206

(1) Kcpala Dinas mempunyni tugas membantu Bupati dfilarn melaksanakan
urusan pemcrintahan di bidang sösiai yang menjadi kewenangan Daerah
dan tugas pembantuan yangdiberikarh kepada daerah.

[2) Untuk mclaksanakan tugas sebagainiana dimaksud padaayat (IJ. Kepala
Dinas menyelenggarakan fungsi :
a. pengoondinasian peiaksanaan kegjatan di lingkungetn dinas yang

menjadi tugas dan kewenangannya;
b. perumusan kebijakan teknis dalain menyelenggarakan urusan

pemerintahan dan pelayanan. umum dibidang sosiaï;
c. pelaksanaan kegiaLan petnberrlayaan terhadap kelompok usaha

beraama baik sosial maupun ekonomi;
d. peningkaLan p«mberdayaa.n dan pengembangan sosial bagi organisasi

kepemudaan dan peketjaan sosial masyarakat;
c. pelaksanaan pembinaan lembaga pemberdayaan dan pengembangan

sosial.
f pelaksanaan bitnbingan dan pembinaan terhadap org^inisasi sosial

dan yayasan sosial;
g. pelaksanaan program kebijakan pemerintab pusat dan propinsi

pe,rtimusart kebijakan daerah, dan pel&ksanaaii etrategis
penyrlrnggat-RHn uruoan pemerintiih btdrmg social;

h. pelaksanaari monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pclaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanaltan kepada
pitnpinan; dan

1 pe&ksanaan mgasdfnas lainnya yangdiberikan oleh pimptnan unruk
kelancaran peteksanaan tugas Iscrdasarkan standar norma dan
peraluran penmdang undan&an

137



Paragraf 2
Sekrecariat

Pasal 207

(I) Sekretaris Dinas metnpunyai mgas mengoordinasian dan
menyeknggarakan kegiatan kesekretanatap, pengeïoiaan kcuangan dan
pelayanan adrmïiistrasi pada seluruh unit organisasi dl lingkungan
dinau serta meiaksanakan penyusunan program, rvaluasi dan
pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dmiaksud pada ayat (1),
Sekreiaris menvelenggarakah fungsi :
a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekiemriat

Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya:
b. penyiapan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugais dan

penyusunan program kerja;
c. perencanaari anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun

angga.rap dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah
dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiaLan paria
pimpinan;

d. pengaordinasian kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan
bidang-biiiartg yang ada di lingkungan Dinas :

e. penyiapan perencan&an dan kebijakan teknia pengembangun
kesekretariatan dan administrasi umum,

f. penyélenggaraan urusan kesekretariatan, rumah tangga
(perlengkapan). administrasi kepegawajun dan keuangan;

g. penyuaunan renca.na cvaluasi dan laporan pelaksanaan program
ketja;

h. pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana
APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada
Badan Keuangfin dan Aset Daernh disenai dcngan penyeraJian.
BPKB dan surat administrasi Jainnya;

i. pelaksaraan monitoring, evaiuasi dan pelaporan terhadap
pelaksanann tügas dan kegiatan yang telah dilak&anakan kepacia
pimpinan; dan

j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oieh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan Lugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundatig-undangan.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Perencanaan

Pasa! 208

DJ Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas
menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan
penjabaran kebijakan teknis di brdang sub bagian umum. kepegawaian
dan perencanaan.

(2f Untuk meUksanakan rugas sebagaimana dimaksud pads ayat (1).
Kepala Sub Bagian Umum dan Pcrcncanaan mcny elcnggauUuu^ fungsi .
a. penyiapan bahars dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian

Umum dan Pcrencanaan yang mcnjadi tugas dan kewenangannya;
b. penyiapan bahan kebijakan. melaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiatan di Sub Bagian Umum da.n Perencanaan;
c. pelaksanaan ut usan administra^i surat menyurat dan kearsipan;
d roemilahH mengkkt&iftkasikan dan mengagendalban arsip surat

menyurat menurut jenisnya;
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e. pelaksahaan pengadaan peralatan kantor sebagal penunjang
kelancaran tugas;

f penyusunan dan melaksanakan administrasi kepegawaian meïipuLi
umsan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, serta
pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Dinas;

g pengumpulan, menjaga dan merawat pcrlengk&pan dan fasflitas
kega di lingkungan Dinas;

h. pelaksanaan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara
umum di lingkungan Dinas;

i. inventarisasi permasalahsn yang rimbul dalam pe.laksanaan tugas
untük dikoordinasikan kepatia atasan guna mencari pemecahan
masajah;

j. penyiapan bahan pengadaan kendaraan dinas bcrasal dan dana
APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada
Badan Keuangan dan Aset Daerab di&mai dengan penyerahan
BPKB dan surat administrasi lainnya;

k. penyusunan Rencana Anggaran Kerja (RKAj dan Dokumen
Retaksanaan Anggaran (DPA);

1 penyusunan dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan.
semester dan rahunan pela.ksanaan program Dinas , semester dan
tahunan pelaksanaan program perencanaan;

m. penyiapan bahan data, evaluasl dan pelaporap dalem bidang
perencanaan.

n. penyiapan bahan dalam percncanaan program pcmbangiman
bidang pendapatan. pengelola keuangan dan barang milik daenih

o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pclakaanaan tugas dan kegtatan yang telah diïaksanakan kepada
pimpinan; dan

p. pelaksanaan tugas lalnnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancarari pelaksanaan rugas berdasarkan standar norma dan
peraturan pcrundang-uridangan.

Paragraf 4
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 209

(i) Kepala Bidang Rerlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai togas
melaksanakan sebagian rugas Dinas Soskd dalam penynsutian.
pelaksanaan kcbijakan, dan pemberian bimbingan teknis. sena
pemantauan dan evaluasi dibidang perlindringen dan jaminan sosial

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakyud pada ayat (i}, KepaJa
BidangPerl!ndungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan tungsi:
a. penyusunan rencana serie program keqa dibidang perlindungan dan

jaminan sosial kepada korban bencana alam dan korban bencana
sosial, politik dan ekonomi, pemulihan sosial dan reintegrasi sn&ial.
kesiapsiagaan dan metigasi bencana. kemitraan dan pengelolaan
logistik bencana, bantu&n sosial, kepesertaan dan jaminan sosial
keluargayang menjadi t ugas dan kewenangannya,

b, perumusan kebijakan teknjs, dalam menyelenggamkan urusan
pemeriniahan dan pelayanan umuiu dlbidang pedindungan dan
jaminan social, korban l>encana alam dan korban bencana sosial.
politik dan ekonomi, pemulihan sosial dan reintegrast sosial,
kesiapsiagFum dan metigasi bencana, kemitraan dan pengelolaan
logistik bencana, bantuan sosial, kepesertaan dan jaminan sosial;
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c pelaksanaan koordinasi kegasama dan kemitraan dengart unit
kerja/lcmbaga a1au pihak ketiga dibidang perlindungan dan jaminau
social;

d. pclaksanaan koordinasi, fasiliLasi dan pembinan tugas dibidang
jaminan aosial;

e, pdaksanaan monitoring, evakiasi dan pclaporan terhadap
pelaksanaan fuga» dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

f. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberilcan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan penjndang-undangan.

Paragraf 5
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 2.10

|lj Kepala Bidang Rehahilitasi Sosial mempunyai togas mcnyclenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang, rehabilitasi sosial sesuai
dengan ketentuan peraturan pcnindangutidangan

(2| Unruk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ.
Kepala Bidang Rehabilii^si Sosial menyelenggarakan fungsi.
a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang rehabillmsi

sosial;
b. penyusunan rencanaan dan program kegiatan dibidang rehabilitast

sosial;
c. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan dibidang rehabihinsi

sosial; dan
d. pclaksanaan monitonng, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang

rehahilitasi sosial.

f3| Untuk menyekrnggarakan fimgsi sebagaimana dimaksud pada ayat |2J.
Kepala Bidang RehabiJitasi Sosial mempunyai uraian tugas;
a memimpin dan menyusun rencana sena program kerja dÉbidang

rehabiMasi sosial yang menjadi tugas dan kewenangannyai
b. perumuskan kebijakan. rehabilitasi sosial penvandang diaabilitas

fisik, mental, scnsorik, intelektual ganda dan eks penyakit kroriis,
korban penyalah gunaan NAPZA. Bekas Warga Binaan
Permasyarakatan fBWBPl. korban tindak kekerasan. korban
perdagangan orang, eks tuna susila, gelandangan, pengemis. orang
dengan HIV, ballta irrlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan
hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta
lanjut usia

c. mdak&anakan koordinasi dengan ïJinas/Instansi terkait dan
Lembaga sosial masyarakat dalam rangka pengendalian
penyelenggaraan ktgintan dibidang rehabilitasi sosial;

d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penvandang
disabilitas fisik, mental, sensorik. intrléktual ganda dan eks penvakit
kronis, kortjan penyaiah gunaan NAPZA, Hekas Warga Binaan
Permasvarakatan [BWBP], korban ündak kükerasan. korban
perdag^ngan orang, «ka tuna susila, gelandangan, pengemis. orang
tienman HJV. bnhta terlamur, anak terianter, anak Ixmhadapan d^ng^n
hukum, dan anak yang memerluJian perlindangan khusus sérta
lanjut usie;
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e. pelaksanaan bimbmgan leknts dan peïayanan terhadap penyandang
disabilius fi^k, mental, sensorik, imdekiual ganda dan eks penyakit
kronis, korban pertyalah gunaan NAPZA. Bekas Warga Öinaart
Permasyarakatan (BWBP), korban ünclak kckerasan. korbar]
perdagangan orang, eks tuna susila, gelandangan, pengenus. orang
dengan H1V, balita terlamar, anak terlanrar, anak herhadapan dengan
hukum, dan anak yang memeriskan perlindungan khusus serta
ianjut usia:

f pemantaban, evaluasi dan pelaporan rchabüitasi sosia! penyandang
disabilitas fisik. mental, sensonk. intelektual gaoda dan eks penyakit
kronis, korban penyalah gunaan NAPZA. Bekas Warga Binaan
Permssyarakatan (HWBP), korban dndak kekerasan, kcwban
perdagangan orang, eke tuna stlsila, gelandangan. pengemis, orang
dengan H1V, balita lerlantar. anak terlantar, anak berhadapan dengan
huküin. dar anak yang memerlukan perlindungan khusus serta
lanjut usia, dan

g. pclaksanaan tugas dinas iainnya yang diberikan oleh pimpinap untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan pernndang-undangan.

Paragraf 6
Hidang Pembcrdayaan Social dan P&nanganan Fakir Miskin

Pasal 211

(!) Kepala Btdang Pembetdmaan Sasia! dan Penanganan Fakir Miskin
mempunyai tugas Tnenyelenggarakan perumijsan dan pelaksanaan
kebijakan. dibidaiig pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
sesuai dengan ketentuan perundang’undangan,

(2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud paria ayat (tj, KepaJa
Bidang Pemberdavaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
menyekmggarakan fungsi:
a. peny&pan perumuBan. kebijakan pembcrdayaan dibidang

ptmberelayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
b. pelaksanaar kebyakan, dibidang pernberdayaan sosiaJ dan

penanganan fakir miskin;
C- penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
d. pembenan bimbingan teknis,supervisi dan pendampingan dibidang

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
e. pemberian stimulant bagi usaha dibidang pemberdayaan aosial dan

penanganan fakir miskin.
f. pelaksanaan, pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama baik sosial

maupun ckonomi dan mengadakan keijasama dengan lembaga sosial
ekonomi.

g. pelflksaman monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan mgp& dan kegiatan Stdang Pembtnriayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin yang telah dilakssnakan kepada pimpinan;
dan

h. pekiksanaan tugas dinas lainnya yang dibenkan oleh pimpinan unuik
keiancarun peJaksanaan tugas herdasarkan standar norma dan
pcraturan perunriang-undangan.
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BAB XXI
DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesam
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 212

(1) Dinas mcrupakan unwur pelaksana urusan pcmerimahan dibidang
Perbubungan

(2) Dinas dipimpin oleh Kepah. Dinas yang berkedudukan dibawah dan
berLanggungjawab kepada Bupati rnelalui Sekretaris Daemh.

Paragraf 2
Tugasdan Fungs!

Pasal 213
fl J Dinas mempunyai tugas membantu Bupad dalam melaksanakan urusan

pcmerintahan dibidang perhubungan tang menjadi kewenangan Daerahdan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

f2) Untuk mdaksanakan tugas sehagaimana dimaksud pada aval (1), Dinas
menyelenggarafcan fungsi :
a perumusan kebijakan dibidang perhubung^n;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan;
c. pelaksanaan. evaluasi dart pelaporan bidang perhubungan;
d. pekiksanaan admimstrasi dinas dibidang perilubungam dan
a. pekiksanaan fungal lain yang diberikan oleh pimpinar sesua: dengan

tugaa dan fungsinya.

Baginn Kedua
SusUnan Organisasi

Paaal 214
(1| Susunan Organises! Dinas Perhubungan terdlri atas :

a Kepala Dinas;
b, Sekretaria^ terrim aias:

1. Suh Bagian Umwn dan Perencanaan; dan
2. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Lain Lintas. terdiri atas:
L Seksr Manajemen Lain Lintaa;
2, Sekai Rekayasa Lain Lintas; tian
3. Kelompok Jabatan Fung&ional,

d Biriang Teknik Saraua dan Prasarana. terdiri aias:
1 Sekst Teknik Sarana;
2. Seksi Teknik Prasarana; dan
3. Kelompnk Jabatan Fungsfonak

e. Bidang Angkutan dan Kcselamatan, terdiri alas:
1. Seksi Angkutan Penumpang;
2 Seksi Argkucan Barang; dnn
3. Kclompok Jabatan FungsionaJ.

f. Kelompok Jabaian Fungsional; dan
g Unit Pfckiksana Teknis.
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(2| Sekteianat seUagHimarm dimaksud pada ayat (1| hunif b, dipirnpin oleh
seorang Sekretans yang berada dihawah dan bertangguiig jawab kepada
Kepala Dinas,

[3] Bidang schagatmana dimaksud pada ayat (I| huruf cF hurufd, dan huruf
e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan hertanggdng jawab kepada Kcpala Dinas.

(4| Sub Bagian scbagaimanB dimaksud pada ayat fl) huruf b, dipirapin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yangberada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris,

(5] Seksi pada masing-making bidang dipimpin oleh penning Kepala Seksi
yang berada di bawah dan btrtanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(61 Keiompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (U
huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua
Kelomppk dan bcnanggung jawab kepada Kepaia Dinas.

[7] Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf g.
dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada
dihawah dan bertanggung jawab kepada Kcpala Dinas,

(8) Hagan Struktur Örganisast Dinas Perhubungan sebagaimana terrantum
dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari
Peraturan Bupati ini,

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Faaal 215

(0 Kepala Dinas iziempunyai togas membantu Bupat dalam melakaanakan
urusan pemerinlahan dibidang perhubungafi yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daernh.

(2) Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1|. Kepala
Dinas menyelengga.rakan fungsi :
a. pcnyusunan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Perhubungan

yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. penimusan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan

pemerinlrih tian pelayanan umum di bidang perhubungan;
c penyelenggaraan pembinaan pengurus bidang perhubungan;
d. pengaiuran kebijaksanaan teknis aebagai pedoman, pemberian

bimbingan dan perijinan bidang perhubungan skala Kabupaten
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

r pclaksanaan pembinaan perspnü, pembiayann dan sarana dan
prasarana dinas di unit keijanya;

f. pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
yang berhübungan den^m bidang perhubungan dalam rangka
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,
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g pelaksnnaan monitoring, evaluasi dan pelaporah terhadap
pelaksa.naan waas dan kegiaran yang telah dilaksantikan kepada
pirapinan; dan

h. ^iaksanaan Lugas dtnas lamnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancamn pelaksanaan tugas bendasarkan standar norma dan
peraturan peründang-undangan.

Paragraf 2
Secretariat

Pasal 216

(1] Sekretans Dinaa mempunyai togas mcngpordinasikan dan
menydenggarEikan kegiatan kesekretariatan, pengdolaan keuangan dan
pelayanan admiaiscrasi paria seturuh unit organisasi di lingkungan Dinas
serta melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan

(2| Urituk mdaksanakan tuga*J aebagaimana dimaksud pada ayal {Ij,
Sekretaris menvelenggarakan fungsi:
a pengoordinasian pdaksanaan kegiatan dilingkungpn Sekreiariat

Dinas yangmenjadi tugaadan kcwenangannya;
b, pcnviapan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan Lugas dan

penyusunan program kerja;
c. perencanaan anggarnn btaya yang diperlukan untuk satu tahun

anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang tdah
dikeluarkaii serta membuaL laporan pelaksanaan kegiatan pada
punpinan:

d. pengoordmasian kegiatan yang akan diiaksanakan pada atasan dan
bidang-bidangyangada di tingkungan Dinasi

e. perniapan pereneanaan dan kebijakan tcknis pcngembangan
kesekretnnatan clan administrasi umum;

f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan, rumah tangga
[periengkapanj, administ.rasi kepegawatan dan keuangan;

g. penyusunan rencana evs.luasi dan laporan pelaksanaan program
kerja.

h. peiaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang beraad dan dana
APBD dan APBN dengan melaparkan h&sü pengadaan kepada Badan
Keuangan dan Aset Daerah disenai dengan penyeralian 8PKB dan
surar administrati lamnya;

L pelaksanaan monitoring, evaluaai dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

j. melaksanakan tngas lainnya yang diberikan oleh pimplnan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar Ewnna dan
peraturan perondang-undangan.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Perencanaon

Pasal 217

JU Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai togas
menyiapkan bahan dalnm rangka memhantu melaksanakan penjaharan
kebljakan uknis dibidang sub bagian umum. kepegawaian dan
perencanaan



(2j Untuk melaksanakan tugaü sebagalmana dimaksud pada ayat (l]f Kepala
Sub Bagian Umum dan Pcrencanaan merryelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan dalam menyusun rencatia keqa Sub Bagian Umum

dan Perencanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. pcnyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiaun di sub bagian umum dan pereneanaan;
c pelakaanaan urusan administrasi surar menyurat dan kearaipam
dr memihih. mengkIasifiksafkan dan mengagendakan arsip surat

menyurat menurut jenisnya.
e. pelaksanaan pengadaan peralatan kantor sebagai penunjang

kelancaran tugas;
f. penyusupan dan melakstmakan administrasi kepegawaian meliputi

Liru&an kemdlcan pangkat dan kenaikan gaji berkala, sens
pendidikan dan pdatihan pttgawai dr lingkurtgan Dinas:

g. pengumpulan. menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja
di Hiigkungun Dinas;

b. pdaksanaan urusan pengoiahan administnaisi keijegawaian secara
umum di lingkungan Dinas;

i. inventarisaHi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas
untuk dikoordinasikan kepada arasan guna mencari pemccahan
masalah:

j, penyiapan bahan pengadaan kendaraan dinas berasal dari dana
APED dan APBN dengan mclaporkan basil pengadaHn kepada Badan
Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan penycrahan BPKE dan
surat administrasi Jainnya;

k. penyusunan Rencana Angg^ran Kega (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPAR

1. penyusunar dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester
dan taHunan pelaksanaan program Dinas, semester dan lahunan
pelaksanaan program perencanaan;

m. penyiapan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang
perencanaan.

n penyiapan bahan dalam perencanaan program pembangunan bidang
pendapatan, pengelola keuangan dan barangmilik daerah;

Oh pelakSanaari monitoring, evaluasi dan pelaporan rerhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kcpada
pimpinan;

p. pelaksanaan tngas lainnya yang diberikan oleh pimpinan unTuk
kelancaran pclaksanash tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sub Bagian Kcuangan

Fasal218

{]] Kepala Sub Eagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan
mengoardinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja,
melaksanakan kegiamn perbendaharaan, pembukuan dan veriSkasi aena
melaksanakan pelaporan ataa [eaJisasi petaksanaan ke^amn keuangan
Dinas.

(2] Untuk melaksanakan tugas sebagannana dimsksud pada ayal [lb Kepala
Sub Bagian Kcuangan mcnyelenggorakan fUngsi;
a. penyjapan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian

Kcuarigan yang menjadi tugaa dan kewenangannya;
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b. penyiapan bahan kebijakan, melakaanahan pembinaan dan
mengoondinasikan kegiaran dj bapan keuangan;

c. melaksanakan pengelolann administrate keuatigan dan kegiatan
perbenda.haraan:

d. meneUü krlengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan
{SPP-UP| pengadaan barang dan jasa yang disarnpaikari oleh
Bendahara pengeluaran dan diketahui o!ch Pejabat Pfelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK);

r. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaari
[SPP-UP], Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat
Perintah Pembayaran Tambah Uang {SPPTÜ), Surat Perintah
Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Fegauai Negen
Sipil fPNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diiyiikan
bendahara pengeluaran;

f pelaksanaan uerifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPPj;
g. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM|;
h pelaksanaan verifikasi hanan atas penerimaan;
i. pelaksanaan akuntanwi Satuan Keqa Perangkat Daerah (SKPDh
j penj'iapan bahan dalam melaksanakan daji mengkoordinasikan

rencana kegiatan yang telah dfprogramkan;
k. pelaksanaan monitoring evaluaai dan pelaporan terhadap

pelaksanaan wgas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

I pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
ketancaran pelaksanaan tugas berdaaarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bidang Lalu Lintas

Pasal 219

(1) Kepala Bidang Lala Llntas mempunyai tugas melaksanakan r membina
dan mengoordinasikan scrta menyelcnggarakan sebagian tugas Dinas
dibjdang lalu lintas,

(2) Untuk menyelenggarakaii fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
Kepala Bidang Lalu Lintas menyelcnggarakan fungsi
a pemaisunan rencana serta program kerja dibidang lalu lintas vang

menjadi tugas dan kewenangannya;
th perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengpordinasikan kegiatan dibidang lalu lintas;
c pengoordinasian kegjatan dibidang lalu lintas;
d. peneiapan arah Lransportasi dalam Kabupatcn dan analisis dampak

lalu lintasnya;
e perumusan kebijakan pelakaanaan penetapan Kelas jalan dan bacas

kecepatan:
f perigawasan dan pengendalian permijudan jaringan transponasi

jalan Kabupalen;
g. pengoordinasian sistem informasi kecelakaan lalu lintas hngkat

kabupaten,
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pHakaanaim tugas dan kegiatan yang telah dilalcsanakan kepada
pimpinan: dan

i. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdauarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 6
Seksi Manajemen Lain Lintas

Pasal 220

(Ij Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapksn
bahan dalam rangka membantu melaïcsanakan pcnjaliaran kebijaltan
teknis dibidang manajemen lalu lintas,

(2) Untuk mdaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sekst Manajemen Lalu Lintas memelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk dibidang manajemen lain

lintas;
b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengoordinaaikan kegiatan dibidang manajemen lalu lintas;
c penyiapan bahan perumdsan kebijakan teknis dibidang manajemen

lalu lintas;
d. penyiapan bahan guna menetapkan arah tansportasi da!am

Kabupaten;
e pengnordinaaian dan melaksanakan prioritas angkutan massa]

melalui penyedian tajur atau jalur atau jalar khusus ;
f. pengoordinasian dan meïaksanakan pemaduan berbagai moda

angkutan;
£ pelaksanaan dan penyiapaii bahan koordinasi dengan instansi terkait

dibidang manajcmcn lain lintas;
h. inventarisasi dan anali&s ketersedian dava rampung jalan dan

krndaraan;
i. pelaksanaan Inventarisasi dan ana.ï.isis dampak lalu lintas. penetapan

kelösjalan dan baias kecepatan,
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapnran Krhadap

pidaksanaan rugas dan kegiaran yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

k. pelaksanaan tugau dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
keJanCfUiw pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Seksi Rckayasa Lalu Lintas

Pasal 221

(IJ Kepala Seksï Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas mcnpapkan bahan
dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknia
dibidang rckayasa ïalu lintas,

(2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimans dimaksud paria ayat (l)t Kepala
Srksi Rekayasa Lahi Lintas menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pcnyusunan petunjuk di bidang rekayasa 1alu

lintas;
b penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengoordinaeikan kegiatan dibidang rekayasH lalu lintas.
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang rekayasa lalu

lintas;
d. penyiapan bahan dalam rangka mengawast dan mengenriaTiksn.

penvujudan jriringan transportasi jalan Kabupaten,
e penyiapan bahan dalem rangka pelaksanaan sistem infomiasi

kecelakaun btdanglalu lintas;
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L identjfikasi masalah lalu lintas dan inventsrisasi sena aniisis situasi
arris lain iintas:

g. penyusunan dan menyiapkan bahan peneiapan rencana kebijakan
pengaturan penggunaan jaringan jalan dan geraken 1aJu Iintas;

h. optimaHsasi operational rekayasa lain Iintas dalam rangka
meningkatkan ketertiban. kelancaran dan efektifas penegakan
hukum;

i. pdaksanaan monitoring, evaJuasi dan pdaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan vang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

j. pdaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan lugas berriasarkan standar norma dan
peraturan pertindang-undangan.

Paragraf 8
Btdang Teknik Sarana dan Prasarana

Pasal 222

(t] Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
melaksanakan, membina dan mengoordinasikan seria inenveienggarakan
sebagian tugas Dinas dibidang teknik sarana dan prasarana
perhubungan.

(21 Utltuk melaksanakan lugas sebag^imana dimaksud pada ayat f I), Kepala
öidang Teknik Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan renrana serta program kerja di bidang teknik sarana dan

prasarana yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. perumusan kebijakan. melaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiatan dibidang teknik sarana dan prasarana;
c. pemberian perünnan Lerkait bidang sarana dan prasararta

perhubungpn:
d. penyiapan dan merumuskan pelaksanaan pemhangunan dan

penvelenggaraan pengoperasian terminal dan dermaga,
e. penentuan lokasi. pengadaan, pemasangan, pemeüharaan dan

penghapusan rambu-rambu lalu Iintas, marka jalan dan alat
pemberian isyarat lalu Iintas dan alat pengendali dan pengaman
pemakai Jalan aerta fösilitas pendukung dijalan;

f. pelaksanaan penyelenggaraan perpakiran kendaraan bermotor,
pengembangan pengelolaan temp&t parkin

g. penyiapan dan memmuskan retribuei pelayanan jasa terminal,
dermaga dan parkir;

h. penyiapan. merumuskan dan melaksanakan metengkapi
perlengkapan fasilitasdan pelaksanaan jasa terminal dan dermaga;

L peUksanaan mcmiioringh cvaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksartaan uigas dan kegiaran yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

j. pelakaanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan antuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
prraturan perundang^undangan



Paragraf 9
Seksi Teknik Sarana

Pasal 223

[1) Kepala Seksi Teknik Saram mernpunyai tugas menyiapkan bahan dalam
rangka membantu melaksanaksn penjabaran kebijakan teknis dibidang
sarana perhubungan.

[2} Untuk mftlaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat U|. Kepala
Seksi Teknik Sarana menyelenggarakan fungsi
a_ penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi teknik sarana

yang menjadi mgas dan kewenangannya;
b. penyiapan baban kcbijakam mela.ksanakan prmbinaan dan

niengourdinasikan kegiatan dibidang sarana;
c penyiapar ba han perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian

dengan kegiaran dibidang teknik sarana;
d. penyiapah bahan pengadaan sarana perhubungan darat, udara dan

pelabuhan danau/sungai lokal;
e, penyelengghtaan pengadaan sarana moda transportasi.
f. pelaksanaan perbalkan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan

serta perlengkapan jalan yang tidak berkalian langsung dengan
Pengguna Jalan;

g. pelaksanraan pengadaan.. pemasangan, perbaikan dan penial iharann
perlengkapan jalan yang berkaitan lahgsung dengan pengguna jalan:

h. penyiapan bahan dalam rangka menecapkan Iokas: terminal dan
dermaga;

1, penviapan bahan rancangan bangun Terminal, Dermaga. Bandana
balk baratig ma upun penumpang;

j. penyusunan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan
pembangunan dan penyelenggaraan pengoperasian terminal dan
dermaga;

k. penyiapan bahan pcmbenan surat Ukur, surat tanda pendaftaran dan
tanda pendaftaran, seniSkasi kelayakan kapa! dan surat tanda
kcbangsaan kapal, sungai, danau dan laut;

1, penyiapah bahan Pembangunan Angkutan Sungai, Danau dan
Peyeberangan lASDH;

m. perumusau dan melaksanakan retribusi pclayanan jaaa terminal dan
dermaga; dan

n. pelaksanaan nigas dinas lairtnya yang diberikan oieh pimpinan untuk
keiancaran pelaksanaan tugas berdasark-an standar norma dan
peraturan penindang-iindangan.

Paragraf 10
Seksi Tekmk Prasarana

Pasal 224

{Il Kepala Seksi teknik Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan
dalain rangka mentbdntu mekdtsanakan penjabaran kebtfakan teknia
dibidang pranarans.

(21 Untuk melaksanakan tiigas sebagaimana dimaksud pada ayat [1 ). Kepala
Seksi teknik prasarana menyelenggarakan fungsi
a. penytapan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi praaarana

yang menjadi tugasdan krweiiangannya;
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b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pcmbinaan dan
mengoordmastkan kcgiatan di bidang teknik prasarana;

c; penyiapan bahan daiam rangka menentukan tokasi. pengadaan.
petnasangan, pemeliharaan dan penghapuaan rambu-rambu lahi
linus, marka jalan dan afat pemberian iayarat falu lintas dan afat
pengendak dan pengaman pemakai jalan serta fasüitas pendukung dt
jalan;

d, penyJapan bahan dalam rangka membuat dan menyajikan data teknis
prasarana Dinas;

e, penyiapkan bahan dalam melaksanakan pemungutan netribusi
lenninaJ;

L menyusttn dan merumuskan seria melaksanakan pelayananan ujs
berkala kendaraan fjermotor dan mdaksanakan pengawasau
terhadap bengkel umum;

g, menyusun, merumuskan, meiencanakan dan mengkoordinastkan
pelaksanaan akreditasi dan kualitas pcnyelenggaraan bcngkel umnm
dalam rangka pengujian kendaraan bermotor.

h. pcnyiapan dan mefaksanalian umt.uk mefengkapi perlengkapan jalan:
dan

L priaksanaan tugas dinas lainnya yang dibcrikan olehpimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan rugae berdasarkan stander nonua dan
peraturan pennidang-undangan.

Paragraf 1 1
Bidang Angkutan dan Kewelamaran

Pasal 225

(IJ Kepals Bidang Angkutan dan Keselamaian mempunyai lugas
melaksanakan, membina dan mengoordinasikan serta menyelenggarakan
sebagjan luges Dinas dibidang angkutan dan keselamatam

Uni.uk mefaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1], Kepala
Bidang Angkutan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rertcana aerta program keija di bidang angkuran dan

keselamatan yang menjadi tugas dan kcwenangannya;
b. perumusan kcbijakan, melaksanakan pembmaan dan

mengkoordinasikan kogratan dibidang angkutan dan keselamatan,
c. penyiapajï Bahan Keselamatan angkutan Darat, Sungai, Danau dan

Penyeberangan f ASDP );
d, penyiapan bahan guna melakaanakan kegiatan Pengujian Berkalü

Kendaraan Bennotar;
e pdaksanaan dan pengoordinasian kegiatan dibidang Kesalamaran

Angkutan, Uji kendaraan bennotor;
f penyusunan dan merumuskan, terselenggaranya pendidikan dan

pelatihan bagi tenaga mekanik dan pengemudi dan pembinaan
terhadap manajemen pcrusahaan angkutan umum,

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugaa dan kegiatan yang tclah dHaksanakan kepada
pimpinan; dan

h. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan unluk
kelaticaran pclaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 1 2
Seksi Angkutan Penumpa^

Pasal 226

fH Kepala Sekst Angkutan. Penumpang mempunyai tugas menyiapkan bahan
dalam rangka mcmbantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis
dibidang angkutan penumpang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sekst Angkutan Penumpang menyelenggarakan fungsi :
a penyiapaan balian penyusun pctunjuk teknis di fieksi angkutan

penurnpang yang menjadi tugas dan kewenangarmya;
h. penyiapan bahan kebijakan, meiaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegjalan dibidangangkutan penumpang;
c. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, kebijakan teknta dan

koordinasi kegmian dibidang angkutan penumpang;
d. penytapari bahan perencanaan dan Jumlah perpindahan orang dan

satu tempar ke tempat Iain dengan menggunakan kendaraan
diraang laluIintas jalan dan pcraian;

e. penyuqunan dan tnenghimpun data jumlah perpindahan orang dari
satu tempat ke ternpat lain dengan menggunakan kendaraan
diruang laid lintas jalan dan perairan,

f. pelaksanaan inventarisasj dan analisis ket.eraedian daya tampung
angkutan penumpang;

g. jxtrumusan dan merencanakan penytisunan renea.na umum
jaringan trayek dan mengeluarkan Izin Trayek;

h. pcnyusunan dan merumuskan penetapan tarif angkutan
Penumpang, merumpskan dan mefaksanakan Lain kepada
perusahaan angkutan umum,

i. pemberian rekomendaai pengoperasian kapal untuk lintas
penyebrangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.

j. pengawasaxi pengoperasian penyclenggara angkutan sungai. danau
pada janngan jalan kabupaten;

k pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapöran terhadap
pclaksanaan tugas dan kegiatan yang Lelah ddaksanakan kepada
pimpinan; dan

I. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan ateh pimpinan
untuk kelancarap pelaksanaan tugaa berdasarkan standar norma
dan peraturan perutidang-undangan.

Paragraf 1 3
Seksi Angkutan Barang

Pasal 227

[IJ Kcpala Angkutan Barang mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam
rangka membamu mclaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang
angkutan barang.

(2) Untuk mdaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (IJ, Kepala
Seksi Angkutan Barang merryetenggarakan fungsi .
a. penyiapan baban pcnyusunan teknis di aeksi angkutan barang yans

menjadi tugas dan kewenanganpya;
b, penyiapan fsahan kebijakant zndaksanakan pembinaan dan

mengpordinasikan kegiatan di bidang angkutan barang.
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c. penyiapan bahan perencanaan. pelaksanaan. kebijakan tckms dan
koordmast kegiatan dibidang angkutan barang,

d. penyiapan bahan perencanaan dan jumlab perpindahan Barang dari
satu tempar ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang
lalLi Bnrss jalan dan peraian;

e. penyusunan dan menghimpun datajumlah perpindahan Harare dari
satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang
lain liritas jalan dan jwrairan;

f inventarisaai dan analisjs kctersedian daya (ampung angkutan
barang;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ddaksanakan kepada
pimpinan; dan

h, pelaksanaan uigas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinap untuk
kelancaran pelaksanaan tugas terdasarkan standar nomia dan
pcnaturan pnrundang-undangan.

BA0 XXII
DINAS KOMUNIKASl DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Kedudukan. Tugas dan Fungsi

Paragaraf 1
Kwludukan

Pasal 228

(1) Dmas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang
Komumkasi dan Informatika yang menjadi kcwenangan Daerah dan
lugas pembantuan yang diberikan kepada dacrah

{2} Dmas dipimpin oteh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
tenariggung jawsb kepada Bupati melalui Seknetaris Daerah.

Paiagaraf 2
T gas dan Fungsi

Pasal 229

(tj Dinas mempunvai tugas membamu Bupati dalam melaksanakan urnsan
pemerintahan di bidang komunikasi dan infórmatika vang tnenjadi
keuenangan daerah dan tugas pembamua.n yang diberikan kepada
daerah.

(2) Untuk melaksanak&n rugas scbagaimana dimaksud pada ayat (L] Dinas
menyeienggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakart di bidang komunlkasi dan informatika;
b. pelaksanaan kebijakan di bidangkomunikasi dan informatika;
c pelaksanaan. evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan

mfonnatika;
d. pelaksanaan administrasi ciinas di bidang komunikasi dan

informatika; dan
e. pefoksanaan fangst lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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Bahian Kedua
Susunan Örganisasi

Pasal 230

111 Susunan Organisasl Dinas Komunikasi dan Informsdka terdin atsu:
a. Kepala Dinaa;
b. Sekrctariat, terdiri atasj

1 Sub Bagian Umurn dan Perencanaan; dan
2 Sub Bagian Keuangan.

c. Bidding Komunikasi dan Informasi Publrk, terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional;

d. Bidang Aplfkasi Informatica, terdiri ataG Kelompok Jabatau
Fungsional;

e. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri aras Kelompok Jabatan
Fungsionak

f Kelompok Jabatan Fungsionat; dan
g Unit Pclaksanaan Teknis Dinas.

(2| Secretariat sebagaimana dimaksud pada aval [I| huruf b. dipimpin olrh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf c, huruf d. dan huruf
et making-masing dlpimpin olch seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Dinas,

{4] Sub Bagjan sebagaimana dimaksud pads ayat (H dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

(5} Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksLid pads ayat (1}
hutuf (T dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepa.la Dinas.

16| Unit Polakeana Teknis srbagaimana dimaksud pada ayai (I] huruf g.
dipimpm oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di
bawah dan beiT&nggung ja^b kepada Kepala Dinas.

|7| Bagan Struktur Org^msasi Dinas Komunikasi dan Infonnaukn
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peratunan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Rasa! 231

fl) Kepala Dinas mempunyai tugas membarttu Bupatï dalem meIaksanakan
ÜTUsan Pemeriniahan dibtdang Komunikasri dan Informatica yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada daerah
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(2J Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Kepala
Dinas memeicnggaran fïmgst:
a pengoordinaslan pelaksanaan kegiatan di Bngkungan Dmas yang

menjadi tugas dan kewenangarmya.
b. perumusan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan
infannatika;

c. pelakaanaan pémbinaan. koordinast pengendalian bidang
komumkasj dan infarmaTika;

d. pclaksanaan kegiatan penatausahaan Dlnas:
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporaii terhadap

pelaksanaan nagas dan kegiatan yang telah di!aksanakan kepada
pimpinan; dan

f pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan o1eh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdaaarkan standar nonnn
dan peraturan perundang-undangan*

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 232

(0 Sekretaris mmpunyai tugas mengpordinasikan dan menydenggarakan
kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan
administrast paria seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas serta
melaksanakan pcnyusunan program. evaluasi dan pelaporan.

(2) Untuk mdaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayax (1),
Sekretaris menvoienggarakan fungsi
a. pengoordimisian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sckretariai yang

menjadi tugas dan kewenangannya;
b. penyiapan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan

penyusunan program keqa;
c. pereneanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun

anggaran dan mengevaluaöi penggunaan biaya yang telah
dikeinarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada
pimpinau:

rk petigDonlmasian kegiktan yang akan dilaksanakan pada aiasan dan
bidang'bidang yang ada di lingkungan Dinas ;

c penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan
kesckretariatan dan administrasi umum:

f. penyelenggaraan urusan kesckretariatan, rumah taiigga
(perlengkapanj, administrasi kepegawaian dan keuangan.

g, penyusunan rcncana evaluasi dan Iqporan pelaksanaan program
keija:

h. pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana
APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan
Keuangan dan Aset Daerah diserLai dengan penyerahan BPKB dan
surdt adm.tnistTBsl lainnya;

L pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

jx pelaksantian ï.ugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan unttik
kelancaran pelaksanaan tu^as berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Pcrancanaan

Pasal 233

Hl Kepala Sub Bagian Umum dan Percneajiaan mempunyai tugas
menytapkan bahan rialam rangka membantu mclaksanakan penjabaran
kebijakan tekhis dibidang sub bagfan umum, kepegawaian dan
perencanaan,

P) Untuk melaksanakan tugas sebagaiinana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan menyelcnggarakan fungsi:
a. penyiapan baban dalam menyusun rencana ktrja Sub Bagian Umum

dan Pfcrencanaan yang menjadi mgasclan kcwenanganiiya,
b. pepyiapan bahan kebijakan, mdaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiatan di sub bagian umum dan perencanaan:
c. pelaksanaan urusan adtninistrasi surat menyurat dan kcarsipan;
d- memilah. mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat

menvumi menurut jenisnya;
e pcLaksanaan pengadaan peralatan kantor sebagai penunjane

kdancaran hjgas;
f penyusunan dan melaksanakari tufministrasi kepegawaian meliputi

urusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, sma
pendidikan dan pelatihan pegawai di hngkungan dinas;

g. pengumpuJan, menjaga dar) merawat perjengkapan dan faaüitas keqa
di lingkungan dinas;

h. peteksanaan urusan pcngolahan admimstrasi kepegawaian secant
umum dilingkungan din&sh

j. inventarisasi permasalahan yang trmbul dalam pelaksanaan Lugas
untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan
masaJah;

j. penyiapan bahan pengadaan kendaraan dinae berastal dan dana
APBD dan APBN dengan meiaporkan hasii pengadaan kepada Badan
Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan pcnyerahan BPKB dan
surat administrasi lainnya:

k. penyuaun Rcncana Anggaran Keija fRKAf dan Dokdmen Pelaksanaan
Anggaran fDPA);

1 penvusunan dan menyampaikan laporan buianan. triwulan, semester
dan tahunan pelaksanaan program dinas. semester dan tahunan
pelaksanaan program perencanaarn

m. penyiapan bahan dala, evaluasi dan pelaponan dalam btdang
perencanaan;

n, penyiapan bahan dalam pfrencanasn program pembangunan bidang
pendapatan, pengetóla keua.ngan dan barangmiiik daerah:

o. pclaksanaan monitoring, evaluam dan peïaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang tclah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

p. peiaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pirnpinan untuk
kelancaran pelaksanaan LUgas bendasarkan standar norma dan
peraturan perundang-midangan.
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Paragraf 4
Sub Bagian Keuangan

Pasal 234

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai lugas mdaksanakan dan
mengoordinasikan rencana anggaran pendapatan cian belanja.
melaksanakan kegiatan perbendaharaan. pembukuan dan verifikasi serta

melaksanakan pelaporan alas reatisasi pelaksanaan kegiatau keuangan
dinas

(2) Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kepala Sub Bagian Kcuangan menyelenggarakart fungar
a, penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian

Keuangan yang menjadi tugas dan kewenan&mnya;
b, penyiapan bahan kebijakarv melaktanakar» pembinaan dan

mengoordinasikan kegiatan dibagian keuangan;
c. pelaksanaan pengelelaan administrasi keuangan dan kegiatan

perbendshaman:
d meneliti kelengkapan Sural Penntab Pembayaran Uang Persediaan

fSFP-UPj pengadaan barang dan jasa yang disanipaikan oleh
Bendahara pcngeluaran dan diketahui oieh Pejabat Pclaksana Tekms
Kegiatan

e. menelib kelengkapan Surat Perinrah Pembayaran Uang Peracdiaan
(SPP-UPj, Sural Perintnh Pembayaran Gand Uang (SPP-GU), Surat
Perintab Pcmbayaran Tambah Uang (SPP-TUL Surat Perintah
Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan runjangan Pegawai Negen
Sipll |PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan
bendahana pengeluaran;

f. pelaksanaan verifïkasi Surat Penntah Pembayaran (SPP).
g. penyiapan Surat Perintah Membayar fSPM);
h. pelaksanaan verifikasi harian atas penenmaan;
i pelakaanaan akumansi Pcrangkat Daerah |PD);
j penyiapan bahan dalam melaksanakan dan niengkonrdinasikan

rencana kegiatan yang telah diprogramkan.
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
bimpinan. dan

I. pelakganaan uigasdinas lainnya yang diberikan oieh pimpinan untuk
kelancaran pdaksanaan i.ugas berdasarkan standar norma dan
[jeraturan perundang-tmdangHn

Paragraf 5
Bidang Komunlkasi dan informasi Publik

Pasal 235

(ll Kepnla Bidang Komunïkasi dan informasj Publik mempunyai wgas
inclakfianakan penyuaunan dan pelaksanaan kebijakari. dibidang
komunikasi dan mformasi publik.

(2| Untuk mclaksanakfin tug/is sebagaimarua dlmaksud pads ayat (1),
Kepala Bidang Komunlkasi dan Informasi Publik menyclenggarakan
fungsi:
a. penyusunan rencana sena program kcija dibidang komunikasi dan

infonnasi publik yang menjadl tugas dan kewenangannya.
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b. perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mengoordinasikaLi kcgiatan dibidang komijmkaai dan informasi
publik;

c. pelaksanaan dan pengaardinasian kegtatan dibidang komunikasi dan
informasi pubHk;

d. penyusunan dan menganalisa data sens penyiapan data dslam
rangka pelayanan informasi pnblik dan perencanaan pembangunan
daerah;

e, pelsksanaan sistem dan indentifikasi informasi daerah:
f. peiaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana infoi-maai publik;
g. pclaksanaan program dokutmentasi dan publikasi,
h. pelaksanaan program pengembangan informasi melalui kerja samiï

dengan insmnsi terkait;
i. pembenan pertimbanga.n teknis kompulerisaai dan telemalika kepada

organisaai perangkal daerah;
j. menyelenggarakan so^ialisaai dibidang informasi publik di lingkungan

Pemerinrah Daerah;
k. kerjasama teknik dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan

pengolaban data elektromarika;
I. pelaksanaan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis serta

evaluaat srandansasi prosedur teknis komunikasi publik:
m. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP). Standar Operasiona!

dan Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sis(*m
Pengendalian Intem fSPI| dibidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik dilingkungan Penierintah Daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakun nasional dan Pemenntab Daerah, penyediaan
konten lintas sektoraJ dan pengelolaan media komunikasi publik,
pelayanaii informasi publik, layanan hubungan media, penguaian
sumberdaya komunikasi dan penyediaan akses informasi;

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan cerhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan. dan

o. pclaksanaan tdgas dinas laïnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan togas berdasarkan standar norma dan
pcraturan perundang-undangan.

Paragraf G
Sidang Aplikasi Informatïka

Pasal 236

(1| KepaJa Bidang Aplikasi Infonnaiika mempunyai LUgas melaksanakan
penyusunan dan pclaksanaan kebijakan dibidang aptikasi informatika.

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pads ayat (1).
Kepala Bidang Aplikasi Informarika rnenvelenggarakan fongsi:
a. penyusunan lencana seita program kega dibidang aplikasi

inïbrmatika yangmcnjadi tugas dan kewenangannya;
b, penyiapan bahan rumusan kebijakan teJcnis dibidang aplikasi

infonwitika;
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C. perencanaan dan prlaksanaan kegiatan dibidang penyediaan akses
informasi layanati infraatruktur data center, disaster recovery center
dan TIK, Layanan pengembangan intranet dan penggimaan akses
internet, layanan cistern komunikasi intra kabupaten, layanan
keamanan informasi, manajeman data dan informa&i e-^i^m/nenr,
layanan pengembangun dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi.
imegrasi layanan publik dan kepemerintahan. pcmeknggaraan
ekosistem TIK snian city, pengentbangan sumber daya TIK
Pemerintah Daerah dan layanan domain dan sub domain;

d. penelaah data/informasi sebagai bahan perumusan kehijakan umum
dan teknis operasional pengembangan aplikasi infomatika;

c. meneliti dan pengkajian ilmu pengetahuan dan Aplikasi Informasi;
f pelaksanaan monitoring, cvaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan togas dan kegiatan yang teiah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

g. pelaksanaan LUgas dinas lainnya yang diberikart oleh pimpinan uniuk
kelanreran pelaksanaan tugas beniasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Bidang Statist!k dan Persandian

Pasal 237

(H Kepala Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang
statistik dan persandian.

(2) Umuk rnelaksanakan Lugas sebagaimana dimaksud packt ayhl (1j,
Kepala Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:
a, penyusunan rencana serta program kcrja di bidang statistik dan

persandian yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b perumusan kebjjakan teknis, dafom menyelenggarakan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum dibidang statistik dan
persandian;

c. perumusan kebrjakan teknis bidang statistik dan persandian yang
mellputi pengumpulan dan pengolahan data statisiik.
penyetenggaraan pembinaan SDM, peralatan sandi, sistem sandk dan
sistem operasianal dan pengendatian persandian;

d. pelaksanaan Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Lintuk
tnendokumentaaikan dan mempublikasikan data Statistik dan basil
penelitian dan pengembangan KabUpaten;

e. pelaksanaan kerpsama dibidang statistik dan persandian dengan
lembaga penelitian dan merekomendasikan kegiatari penetitian dan
pengembangan yang relevan dengan potensi dan kondfoi Kabupaten:

f pembinaan dan pengpordinasian pelaksanaan fungsi operasionaS
pengamanan informas! pada unit Perangkal Daerah;

g. pengcwrdinasian penyelenggaraan pengamanan persandian;
h, pelaksanaan kerjasama teknik dengan pihak ketiga yang

berhubungan dengan pengalaban data elektromatika;
i- pengoordinasiran operasioual materil persandian;
j. melaksanakan peinberian layanan pcmeliharaan materil persandian

dan materil pendukungpersandian;
k, pelaksanaan penyiapan^ pemanfaatan dan pengembangan SOM

pei'sandian;
1. pelaksanaan pengawasan dan peugendaJian prnyclengganian

persa.ndian jajaran Pemerintah Daerah;
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m. pclaksanaan pembinwi dan pcrigöordinasjHn prnyetenggaraan
komunikasi dan sistem informasi sandt

ti. pembinaan jahatan fungsional dibidang stariatik dan persandian,
ö. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhaclap

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpman. dan

p. pdaksanaan Lugas dinaa tainnya yang diberikan öleh pimpinan unuik
kelancaran prlaksanaan Lugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangari

öaö xxin
DIMAS PERPUSTAKAAN DAN KEARS1PAN

Belgian Kcaatu
Kedudukan. Tugas dan Fungst

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 238

(IJ Dinas merupakan iirrsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
perpustakaan dan kearaipan didaerah.

{2J Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dtbawah dan
brrtanggung jswab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasai 239

(IJ Dinas memppnyai tugas mflmbantu Bupati dalam melaksanakan iirusan
pemerintahan dibidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi
kcwenangan daerah dan mgas pernbantuan yang diberikan kepada
daersh.

(21 Uniuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads aval [])„ Dinas
mcnyelenggarakan fungsi:
a. perumuöaR kebijEtkan dibidangperpusfakaari dan kttarsipan;
b. pelaksaraan kebijakan dibidang perpustakaari dan kearsipan:
c- pelaksanaan, eualuasi dan pciaporan bidang perpustakaan dan

kearsipan;
d. pelaksanaan admildstrast dinas dibidang perpustakaan dan

kcarsipan; dan
c. pclaksanaan fungsi tain yang diberilcan oleh pimpinan sasuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Kcdua
Susunan Organisesi

Pasal 240

(IJ Susurtan Organisasi Dinas terdiri atas :
a. Kepata Dinae;
b. Sekretariar., terdiri atas:

1. Sub Bagian Lbnüm dan Perencanaan, dan
2. Kelompok Jabatan Füngsional.
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c Bidang Layanan Puetaka dan Pembudayaan Gemar Membaca.
membawahi Kelompok Jabatan Fungsiönal;

d. Bidang Kearsipan. membawahi Kelompok Jabacan Fungsionak
e, Bidang Pengembangan KoJeksi. Pengelolaan, dan Alih Media,

membawahi Kelompok Jaliatan Fungsional:
f. Kelompok Jabatan Fungaional: dan
g, Unit Petaksanaan Teknis Dinas.

(2] Sekretariat sebagaima.na dimaksud pads ayat 0) huruf b. dipimpin dch
seorang Sekrctaris yang berada di bawah dan bertanggupg jawab kepada
Kepaia Dinas

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huruf c. huruf d. dan huruf
e, masing-masing dipi.mpln oleh seorang Kepala Bidang yang bcradfi di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

[4] Sub Bagian sebag^imana dimaksud pads ayat (1| dipimpin oleh seotang

Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretans.

(5) Kelompok JabaUm Fungsional sebagaimana dimaksud. pads ayai (1)
huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(6) Unit Pclaksana Teknis sebagaimana dimaksud pads ayat (]| hurul g,
dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di
bawah dan bectanggung jawab kepftda Kepala Dinas.

(7) Bagpn Stnjktur Organisasi Dinas Perpuatakaan dan Kcorsipan
sebagaimana tercantum dalam tarnpirBn XX11 yang merupakan bagian
tidak ferpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Paragraf I
Kepala Dinas

Pasal 241

(1} Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan kearaipsn yang
menjadi kewenangan döerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada daenah.

(2J Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepula
Dinas menyelcnggarakan fungsi:
a. pengoordinasian pelaksanaan kegiaun dilingkungan dinas yang

menjadi tugasdan kewenangannya;
b. perumuaan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan unisan

pemerintahan dan pelayanan umam bidang perpusrakaan dan
kearsipani

c. penetapan kebijakan operational perpustakwan dan kearsipan di
daerah sesuai dengan kebijakan National dan Provtnsi;

d. penyusunan program ketja sesua; dengan peraturan perundang-
undangan;
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e. penyelenggaraan kearaipan daerah pada Perangkat Daerah,
perusahaaTi swasta, organisasi kemasyarakatan/arganisasi politik,
lembaga pendidikan* kecamatan, dan pekon/kelurahan;

f pengawasan kearsipan daerah pada Organisasi Perangkai Daerah,
perusahaan swasta. organisasi kemasyarakaran /organises! politik,
lembaga pendidikan. kecamatan, dan pekon/kelurahan;

g. penydenggHtaan pengelolaan arsip dinamia dan arsip statis:
h. pcnyelenggaraan pelayanan dan pemanfaatan arsip, melaksanakan

peraturan yang berhubungan dengan bidang pcrp^atakaan dan
kearsipan dalam rangka meningkatkan mutu perpustakaan dan
kearsipan;

i. pelaksanaan monitoring, evaluaai dan pelaporan terhadap
pelaksanaan mgas dan kegiatan yang tclah dilaksanakan kepada
pirnpinan;

j pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpman untuk
kelancaran peTaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
pcraturan perundang-undangan

Paragraf 2
Sekretariai

Pasal 242

111 Sekretaris mempunyai togas mengaordinasikan daji menyelenparakan
kegiatan kesekmariatan, pengeiolaan keuangan dan pelayanan
administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas serLa
melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

(2J Untuk melaksti.nakan tugas sehagaimana dimakaud pEida ayat (1),
Sekretaris mcnyelcnggarakan fungsi:
a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekmarjat

Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b, ptnyiapan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan wgas dan

penyusunan program keqa;
c. perencanaan anggaran biaya yang diperlUkan untuk satu tahun

anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah
dikeluarkan serta membust lapoian pelaksanaan kegiacan pada
pimpinan;

d. pengeordinasian kegiaran yang akan dilaksanakan pada atasan dan
bidang-bidang yang ada di lingkungan dinas;

e. penyiapan perencanaan dan kebijakan (tknts pengembangan
kesekreUnatan dan administrasi umum;

f penyelenggaraftn urusan kesekretariatan, rumali langga
(pericngkapan), administrasi kepegau-aian dan keuangan;

g. penyusunan rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program
kerja;

h„ pelaksanaar psngadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana
APBD dan APBN dengan melapurkan basil pengadaan kepada Badan
Kcuangan dan Aset Daerah disertai dengan penyerahan BPK8 dan
surat adminisuasi lainnya;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporan terhadap
pelaksa naan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

j. peluknanfLan uiges lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kclancaran pelakaanaan togas ^rtiasarkan standar norma dan
pe.raturan pernudang-u nd angan.
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Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Percncanaan

Pasal 243

(1} Kcpala Sub Bagian Umum dan Perencanaan mernpünyai tugas
rnenyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran
kebijakan teknis dibidang uwum, kepegawaian dan perencanaan.

(2) Untuk nifflaksanakan tugas sehagaimana dimaksud pada ayat (IJ.
Kepala Sub Bagian Umum dan PerencMnaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan dalam menyusun rencana kcija sub bagian umum

dan pcrencanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya,
b. penyiapan bnhan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

rnengoordinasikan kegiatan dibidang umum, kcpcga^alan dan
percncanaan;

c. pelaksanann urusan administrate surat mcnyümt dan kearsipan;
d, memdah, mengklasifikasikaTi dan mengagendakan arsip surat

menyurai menurut jenisnya;
e. pelaksanaan pengadaan petalatari kantor sebaga! penunjang

kelancaran tugas;
f, penyusunan dan melaksanakan administrasi kepegawaian mclipuii

urusan kenajkan pangkat dan kenaikan gaji berkala. serra
pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan dinas;

g. pengumpulan. menjaga dan merawat perlengkapan dan fasiliias kerja
di lingkungan dinaa;

h. pelaksanaan urusan pengalahan aflministrasa kepegawaian secant
umum di lingkungan dinas:

t invcntarisaei permasalalian yang timbul dalam pelaksanaan tugas
untuk dikoordinaai.kan kepada atasan guna mencari pemecahan
inasalah:

j pepyiapan bahan pengadaan kendaraan dinas berasal dan dans
APBD dan APBN dengan mrlaporkan basil pengadaan kepiada Badan
Pengelülaan Keuanjgan Dacrah disertai dengan penyerahan BPKB dan
surat administrasi lainnyaj

k. penyusuran Rencana Anggaran Ke^’a fRKA] dan Dokumen
Pclaksariaan Anggaran (DPAj:

L penyusunan dan menyampaikan laporan bulanran, triwuïan. semester
dan tahunan prlaksanaan program Dinas, semester dan tahunan
pelaksanaan program perencanaan;

m; penyiapan bahan data, evaluasi dan peiaporan dalam bidang
perencanaan.

n. penyiapan bahan dalam perencanaan program pembangunan bidang
pendapatan, pengclola keuangan dan barangmikk daerah;

o. pelaksanaan monitoring, evatuasi dan pelaporan lerhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah diïaksanal<an kepada
pimpin&n; dan

p. pelaksana&n Tugas lainnya yung diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan
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Paragraf 4
Bidang Layanan Pusbaka dan Pembudayaan Gemar Membaca

Pasal 244

(II Kcpala Bidang Layanan Pustaka dan Pembudayaan Gemar Membaca
mempunyai tugas mdaksanalcan, membina dan mengoördinasikan serta
menyelenggarakan sebagtan cugas dinas dibidang layanan pustaka dan
pembudayaan gemar membaca.

[2| Untuk meLaksanakan rugas sebagaimana dimaksud padra, ayat (11. Kepala
Bidang Layanan Pustaka dan Pembudayaan Gemar Membaca
menyelenggarakap fungsi:
a. penyiapari bahan datam menyu.sun rencana kerja dan program ktïja

tahunan bidang layanan pustakadan pembudayaan gemar membaca.
b, perumusan kebijakan, meiaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiatan dl bidang layanan pastaka dan
jjembudayaan gemar membaca;

c, pelakssnaan pembinaan dan pcngembangiin perpustakaan meliputi
pengembangan semua jenis perpustakaan. implementasi norma,
standar, prosedur, dan (criteria (NSPK), pendataan perpustakaan.
koordinasi pengembangan perpustakaan. dan pemasyarakatan/
èosialisasi, serta evaluasi pengembangan perpustakaan;

d pelestarian bahan pustaka perpustakaan:
e. pelakaanaan layanan daii keijasama perpustakaan;
f pclaksanaarj pembinaan dan pengembangan fenaga perpustakaan

meliputi pend^tsan tenaga perpustakaan. bimbingan teknis.
peningkalan kematnpuan reknis kepustakawanan, penilaian angka
kredit pustakawan. koordinasi pengembangan ptistakav^n dan
tenaga tekms perpustakaan. pemasyarakalan/sosialisasi. serta
evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan,

g, pelaksanaan pengembangan pembudayaan kcgemaran mernbaca
lïieiipuii pengkajian, dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran
membaca. koordinasi. pcmasyarakatan/ sosialisasi. dan bimbingen
teknïs sertaevaluHfii kegemaran membaca;

h. priaksanaan monitoring1 evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiamn yang tetah dilaksanakan kepada
Pimpinaii;

L pelaksanaan iugas dinas lainnya yang diberikap oieh pimpinan unwk
keïancaran pelaksanaan cugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang^undangan.

Paragraf 5
Bidang Kearsipan

Pasal 245

(!) Kepala Bidang Kearsipan mempunyai lugas melaksanakan, mcmbina dan
mengoordinasikan sena menyelenggarakan sebagian tugas dinas
dibidang kearsipan.

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
a. penyinpan Bnhari dalam menyUBun renranB keriB dar program kerja

tahunan bidang kearsipan yang menjadi tugas kewanangannya;
b, perumusan kebijakan. meIaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiatan dibtdang kearsipan.
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c. pengoordinasian kepada lintaa program dan lintas sektor dnJam
rangka pelaksanaan tugas;

d. penyedtaanT pengembangan, iwrnbJnaati, pernsmanan, pengendalian
dan evaluasi pettyelenggaraan keBjsipan;

e. pemberian dukungan teknis kepada perangkat daerah. temhaga
pendidikan, perusahaan, argjuilsasi politik. organisasi
kemasyarakatan dan masymakat dibidang kearsipan;

L pembinaan penyelenggaraan kearsipan daerah pada Perangkat
Daerah, perusahaan swasla, organisasi kemasyarakatan/organisasi
politik, lembaga pendidikan, kecamatan, dan pekon/kelurahan;

g. pengawasAn kearsipan daerah patla Perangkal Daerah, perusahaan
swasta, orgpnisasi kemasyarakatan/organicsi politik, lembaga
pendidikan, kecamatan, dan pekon/kelurahan;

h. pelaksanaan penyelamarari serta pelestarian arsip vital dan arsip
tetjaga sebagai aset nasianal yang berada di daorah,

i. pengelolaan arsip starts dan ansip inaktif yang retensinya 10 tahun ke
atas;

j. pelaksanaan monitoring, evalnasi dan pelaporan terbadap
pelaksanaan rugas dan kegiatan yang relah dilaksanakan kepada
pimpman; dan

k. pelaksanaan i.ugas dinas iainnya yang diberikan oleh pimpinan umuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Bidang Pengembangan Kolekat Pcngdaban. dan Alib Media

Pasal 246

(1) Kepala Sidang Pengembangan Koleksi, Pengo1ahant dan Alih Media
mempunyaJ tugas mclaksanakan sebagian tugas dinas dalam
penyusunan dan peiakaanaan kebijakan dibidang pengembangan koleksi,
prngolahan dan alih media,

(2) UntLik melaksajiakan Lugas sebagaimana dimaksud pads ayat (1], Kepala
Bidang Pcngembangan Kokksi. Pengolahan dan Alih Media
menyelenggarakan fungsi;
a. penyiapan bahan daiarn menyusun rencana kerja dan program kerja

dibidang pengembangan koleksi, pengolahan dan alih media yang
menjadi tugas kewenangannya;

b. perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mengoordinasikan kegiatan dibidang pengembangan koleksi,
pengülahan dan a.lih media;

e, pelaksanaan pengembangan koleksi mcliputi penyusunan kebijakan
pengemba ngan koltksi, seleksi, pengadaan bahan perpijstakaan,
inventarisasu pengembangan koleksi tiarrah (local content), dan
pelaksanaan kajian kebptuhan pemuslaka;

d. koordinasi kepada lintas program dan lintas sektor dalam rangka
pelaksanaan tugas.

c. pdaksan&an analisïs dan kebutuhan pengembanga.n sarana. otomasi,
koleksi, pengolahan dan alih media;

L pembuatan usuian dan pengadaan pengembangan sarana koleksu
pengolahan dan alih media:

g. penenmaan, petnenksaan dan pencatatan barang kedalam buku
induk perpustakaan;

h pelaksanaan pendistribusian dan invemansasi barang/alat ke unit
keria terkail;
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L rekapitulasi barang/alat yang rusak hngan atau rusak berat;
j. pcngoordinasian dan mengawasi pemeliharaan. perbaikan.

pengcmbangan dan penghspusan pengembangan samna. koleksi.
jsengolahan dan aüh media;

k. pengolahan sistem administrasi pengembangan sararia, kolekst,
pengoIahan dan alfh media;

1 pelaksanaan pengolahan bahan perpuatakaan meliputï deakripsi
hibliografi, klasilïkasi. penentuan tajuk subjek, penyclesaian flsik
bahan perpustakaan, verifikast validasi, dan pemasukan data ke
pangkalan data;

m. pclaksanaan kühsfirvaöi melaknkan pclcstarian fisik bahan
perpustakaan termasuk naskah kano mclatui perawatan, restorask
dan |wnjt]idan serta pembuatan sarana penyimpanan bahan
perpustakaan.

n pelaksanaan layanan dan kcq.ft sama perpustakaan meliputi layanan
airkuïasi, rtüukan, literasi informask bimbingan pemusütka, dan
layanan ekstensi [perpustnkaan keliling, pajak baca, dan sejenisnyab
promos t layanan, pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka. keria
sama antar perpustakaan dan membangun jejanhg perpustakaan;

o. pelaksanaan alih media meJakukan pelestarian isi/mlai infonnasi
bahan peipusiakaan tennasuk naskah kuno melalui allh media,
pemeliharaan sens penyimpanan master informasi digital,

p. pelaksanaan otomasd perpustakaan meliputi pengembangan
teknologi. Irdbrmasi dan komunikasi perpustakaan, serta pengplolaan
website dan janngan perpustakaan;

q. pelalcsanaan monitoring. evaluasi dan pdaporan terhudap
pelaksanaati wgas dan kegiatan yang tclah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

r. pclaksanaan tugas clinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pclaksanaan uigas berdasarkan standar norma dan
peramran perundang-undangan.

BAB XXIV
DINAS KOPERASL UKM DAN PERDAGANGAN

Bagjan Kesatu
Kedudukan. Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 247

III Dinas merupa.kan unsur pelaksana urusan pcmennmhan dibidaog
koperasi, usaha keeil menengah dan perdagangan,

|2] Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati meïalui Sekretaris Daerah,

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pastil 248

(11 Dinas rnempunyai tugas membantu Bupati dalam mdaksanakan Urusan
Pemerintahan dibkkmg koperasi ut>aha keci) menengah dan perdagangan
yang menjadi kewenangan Daepah dan Tugas Pernbantuan yang
diberikan kepada daerah.
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(2] Untuk melaksana.kan tugas sebagaimana dimaksnd pads aval (1) Dinas
menyclcnggaran lungs: :
a_ penjmusan kebijakan dibidang koperasi usaha kecil menergah dan

perdagangan;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi usaha R&cü tnenengah dan

perdagangen;
c, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi usaha keril

menengah dan perdagangan;
d pelaksanaan adminiBtrasi: dan
rt. pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan oleh pimpinao sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 249

(1 1 Susttnan Organisasi Dinas terdin atas :
a. Kepala Dinas;
b. Secretariat, terdfri alas :

I Sub Bagian Umum dan Perencansan;
2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidsng Koperasi dan UKM. terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
d. öidang Perdagnngan, terdiri atas Kclompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Basan terdiri atas Kelompok

JabstHu Fimgstcnal;
L Kekmipok Jabaian Flingsianal; dan
g. Unit Pelaksana Teknia Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I] huruf bt dipimpin oleh
seorang Sekrctaris yang berada dibavah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

{3} Bidang sebagatmana dimaksud pada ayat [1| huruf c, hurtif d dan humf
e, masmg'mamng dipitnpin olrh penning KepaJa Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,

(4) Sub Bagi^n sebagalmarifl dimaksud pada ayat {!) huruf b, dipünpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan hertanggung jawab
kepada Bekretaris Dinas.

(5) Kelompok Jabamn Fungsional sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
huruf f, dipimp:n oleh seorang pejabal lungsïpnal senior sebagai Ketua
Kdompok dan benanggung jawab kepada KepaJa Dinas

16) Unit Pelaksana Trknis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat [1J huruf 1 dipimpin oleh
seorang Kepala Unit Pelaksana Teknia Dinas Koperast Usaha Ketil
Menengah dan Perdagangan yang berada dibawah dan bertatiggung
jawab Kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Strilktur Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
sebagaimana rercantum dalaiu latnpiran XXIH yang mempakan bagian
tidak terpisahkan daH Peraiuran Bupati ini
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Hagian Ketiga
Tugasdan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 250

(U Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati daiam melaksatiakan
Urusan Pemerintahan dibklang koperaei usaha kecil menengah dan
perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada daerah.

(23 Untuk melaksanakan ttigas sebagaimana dimaksud pada ayatUh Kepala
Dinas menvelenggaran fungsi:
a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Kopernsi

UKM dan perdagangan yang menjadi togas dan kewenangannya;
b. perumusait kehijakan teknis dalam menyelcnggarakari urusart

pemerimahan dan pelayanan umum di bidang koperasi UKM dan
perdagangan;

c, perumusan rencnna dan program serfa memfaailitasi dan
melaksanaksn ketja samadi bidarg koperasi UKM dan perdagangan;

d. pidaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanasn tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
dan

e. peTaksanaart tugasuugas lainnya sesuai prrintah pimpinan sesuai
dengan mgas dan fungsinya

Paragraf 2
SekretariaT

Pasal 251

(!) Sekretaris Dinas mempunyai tugas mengoortlinasikan dan
menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan. pengelolaan keoangan dan
pcJavanan administrasi pada seluruh Unit organisesi di lingkUngan Dinas
serta melaksanakan penyusunan program, cvaiuasi dan pelaporan

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1).
Secretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian peiaksanaan kegiatan dtlingkungan Sekretariat yang

mnnjadi Lugas dan kewenangannnya;
b. penyiapan bahan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan

penyusunan program kcija;
c, menyiapkfm bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan Hig^s dan

penyusunan program kerja;
d. perencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun

anggaran dan mengevaJuasi penggunaan biaya yang telah
dikcluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada
pitnpinan:

e. pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana
APBD dan APBN dengan rnelaporkan basil pengadaan kepada Badan
Keuangan dan Aset Darrah disettat dcngan penyeralian BKPB dint
Surat Administrasi lainnya;

f. pengoordinasian kegiataji yang akan dilaksanakan pada atasan dan
bidang’bidang yang ada di lingkungan Dinas ,
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g. penyiapaan perentanaan dan kebijakan teknis pcngembangan
kesekretariatan dan administrasi umum;

h. penyelenggaraan urusan kesekretanatan, rumah tangga
fperlengkapan}. administrasi kepegawaïan dan keuangan;

l penyusunan rencana evaiuasi dan laporan pelaksanaan program
keija:

j. peiak&anaan monitoring, evaluasi dan pelaponin terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ddaksanakan kepada
pimpinant dan

k. pefaksanaan mgas dinas lainnya yang diberikan olch pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan pentndang-undangan.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Perencanaan

Pasal 252

(1] Kepala Sub Bagian Umum dan Ferencanaan mempunyai tugas
menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran
kebijakan teknis dibidang umum, kepegawaian dan perencanaan.

(2| Üntuk melakaanakan tugas sebagaimana dimakaud pada ayat (1).
KepalaSub Bagian Umum dan Perencanaan menyelenggamkan fungsi :
a penyiapan bahan dalam menyusun rencana keija sub bagian umum

dan perencanaan yang menjadi tugasdan kewenang&nnya:
b. penyispan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiatan dt bidang umum. kepegawaian dan
perencanaan;

c. pelaksanaan urusan administrasi surat menyüral dan kearsipan,
d. memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip aurat

menyurat menurut jenisnya;
e. pelaksanaan pcngadaan peralatan kantor scbagai penunjang

kelancaran tugas;
L penyusunan dan melaksanakan administrasi kepeg^waian meliputi

urusan kcnaikan pangkai dan kenaikan gaji berkala, serta
pendidikan dan pdatihan pegawai cii lingkungnn dinas:

g pcngumpulan, mcnjaga dan merSwat periengkapan dan taailitas kerja
di lingkungan dinas;

h. pelaksanaan urusan pengolahan administrasi kepegawaian seeara
umum di lingkungan dinas;

i. inventarisasi permasalahan yang trmbul dalam pelaksanaan (ugas
untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pfirmecahan
masalah;

j. penyiapan bahan pengadaan kendaraan dinas berasal dan dana
APBD dan APEJN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan
Fengelotsan Keuangnn Daerah disertai dengan penyeralian BPKB dan
surat administrasi lainnya;

k. penyusunan Rencana Anggaran Kena |RKA] dan Dakumen
Pelnksanaan Anggaran (DPA);

I. prnyusunnn dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester
dan tahunan pelaksanaan program Dinas, semester dan tahunan
pelaksanaan program perencanaan:

m penyiapan bahan data, evaïuasi dan pelaporan dalam bïdang
perencanaan;

m penyiapan bahan dalam perencanaan program pembangunan bidang
pcndapatan. pengelola keuangan dan bararigmillk daerah;
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o< peïaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaparan terhadap
pdaksanaan t.ugas dan kegiatan yang tclah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

p. pelaksanaan tugas Lainnya yang diberikan deh pimpinan Untük
kelancaran pclaksanaan togas berdasarkan standai norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragj^f 4
Sub Bagian Keuangan

Pasal 253

(IJ KcpaJa Sub Sagtan Keuangan mempunyai tugas mtdaksanakaa dan
mengoordmasikan rencana anggaran pcndapatan dan belanja.
melaksanakan kepauan perbemiaharaan. pembijkuan dan verifikasi
serta melaksanakaii pelaporan atas reatisasi pelaksanaan kegiatan
keuangan dinas.

(2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakBud pada ayar [l)f
Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan clalam menyusun. rencana keqa Sub Bagian

Keuangan yang menjadi wgas dan kewenangannya;
b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiatan dibagon keuangan,
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan

perbendaharaan ;
d. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan

(SPP-UPJ pengadaan barang dan jasa yang diaampaikan olch
Öendahara pengeluaran dan diketahui nlfth Pejabat PHaksana Tekms
Kegiatan (PPTK|;

e, meneljTi kelengkapan Surat Perintah Pemba^ran Uang Persediaan
(SPP-UPJ, Sutat Perintah Pembayarart Ganti Uang (SPP-GUk Surat
Perintah Pmbayaran Tambah Uang (SPP-TU). Surat Perimah
Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negen
Sipii (FNSj serta penghasilan ïainnya yang diïetapkan dan diajukan
bendahara pengeluaran;

f. pelaksanaart venfikam Surat Perintah Pembavaran (SPP).
g. penyiapan Surat Perintah Membayar {SPMJ;
h. pelaksanaan vehfikasi harian atas penerimaan:
L pelaksaiiaan akuntansi i^rangkat Dacrah:
j. penyiapan bahan da Iam mclaksanakan dan mengkoordinasikan

rencana kegiatan yang ceiah diprtjgramkan;
k. pelakaanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tcrhadap

pefaksanaan tugas dan kegiatan yang telah düaksanakan kepada
pimpinan: dan

I. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diherikan Oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan pcraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Btdang KoperakJ dan UKM

Pasal 254

|l| Kcpala Bidahg Kopcrasi dan UKM mempunyai tugas mengoordmasikan.
dan melakaa.naka.ii sebagian tugas Dinas dibidang Koperasi dan UKM.
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas sabagaimana dimaksud pads ayat (I).
Kepala Bidang Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi;
a penyusunan rencana serta program kerja dibidang Koperasi dan

usaha kecil menengah yang menjadi tugas dan kewenangannya:
b, peruinusan kabijakanh mclaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiacan dibidang koperasi dan usaba keeil
menengah;

c. penetapan penerbitan lain Uüaha Simpen Pinjam dan penerbiian izin
pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas
Koperasi Simpan Ptnjam untuk Kaperasi dengan wiJayah keanggotaan
dalam 1 (satU) Kabupaten;

d. penetapan hasiJ pemenksaan dan pengaxvasan Koperasi Simpan
Pinjam /Unit Simpan Pinjam yang witayah keanggoiaaan dalatn I
(saw) Kabupaten;

e. penetapan ha ail pemlaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam yang ^layah keanggotaaan dalam 1 (saru)
Kabupatem

f. pengoordinasian Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi
yang wilayah 1 [satu) Kabupaten;

g. pengkoordinasian pemberdayaarj dan perlindungan Koperasi yang
keanggoraannya 1 (satu) Kabupaten;

h. pengoordinasian pemberdayaan usaha mikro yang dilaku kan meïalui
pendataan. kemitraan. kemudahan perizinari, penguatan
ketembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kependngan:

i, pen^ordmasian pengembangan Usaha Mikro dengan orentasi
peningkatan tisaha mikro menjadi usaha kecik

j. peJaksanakan monitoring, evaiuaai dart pekiporan rerbadap
pelaksanaan (Ugas dart kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pirnpinan; dan

k< meiaksanakar tugas dinas lainnya yang dibenkan oleh pimpinan
Untuk kelancaran pclakaanaan lugaa berdasatkan standar nonua dan
peraturan perundang-undangan

Paragraf 6
Bidang Perdagangan

Pssal 255

(P Kcpala Bidang Perdagangan mempunyai rugas meïaksanakan. membina
dan mengoordinasikan seriB menyeJenggaralcan sebagian tugas Dinas
dibidang perdagangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aval (I Kepala
Bidang Pcrdagangan menyelenggarakan fungai :
a. penyusunan rencana seriB program kerja dibidang perciagangan;
b, pertjmusan kebijakan. melaksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiatan bidang perdagargan;
c. pelaksanaan pemberian himbingan teknis terhadap pelaksanaan

kebijakan dan pengembangan kemitraan antara usaha keril.
menengtiJi dan besar:

d. pelaksanaan pemberian faailitas perdagangan baik perdagangan
lingkup daiam negen inaupun lua.r negen;

e. pelaksanaan pembenan bimbingan teknis terhadfip pelaksannan
kebyakan metmlngi;

f. pelaksanaan petayanan te.ra dan tera uiang alat UTTP;
g. pelaksanaari perfuasan pemasaran produk,
h. peiaksanaan pengawasan dibidang perdagungan:
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L pclaksanakan sasialispsi basil keijasama perdagagan dan
peningkatan keinampuan Somber Daya Manusia (SDM) perdagangan,

j. peliaksanaan koordrnasi tertib administrasi dan kegiatan usaha
dibidang perdagrangan.

k. pelaksanakan monitoring, avalnasi dan peiapomn terbadnp
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dtiaksanakan kepada
pimpinan; dan

I. mdaksanakan tugas dines Jairmya yang diberikan pimpinan untuk
kciancaran pelaksanaun tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan penindang-undangan.

Paragraf 7
Bidang Pengelolaan dan Fengemhangan Pasar

Pasal 256

(1, Kepala Bidajig Pengelolaan dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas
meiaksanakan. mrmbina dan mengoordinas:kan serta menyelenggaratan
sebagian 1ugas Dinas dibidang pengelolaan dan pengembangan pasar

(2} Untuk mcnyt'lpnggarakan tugas sebagaünana dimaksud pada ayat (IJ,
Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar meiweienggarakan
fungsi :
a. penyusunan rencana serta program kerja di bidang pengeloJaan dan

pengembangan pasar.
b- perumusan kebtjakanj melaksanakan pcmbman dan

mengoordinasikan kegiatan bidang pengefolaan dan pengembangan
pasar;

c, pengendalian semua kegiaian yang berkaitan dengan pengelolaan dan
pengembangan pasar sebagai bahan untuk pengkajian dan lapcran

d. pelaksanaan kerjasama penyusunan program pengelolaan dan
pengembangan pasar;

c. pcmenLihan semua kebutuhan penalatan dan sarana kerja lainnya
untuk peïaksanaan tugas;

f pengembangan dan pemellharaan sarana dan prasarana pasar.
g pengelolaan dan pemeliharaan aarana dan prasarana kebersihan

pasar.
h, pelaksanaan kejjasama untuk penyusunan program ketejtiban.

keamanan dan kebersihan pasar;
i. pelaksanaan monitoring. evalunsi dan pelaporan térhadap

pelaksanaan tugas dan kegiafan yang telah düaksanakan kepsda
pimpinan; dan

j. melakSanakan t.ugas dinas lainnya yang diberikan ok?h pimpinan
um.uk kehmcaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang undangan.
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BAB XXV
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Öagian Kesaw
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 257

(I) Dinas merupakan unsur pelaksana urilsan pemerintahan di bitlang
tenaga kega dan perindustrian.

(2] Dinas dipitnpin deh Kepala Dinaa yang lierkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab Cepeda Bupanmelahii Sekretaris Dacrah

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

PasaJ 258

DI Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakwinakan Urnsan
Pemenntahan di bidang tenaga kerja dan pcrindustrian yang menjadi
kewenangan Darrah dan Eugas pembantuan vang diberikan kcpada
daerah,

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagarrnana dimaksud pads ayat (1J Dinas
menyelenggaran funest
a. perumusan kebyakan di bidang tenaga kerja dan perindustnan:
b pelaksapaan kebijakan di bidang tenaga ketja dan perindustrian;
c. pelaksanaan cvalu&si dan pciaporan dibidang tenaga kega dan

pedndustrian;
d pelaksanaan arirniTnstrasj; dan
e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaj dengan

tugasdan fungsinya

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Paaat 259

(1J Susunan Organises! Dinas terdiri ataa :
a. Kepala Dinas;
b. SekreLariaL terdin ata*?,

1 Spb Bagtan Umum dan Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan, dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bidang Penempatan Tenaha Ketja, terdiri atas Kdompok Jabatan
Tungstenal;

d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Keija, terdiri atas
Kelnmpok Jabatan FungsiunaJ:

th Bidang Prrmdustrian, terdiri alas Kelompok Jabatan Fungwonak
f. Kelompok Jabaian Fungsional; dan
g. Unit Pefaksetta Teknis Dinas.
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(2} Sekretariar scbagaimana dunaksud pads ayat (1) Iwruf b, dipimpin oleh
atoning Stkretans yang berada dibawah dan bertanggung jawah kepdda
Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dünaksud pads ayat (1) hurulc, huruf <L dan huruf
e. masing*masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4} Sub Bagfan sebagaimana dimaksud pada ayat. ( 1} huruf b, dipimpm oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Dinas.

(5] Kelompok Jabatan Fiingsional sebagaimana dimajcsud pads ayat (1}
huruf g. dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua
Krlompak dan benanggung Jawab kepada Kepala Dinas,

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
sebRgaimana dimaksud pada ayat [ 1J huruf g dipimpin oleh seorang
Kepala Unit Pclaksana Teknis Dinas Tenaga Keija dan Perindustrian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

[7J Hagan Struktur Organisast Dinas Tenaga Kerja dan Perinduatrian
scbagaimana Tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian
udak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf I
Kepala Dinas

Pasa! 260

11) KepaJa Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
Urusari PemeHmahan di bidang tenaga kerja dan perindusl.rian yang
menJad1 kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala
Dinas menyelenggaran fungsi
a. pengoordinasian pelaksanaan kégiatan di lingkungan Dinas renaga

keijadan perindustrian yang menjadi titgas dan kewenangannya,
b. perumusan kebijakan teknis dalani menyelenggarakan irusan

pemenntcihan dan pelayanan umum di btdang tenaga keria dan
perindustrian;

c. perutnusan rencana dan program serta memfasilitast dan
melaksanakan kerja sama di bidang renaga kerja dan perindustrtan;

d. pelaksennan monitoring, cvaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan rugae dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
dan

e pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimptnan
berdasarkan sto.ndar norma dan peraturan perundang-undangan,
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Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 261

[1} Sekretaris Dinas mempünyai tugas mengcwrd.tnasikan dan
menyelenggarakan kegiatan kesekrerariatan, pengelolaari keuangan dan
pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi dt lingkungan Dinas
serta melaksanakan penyusunan program, evakiasi dan pclaporan.

pj Umuk mefaksanakan tugas sebagairmna dimaksud pada ayat (li,
Sekretariat Dmas menyelenggarakan fungsi :
a pengoordinastan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretariat yang

menjadi tugas dan kewenangannnya:
b. penyiapan balian data untuk kegiatan pelaksaïïaan Lugas dan

penyusunan program ke^a;
c. menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan

penvusunan program keija;
d. perencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu mhun

anggaran clan mengevaluasi penggünaan biaya yang telah
dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada
pimpinan;

e. pelaksanaan pengadaan kcndaraan dinas yang berasal dari Dana
APBD dan APBN dengan melaporkan haait pe-ngadaan kepada Badan
Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan penyerahan BKPB dan
Surat Administrasi lainnya;

f pengoordinasian kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan
bidang-kicking yang aria di lihgkungan Dinas ,

g. pcnyiapaati perencanaan dar kebijakan teknis pengemhangar
kesekretariatan dan administrasi umum;

h. penyelenggaraan urusan keeckretariatan. rutnah tangga
[periengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan:

i. penyusunan rencana evalctasi dan laporan pdak&anaan program
kerja;

j. pdaksanaan monitoring, evaïuasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaaiï tugas dan kegjatan yang telah dllaksanakan kepada
pimpinan; dan

k. pelaksanaan nigas dinas iainnya yang diberikan oïch pimpirtan
berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangjtn.

Paragraf 3
Sub öagiar Umum dan Ferencanaan

Pasal 262

111 Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan menipunyaj tugast
mcnyiapkan bahan dalam rangka mcmbaniu melaksanakan penjabaran
kebijakan teknisdi bidank umum, kepcgawaian dan ijcrencanaan

[2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (1L
Kepala Sub Bagian Umum dan Berencanaan menyelenggarakan fungai
a. penyiapan bahan dalam mcnyusun rencana kcrja sub bagiun umum

dan perencanann yang menjadi tugas dan kowenangannyai
b. penyiapan balian kebijakan, mdaksanakan pembinaan dan

wengoordinasikan kegiatan di bidang umum, kepegaivatan dan
percncanaam

c. pelaksanaan urusan administrasi surat mcnyurat dan kearaipan;
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d. memSlahr mrngklasifïkasikan dan mengagendakan arsip aurat
menyumt menurut jenisnya;

e. pelaksanaan pengadaan peraiatan kantor sebagai permnjang
kelancaran tugaa.

T. penyuaunan dan mefaksanakan administrasi kepegawatan meliputi
imiaan kenaikan pangkat: dan kenaikan gaji berkala, serta
pendidikan dan pelauhan pegawai di lingkungan dinas;

g pengürupukm, menjaga dan mcrawaï pcrlengkapan dan fasilitas kerja
di lingkungan dinas;

h. pelaksanaan nnjsan pengcilahan administrasi kepegawaian secara
umUm di Hngkungari dinas;

i. invenrarisasi pcrmasalahan yang rimbul daJam pelaksanaan tugas
untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan
masalah;

j. penyiapan bahan pengadsart kendaraan dinas bemsal dari dana
APBD dan APBN dcbgan melaparkan hasil pengadaan kepada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah discrtai dengan penyerahan 0PKB dan
surat administrasi lainnya;

k. penyusuhan Rencana Anggaran Keqa (RKA) dan Dokumeri
Pelaksanaan Anggaran fDPAj;

1. penyusunan dan mmyampaikan laporan bulanan, trhvulan, semester
dan tahunan pelaksanaan program Dinas, semester dan tahunan
peLaksanaein program perencanaan;

m. penyiapan bahan daia, eualuasi dan pelaporan dajam bidang
percncanaan;

n. penyiapan bahan daiam perencanaan program pembangunan bidang
pendapatan, pengelola ketiangan dan barangmikk daerah;

O; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugaa dan kegiatan yang telah dflaksanakan kepada
pimpinan; dan

p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan of eb pimpinan nnttik
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar nonra dan
peraturan penmdang'imdangari.

Paragraf 4
Sub Bagian Keuangan

Paaal 263

(1) Kepala Sub Bagian Kjeuangan mempunyai tügas mclaksanakan dan
mengoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan beïanja.
mdaksanakan kegiatan perbendaharaan. pembukuan dan verifikasi serta
melaksanakan pela.poran atas reahsasi pelaksanaan kegiatan keuangan
dinas.

(2) Untuk melaksanakan eugas sebagaimana dlmaksud pada ayai (Ij,
Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a, penviapan bahan dadam menyusun rencana keija Sub Bagian

Keuangan vang menjadi tugas dan kewenangannya:
b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengpordinasikan kegiatan dibagian keuangan;
e. pelaksanaan pengclolaan administrasi keuangan dan kegiatan

perbendaharaan;
d. meneliti keTengkapaii Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan

(SPP-UPj pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oich
Bendahara pengeluaran dan diketahui o!eh Pejabat Pdalcsana Teknis
Kegjatan (PPTK);
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e, mcneliti kelengkapan Surat Peri.ntah Pembayaran bang Perked iaan
(SPP-UFb Surat Perimah Fembavaran Gann Uang (SPP-GUb Surat
Perinrah Prmbayaran Tambah Uang (SPP-TÜ). Surat Perirrtah
Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gajr dan tunjangan Pegawai Negen
Sipil [PNS} serta pcnghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan
bendahara pengeluaran;

L pelaksaraan veriftkasi Surat Perintah Fem bayaran [SPP];
g. penyiapan Surat Penntah Memhayar (SPM|,
h. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan;
i. pdaksanaan akuntanai Perangkat Daerah:
j. penyiapan bahan dan menyusun laporan penanggung jawaban atas

pelaksanaan kegiaun Pemngkat Daerah;
k. pelaksanaan monitoring, evalnasi dan pelaporan teihadap

pclak&anaan tugas dan kegiatan yang tdah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

1. pelaksanaan togas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pclaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bidang Penempatan Tenaga Keija

PaSai 264

(1] Kepala Bidang Pcncmpatan Tenaga Kerja mempunyai togas:
a. meiaksanakan ( membina dan mengoordinaatkan serta

menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang Tenaga Kerja
b. meiaksan;ikan pembinaan penempatan tenaga keqa, seleksi caton

pekerja migran. menyiapkan hahan jjengurusan kebijakan informasi
pasar kerja, izin bursa kerja khuaus dan analis data pencari kc^a
dan;

C. melakaanakan tugas lain yang diberikan aleh Kepala Dinas sesiiai
dengan hidang tugusnya.

(2J Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pads aval (1],
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja menydenggarakan fungsi
a. penyiapan perumusar kebijakan infomiasi |>asar kerja. penempatan

tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja;
h. petaksanaan kehjjakan infonnasi pasar kerja, penempatan tenaga

kerja dan perluasan tenaga kerja;
e penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria informesi pasar

kerja, penempatan tepaga kega dan perluasan lenaga kerja:
d. pemberian bimbingan teknis Infbrmasi pasar ketja, penempatan

tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan informasi paw kerja,

penempatan tenaga keija dan perluasan tenaga kerja;
L pelaksanaan administrasi bidang penempatan tenaga kerja; dan
g. pelaksaiman fungsi lain yang diberikan oleh atasan;
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Paragraf 6
Öidang Pelatihan dan Produkuvitaa Tena.ga Kcrja

Pasal 265

(1) Kepaia Bidang Pelatihan dan Produktiviias Tenaga Keija mempunyai
tugas:
a. mclaksanakan, membma dan mengpordinasikan srrta

meriyeleriggurakan sebagian tugas Dinas di bidang Tenaga Kerja
b. melaksanakan pembinaan. pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
a. melaksanakan pembinaan organises! peketja dan organisast

pengusaha, Iem bega kerjaaama Tripartit dan Bipartil. mclakaanakan
fasilitasi dan pengem hangen kclembagaan hubungan industriali
pembinaan syarat-^yarat kerja dan pengupahan, scrta penanganan
ptnyelesaian persehsihan hubungan Industrial dan pemutüsan
hubungan ketja,

b melaksanakan pembinaan jamman sosial pekerja/ buruh bagi tenaga
kerja dalam hubungan kerja dan luar hubungan keqa. melaksanakan
kerjasanm dengan lembaga hubungan industrial dan instansi lain
daïam pengembangan jaminan sosial peketja/buruh. melakukan
evaluasi kcrjasaitia antai' lembaga dalam pengombangan jaminan
spéial pekerja/burub, serta melakukan pembinaan kepe&eriaan
jaminan sosial pekcija/buruh;

c. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Untuk melaksanakan T.ugas sebagaimana diim.ksud pada ayat (1). Kepala
Bidang Pelaiihan dan Produktivitas Tcnaga Krrja menyelenggarakan
fungss i

a penyiapan perumusan kehijakan pelarihan keija dan produkthmas»
kelembagaan pelatihan, sertifikasi kompetensi, pemagangan, bahan
petunjuk (ekms pelaksanaan pembinaan kelembagaan hubungan
industrial, syarat-syarat kerja. pengupahan dan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial;

b- pelaksariaan kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas,
kelembagaan pelatiharu sertifikasi kornpetensi, pemagangan, bahan
petunjuk töknis pelakaanaan pechmaan kelctnbagaan hubungAh
industrial, syarat-syarat keija, pengu pakan dan penyelesaian
perseUslhan hubungan industrial;

€. penyusunan norma, standan prosedur dan krUeria pelatihan kerja
dan prod uktivitas, kelembagaan pelatihan, sertifikasi kompetensi,
pemagangan. bahan petunjuk teknis pelaksaiiaan pembinaan
kelembagaan hubungan industrial, syarat-syam kena, pengupahan
dan penyclesainn persebaihan hubungan industrial:

d pemberian bimbingan reknis dan supervise pelatihan kerja dan
prod u kt ivitas, kelembagnan pelatihan. sertifikasi kompetensi,
pemagangan, bahan petunjuk teknis pclaksanaan pcmbïnaan
kelembagaan hubungan industrial, syaral-syarat kerja, pengupahan
dan pcnvclcsauan pcrseliaihan hubungan industrial:

e pelaksanaan evaluasi dan pekiporan pelatihan kerja clan
prödukrivitas, kelcmbagaan pelatihan. sertifikasi kompetensi,
pemagEtngari, bahan petunjuk teknis pelaksanaan pertibinaan
ktlembagaan hubungan industrial, syarat*syarat ketja, pengupahan
dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
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I pelaksanaan adrninistrasi bidang pelatihan dan produktiviias
tenaga kerja.

g. pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja dan org^nisasi
pengusaha,

h. pelaksanaan penibinaan lembaga kerjasama Öipanit, lembaga
keijasama Tripartit. dan Dewan Pengupahan,

t, pelaksanaan pernbinaan hubu.ugan rndustriaj, syarat-syarat kega.
perjanjian ketja. p^raturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.

j. penyiapan dan pelaksanaan sidang'Sidang Jembaga ker]asama
Tripanil dan Drwan Pengupahan;

k pencegaltan clan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
mogok kcija dan penutupan perusahaan;

1. penyusunan dan pengusulan peneinpan Upab Minimum Kabupaten
kepada Gubermir;

m. pelaksanaan kerjasama dengan lemhaga maupun instansi lain dalam
pembinaan. pengembangan dan kepesertaan jaminan social
peketja/ buruh; dan

el pelaksanaan fungsi leun yang dlherikan oleh atasan.

Paragraf 7
Bidang Perindustrian

Paaal 266

(1) KepaJa Bidang Perindustrian mempimyai tngas melaksanakarL membina
dan mengoordinasikan serin menyelcnggarakan sebagïan tugas Dinaa
dibidang Perinduatrian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
Kepala Bidang Perindustrian nienyelenggarakan fungsi :
a. pcnyusunan rencana scrta program kerja dibidang perind ustrian

yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b* perutnusan kebijakan, mclaksanakan pembinaan dan

mengaardinasikan kegiatan dibidang perindListrian;
c. pelakaanaan koordinasi dan Fasilitas kerjasama limas sekcoral dan

regional dibidang industrl;
d, pelaksanaan pengumpulan penyusunan anali&ih dan desïmenasi

data dibidang Tndustri dan melaksanakan pemantauan (Monitoring)
eval nasi serin pelaporan pelaksanaan utusan Pemerintahan
dibidang perinduatrian.

e, tnelalcsanakan tugas dinas tamnya. yang diberikar oleh pimpinaji
imtLtk kelancaran pelaksanaan Lugas berdasarkan standar norma
dan peraturan perundang-undangan.
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BAB XXVI
BADAN KEUANGAN DAN ASETDAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas danFungsi

Paragraf I
Kedudukan

Pasal 267

(1) Badan merupakan unsur penunjang tirusan pemcrintahan dibidang
keuangan.

(2] Badan dipimpin oJeh Kepala Badan yang berkcdudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fung&i

Pasal 268

(1] Badan mempunyai rugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi
penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset yang
menjadi kewenangan Daerah.

(2f Untuk melaksanakan tug&> sebagaimana dimaksurf pada ayat (Ï) Badan
menyclenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan trknis di hitlang keuangan dan aset daerah;
b. pelaksanaan ttigss dukungan leknis di btdang keuangan dan asci

daenah;
e. pemanlauan, evaluasi dan pdapuran pelakaanaan Luges dukungan

teknis di bidang keuangan dan eset daerah:
d. pembinaan teknis pey^lengg^raan fungsi-fungsi ponunjang Uruean

Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset daerah; dan
e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

rugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Süsunan Orgamsasi

Pasal 269

Susunan Organisasi Barton ierdiri ates :
a. Kepala Badan;
b. Secretariat terdiri atas:

1 Sub Bagiaii Umum dan Kepegawaian; dan
2. Keiompok Jabatan Fungsionaj.

c, Bidang Anggaran, terdiri atas:
1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
2. Sub Bidang Pembinaan Anggaran; dan
3. Kelumpok Jebatan FungwonaL

d. Bidang Perbendabaraan. terdin atas:
1. Sub Bidang Belanja Daerah;
2, Sub Dittong Pengckitaan Kas Daerah; cian
3. Kelompok Jabatan Fungaionat.
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e, Bidang Akumansi dan Pelaporan, membawahi
1. Sub Bidang Akuntansi;
2 Sub Bidang Pelaporan; dan
3 Kelompok Jabatan FungsionaL

f. Bidang Bara.ng Milik Daerah. membaivahi;
I Sub Qidang Inventamasi dan Penatausahaan Barang Milik

Daerah.
2. Sub Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsionak

g. Kelompok Jabatan Fungstonal: dan
h. Unit Pclaksanaan Tehuis Badan.

(2J Sekretarial sebagaimana dimaksud pada ayat [ 1) huruf b. dipimpin oleh
seorang sekretaris yang burada dibawah dan bertanggung jawab kcpada
kepala badan

(3) Bidang sebagainiana dimaksud pada ayat ( 11 huruf c, huruf d. huruf e,
dan huruf f. masing-masing dipimpin oleh seorang Kepata Bidang yang
beracLa dlbawah dan bertanggung jawab kepada kepala barian.

Hl Sub Sagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b. dipimpin olch
seomng Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretans.

[5J Sub Bidang pada masing-masing bidang, dipimpin olëh seorang Kepala
Sub Bidang yang berada di liawah dan bertanggung jawab kepada Kcpals
Bidang

[6) Kelompok Jabetan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayal; (ll
huruf g, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua
Kelompak dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

(7) Unit Pclaksana Teknis sebagaimana dimakaud pada ayat Hl huruf h,
dipimpin nleh seorang KepaJa Unit Pelaksana Teknis yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

(S| Bagan SiruktUr Organisasi Badan Pengclolaan Kcuangan Datrah
sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian
tidak terpiaalikan dari peratman bupad inb

Bagian Ketiga
Togas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 270

(!} Kepala Badan mempunyai tugas memirnpiti Badan Péngelola Keuangan
dan Aset Daerah sesuai dengan uigss pokok dan fungst Badan.
meiaksanakan pembinaan terhadap aparatur bawahannya agar
pdaksanaan tugas dapat berdaya-guna dan berhasil-guna,
melaksanakan keija sama dan mengoordinasikan pclsksanaan dan
pengendaliafi dibidang pengclolaan keuangan dan aset daerah deng^n
instanBj Pemerintah dan Organiaasi lalnnya, serta mciaksanakan fungsi
sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) sesum dengan ketentuan
peiraturan pcrundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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(2) Untuk menyelenggarakan luges sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kepala Badan mempunyai Fung&i :
a. penyusunan kebijakan trknis dibidang keuangan dan a&et;
b. pelaksaiwan tugas dukungan teknia dibidang keuangan dan aset.
c. pernan Lauan, evaluasi dan pdaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis dibidang keuangan dan aset;
d pembinaan Leknis ponyelenggaraan fungskfungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Dacrah dibidang keuangan dan aset; dan
e, peUksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpman sesum dengan

tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Secretariat

Pass! 271

(1) Sekrerann mcmpurtyai mgas mengoordinasikan dan menyelenggarakan
kegiatan kesekrerariatan, péngelolaan keuangan dari pelayanan
admmistrasn pada seluruh unit oi^anisasi dilmgkung&n Badan serra
mdakukan penyuaunan program, evalnaai dan pelaporan.

|2J Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimak&ud pada ayat [ 1},
Sekretaris menydenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatari diiingkungan Sekretariat

Dinas yang menjadi tugas dan kcwenangannya,
h. penyiapan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan

penyusunaii program keija;
c. perencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu lahun

anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah
dikeiuarkan scrta metnbust laporan pelaksanaau kegiatan pada
pïmpinan;

d. prmgoordinasian kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan
bidang-bidang yangada dilingkurtgan dinas;

e. penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan
keaekretariatan dan adminietraai umum;

f penvelenggaraan urusan kesekretariatan, mmah tangga
(perlengkapanh administrasi kepegawaian dan keuangan;

g. penyusunan reneana evaluasi dan laporan pelaksanaan program
keija;

h. pelakaanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dan dana
APBD dan APBN dengan melaporkan liasil pengadaan kepada Badan
Kcuangan dan Aset Daerah disertai dcngan penyerahan BPKB dan
surat administraw lainnya:

i. pebiksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tcrhadap
pelaksana<ui Utga^ dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepnda
pimpman:

j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
pcnit tiran perundang-undangan
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Paragraf 3
SubBagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 272

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rugas
menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran
kebijakan rcknisdj sub iiagan umum dan kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada aval (!].
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsl
él penyiapan bahan dalam menyusun rencana keqa Sub Bagian Umum

dan KepegHwajan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b, penyiapan bahan kebjjakan, melaksanakan pembinaan dan

mengpordinasikan kcgiatan di sub bagian umum dan kepegawaian;
c. pelaksarumn urusan administrasi surat menyutat dan kearsipan,
d. memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip siirat

menyural menurut jenisnya;
e. peiaksanaan pengadaan peralatan kantor sebagai penunjang

kelancaran tugas;
f. penyusunan dan melaksanakan administrasi kepegawaian meiiputi

uruEan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala. serta
pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Badan:

g, pengumpulan. meujaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja
di lingkungan Badan;

b. pelaksanaan urusan pengolahan administrasi kepegawaian seeara
umum di lingkungan Badan;

i. invenLarisasi pcrmasalaban yang timbul dalam pelaksanaan uigas
untuk dikoordinasfkan kepada atasari guna mencari pemecahan
masalahi

j, penyiapan bahan dalam rangka pengadaan kendaraan dinas y'ang
bcrasal dan dana APBD dan APBN:

k, pelaksanaan monitoring, evalua&i dan pelaporan terhadap
pelaksanaan lugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

I pelaksanaan ^ugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas brrdasarkan standar nornia dan
pemturan perUndang-undangan.

Paragraf 4
Bidang Anggaran

Pasal 273

(11 Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan. membina dan
mengoordinasikan sena menyelenggarakan sebagian tugas Badan
dibidanganggaran.

(2) Unruk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Didang Anggaran menyetengguakan fung^i :
a. Penyusunan rencana serta program keqa dibidang Anggaran yang

menjadi tugas dan kewenangannya,
b. perumu^an kebijakan. melaksanakan pembinaan dan

mengoordinastkan kegiaian dibidang anggaran;
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c, penvusu nan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah [APBDJ,
Anggaran Pfendapatan dan Belanja Daenah Peru bahan [APÖDP],
pedüman penyusunan Rcncana Kerja dan Anggaran. Satuan Keqa
Perangkat Daerah [RKA SKPO] dan menviapkan pengesahan
Dokiimcn Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPASKPD1;

d. pernbinaan anggaran kepada satuan kcija perangkat daerati niaupun
terhadap anggaran pendapatnn belanja pekon:

e pelaksanaan penerapan sigtem informasi keuang^n daenih,
L pelakaanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas dan kegiaran yang tclah dilAksanakan kepada
pimpinan; dan

g. peiaksan&an tLigaus lainnya yang diberikan oleh pimpinan tin tuk
keiancaran pelaksanaan tugas berdabarkan standar norma dan
perra.ruran peTundang’ijndangan

Paragraf 5
Sub Bidang Penyusunan Anggaran

Pasal 274

( 11 Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran niempunyai tugas m^nyiapkan
bahan dalam rangka iiiembamu mdaksanakan penjabaran kebijakan
tfknis dibidang pfnvugunan anggaran.

(21 Untuk melaksanakan tugss sebagaimana dimaksutl pada ayat (I), Kepala
Sub Bidang Penvusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

Penyispari bahan dalam menyusun rencana kena di Sub Bidang
PenyuaUnah Anggaran yang menjadi tügas dan kewenangannya;

b. penyiapan balian kebijakan, mdaksanakan pembinaan dan
mengkmrdinasikan kegiatan dibidang penyu^unan anggaran;

c, pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapaum dan Belanja Daerab
IAPBDJ dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjs Daerah
lAPBDPf;

d. penyiapan pengesahan Dokunien Pelaksanaun Anggaran Satuan Kerja
Prrangkat Dacrah (DPA SKPDk

e- penyusunan pedomn penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Saturn Kerja Perangkat Danrah (RKA SKPDï;

f. inventarisasi permasalahan yang berhuburtgan dengan penyusunan
anggaran dan menyiapkan bahan pcmecahan masaUh.

g. pelaksanaan monitoring, evalnasi dan pelaporan terhadap
pclaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakssnakan kepada
pimpinan; dan

h. pelaksanaan tugag lainnya yang dibprikAn dleh pimpinan untuk
kelancamn prktksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan pemndang-undangan.

Paragraf 6
Sub Bidang Pernbinaan Anggaran

Pasal 275

(1) Kepafa Sub Bidang Pembiman .Anggaran mempunyai tugas menytapkan
bahan penjabaran kebyakan teknis dibidang pembinaah anggaran.
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{21 Untuk melaksanakan IUgas sebagaimana dimaksnd pada ayat (1), Kepaia
Sub Bidang IVmbinaan Anggaran menyeienggarakan fungsi ;
a. penyiapan bahan dalam menyusun rencana keija Sub Bidang

Pembinaan Anggaran yang menjadi tugas dan kesvenangannya:
b. penyiapan bahan kebijakan. melakssnakan pernbinaan dan

mengoordinasikan kegiatan dibidang pernbinaan anggaran;
c. penyiapan data dan informasi yang berkaitan dengan pembinaan

pengelolaan keuangan daerah;
d. penyiapan bahan guna menyusun pedoman pelaksanaan APBD,
e pelaksanaan monitoring, evaktasi dan pclaporan terhadap

pelaksamian mgas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpman; dan

f, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan umuk
ketencaran pelaksanaan tllgas berdaaarkan standar nornia dan
peraturan perundang-undangan

Paragraf 7
Bidang Perbendaharaan

Pasat 276

fl) Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan.
membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian
tugas dibidang perbendaharaan.

(2j Untuk mclaksanakan tugas aebagaimana dimaksud pads ayat (3 J,
Kepala BidangPerbendaharaan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencftna keija serta program keija dibidang

Perbendaharaan yang menjadi tugas dan kcwenanganny a1
to. menyiapkan bahan kebijakan, mclaksanakan pembinaan dan

mcngoordinasikan kegiatan dibidang pcrbendaharaan;
c. pengelolaan dan pengawasan terhadap lielanja gaji dan tunjanga.n

pegawai;
d. menyjapkan keputusan dalam rangka pengangkaian dan

pemberhentian pengelala keuangan SKPD;
e. penyusunan SOP administrasi keuangan bajk belanja pega^-ai

maupun belanja non pegawai:
f. pelaksanaan Verifilessi dan Menerbitkan Surat Keterangan

Pwnberhentian Pembayaran Gaji {SKPPG] PNS Penaiun dan Pindah,
g, [jenerbitan Kepuuisan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Kuasa Umum BUDt Pengelok Keuangan SKPD,
h. pembuatan dan pcrumusan Perianjian KerjasHma amara Pemerintah

Daerah dengan Pihak Bank tentang Fengelolaan Kas Umum Daerah;
L menerbiikan Surat Fenyediaan Dana (SPD),
j. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D1;
k. melakukan koordinasi, fesilitasi, asistensi, ainkrtntisasi, supervise,

monitoring, dan evaluaai pcngelolaan dana pcrimbanagan dan dana
transfer iainnya;

L melakaahakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pclaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan: dan

nu mclaksanakan Ingas lainnya yang diberikan oleh pimpman unruk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkart siandar norma dan
peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 8
Sub Bidang öelanja Datrah

Pasal 277

(11 Sub Bidang belanja daerah metnpunyai rugas menyiapkan bahan dalam
rangka membantu metak&anakan penjabaran kebijakan teknis belanfa
daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada aval (1). Sub
Bidang Belanjei Daerah inenyelenggarakan fungsi
a. menyi&pkan bahan dalam dalam mcnj'Usun rcncana kerja di Sub

Bidang Belanja Daerah yang menjadi tugas dan kewenangann^:
b. menyiapkan bahan kebyakan, melaksana.kan pembinaan dan

mengkoordjnaajRn kegiaian di sub bidang betanja daerah;
c menyiapkan bahan dalam rangka membuat kanu kendali dan Surat

Perintah Pfcncairan Dana (SP2D) belanja;
d menyiapkan b&hun guna melakukan pengujian secara seksama

terhadap Surat Perintah Pembayaran (SPPj, Surat Perintah Membayar
(SPMJ belanja daerah serta menelui kelengkapan administrosi lamnya
yang berkaitan dengan belanja;

e menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis
dibidang belanja;

f. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengduatan kas
serta pemungutan dan pemotongau atas pajak SP2-D dengan instonsi
terkait.

g memventlka&l usulan SK Rekomendasi SK Pengangkatan dan
pemberhentian pengelofa keuangan SKPD:

h. melaksaPakah penatausahaan pembiayaan daerah;
i. meJaksanakan knordmasi, pelakaanaan kerjasama dan pemantauan

iransaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga
keuangan bukan bank:

j. menyiapkan petunjuk teknis admin istrasi keuangan yang berkaitan
dengan perterimaan dan pehgeluaran kas strta penatausahaan dan
pertanggungiawaban sub kegiatan;

k. meïaksanakan pambinaan penatausahaan keuangan pemenntsh
kabupaten;

l. memproses nota persetujuan koreksi atas pcmbebanan belanja SP2D:
m membuat register surat pcrintah pencairan dana (SP2D} dan

penjagaan realisasi sural perimah pencairan dana [SP2DJ;
n. membuat laporan dan rekcnsiliasi pajak penambahan nitai (PPN| dan

pajak penghasilan|PPhJ;
a. meïakukan pelapomn daftar transaksi harian dan rekapiwlasi

transaksi harian seliap bulan;
p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pdapuran terhadap

pelaksanaan ti.igas dan kegiatan yang teïaJi dtlaksanakan kepada
pimpman,

q. melakukan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan atas
pertgajuan tagihan-tagihAn belanja gaji, belanja transfer dan
pembiayaan;

r membuat laporan realfsasi gaji PNSD dan TPP bulanan serm
membuat lapöran pph 21 gaji dan TPP secara periodik bulanan dan
tahunan;

s. pembuatan surat keteiapan penghentian pernbavaran (SKPP);
t melaksanak^n rekünsiliasi dengan BPJS dan Laspen:
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ü. pengoondmasiari penerbitan surat prngesahan realisasi pendapatatt,
beianja dan pembiasaan umuk kegiatan yang bersumber dari dana
Badan Layanan Umum Dacrah, Jaminan Kesehat&n Nassonal. dan
Bantaan Opcrasional Sekolah;

v melaksanakan tugas lainnya yang diberikan olcb pimpinan untuk
kelancanan pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan pei'undang’Undangan;

w, menyusun program kegiatan di sub bidang Belanja ITacrah
berdasarkan basil evaluasi kegiatan tahun lalu scsuai peraturan
perunciang-undangan yang bcriaku dan bcrsumber data yang mrsedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan:

x. menjabarkan perintuh atasan melalut pengkajian permasalahan dan
prraluran perundang-undangan yang beriaku agar pelaksanaa.n
tugas bcrjalan sesuai dengan kerentuan yangberiaku:

y. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugaanya dan
memben petunjuk / arahan baik secara lisan maupim tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas:

z melaksanakan koardinasi dengan kepata sub bidang di lingkungan
kerja baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasl
pcrmasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal:

Paragraf 9
Sub Bidang Pengelelaan Kas Daerah

Pasa! 278

(IJ Kepala Sub Bidang Pengeldasn Kas Daemh mcmpunya.i tugas
menyiapkan bahan daJam rangka membantu melaksanakan penjabaran
kebijakan teknis sub bidang Pengclolaan Kas Daerah

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat flj.
Kepala Sub Bidaug Pcngelolaan Kas Daersh menyelrnggatal<an fungsi;
b menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengkoordiriasikan kegiatan di sub bidang Pengelolaan Kas Daecah:
b. perencanaan mengenai peroichan dana penmbangan, bagi hasil pajak

dan liagi basil bukan pajak:
c. melaksanakan inventarisasi permasalaban yang timbul datam

pengelolaan dana penmbangan. bagi basil pajak dan bagi hasil hukan
pajak;

d melakukan koordinasi, fasiiitasi. asistensi. sinkronisasi* _uperviseh
monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana
transfer lainnya;

e. menyuaun dan menyiapkari laporan dana transfer per triwulan dan
atau pertahap serta akhir Tahun Anggaran:

f. melaksanakan penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan
anggaran kas dan SPD;

g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan realisasi
penerimaan dan pengeluaran kasdaerah;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi. dan pelaparan di sub bidnng
Pengelolaan kasdaerah,

j, memimpin dan menyiapkan bahan-bahan dalam menyusun reneana
keija di sub buiang Pengelolaan kas daerah:

j, memantau. memonitoring penerimaan dan pengeluaran APBD oleh
bank yangditunjuk sebagat pemegang kas umum daerah:

k. menyiapkan buku kas uimim. bendahara umum daerah baik secara
aplikasi maupun manual:
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I, nielaksaiiakan koordinasi pengelolaan data penerimaan dan
pengduaran kas damh.

m memverifikasi dan memantau ketersediaan dana di kas umum daerah
pada bank yang ditunjuk oleh pembayaran;

n. menyustin program kegiatan di sub bidang Pengdoiean kas daemh
berdasarkan basil evaluasi kegiatan tabun lalu sesuai peraturan
peruadang-undangan yang berlaku dan sumljer data yang (ersedia
scbagar pedoman pelaksanaan kegiaian;

o. menyiapkan rekonsiliasi kas daerah dengan bank;
p. mdaksanakan rekonsiliaai dana transfer keuangan daerah dengan

instansi tcrkait;
q. mdaksanakan proses pengajuan pencairan dana-dana yang berasal

dari pemeriUtah pusat, pemeriittah provinsi dan sumber da.na
lainnya;

r memantau transfer uang sampai pada kas umum daerah aw
pencairan dana dan pusat, provinsi dan lainnya;

S. menjabarkan perintah atasan mclalui pengkajlan permasalahan dan
peraturan perundang-undangan yang bertaku agar pefeksanaan
tugas berjalan sesuai dengan ketcnruan vang berlaku;

I. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan hidang tugasnya dan
tnembenkan petunjuk/arahan baik secara hsan maupun tertulis
guna mcningkatkan ktlancaran pelaksanaAn iugas;

u. rndaksanakan kpordinasi dengan kepala sub bidang dihngkungan
kega baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan. informal!t serta untuk mengevaluasi
permasa.lahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

v. membuat laporan pelaksanean tugas kepada atasan sebagai dasar
pcngambilan kebijakan;

w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan mssukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

Paragral 10
Bidang Akuntansi danPelaporan

Pasal 279

(II Kepala Siriang Akuntansi dan Pelaporan mompunyai tugas
melaksanakan, membina dan mengoordinasikan serta menyelenggarakan
scbagian tugas dihidang Akuntansi dan Pelaporan,

(21 Untuk mdriksanakan tugas scbagaimana dimaksud pacla ayar (1),
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan nmgsi
a, Penyusunan reucana serta program kerja dibidang akuntansi dan

pelaporan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

niengoordinasikan kegiatan dibidang akuntansi dan pelaporan;
c. penyiapan bahan percncanaan, pelakaanann dan pengoordinasian

kegratan di bidang akuntanst dan pelaporan;
d. pengoordinasian pembükuan anggaran (akuntansil penenmaan dan

pengduaran kas daerah;
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e. pengoordinsaian kegiatan daLam menyiapkan. menghimpun,
mengumpolkan, memvalidasi . menganalisis dan mengtalnasi data
kuantitatif rrmupun kualilatif heserta seluruh kelengkapan dokumen
pendukungma sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan
Pemenntah Dacrah baik secara berkala, regular, maupun msidemal
unluk memenuhi kêbutuhan informant terkait keliangan daerah bagi
pengguna interna! dan ekatema! Pemerintah Daerah,

f. pengoordinasian penatausahaan dan pclaporan realisasi penempatan
dan pcnarikan uang Daenih pada Batik Umum;

g. pengoordipasian kegiatan penyusunan laporan penanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

h. pimgpurrihiaüian kegiatan penyusünan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Renanggunsawaban Pelaksanaan APBD;

i. pengoordiiiasian pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan
PD. BLUD. SKPKD,dan Ikhtisar laporan keuangan BUMD:

j. pengcordinasian kebutuhan bahan penirnksaan dan penyusunan
mrjggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pmanggungjauaban
Pelaksanaan APBD;

k. pengoordinasiar peiaksanaan Penyelesaian Tuntutan
Pcrbenclaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.

]. pengoordiriasian pelaksanaan Rekonsdiasi dan veri.fikasi aset.
kw^jiban, ekuiias, pendapatan, belanja. pembiayaan, pmdapatan 1.0
dan Bebani

nr pengoordinasian penyusunan anabsis Laporan Pertanggungjawaban
Prlaksanaan APBD;

n. pengoordipasian penyu&unan kebijakan dan panduan (.eknrs
operational penyclenggaraarL akuntansi pemeimtsh daerah;

o. pengoardinasian penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan peraerintah daerah:

p. pengonrdinasian pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukt)
memorial;

q. pengoordinasian pelaksanaan pemhinaan, sosialisaai. bimhingan
teknis, forum diskusi akuntansi. konsuUafii dan pendampingan
dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daenah sesuai
sistem akuntansi pemerintah daerah kepada aparatur pengelola
keuangan PD, SKPKD dan BUJD;

r. pdaksan&an monitoring. eva!nasi dan petaporan terhadap
pclaksanaan lugas dart kcgiaian yang tplah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

s. pelaksanaan tugas lainnva yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelanearan pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundatig-undangan.

Paragraf 10
Sub Bidang Akumansi

Pasal 280

(11 Kepala Sub Bidang Akuntansi menipunyai tugas menyiapkan bahan
dalam rangka membantu meiaksanakan penjabaian kehdjakan teknia di
sub bidang akuntansL

(2} Untuk melak&unakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (1),
KepaJa Sub Bidang Akunlansi mrnyelenggarakan fungsi:
a, penyiapazi bahap daïam menyuBUn rencana kerja di sub bidang

akuncahïü yang metijadi tugas dan kewcnangannya;
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b. penyiapan bahan kcbijakan, mdaksanakan pembinaan dan
mengoordinaslkan kegiatan di sub bidang akuntansi.

c. pelaknanaan penyusumn kebijakan akuntansi pcmerintah daerah,
d. prlaksanaan penyusunan sistem akuntartsi pemenmah daerah;
e. rnenyiapkan bahan dan dokumen, serta melaksanakan konsultasi

dalam rangka Pengembangan Aplikaai Aküntansi Keuangan Dacrah
sesuai Standar Akuntansi Pemerintah [SAP};

f pelaksanaan pembinaan. sostalisast bunbingan teknte, forum diakuai
dan pendampingan dalam penyusunan dan penyajtan laporan
keuangan PD, BLUD dan SKPKD aesuai sistem akuntansi peroerintah
daerah;

g. pclaksanaan pengelolaan data dan informasi pada sub bidang
aku mansi;

h, pelaksa.naan penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi
pengolahan data akuntanai penenmaan dan pengeluaran kas daerah,

i. pcmantauan atas idetlüfikaai, klastfikaai dan pengukuran data
transaksi akuniacwt pcnenmaan dan pengcluaran vang dilakukan
oléh PD, BLUD dan SKPKB;

j. pemantauan atas posting penerimaan dan pcngcluaran kc Laporan
keuangyn yang dilakukan oleh PD, BLUD, dan SKPKD;

k. pelaksanaan verifikasi dan Pengujian atas Öukii Memorial;
1. melaksanakan veriilkasi bahan dan analisis dam penycsuman

transaksi non kas:
m. pelalcsanaan konsolidasi Laporan Keuangan PD, BLUD dan Laporan

Keuangan Pernerintab Daerah;
n penyusunan laporan neaiisssi anggaran. laporan pern bahan saldo

anggaran lebib. laporan operational, laporan perubahan ekuitas.
ncraca, laporan arus kas dan catatan atas lapunm keuangan,

o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporan terhadap
pcIaksanaan lugas dan kcgiaian yang Lelah dilaksanakan kepada
pimpinan. dan

p. pelaksanaan tugas laüuiya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kclancaran pelaksanaan (ugas berdasarkan standar norma dan
peraturan penjndang*undangan.

Paragraf II
Sub Bidang Pclaporan

Pasa! 281

(U Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugss menyiapkan bahan dalam
langka mem bantu melaksanakan pcnjaharan kebijakan teknis di sub
bidang pelaporan.

(21 Untuk menyelenggarakan fungs^ sebagaimans dimaksud pada ayat (2j.
Kepala Sub Bidang Pclaporan mempunyai dncjan tugas:
a. Pényiapan haltan dalam menyusaan rencana keija di sub bidang

pelaporan yang menjadi tugas dan kewenangmmya;
b. Penyiapan bahan kebijakan, melak&anakan pembinaan dan

mengkoordinasikan kegiaten di sub bidang pelapuran,
c. Mengkaji ulang hasll venfikaöi laporan realisasi penerimaan dan

pengeluaran PD, BLUD, SKPKD dan Pemeriniah Daerah;
d. Rckonsiljasi dan verifikasi ajset, kewajiban, ekuiraa. pendapatan,

belanja, pcmbiayaan. pendapaiam LO dan Beban;
e. Penyusunan laporan Penanggungjawaban APBD secara periodik

(bulanan, triwulanan, semester dan tahunanj:
f. Pelaksanaan pembinaan, dan pendampingan dalam pcnyuaunan

laporan penanggungjtnvahan fx-laksanaan APBD;
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g. Penvusunan analistó Laporan Pertanggurigjawaban Pdaksanaan
APBD;

h. Permisunan ikhüsar Laporan keuangan BUMD;
L Penyusunan Rancangan Ptraturan Daerah temang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APSD;
j Penyiapan bahan koordinasi dan Penyusunan jawabarl eksrk'utif

dalem rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
k. Penyiapan bahan tindak lanjut hasil evaïuasi Rancangan Peramran

Daerah (entang Perianggungja^aban Pelaksanaan APBD;
l. Penviapan bahan pcmeriksaan dan penyusunan tanggapan terhadap

LHP BPK aras Laporan Perianggungjawaban Pelaksanaan APBD,
m. Pelaksanaan Koordinasi, Sikronlsasi dan Penydesaian Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
n, pengumpulan bahan dan menyusUn laporan Tugas Pembantuan dan

Urusan Bersama;
ü. Penarausahaar penemparan dan penarikan deposito;
p. p^Laksanaan monitoring, evaluam dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas dan kegiaun yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

q, pefaksanaan rugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
keïancaran peJnksanaan wgas bendasarlcan standar nomia dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12
Bidang Barang Mi hk Daerah

Pasal 282

(1} Kepala Bidang Bftrang MiUk Daerah mempunyai tugas mclaksanakan,
membina, dan mengoortünasikan sena menyelenggaiakan kegiatan
dibidang pengelolaan barang milik daerah

(2} Until k melaksanakan rugas sebagaimana dtmaksud pada ayat (l)t Kepaïa
Bidang Barang Milik Daerah meuvelenggarakan fungst:
a. penyusunan rcncana serta program ketja dibidang barang milik

daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
11 perumusan kebijakan» meiakaanakan pembmaan dan

mengoordinasikan kegiauin dibidang barang milik daerah;
c, pembamu meneliti dan memberikan pertimbangan peraetujuan dalam

penyusunan rencana kebutuhan dan rencana kcbutuhan
pemeiiharaan/perawatan Barang Milik daerah kepada PengeloJa
Barang melalui Pejahai Penatauaahaan Barang;

d, pemberian pertimbangan kepada BengeloLa Öarang meialui Pejabai
Penatausahaan Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik Daerah yang memerluksn
persetujuan Bupari;

e. pembenan pertimbangan kepada pengelola harang melalui pejabat
penatausahaan barang wntuk mengatur pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatim, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah:

f. pcmbcn«in pertlmbangan kepada pengelola barang melalui pejabat
penatausahaan barang atas pelaksanaan pemindslnanganaji barang
milik daerah yang telah diserujui oleh Bupati atau DPRD,

g. pengelola barang melalui pejahai penatausahaan ha rang dalam
peiaksanaan koord inasi ÏTiventaiisasi barang milik daerah.
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h. pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan
untuk kepemingan penyclcnggaraan Wgas dan fungsi SKPD dan
sedang Hdak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupaü meïalui
pengelola barang, serta barang milik daerah yang berada pada
pengelola barang mclalui pejabat penatHusahaan barang;

i. pengamanan dan pemelihara banang milik daerafu
ƒ pengelolaan Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas

pengelolaan barang milik daerah.
k pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan rugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

1. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kclancaran pclnksamian tugas berdasarkan bandar nórma dan
peraitiran perunda.ng-undangan

Paragraf 13
SubBidang inventarisasi dan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Pasal 233

(l) Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Barang Milik
Daerah wempunyai rugas menyiapkan data, informasi, dan bahan guna
melaksanakan kegiatan perencanaan inventarisasi dan Penatausahaan
barang mihk daerah.

(2] Unt.uk mclaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)t
Kepala Sub Bi(lang inveniarisasi dan Penatsusahaari Barang Milik
Daerah inenyelenggaralean fungsi !
a. pem usunan rencana serra program kerja di Sub Bidang Inveniarisasi

dan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang menjadi lug&s dan
kewenangannya;

b, perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mengDordiiiaaikan kegiatan di subbidang ihventarisasi dan
Pfcnatauaabaan barang milik dacrah;

c. pembantu menebri dan memberikan data serta informasi yang akurax
sebagai baban prnimbangan persetujuan dalam penyuaunan rencana
kcbmuhan barang milik Daerah dan rencana kebutuhan
penieliharaan/ perawatan barang milik darrah;

d. pembcrian data dan informasi scbagai pertimbangan untuk mengaiur
peïaksanaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah:

e pcngoordinasian inventansasi dan Penatausahaan barang mUik
daamh;

L fasiliiaai seluruh perangkat daerah dalam inventarisasi dan
Penatausahaan barang milik daerah;

g. pektksanaan monitoring, evaiuasi dan pelaporan rerhadap
peiaksanaan aigas dan kegiawi yang lelah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
keiancaran pclaksaiiaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan penmdang’undangan.
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Paragraf 14
Sub Bidang Pt-ngendalian Barang Milik Daerah

Pasal 284

(1) KepaJa Sub Biriang Pengendalian Barang Milik Daerah rnempunyai tugas
menyiapkan dat a, mformat;, dan bahan guna melaksanakan kegiatan
pengendaijan barang rnilik daerah.

(2| üntuk nidaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [1)> Kcpala
Sub Biclang Pengendalian Barang Milik Darrah mcnydnnggaralcan langs;
a. penyusunan rencana ^na program kerja di Sub Bidang

PengendaJian Barang Milik Daerah yang menjadi rugas dan
kcwenangannya.:

b. perumusan kebvakan. melaksanakan pembinaan dan
mcngoordinasikan kegjatan dibidang Pengendaiittn Barang Milik
Darrah;

c. penyusunan rencana sena program keja dibidajig Pen.gendaliaii
Barang Milik Dacrah yang menjadi tugas dan kewenangannya,

d. pcrumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mengoordinasikan kegiatan dibidang pengendalian banang milik
daerah;

o pemberian data dan infonnasi sebagai pertimbangan atas
pelaksanaan pemiridahtan.ganan, pömusnahan, dan penghapusan
barangmilik daerah,

£ pengamanan dan pemeliharaan barang mijik daerah;
g. pengawasan dan pengendalian alas pcngclölaan barangmilik daerah;
h. pélaksanaan fasilitasi seiuruh perangkat daerah daiam pengendaiian

barangmilik daerah;
i. pelaksanaan monitoring, rvaluasi dan pelaporan (erhadap

pelaksanaan tugas dan kegiaum yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

j. pelaksanaan tugas laïnnya yang dibenkan oleh pimpinan untuk
kelancarar pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraruran pcrundang-undangan.

BAB XXVU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bagjan Kesatu
Kedudukan, Tugasdan Fungwi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 285

(1| Badan merupakan unsur penunjang uimaan pcmenntahan dfbidang
pen^lolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan
yangmenjadi kvwenangan daerali

(2) Öadan dipimpm olch Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan
hertanggung jawab kepada Bupad melaJui Sekreians Daerah.
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Paragraf 2
Tugaa dan Fungsi

Rasal 286

(O Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam meJaksanakan Fungsi
penunjang urusan pemerinjahan dibidang pengelolaan perpajakan dan
pendapatan dacra.h serta tugas pembantuan yang menjadi kewenangan
Oaerah.

[2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1J Badan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan leknis dl bidang pcngelolaau perpajakan dan

pendapatan daerah «erlH tugas pembantuan;
b. pelaksanaan cugas dukungan teknis dibidang pengekdaan perpajukan

dan pendapatsn daerah seria tugas pcmbantuam
C- pemantauaru evaluasi dan pelaporan pclaksanaan tugas dukungan

ceknrs dibidang pengeloïaan perpajakan dan pcndapatan daerah serta
Uigas pembantuan;

d. pembinaan teknis peyeltnggaraan fungai-fungd penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan perpajakan dan
pendapatan daemh serta rugas pernbahtuan; dan

e. pclaksanaan fungm lain yang diberikan oteh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fimgeinva

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 287

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
a. KepaJa Badan;
b. SekretariaB lerdiri alas.

1. Sub öagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Keiompok Jabatan FungskmaL

c. Bidang Pelayanan dan PentLataan. terdiri ataa
l Sub Bidang Ptelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah:
2 Sub Bidang Pendacaan dan Pfendaftanan Objck Pajak Daerah: dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Penetapan dan Penagihan Piyak Daerah. terdiri atas:
I. Sub Bidang Penelapan Pajak Daerah;
2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan
3. Krlompok Jabatan Futigsional.

e. Bidang Monitoring, Evalunst dan Pengemhangan Pajak Daerah dan
Retribusi naerah, lerdiri atas:
L Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah:
2. Sub Bidang Ptangembangaji Pajak Daerah dart Retrlbuai Daerah;

dan
3. Kektmpok Jabaten Fungatond.

L Kelompok Jabaüin Fungsional; dan
g. Unit Pelaksanann Tcknis Badan.

193



(2) Srkrecariar sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huruf bf dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang beraria dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.

[3} Bidang sebagaimana dimaksud paria ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf
e. masing-masing dipimpin oleh sprang Kepala Bidang yang beruda
dibawah dan brnanggung jawab ktpsda Kepala Badan.

(4} Sub Ba#a.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b angka I
dipimpin oleh seorang Kcpala Sub Bagian yang berada di bawah dan
benanggung jawab kcpada Sckmarts

(5) Sub Bidang pada masing-maaing bidang, dipimpin oleh scoreng Kepala
Sub Bidangyang berada di bawah dan berranggung jawab kepada Kepala
Bidang.

(6) Kelompok Jabatan Eungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f. dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua
Kelompok dan bcrtanggung jawab kepada Kepala Badan.

(7) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf g,
dipimpin oleh aeontng Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada kepala batten

(8) Bagan StruJktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Darrah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagtan
tidak terpisahkan dan peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Sudan

Paaal 288

(1} Kcpala Badan mrmpunyai tugas memimpin Badan Pendapamn Darrah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan. melaksanakan pembmaan
terhadap aparamr bawahannya agar pelaksanaan tugas dapat berdaya-
guna dan berhasil-guna, melaksanakan kerjaaama dan
mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengelolaan
perpajakan, pendapatan daerahan retribusi daerah serta tugas
pembantuan deng^n instansi Pemerintah dan Organisaai lafnnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran
peiaksanaian tugas

(2J Untuk menyrlenggarakan tugas «ebagaimana dimaksud pada ayat (l|.
Kepala Badan mempunyai fungsi :
a. pcnyusunan kebijakan teknis di bidang pengetoLaan perpajakan.

pendapatan daerahan retnbusi dacrah;
b. pelaksanaan rugas dukungan ueknis di bidang pengelolaan

perpajakan. pendapatan daerahan retribusi daerah;
c. pemanlauan, evaluasi dan pdaporan peteksanaan lugas dukungan

teknis di bidang pccigelolaan perpajakan. pendapatan daerah retribusi
daerah;

194



d. pembinaan teknis penyelenggaraan füngshfungsi penunjang Urusan
E^emennUhan Daerah di bidang p^ngeloiaan perpajakan, pendapatan
daerahan retribusi daerah; dan

o. pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
SekretariHi

Pasal 289

(1) Sekrelaris mempunyai tugas mengoordinaaikan dan menyelenggarakan
kegiatan kesekreiariataru pengelolaan keuangan dan pehyanan
administrasi paria seluruh unit organises; dilingkungan Badan serta
melakukan penyusunan program, evaluaai dan pelaporan.

(2) Untuk meiaksanakan togas sebagaimana ditnaksud pads ayat (1).
Sekretsris menvelenggarakan fungsi :
a. pengfxjrdinasian pnlaksanaan kegiaian ddlngkungan Secretariat

Dinas yang menjadi uigas dan kewenangannyai
b. penyiapan baban dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan

penyusunan program kerja;
c. percncatiaan anggaran biiiya yang diperlukar untuk Batu tahun

ariggaran dan mengevalnasi penggunaan biaya yang telah
dikeluarkan serta membuai laporan pelsksanaan kegiatan pada
pimpinan:

d. pengoordinasian kegiaian yang akan dilaksanakan pada atasan dan
bidang-btdangyang ada dilingkungan dinas;

c penviapan percncanaan dan kcbijakan teknis pengembangan
kcsrkreianauiiï dan administrasi umum;

f, penyelenggö.raan unjsan kcsekretariatam rumah tangga
(perlengliapan], adminiatrasi kepegawaian dan keuangan.

g. penyusunan rencana evaluasi dan laporsn pelaksanaan program
kerja;

h. prlaksanaan pcngadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana
APBD dan APBN dengan mclaporkan haail ppngadaan kepada Badan
Keuangan dan Aset Daerah discrtai dengan penyerahan BPKB dan
surai admiimtrasi lainnya;

i. pehksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah djlaksanakan kepada
pimpinan;

j, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oieh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraiuran perundang-undangan.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 290

(Ij Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran
kebijakan teknia di sub bagfan umum dan kepegawaian.
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(2J Untuk mdaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat f 1k Kepala
Sub Bagian Unwin dsn Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a pcnyiapan bahan dalam menyusun rencana kerya Sub Baglan Umum

dan Kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangannya:
b. penyiapan bahan kebijakan. meliiksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiatan di sub bagian umum dan kepegawaian.
c. peJaksanaan urusan administrasi surat menyarat dan kearmpan;
d. memilah, tnengklaainkasikan dan mengagendakan arsip surat

mepynjrat menurut jenisnya;
e. pelaksanaan pengadaan peralatan leantor sebagai penunjang

kclancaran tugas.
f. penyuaunan dan Tnelaksanakan administrasi kepegawaian melipuri

urbsan kerudkan pangkat dan kenaikan gaji berkala, serin
pendidikan dan pclatlhan pegawai di iingkungan Badan.

g. pengumpulan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fesiljtas kega
di HngkUngan Badan;

h. pelak&anaan prusan pengolahan administrasi kepegawaian secara
umum diImgkunean Badan;

i mventarisasi permasaJahan yang timbul dalam pelaksanaan lugas
untuk dikoordinasikan kepada alasan guna mencan pemecahan
masalah:

j. penyiapan bahan pengadaan kendaraan dinaa berasal dari dana
APBD dan AP3N dengan melaporkan basil j>engadaan kepada Badan
Keuangan dan Aset Daeraji disenai dengaii penycrahan BPKB dan
surat admimstrasi lamnya;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi clan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegtatan yang telah dilaksanalcan kepada
pimpirian; dan

1, pelaksanaan higas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan lugas berdasarkan standnr norma dan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
BidangPelayanan dan Pendataan

Pasal 291

1 1) Kepala Bidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah mejnpunyaj tugas
membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelayanan dan konsuliHSi pajak
daerah, penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah.
pehelitian dan verifikasi data pelaporan pajak dacrah, pendalaan dan
pendaftaran objek pajak daeiah.

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud, KepaJa Bidang
Pelayanan dan Pendataen Pajak Daerah menyelenggarokan fungsi
a. pettyiapari bahan penyuannan program kerja Bidang Pfelayanan dan

Pendataan Pajak Daerah;
b. peruniusan. pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan

penyelenggarann pelayanan dan konsultasi pajak daerah:
r penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
d. pcnelitian dan vcrifikasi Pendaftarar pajak daerah öleh wajib pajak;
e. pendaiaan dan pendaftaran objek pajak daerah.
f. pelaksanaan pernantaturn, evaluasi dan penydsunan pelapothn

bidang pelayanan dan pendataan pajak daerah; dan
g. pelaksanaan fungsi kedmasan lain yang dibedkan Kepala Badan

19b



Paragraf 5
Sub Oidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

PasaJ 292

(1) Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah mempunyai
tugas» menyiapkan data, informal), dan bafran guna meiaksanakan
kegiaian pdayanan dan konsultasi pajak daerah.

|2j Umuk melaksanakan trigas sebagaimana dimaksud pada ayat [ 1), Kepala
Sub Sidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah menyelenggarakan
fungai :
a. menyiapkan bahan penyusunan program keqa Sub Bidang Pelayanar

dan Konsultasi Pajak Daerah;
b. menyiapkan bahan peru.musan. pelaksanaan dan pengkoordinasian

kcbijakan pclayanan pajak dacrah;
c. mcnyiapkan hahaa penitaian ndbrrnasi birokrasi Sub Bidang

Pclayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
d. meiaktikan pelayanan dan konsultasi pajak daerah aesuat dengan

prosedur pelayanan tangieluh ditetapkam
e melaksanakan pctayanan atas perrnohonan pcrnbetulan, pembatalan.

kebemtan. mutasi, pengurangan. keringamn dan pengembalian
kelebihan pembayarap pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak
atari kuasa wajib pajak;

f, memproses permohonan pelavanan sésuai Jenis permasalahan yang
diajukan okh wajib pajak sesuai dengan prosedur yang tekih
ditetapkan.

g melaksanakan penelinan kelcngkapan berkas pengajuan permohonan
venfikasi bra prrolehan hak atas tanah dan bangunam

h. mendistribuikan pcnyebaran surat pembehtahuan pajak teruiang
dan daftar himpunan ketetapan pajak ke pekon dan kelurahan.

i melayani permohonan suthi keterangan nilai juaJ objek pajak
sebeïum cetak surat pemberitahuan pajak terutang: dan

j, melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan Kepala Bidang.

Paragraf 6
Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Pasat 293

UI Kepala Sub Bidang Sub Bidang Pendataan dan Pendafiaran Objek Pajak
Daerah mempunyai tugas menyiapkan data, informasi, dan bahan guna
melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftraan objek pajak daerah.

(2j Uinuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (IJ, Kcpala
Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
menyelenggarakan fungsi :
a. melakukan pendataan dan pendaftaraa objek pajak;
b memeriksa kpnsep daftar wajib pajak;
c. merumuskan program kegtataii Sub Bidang Pendataan dan

Pendaftaran Objek Pajak Daeiah;
d. melakukan pengadminJatrasian pendaftaran wajib pajak daerah;
e. melaksanakkn proses pendaftaran wigjib pajak daerah denman

pemberian nomor pakok wajib pajak daerah;
f. mencetak kanu nomor pokok wajib pajak daerah dan menerbitkan

surat pengukuhan sebagai wajib pajak selanjutnya dilakukan
pengesahan o|eh Kepala Badan;

IÉ7



g melaksanakan pendstaan terhadap seluruh subjek dan objek pajak
daerah;

h. melaksanakan upaya peningkatan dan pengtfmbangan terhadap
poiensi pajak daerah.

i. menghimpun dan menghitung seluruh potensi pajak daerah yang
seharusnya dipungur sebagai pendapatan asli daerah sebagai baban
peningkatan pendapatan pajak daerah;

j. melakaanakan pcnyusunan rencana kebmahan dan mencetak surat
pemfaeritahuan pajak daerah serta dokumen ïainnya yang tcrkail
dengan dokumen pemungutan pajak daerah;

k. menyrmpan dan mendistribusikan barang cetakan berupa surat
pembcntahuan pajak daerah serta dokumen lainnya yang terkait
denga n dokumen pemungutan pajak daerah dan
memperianggu ngjawabkan pu nggunaannya:

L melayani permintaaii perforasi benda berharga dari wajib pajak dan
wajib retribusi, satuan kerja penghasil pendapatan aaLi daerah
lainnya atau dokumen Iain yang digunakan üleh wajib pajak untuk
pencatatan omscL pendapatan w«yib pajak dan retribusi daerah
sebagai dasar pertgenaan pajak daerah dan retribLisi daerah;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberlkan Kepala Bidang,

Paragraf 7
Bidang PeneEapan dan Penagihan Pajak Daerah

Pasal 294

( 1 ) Kcpala Bidang Penetapan dan Benagihan Pajak Daerah mempunyaj tugas
membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan
kcbijakan, evaluasi seira pelapcman penilaian dan pcnetapan pajak
daerah.

12) Untuk melaksanakan tugas sebagaünana ditnaksudr Kepala Bidang
Permapan dan Penagihan Pajak Daei’ah menydenggarakan fUngsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang pcnetapan dan

penagihan pajak daerah:
b. pcrumusan dan pengoordinasian kebijakan teknis pajak daerah
c. pdaksanaan penila.ian pajak daerah:
d. pdaksanaan penagihan pajak daerah:
e. pdaksanaa.n penetapan wajib p^jak daerah:
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan pelaporan

bidang penetapan dan penagihan pajak daerah; dan
g. pdaksanaan fungsj kedinasan lain yang dibenkan Kepala Badan.

Paragraf 8
Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah

Pasal 295

(IJ Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah mempunyaï tugas
menyiapkan data, informant dan bahan guna melaksanakan kegiatan
peneiapan pajak daerah.

(2) Untuk melaksanakan mgas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang
Penrtapa.n Pajak Daerah mernpunyai tuga#:
a, melakukan pelayanan validaai surat setoran bea peroiehan hak atas

tartah dan Ijangunan;
b. merierbitkan aurat ketetapan pajak daerah dan daftar penerbitan

surat ketetapan pajak daerah:
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c, mernvenRkasïi dan menghimpun surat pemberitahuan p^jak daerah
yang disampaikan oleh wajib pajak dalam pajak yang terutang
dihitung dan dibayar sendiri oleh wajib pajak;

d. menerbitkan surut keietapan pajak daerah kurang bavar dalam haj

sprat pemberiiahuan pajak daerah yang disampaikan oleh wajib
pajak terdapat kurang bavar dan yang sehanjsnya temtang;

e. menerbilkan surat kcfetapan pajak daerah nihil dalam hal surnt
pcmheritahuan pajak daerah yang disampaikan oleh wajib pajak
sama dcngan yang seharusi\va terutang;

f mendistribuaikan doknmen ketetapan pajak daerah,
g. menriokumentasikan nota perhitungan pajak daerah;
h. menyelesalkan permoheman pcngaduan aras angsuran, keberaiati.

penundaan pembayaraan, keringanan, pengurangan pembebajsan dan
reshtusi pajak daerah;

t. menyusun iaporan pertanggung jawaban ataa pelaksanaan tugas; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang

Paragraf 9
Sub Bidang Ptenagihan Pajak Daerah

Pasal 296

(11 Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai tuges
mcnyiapkan data, inforrtiaai, dan bahan guna melaksanakan kegiatan
penagihan pajak daerah.

[2) Umuk mclaksanakan lugas sebagaimana dimaksud, KepaJa Sub Bidang
Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas
ét mehyiapkan dan mendistribusikan wrat manyurat dan dokumentasi

yang berhubungan dengan penagjhan;
b. melakukan evaluaei data dan mempTOses kedaluaarsa penagjhan;
e. lïiembuat daflar tunggakan dan menginveinariftasi data tunggakan

pajak daerah yang kwat jatuh tempo;
d. melakukan penagihan aktif kepada wajib pajak;
t. mdaksanakan penindakan kepada para usjib pajak scsuai clengan

ketentuan jiemturan pemndang-undangan perpajakan daerah,
f menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan lugas: dan
g. melaksanökan tugas kedinaean lain yang diberikan Kepala Sidang.

Paragraf 10
BidangMonitoring, Ëvaluas) dan Pengembangan Pajak Daerah dan Tïetribu&i

Daerah

Pasal W

(11 Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah
dar Retribusi Daerah mempunyai tugas membhrltu Kepala Badan dalnm
merumuskan dan melaksanakan kebijakan. evaluasi serta pelaporan
pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah, penyelesaian
kebcrntan pajak daerah, pembinaan dan pengawasan pengelölaan scrta
pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimanfl dimaksud. Kepala Bidang
Monitoring, Êvalua&i dan Pengembangan Pajak Daerah dan Rctnbusr
Daerah menyeienggarakan fungsi ;
a Penyiapan bahrin penyu&unan program kerja EJidang Monitoring,

Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribuai Daerah,
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b. Perumusaii, pelaksanaan dan pengoordmasian ketnjakan
penyelenggarsan pengendalian, pemeriksaan tian pengawasan pajak
daerah. penyelesaian keberatan pajak daerah. pembinaan dan
pengelolaan pajak daerah dan rwibusi daerah;

c. Pcrumuaan bahan kebjjakan, perencanaan. pengembangan. evaluasi.
penyusunan. pengawasan. pembinaan, anabsa, pcmrosesan dan
peJaporan dalam ptdaksanaan penguwasan pajak dan retribuss
daerah;

d. penyelesajan keberatan pajak daerah;
e. pelaksanaan pcmantanan, evaluasi dan penyusunan pelaporan pajak

daerah dan retribusi daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yangdiberikan oleh Kcpala Badan

Paragraf 1 1

Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah
dan Retnbusi Daerah

Pass! 298

(1) Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah dan Rembusi
Daerah mcmpunyai tugas nienyiapkan data. informast dan bahan guna
melaksanakan kegiatan monitoring dang evaluasi pajak daerah dan
rerribusi daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Sidang
Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah dan Rctribuai Daerah mempimyai
tugas :
a. mengendalikan dan mengevaluast operasional prosedur pajak daerah

dan retribusi daerah,
b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemungutan pajak daerah

dan retribusl daerah.
c. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pclaksanaan serta

teknis pemutigulan dan pengekitaan pajak dan rctribusi;
d. menyusuii, merumuskan. mmgusulkan penecapan dan pcrubafaan

Tarif pajak dan rerribüBÜ
e. melaksanakah koordinasi dengan pihak rerkaii daiam pengendalian

dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
f. melakukan pembinaan dan pengawasan pengeiolaan pajak daerah

dan rethbusi daerah;
g. melaksanakan kegiatari fasilitasi sosialisasj, rekonsiliasi dan

klaniikas) data penerimann reiribuai daerah dan pendapatan lainnya;
h, menghimpun dan melaporkan data penerimaan pajak daerah.

retribusi daerah dan pendapatan Ulinnya;
i. menyiapkan bahan perhitungan dan koordinasi dengan instansi

terkait alokasi bagi hasil pajak dan retribusi untuk desai
j, menyusun Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
k. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
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Paragraf 1 2
Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Pasal 299

(I) Kepala Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribuat Daerah
mempunyai t.ugas menyiapkan data, iniormasi, dan bahan guna
melaksanakan kegiatan pengembangan pajak daerah dan retribusi
daerah

(2| Untuk mclaksanakan lügas sebagaimana dimaksud, Sub Öidang
Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugss
a. menganaiisis dan mengembangkan pajak daerah dan retribusi daerah.
b. menviapkan t?ahan prrumusan. pelaksanaan dan pengoordinasian

kebtjakan perencan&an pendapatan daerah;
C- mcnganalisis pötensi pajak daerah.
d. menyimm target penerimaan pendapatan aslt daerah:
e. menyiapkan bahan penilaian reformasi Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;
f. menyusun produk hukum pajak daerah dap standar operational

prosedar pemuhgUlan pajak daerah;
g. petjanjian kerja sama bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
h. meiakukan pengelolaan. pemeliharaan dan pelaparan basis data pajak

daerah dan retribusi daerah;
i hahan perumusark pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan

sistem informasi pajak daerah;
j mémbangum mengembangkan dan mengelola sistem informasi pajak

daerah; dan
k. melaksanakan tügas kedinaaah Lain yang dtberikan Kepsda Bidang

BABXXVW
BADAN PERENCANAAN PEMBANOUKAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Furigsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 300

(1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pcmrrirnahan dibidang
perencanaan penfbangunan daerah.

(2) Badan dipimpin oleh Kepala Öadan yang herbedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragaraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 301

fl| Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi
Peminjang urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pentbangunan
yang menjadi kewenangan Daerah.
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(2} Untuk menyelenggarakan togay sebagaimana dimaksud pads ayat [l|
Badan menyelenggurakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Perencanaan PemtoanguuarK
b, pelaksanaan tugas dukngan teknis dtbidang Perencanaan

Pernbangunan;
c- pemantauan. evaluasi dan peUporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis dlbidang Perencanaan Rembangunan;
d. pembibaan teknis pcyelenggaman fungst-fungsj penunjang Urusan

Pemerinlahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan: dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Bagian Kedua
Susunan Qrganisast

Pasal 302
(I) Susunan Orgamsasi Badan, terdiri atas

a. KepaJa Badan;
b. Secretariat Terdiri aias:

L Sub öagian Perencanaan Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan.

C. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pernbangunan.
tendin atas Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Fisik, terdiri atas Kelompok Jabatan EungsionaL;
e. Bidang perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional;
C Kelompok Jabman Fungsmnal; dan
g. Unit PeJaksana Tekrus Badan.

{2} Sekretariat sebagaimana dimaksud pads ayat (1) Humf b dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan benanggung jawab kepada
Kepala Sadan.

[3j Bidang sebagaimana dimaksud pada ayar (1] huruf c, huruf d* dan bumf
e making-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
hawall dan berLanggung jawab kepada Kepala Babar

H) Sub Bagian Sekretariat dip.impic oleh seorang Kcpala Sub Bagian yang
berada di batvah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Kelompok Jabatan FungsionaJ sebagaimana dimaksud pada ayat (ll
huruf C dipimpin oleh seorang pejabat fungaional senior sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggiing jawab kepada Kepaia Badan.

(6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,
dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis vang berada di
bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Badan.

[7] Bagan Stnjktur Organ!sasi Badan Perencanaan Rembangunan Dacrah.
sebagaimana tencantum dalam lampimn XXVII yang mcrupakan bagian
brink rerpisahkan dari Peraturan Bupati sni.
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Bagian Ketiga
dan Fungsi

Paragraf 1
KepaJa Badan

Pasal 303

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pcmenntah yang menjadi kewenangan daerah dibidang
perencanaan pembangunan daemh,

[21 Untuk menyclenggarakan tugas sebagajmana dimaksud paria ayat [IJ
Kepala Badan menyelenggarakan fungsÊ
a pcngoordinaaian peJaksanaan kegiatan dilingkungan Badan yang

menjadi ï.ugas dan kewenangannya;
b. perumusan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perencanaan
pembangunan;

c. pemherian dukungan atas penyelenggaraan pemerintaharl daerab
dlbidang perencanaan dan pembangunan;

d. pelaksanaan pembmaan dan pelaksanaan Cugas dibidang
perencanaan dan pembangunan;

e. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembanguntm dan
penvusunan dokumen perrncsnaan pembangunau terdiri dart
Rencana Pembangunan Jangkö Panjang (RPJPJ, Rencana
Pcrnbangkinan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kcija
Pemenntah Dmjrah (RKPDk

f. penyusunan Perencanaan dan program pembatigunsn tahunan
disegaln sekton

g. pcngooidinasian perencanaan pcmbangunan dengan insiansi vertikaL
dinas-dinas. saluan organisasi lain dalam lingkungan pemda.
kccamatan dan badan-badan lain yang herada dalam daerah
kabupaten:

h. penyiapan bahan-bahan yang berhuburgan deugen perencanaan
prmljangunan daerah dalam rangka menyusun Kebijakan Umum
Anggaran (KUAh Priorkas Dan Plafond Anggaran Sementara tPPASl
sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBÓ);

i. penyiapan data. cvaJuasi dan pdaporan dalam bidan.g perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan sena Laporan Kcterangan
Pertanggungjawaban (LKPJï Bupari tahunan dan Laporan
AkuntabiHtas Kinega Instansi PemerinLah (LAK1P) Pemerimah
Kabupaten;

j. pelaksanaan koordinaai pcrencanaan penalaan ruang lintas seictoral;
k. pelaksanaan rnonitoringt evaluast dan pelaporan trrhadap

peiaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

L pelaksanaan ingas lainnya yang diberikan Neb pimpinan untuk
kclancaran pelaksanaan tugas beróasarkan atandar norma dan
peraturan peruridang-undangan.
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Paragraf 2
Sekrctariat

Pasal 304

(1} Sckreuns mempunyai Lügas meneoordinasikan dan mem'etenggarakan
kegiatan kesekretariatam pengelelaan keuangan dan pelayanan
administraai pada schtruh unit arganisasi dilingkungan Darian scrta
melakukan penyusunan program, evalnasi dan pelaparan.

[2j Untuk memelenggarakun tugas sebagaimana dimaksud pada aval (1),
Sekrerans menyetenggarakan fungHi:
a pengoordtnasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretanat

Badan yang menjadi togas dan kewenangannya;
b. penyiapan bahan darl data untuk kegtalan prlakSanaan tugas dan

penyusunan program keija;
c. perencanaan anggsran biaya yang diperlukan untuk aatu tahun

anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah
dikeluarkan sens membuat laporan pelaksanaan kegistan pads
pimpinan,

d. ptngoordinasian kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan
bidang-bidangyang ada di Ungkungan Badan;

c. penyiapan penencanaan dan kebijakan teknia pengembangan
kesekretenaran dan admimstrasi umum;

f, pertyeknggaraan urusan kesekretariaLan, rumah tangga
(perlengkapan], administrasi kepegawaian dan keuangan,

g. penymsunan reucana evaluasi dan Iaporan peiaksanaan program
kerja;

h. pelaksanaap pengadaan kendaraan dmas yang berasal dan dana
APBD dan APBN dengan melaporkan basil pengadaan kepada Badan
Keuangan dan Aset Daerah disenai dengan penyerahan BPKB dan
surat admmistrasi lainnya;

L penydenggaraan penyusunan reneana strategy, Lapran Akuntabilitas
Kinerja Instan&i Pemerintah (UAK1P}. LKPJ dan LFPD Badan:

j pelaksanaan monitoring. evalnasi dan peiaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanaksn kepada
pimpinan; dan

k, pelaksanaan tug^s lainnya vang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas herdasarkan standar norma dan
peraturan perundang- Lindangan*

Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian

Paaal 30S

(1] Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas menyiapkan bahan dalam rangka membimlu melaksanakan
penjabaran kebijakan teknis dibidang sub bagian Perencanaan. umum
dan kqiega^adan.

(2J Untuk menydenggarakan togas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Perencarman, Umum dan Kcpegawahm
menyelepggar&kan fungsi
a, penyiapkan bahan dalam menyusun rencana keqa Sub Bagian

Perencanaan. Umum dan Kcpcgawaian yang menjadi rugas dan
kewenangannya;
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b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mengaordinasian kegiatan di sub bagian perencanatm, umum dan
kepegawaian;

c. pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kcaraipan;
d. memilah. mengkla«ifikasikan dan mengagendakab arsip surat

menyurat menurut jenienya;
r pelaksanaati pengadaan peralatan kantor sehagai penunjang

kelancaran tugas;
f. penvusunan dan me]aksanakan adminlatnaui kepegawajan inciiputi

urusan kenalkan pangkat dan kenedkan gaji bcrkala, sena
pendidikan dan peladhan pega«ai dl lingkungan Badan;

g. pengumpulan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja
di tingkungan Badan;

h, pelaksanaan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara
umum di lingkungan Badan;

L inventansasi permasalahaii yang runtuil dalam petaksanaan mgas
untuk dikoordinasikar kepada atasan guna mencari pemeeahan
masaJah:

j. penyiapan bahan pengadaan kendaraan dinas berasal dari dana
APBD dan APBN dengan melaporkan basil pengadaan kepada Badan
Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan
surat administrasi lainnya;

k. penyusunan Rencana Anggaran Kerja (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggarah |DPAh

L peByueunsn dan menyampaikan laporan bulanan, tnwulan, semester
dan uihunan pclaksanaan program l^dan, semester dan tahunan
pelaksanaan program perencanaan;

m. penyiapan bahftii data^ cva.ïuasj dan pelaporan dalam bidang
peréneanaam

n. penyiapan bahan dalam pcrencanaan program pembangunan bidang
pendapatanf pengelolu keuangan dan Iwang milik daerah:

o. pelaksanaan mcnikjrmg, evaluasi dan pelaporan rerhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan. kepada
pimpinan. dan

p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelakaanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undatigan.

Paragraf 4
Sub Bagtan Keuangan

Pasal 30ö

(Ij Kepala Sub Bagian Keuangan mempunvai tugas melaksanakan dan
tnengpardinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja.
meïakukan kegiütan pcrbendaliaraan. pembukuan dan /verifikasi serta
melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan keuangan
Badan.

(2] Untuk menvclenggarakan rugas sefeag^tmana dimaksud pada aval (ljt
Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kcuangan dan kegintan

perbendaharaani
b, meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Pcrscdiaan

(SPP-UPj pengndaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
Bendahara pengeluaran dan diketabui oleh Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK);
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C, meneliti kelengkapan Surat Perintdh Pembayaran Uang Persediaan
[SPP-UP1, Surat Perinlah Pembayarar Ganti Uang [SPP-GUJ, Surat
Perintah Pembayaran Tambah Uang [SPP-TU), Surat Perintali
Pcmbayanm Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pcgawej Negen
Sipil (PNS) serta pengha&ilan lamnya yang ditetapkan dan diajukan
bendahara pengeluaran;

d. veHfikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);
e, penyiapari Surat Perinlah Membavar {SPMJ;
f, veriïikasi harian atas penerimaan;
g. pelaksanaan akuntansi Perangkat Daerah;
h. menyiapkan bahan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan

rencana kegiatan yang telah dipragramkan;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaparan terhadnp

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telab dilaksanakan kepada
pimpinan;

j. pelaksanaan Lugas dinau Tamnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan

Paragraf 5
Bidang Perencanaan. Pengendaljan dan Evaiuasi Pembangunan

Pasal 307

(1] Kepaia Bidang Perencanaan, Pengendahan dan Evaiuasi Pembangunan
mcmpunyai tugas melaksanakan, membtna dan mengoordinasikan serta
tnenyclcnggaraka.n sebagian tugas Badan dibidang pereneanaan,
pengendabar dan evaiuasi pembangunan.

f2) Untuk menyeJenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [Ij,
Kepala Bidang Perentanfian, Pengendalian dan Evaiuasi Pembangunan
mcmpunyai fungsl
a. penvusunait rencana serta program kerja dibidang perencanaan.

pengendalian dan evaiuasi pembangunan yang menjadi tugas dan
kewenangannya;

b. perumusan kebijakaru melaksanakan pembman mengoaidinasikan
kegiatan dibidang perencanaan, pengendalian dan évaluasi
pembangunan;

c. penyusunan konsop perumusan program dan kegiatan dibidang
perencanaant pengendalian dan evaiuasi pembangunan;

d. pengooidinasian pelaksanaan pengurnpulan data, analisa data dan
menyusun Statistik serta dekumentasi potenai Kabupaten:

e, pelaksanaan koordinasi penelitian di bidang perencanaan,
pengendalian dan evaiuasi pembangünan;

f p+mgoordinasian dan mengadakan keqasama dengan lembaga
penelitian lainnya:

g. jwngoordinasian perumusan rencana kegiatan bidang perencanaan.
pengendalian dan evaiuasi pembangunan;

h. penyusunan data statistik basil pembangunan dan
mendokumenmstkan serta melakukan pengembangan dan
perencanaan menyeluruh;

L pclaksanaan monitoring, evaiuasi dan pelapcran terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksamkan kepada
pimpinan: dan

j. pelaiksanaan tugas dmas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraiuran perundang-undangan.
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Paragraf 6
HidangEisik

Pasal 308

(1] Kepak Bidang Fisik mcmpunyai tugas melaksanakan, meitïbina dan
mengoordinasian serta menyelenggarakan sebagian tügas Badan
dibidang fisik meliputi infraBtruktur. prasarana wilayah tata ruang.
pemukiman. somber draya alam dan lingkungan hidup.

(21 Untuk merryeIenggarakan tugas sebagaimana dimakaud pads aval (Ik
Kepala Bidang Fisik menvelenggarakan fungsi ;
a. penyusunan rencana scrta program keija dibidang fisik yang menjadi

tugas dan kewenangannya;
b. perumusan kebijakan, meteksanakan pembinaan dan

mengoordinasikan kegiatan dibidang fisik meliputi infrastruktlir,
prasarana wilayah tata ruang. pemukimau. sumber daya alam dan
lingkungan hidup;

c. penyiapan dan menyusun bahan koofdinasi dan slnkromsasi
perencanaan pembangunan dibidang ftaik mehputi infrastrnkmr.
prasarana witeyah, rata ruang, pemukiman, sumber daya atom dan
imgkungan hidup antar SKPD, Instansi Venikal dan Kecamatan-
Kccamatan yang berada di lingkungan wilayah Kabupaien Lampung
Bam;

d, penyiapari bahan dalam rangka penyusunan data perencanaan dan
program pembangunan dtbidang meliputi infrastruktur, prasarana
wilayah tata ruang, pemukiman. sumber day a alam dan lingkungan
hidup;

e. pengumpulan dan menyüsun hasil pemantauan, cvaluasi dan anaüsts
tentang pclaksatiaan pcrencEmaan dibidang meliputT infrastruktur.
prasarana wilayah rata ruang. pemukintan, sumber days alam dan
lingkungan hidup;

f. penyiapan dan menyusun bahan pembinaan dan bimbingan tekuis
dibidang meliputi infrastruktur, prasarana wilayah rata ruang,
pemukiman, sumber daya a1am dan lingkungan hidup;

g. penyiapaiï bahan invcnransaai permssatehan dibidang meliputi
infrastruktur. prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, somber
daya alam dan lingkungan hidup:

h prnyiapan bahan umuk inventarisasi. pengumpulan dan penyajten
data informasi yang berkaitan perencanmm pembajigunan dibidang
meliputi inüaBtruktur, prasarana witeyah tata niang, pemukiman.
sumber daya atem dan lingkungan hidup;

L pelaksanaan monitoring, evaiuaai dan jMdaporan terhadap
pelaksanaan togas dan kegiaran yang telah dilaksanakan kepada
pitnpinan; dan

j, pelaksansan LUgas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan
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Paragraf 7
Öidang Perekonomian dan Ke^ahteraan Rakyai

Pasai 309

(1) Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai
tugas meiaksanakan, membina dan mengoordfnasikan serta
menyeleriggarakan sebagian lugas Badan dibidang perekonomian dan
kesejahreraan rakyat.

(2j Ünmk menyelenggarakan tugas sebagaimaria dimaksud pada ayat Ui-
Kepala Bidang Rerekonomian dan Kesejahreraan Rakyat
menyelenggarakan fungsk
a, penyusunan rencana serta program kerja dibidang Perekonomian dan

Kesejahtersan Rakyat yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. peruuiLisan kebijakan. meiaksanakan pembiraan menguordinaeikan

kegiatan dibidang Perekniwmian dan Kesejahteraan Rakyat;
c. penyusunan h^han rumusan kebijakan percncanaar pembangUHAn

dibidang pengembangan ekonomi, sosial budaya, pendidiken. hukum
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat:

d. peogoordEoaaian dan mesinkwrisasi perencanaan pembangunan
dibidang pengembangan ekonomi. su&ial budaya. pendidikan, hukum.
pemerintahan dan kesejahleraart rakyat;

c. peagoordmaaian dan menyusun rencana program kerja
pembangunan dibidang pengembungan ekonomi, sosial budaya,
pendidikan. hukum, pemenntahan dan kesejahteraan rakyat;

f. pelaksanaan inventarisasi. indenUfikasi dan antdisa data informasi
pembangunan pengembangan ekunomi, sosial budaya, pendidikan.
bukum, pemeriniahau dan kesejahteraan rakyat;

g perencanaan keqasama antar daerah lintas sekxnral dibidang
perekonomian dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan polensi
daerah;

h. pelaksanaan monitoring, exuluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugss dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

i. pelaksanaan lugas dtnas lainnyayang diberikan oleb pimpinan unmk
kclancaraii pelaksanaan tugas berdasarkan stand&r norma dan
peraturan perundang-undangan.

BAB XXIX
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK

Bagian Kesatu
Kedudukan. Tuêas dan Fungsi

Paragarat' l
Kedudukan

Pasal 310

(1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pcmerintahan dibidang
krsattian bangsa dan politik.

(2) Öadan dipimpin oleb Keppla Badan yang berkedudukan dibawah dan
berianggung jaw’ab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerab.
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Paragraf 2
Tugasdan Fungsi

Pasal 311

(l) Badan mempunyai rugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas
dibidang kesatuan bangsa dan politik.

(2} Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
Badan menyelenggarakan fungöi :
a. penyusunaTi kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kesatuan bangsa dan

politik:
c, pemantauan, evaluasi dan pelaparan pelaksanaan lugas dukungan

teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
d. pcmbinaan teknis peiiyelcnggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pcmerintahan daerah dibidang kesatuan bangj» dan politik;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oteh Bupati sesuai dengan

lugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organ,sas:

Paaal 312

(I) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :
a Nepala Badan ;
b, Seknetarial, Lerdiri at as :

2. Sub Bagjan Utnum dan Kcpegawaïan; dan
3. Jabatan Fungsional

c. Bidang Ideologi. Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi.
Soaial Budayat terdin atas Jabatan Fungsional,

d. Didang Politik Dalam Negeri dan Organisast Kemasyarakatan. terdiri
iUas kebmpok Jabaian fungsional.

e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, lerdiri auis
kelompok jabatan fungaional

f Ketampok Jabatan F\ingsional. lerdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbag?si kelompok sesuai dengan
bidang kcahlian dan kererampilart.

g. Unit Pdaksana Tekms Badpn.

(2) Sekretariat sebagaimana dimakaud pada ayat ( 1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan hertanggung jawab kepada
Kepala Badan

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat [1) huruf c, huruf d dan huruf
e, masing-ma&ing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawab dan bcnanggungjawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub öagian sebagaimana dimaksud pada ayat [1) hurul’ b angka 1.
dipimpin oleh $eorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertónggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional schagaimanft dimaksud pada &yat (I]
huruf f, dipimpin cdeh seorang pejahat fungsional senior sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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[6) Unit Pelaksana Tekms Badan sebagsimana dimaksud pads ayat 11) huruf
g, dipimpin oleh Unit Kepala Teknis Darrah yang berada dibawah dan
bertanggurigJawab kepada KcpaJa Etadan.

(7] Bagan Organtsasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana
tercantum daJam Lampiran XXVIH dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan Peraturan Bupati ini,

Bagian Ketiga
Tagas dan Fungal

Paragraf 1
Kepala Badan

Basal 313

(Ij Kepala Badan rnempunyai tugas membanru Bupati dalam mclaksanakan
urusan pemeriniah yang menjadt kewenangan daerah dibidang kesatuan
bangsa dan politik.

£2] Untuk meTiydenggarakan tug^s sebagaimapa dimaksud pada ayat fl]
Kepala Badar menyetenggarakan fungel
a. pcngoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan vang

menjadi tugas dan kewenangannya:
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pernerintahan daerah

dibidang kesatuan bangsa dan politik;
c. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik di

wdlayah kabupaten sesuat dengan kelentuan pcraturan perundang^
undangan;

d. pelaksanaan kebijakan dibidang pernbinaan ideoiogi pancasila dan
wawasan kebangsaan. penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaim ketahanan ckonomit sosial dan
budaya. pcmb:naan kerukunan antar suku dan intra suku. umat
bcragarna, ras. dan gokmgan Jainnya. pembinaan dan pemberdavaan
organisasi kemasyarakatan, sens pelaksanaan kewaspadaan national
dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaun sesuat deng^n
ketcmuan peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan ideologi pancasila dan
w&wastm kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehiduoan dcmokrasi, pemeliharaan ketahanan ekotiomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra aukuh umat
bcragama, ras( dan golongan lairmya. fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, scria pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penagangan konllik sosia! di wilayah kabupaten sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan:

f. pelaksanaan evalpasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi
pancasila dan wawasan kebangsaari> penyelenggaraan politik dalam
negeri dan kehidupan demokrast pemeliharaan kelahanan ekonomi,
sosial dan budaya. pembinaan kenjkunan antar soku dan Intra suku.
umat beragama, raa, dmi golnngan lamnya, fasilita^i organ!saai
kemasyamkatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasioned dan
penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan
ketenloan peraturan pcrundang-iintiangan,

g. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpman daerah kabupaten;
h. pelaksanaan adnunisirasi kesekretanatan badan/kantor kesatuan

bangsa dan politik kabupaten;
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t pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporan terhadap
pdaksanaan togas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan uigas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan,

Paragraf 2
Sekrctaris

Pasal 314

fl) Sekretaris mempunyai tugas meniberikan petayanon administradf
dilingkungon Badan Kesatuan Etangse dan Politik

(2) Untuk menyelenggarakai’i tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1|,
Sekr&LaHs mertyelenggarakan iungsi.
a, koordinasi dan penyusunan program dan anggaran dilingktmgan

badan:
b pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan dilingkungan

badan;
c- pelaksanaan pengelolaan keuangan dilingkungan badan;
d. pengelolaan pcricngkapam urusan tara usaha, rumah tangga dan aset

dilingkungan badan:
e pongelolaari urusan aparatur sipil negara dilingkungan badan;
f. pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan pimpinan sesuaï dengan

tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub öagian Umum dan Kspegawaian

Pasal 3Ï5

[1) Kepaia Sub Bagian Umum dan Kcpegawaian mempunyai rogna
mcnviapkan bahan dalain rangka membantu melaksanakan pttnjabaraii
kebijakan teknis dibidang sub bagian program anggaran dan kcuangan.

(2) Untuk memeienggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [IJ,
Kepala Sub Raglan Urnurn dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi
a, pelaksanaan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan,

hubungan masyarakat, protokoL pedengkapan dan rumah rangga,
aset serra pengelalaan kepegawaian;

b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporon terhadap
peiaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan; dan

c. pclaksanaan lugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkah standar norma dan
peraturan perimdang-undangan.
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Paragraf 4
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanatt Ekonomi, Sosial

Budaya. Agama

PasaJ 316

11) Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial
Budaya. Agema mempunyai tugas Eiieteksanakan. aebagten tugas Baden
Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang ideotegi, wawasan kebangsaan.
bete negara, karakter bangsa, pembaiiran kebang&aam bhineka tunggal
ika dan sejarali kebangsaan serta ketahanan ckonomi. Bostel, budaya.
fasiltiasi pcncegahan penyalahguriaan narkotika serta fasdifasi
kcrukunan umst beragama dan penghayat kepercayaan.

(2) Untük menyelcnggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada aval [IJ,
Kepate Bidang tdeologj. Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan EknnomL
Sostal Budaya, Agama mempunyal fungai:
a. penyusunan program ketja dibidang ideologi, «awasan kebangsaam

bete negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
Lunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sostel,
dan budaya. tesilitaei pencegahan penyalahgunaan narkotika serta
fasjlitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di
witeyah kabu paten;

b. perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi, watvasan kebangsaan.
bete negara, karakter bangsa. pernban ran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebanggaan serta ketahanan ekonomi, soaial,
dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkolika serta
fasilitasi kerukunan umat beragama dan peughayat kepercayaan dl
wilayah kabupateh;

c- pelaksanaan kebijkakan dibidajtg ideologi, wawasan kebangsaan, bete
negara, karakter bangsa, pembauran kel?nngsaanf bhineka tunggal
ika dan Megara h kebangsaan serta ketahanan ekonomi. sósial, dari
budaya, fesilitasi pencegahan penyatehgunean narkotika sena
fasilitasi kcrukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di
witeyah kahupat.en;

<1 pelnksanakan koordlnasi dibidang ideologi, wawassn kebangsaan,
bete negara, karakter bang&a, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial,
dan budaya, faailimsi pencegahnn penyatehgunaan narkoüka seita

fasilitasi kerukunan umat beragama dan pënghayat kepercayaan di
vi/ilayah kahu paten:

e pelaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan düjidang idedogi,
wawasan kebangssan, hete negara, karakter bangsa. pembauran
kebangsaan. Wiineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan &erta
ketahanan ekonomi, soaiak dan budaya. fasilitasi pencegahan
penyatehgrmaan narkotika aerta fasilitasi kenikunan umat beragama
dan penghayat kepen.ayaan cii wilayah kabu paten; dan

f. pelaksanaan tugas dinas teinnya yang dibenkan uleh pimpinan untuk
ketencaran peteksanaan tugas berdasarkan atandar norma dan
peraturati perundang-undangan.
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Paragraf 5
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 317

(IJ Kepeda Bidang Politik Dalam Negen dan Organisasi Kemaajarakatan
mempunyai iugas melaksanakan sebagtan tügas Badan Keaatüan Bangsa
dan Politik dibidang Pendidikan politik, etika budaya politik. peningkatan
demokrasn fasilitasi kelembagaan pemerintahan. perwakilan dan partai
politik, pemilihan umuin/ pemilihan umum kepala daemh, pemanLauan
mtuasi politik sena pendaftaran ormas, evaiuasi dan mediasi aengkem
ormas, pengawasan orrias dan ormas asing.

{21 Unwk menyelenggarakan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1)r
Kepala Bidang Politik Dalam Negen dan Organisasi Kemasyarakatan
menyelenggarakan lungs; :
a. pcnyusunan program kerja dibidang pendidikan politik» etika budaya

politik, peningkatan demokrasi, fasildasi kelembagaan pemerintalian,
perwe.kllan dan panai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum
kepala daenih. pemjartauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
cvaluasi dan mediast wngke^ onnas, pengawasan ormas dan onnas
asing di wüayah kabupaten;

b. penyuaunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan
politik, etika budaya politik, penin^kar.an demokrash rasilitas!
kelembagaan pemenntahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/ pemilihan umum kepala daemh, pemantauan situaai politik
serta pendaftaran ormas. evaluasi dan mediaal sengketa onnas,
pengawasan ormas dan onmas asing dl wilayah kabupaten;

e, pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasditasi kelemhagaan penienntahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum
kepala daerah, pemantauan siruasi politik serta pendaftaran ormas.
evaiuaat dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asingdi kabupaten;

d, peljaksnnaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkaian demokrasi, fasilitasi kclembagaan pcmerintahan.
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum
kepala daerah, pemantatian sitoasi politik serta peodaftarari ormas,

cvalnasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan urmas
asing di wdayah kabupaten;

e. pelaksanaan monitoring, evalpasi, dan pclaporan di \bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasiliLasi kelembagaan pemerinLahan. perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daefah, pemantauan
siruasi politik aena pendaftaran onnas, eyaluasi dan mediasi
sengketa oitnas, pengawaaan ormas dan ormas asmg di wilayah
kabtipaten, dan

f. pelaksanaan rugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berda&arkan standar norrna dan
peratLiran ptrundang-imdangan.
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Paragraf 6
Bidang Kc^aspadaan National dan Penanganan Konflïk

Pasal 318

(1| Kepala Sidang Kc^aspadaan National dan Penanganan Konöik
mempunyai tugas mehiksanakan stbagian lugas Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten dibidang kewaspadaan dini. kerjasama ïntelejen.
pemantauan arang asing, renaga kerp asing dan tembaga asing.
kcwaspadaan perbatasan antar negara, fasilicaüi kelembugaan bidang
kewaapadaan, sena penanganan kmflik.

(2) UntUk menyelenggarakan tugss sebagaimana dimaksud pada ayai (1),
Kepala Bidang Kewspadaan Nasional dan Ptenanganan Konflik
nienyelenggarakan fungsi
a. penyusunan program kerja tlfoidang kewaspadaan dini. kerjasama

intelijen. pemantauan orang asing, tenaga keija asing dan lembaga
asing. kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan. seria penanganan kbnflik di wilayah
kabupaten:

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan
dini. keqasama intelijen, pcmantauan orang asing, lenaga keqa asing
dan lembaga asing, kewaspadaan perbauisan antar negara, fasïlitajsa

kelembagaan bidang kewaspadaan, scrta pcnanganan konllik di
wilayah kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan dfbidang kewaspadaan dini. kerjasama
inrehjep. pemaniauan orang asing, lenaga keqa asing dan lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaapadaan, serta penanganan konflik di wiiayah
kabupaten.

d. pelaksanaan koordinaai dibidang kewaspadaan dini, ketjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga keija asing dan lemhaga
asing, kcwaspadaan perbatasan antar negara- fasditasi kelembagaan
bidang kewaspadaan. serta penanganan konflik di wilayah
kabupalen;

e. pelaksanaein monitoring, evatuasi dan pelaporan dibidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen. pcmantauan orang asing,
tenaga keqa asing dan iembaga asing, kewaspadaan perbaraaan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, sena
penanganan kpnflikdi ^nlayah kabupaten; dan

f pelaksanaan tugasdinas laïnnya yangdibenkan o1eh pimpinan Ltinuk
keianearan peJaksanaan mgas berdasarkan standar nürma dan
peraturan perundang-undangan.

BAB XXX
BADAN KEPEGAWA1AN DAN PENGEMBANGAN SDM

Bagian Kesatu
Kedtidukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasaï 319

(IJ Badan menjpakan Unsur Penunjang Urusan Pemenmahan dibidang
kepegawaian dan pengembangan sumber claya manusta
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(2) Badan riipimpin oleh Kepala Baden yang berkedudukan dibawah dan
bertanggurigiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabuparen,

Paragtef 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 320

(IJ Badan mempunyai tugas memhantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaïan dan
pengrmbangen surrfber daya manusia yang menjads kewcnangan daerah.

(2) Uncuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
Badan menyelenggarakan fungsi'
a. penvusunaii kebijkaan Leknis dibidang kepegawaian dan

pengembangan sumber days manusia.
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dtbidang kepegawatan dan

pengembangan sumber daya manusia,

c. pemantauan, evaiuasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
téknis dibidang kcpegawaian dan pengembangan sumber daya
manusia;

d. pembinaari t&knls peyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang urusan
pcmerintahan daerah dihidang kepegawaian dan pengembangan
somber daya manusia; dan

e, pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan oleh Bupati sesuaj dengan
tugas dan fungsinya,

Bagian Kedua
Susunan Organises!

Pasal 321

(1} Susunan Organises) Baden tcrdin atas
a, Kepala Badan;
b. Sekretsriai, membawahi:

L Sub Bagian Umum dan Pcrencanaan; dan
2. Sub Bagian Keuangan.

€. Bidang Mutant Pmmösi den Penilaian Kintrja, mcmbatv&lu Kjelompok
Jabatan Fungsional;

d. Bidang Pengadaan, Pemberhendan dan Informesi, membawahi
Kelompok Jabatan Fungsïonal;

e. Bidang Pengemha.ngan Sumber Daya Manusia. membauahi Kelompok
Jabatan Fungstonal;

f. Kelompok Jabatan Fungsianal, tcrdiri atas sejumlah jabaun
fungaiuna! yang terbagi dalam berbagei kelompok sesuai dengan
bidang keahlian dan kelerampilan.

g. Unk Pelaksana Teknis Badan

P) Sekreuriat sebagaimana dimaksud paria ayat (1| huruf b. dipünpin o1eh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan serta meugkoordinasikan ptdaksan&an tugas selumh
Bidang.

(3| Bidang sebagutmaria dimaksud pada aval (1) huruf c burnt d dan huwf c,
masing-masing dipimpin oleh seoraiig Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
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(4) Suh Bagian sebagaimana di maksud pads ayat fl] huruf b, masing-
masing clipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
danbenanggung jawab kepada Sekretaris.

(5} Kelompok Jabatan Fungskmal sebagaimaiia dimaksud pada aval (1)
huruf f, dipimptn oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua
Ktlompokdnn bmanggimg jawab kopada Kepala Badan.

[6) Sagan Organisasi Badan sebagaimana tercannjm daiam Lampiran XXIX
merupakan bagian yang tidak terptsahkau dan Peraturan Bupati ini.

Bagfan Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf I
Kepala Badan

Pasal 322

(I) Kepala Badan mempunyai luges membantu Bupab dalam melaksanakan
Urusan Pemenntah yang menjadi kewenangan daerah dihidang
kepegawaian dan pengembangan 3umber daya manusia.

|2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksild pada ayal (I]T Kepala
Badan menyelcnggar&kan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaran dan

pengemhangan sumljer daya manusia,
b. pelaksartaan tugas dukungan teknis dfbidang kepegawatan dan

pengembangan sumber daya manusia;
c. pemantauan. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya
manusia,

d. pembinaan teknis peyelenggaraan fungsufungsi penunjang urusan
pemerihtahan daerah dibidang kepegawaian dan pengemljangan
sumber daya manusia; dan

e. pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan Fungsinya.

Paragraf 2
Sekretanat

Pasal 323

ft] Sekrerans [nempuyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan
kegiatan kesrkrotariatan. pcngelolaan keuangan dan pelayanan
acltninistrasi pada selurtih unit organisasi dilingkungan l^sdan serta
melakukan pcnencanaan dan penvusunan program, evaluasi serta
pelaporan .

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayai (1).
sekretanat badan menyelenggarakan fungsi :
a peinksanaan koordlnasl dalam penyiisunan rencana dan program

kerja dilingkimgan badan:
b. pelaksanaau tugas administrasi umum dan administrasi

kepegawaian, [jedengkapan, keuangan, krarsipan dan
kerunrahtanggaan;

c pelayanan admimstrasi; dan
d. komaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sekretanat

dan lingkup badan.
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Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Perencanaan

Pasal 324

(1) Kcpala Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyal tugps
nienyiapkan bahan dalam rangka wembantu meiaksanakan penjabaran
kebijakan teknis dibidang sub bagian umum dan perencanaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aval f I), Kepaln
Sub Sagian Umum dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
a memimpin dan mmyiapkan bahan penyusunan rencana sub

bagian umum dan penencanaan yang menjadi tugaa dan
kewenangamnya;

h. menyiapkan bahan kebijakan. inelaksanakan pembinaan dan
mengkoordinasikan kegtatan d.i sub bagian umum dan perencanaan;

r. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-und&ngan.
kebijakan teknis, pedoman dan petimjuk tekms serta bahan-bahan
lain yang berhubungan dengan sub bagian umum dan perencanaan;

d. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan.
e. memilah, mengkiasifikasikan dan mengagendakan arsip surat

menyurat menurul jenisnya;
f mdaksnnakan pengadaan peralatan kantor sibagai perunjang

kclancaran tugas;
g. menyusun dan mdaksanakan administraai kcpcgawaian mdiputi

urusan kenalkan pangkat dan kenaikan gaji berkaia. serta pendidikan
dan pelatihan pegawai di Imgkungan Badan;

h mengumpulkan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas
kerjadi lingkungan Badani

i. melaksanakan urusan pengotahan administrasr kepegawaian secara
umum di Hngkungan Badan,

j. rnenginventarisasikan perrnasafahan-permasalahau yang timbuJ
dalampcJaksanaan tugsa untuk dikwrdinasikan kcpada atasan guna
mencan pemecahan masalah

k. menyiapkan bahan pengadaan kandaraan dinas berasal dan dana
APBD clan APBN denzin melaparkan haai] pengabaan kepada Badar
Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan
surat fidmihistrasi lainnya.

! menyusun Hertenna Anggaran Kerja (RKAJ dan Dokurnen Pclaksanaan
Anggaran (DPA};

m. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan. semester
dan tahunan pelaksanaan program badan, semester dan tahunan
pelaksanaan program ptrencancan;

n. menyiflpkan bahan data, evaluasi dan pelapcran dalam hidang
perencarwan;

o. menmpkan bahan dalarn perencanaan program pembangunan
bidang pendapatam pengelola keuangan dan barangmiiik daerah

p. membagi tLtgas kepacla bawahan sekaligus membenkan petunjuk
secara liaan maitpun tertuka seaual permasalahan dan bidang tugas
making- masing;

q, mdak&Hfiakan monitoring, tvaluasi dan pclaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegjatan yang telah diiakssnakan kepada
pimpinan;

r. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan cleh pimpinan
unwk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan stander norma
dan peraturan perundang^undangan yang berlaku.
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Paragraf 4
Sub Bagian Keuangan

Pasal 325

(1| KepaJa Sub Bagian Keuangan mempunyal tugas melaksanakan dan
mengoardmastkan rencana anggaran pendapatan dan hdanja.
melakukan kcgiaian perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi scrta
melakukan pelaporan atas realisasi pelakuanaan kegiatan keuangan
Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( I |t Kcpala
Sub Bagian Keuangan menyelengganakar fungsi :
a. rnemimpin dan menyia.pkan bahan penyusunan petunjuk teknis di

sub bagian keuangan vang metijadi lugas dan kewenangannya,
b. menyiapknn bahan kebijakan. melaksanakan pembinaan dan

mengkoordin&sikan kegiatan di bagian keuarigan;
c. menghimpun dan menipelajarl peraturan perundangundanger,

kebijaknn teknis, pednman dan petunjuk teknis serta baftan-bahan
lam yang berhubungfin (lengen sub bagian keuangan;

d. melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan
perbendaharaan:

e. meneliti kclengkapan Surat Perintab Pembayaran Bang Perscdiaan
(SPP-UP1 pengadaan barang dan jasa yang disarnpaikan oleh
BcndaJiara pengetuaran dan diketahui oleh Pejabat P&laksana Teknis
Kegiatan (PPTK);

f meneliti ketengkapan Surat. Berinuh Pembayaran Bang Persediaan
(SPP-UP), Surat Perintah Pembayamn G&nti Uang (SPP-OUh Surai
Perintah Pernbayaran Tambah Uang (SPP-TÜ), Surat Perintah
ï^mbayarari Lum Sum |SPP-LSJ gaji dan tunjangan Pegawai Negert
SïpÊl (PNSi serta pcnghasilan lainnya vang ddeUpkan dan diajukan
bendaham pengeluaran;

g. melakukan verifikasi Surat Penntah Pembayaran (SPP):
h. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM];
i melakukan veriflkasi harian alas penenmaait;
j. melaksanakan akuntansi SaLuan Ketja Perangkat Dacrah (SKPDk
k. menyiapkan bahan dalam melaksanakan dan mengkoordinaaikan

rencana kegiatan yang telah diprogramkan.
1. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan pctunjuk

secara lisan maupun tenulis sesuai permasalahan dan bidang tugas
mssingmasing:

m. meiaksanakan mumtonng, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan rugae dan kegiatan yang telah dilakaanakan kepada
ptmpinan;

n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan o1eh pimpinan
untuk kdancETaTi pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peraturnnperundang-undangan yang beHaku.

Paragraf 5
Bidang Pengadaan, Pemherbentian dan Informaai

Pasal 326

(ÏJ Btdang Pengadaaru Pernberhentiari dan Informast Pegawai meinpunyat
tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan stria
tnenydenEfiötskan sebagian tugas hadan dibidang Pengadaan.
Pemberhenuan dan Inlurmasi Pegawai
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(2] Untuk mrliiksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (II,
Bidarg Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawat
mcnvehnggarakan fungsi
a penyiapan rumusan kebijakan teknis dibidang pengadaan,

pernbethentian dan triformasi pega^ai,
b. penyusunan rencana dan program kerfa dibidang pengadaan,

pemberhemian dan inforrnasi pegawai,
c, pelaksenaan dan pengkciordinAsian dibidang pengadaan.

pemberhentian dan mformasi pegawai; dan
d. pelaksanaian monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengadaan,

pemherhentian dan informal pegswai

Paragraf 6
Bidang Mutast, Promosi dan Peniiaian Kineija

Pasai 327

(11 Bidang Mutasi. Promosi dan Prmlaian Kine^a Pegs«ai mempunyai tug$s
menyiapkan bahan dalem rangka membantu meUtksanakan penjabaran
kebijakan teknis dibidangmuiast promosi dan Penilaian Kinena.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakaud pada ayat (1),
Bidang Mutaisi, Promosi dan Pcnilaian Kfnenü Pegawai menyelcnggjarakan
fungs] :
a. Penyjapan rumusan kebijakan teknis dibidang mutask promosi dan

peniiaiah Ktnerja pegawai;
b. perencmiaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang mutasi, promosi

dan Penilaian Kinetja pegswai,
c. penyiapan bahan penyelenggraan kegiatan dibidang mutasl, promosi

don peniiaian kinerja pegawai ; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang

mutatd. promosi dan pemlaian kinerja pegawai;

Paragraf 7
Bidang Pengembangan Sumber Daya Marusia

Pasal 32&

(I) Bidang Pcngembangan Sumber Daya Manusia mempunyai rugas
melaksanakan, membina dan mengkoorthnasikan serta
menyelenggarakan sebagian tugas badan dibidang pengembangan sumber
dayamanusia.

|2) Untuk mebiksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [1),
BidangFcngembangari Sumber Days Manusia menyelenggarakan fungsi
a memimpin dan menyusun rencana serta program keija dibidang yang

menjadi tugas dan kewenangannya;
b. mennruskim kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengkoordinasikan kegiacan dibidang pengembangan sumber days
manusia.

c. mempdajari peraturan pcrundang-undangan. kebijakan teknis.
pedoman dan petunjuk teknis serm bahan-bahan lain yang
berhubungan dengan bidang pengembangan sumber daya manusia.

d, mengelola administrasi peningkatan kapabilitas pegawai;
e. merenuanakan kebutuhan diktat penjcnjanganr serrifikasi dan teknis

fungsional;
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L mernfasilitasi pelaksanaan diklat penjenjangan, serrifikasi dan teknis
fungsional,

g. melaksanakan pengembangan dalamJabatan fungsional,
h. merumuskan kebijakan pengembangnn kompetensi pegawaï;
L menyelenggarakan pengembangan kompetensi pegawak
j. melakukan inventarisasa permasalahari dibidang pengembangan

sumber days manusia serta merumuskan langkah-langkah kcbijakan
pemecahannya;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang relah dilaksanakan kepada
pimpinan:

1. meteksanakan tugas dinas lainnya yang dibenkan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelakaanaan tugas berdasarkan standar norma dan
petaluranperundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXI
BADAN RISST DAN 1NOVAS! DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragaraf 1
Kedudukan

PasaJ 329

(1) Badan Riaet dan Inovasi Daerah merupakan muur penunjang urusan
pemerintahan di bidang Penelirian dan Pengembangan mehputi
Benelitian, Pengembangan, pengkajian dan Fenerapan , serta Invensi dan
Inovasi yang terintegraai di daerah

(2) Badan Risct dan Jnovasi Daerah dipimpin oleh kepala Badan Riaet dan
Inovasi Daerah yang berkedudukan dibawah dan tjenanggungjawab
kepada Bupati.

Paragaraf 2
Tugas dan Fungai

Pasal 330

(1) Badan Riaei dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati
dalam mdaksanakan kebijakan, kooiidinasi, sinkranisasi. dan
pengendalian penelitian, pengembangam pengkajian, dan penerapan,
sena invensi dan inovasi di ciaerah secera menyeluruh dan
berkelanjutan, dan rnclaksanakan penyusunan rencana induk dan peta
jalan pemajlibel ilmu pengetahuan dan tekndogi di dseroh sebagai
landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segaLa bidang
kchidupan yang berpedoman pada nilai Pancasüa

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimaria dimaksud ayat (1) Badan
Risei dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kebijakarn fasilitasi, dan pembinaan

pelakaanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan
Penerapan, seria Invenai dan Inovasi di daerah yang
memperkuat fungai dan kedudukan iimu pengetahuan dan
teknologi di daerah sebagai landasan dalam pereneanaan
pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang
berpedoman pada nilaj Pancastla;
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b. penyusunar perencanaan. program, anggaran. kelembagaan dan
aumber dayn penelitian, pengcmbangaTi, pengkajian dan penerapan.
serta Invensi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada niUi
Penektian;

c, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidnng riset
dan inovasi, keqa satna pembangunan itnm pepgetahuan da»
leknologt, serta kemitraan PenelitianT Pengembangan, Pengkajten.
dan Penetapan. sertp Invensi dan lno\asi dl daerah.

ck pcmbenan himbingan teknis dan ftupervisi dibidang rispt dan
inovasi, suma pembangiman ÜmU pengetahuan dan tcknalogj.
sena kemitraan peneliüan. pengembangan. pengkapan, dan
penerapan, sena invensi dan innvasi di daerah:

e. pi-ma.ntauan dan evaluasi PeneUUan, Pengembangan.
Penyelenggaraan Pengkajian. dan Penerapan, aerta Invensi dan
Inovasi di daerah,

f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan
pemanfaatan sistem informasi iirnu pengetahuan dan teknnlogi dl
daerah;

g. koordinasi pclaksanaan peneüd&n dan peng^bdian kepada
masyarakat berbasis penelitten. pengembangar, pengkajian dan
pencrapan Umu pengeiahuan dan teknologi yang dihasilkan olch
lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;

h. knordinaai sislem ilmu pengeiahuaii dan teknologi di daerah,
i. pelaksanaan administrasi badan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagtan Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 331

( l) Susunrai organisasi Badan Riser dan [novasn Daerah terdin alas ,

a. Kepala Batten
b. Secretariat rerdiri «tas

L Subbagiari Umum dan Perencanaan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
d. Unit Peteksana Tekois Dajerah.

f2) Secretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat fl| huruf b, dipimpi.n
oteh Sekretaris yang berada dibauah dan bertanggungjauab kepftda
Kepala Badan Rise dan [novasi Daerah serta mengkoordinasikan
pelakaanaan tügas daiam internal Badan.

(3] Subbagian Urnum dan Rerencanaan sebagaiinana yang dimaksud pada
ayat (1| huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibatvali
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

{4] Kelömpok Jabatan Fpngsional sebagaimana dimaksud pada ayat (ÏJ
huruf c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua
Kel&mpok dan berranggung jawgb kepada Kepate Badan

(5) Unit Peaksana Teknis Qadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1J huruf
e> dfpimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepate Badan
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(6) Bagan Struktur Qq^miaasi sebagaimana tencantum dalam Umpiran XXX
merupakan bagian yang tak lerpisahkan dari Peraturan Bupab ini,

Bagian Kedga
Tvgas dan Fungsi

Paragraf l
KepaJa Badan

Pasai 332

(1| Kepala Badan mempuiiyai tugas membantu Bupati dalam nieiaksanakan
kebijakan, koordinaan sinkremiaasi. dan pengendakan
pendidanipengeiTibangan, pengkajian. dan penerapsn. serta invensi dart
inovaai di daerah secara menyeturuh dan berkelanjutan, dan
mdaksanakan penyusunan nmcana induk dan pera jaJan pemajuan ilmu
pengelahüan dan Ttknologi dl daerah sebagai landasan dalfim
perencanaaM pembangunan daerah di scgala bidang kehidupan yang
Iwrpedoman pada nilai Pancasila,

(2) Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Badan menyclenggarakan
Cungsi .

a. pclaksanaan kebijakan, fasilirasi, dan pembinaan pelaksanaan
pcnchtian, pengembangan, pengkajian, dan perierapan, sena invensi
dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu
pengcishuan dan teknologi di daerah sebagai landasari dalam
perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kchidupan yang
berpedoman pada nilai Pancasila;

b. penyusunan perencanaan, program, oogharen, kelembagaan. dar
ytimber daya penelitian, pengembangnn, pengkajian, dan penerapan,
«ena fnvensi dan inovssi di daerah yang berpedoman peda nilai
Pancasila;

c. köordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang riset dan
inovasi, kerja sama pembangunart ilmu pengetahuan dan tcknologj,
sena kemitraan Penelitian, Pengrmbangan. Pengkajian, dan
Penerapam serta Invensi dan Inovasi di daerah:

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang riaet dan inavasi.
keija sama pcmbangunan ilmu pengetahuan dan reknoïogi, serta
kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan,
serta Invensi dan Inovaei di daerah,

e. pemantauan dan evaluasi Pénelitian, Pengembangan,
Penyclenggaraan Pcngkajian. dan Penerapan. sena Invensi dan
Jnovasï di daerah;

f, pclak&anaan pembangunan. Pengembangan. pengeloJaan dan
pemanfaatan sistem infürmasi ilmu pengetahuan dan teknologi di
daerah:

g, koordinasi pelaksanaan Penelirian dan pengabdian kepada
masyarakat iwrbasis Ptnelitian, Pengembangan. Pengkajian, dan
Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh
lembaga/ pusat/ organtsasi Peneiidan lainnya di daerah;

h koordinasi sistem ilmu pongetahuan dan teknologi di daerah.
i. pelaksanaan administrasi badan; dan
j. pelaknanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati,
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Paragraf 2
Sekretariat

l^asal 333

(1) Sekretaris bertugaa metiyelenggarakan koordinusi pwlaksanaan njgas,
penibinaan dalam internal Badan dan pemberian dukungan teknia
administraut kepnda Badan Riset dan (novasi Daerah.

(2) Untuk menyeïenggarakan tugas scbagaimuna dimaksud pada ayat fl)»
Sekretaris mempunyai fungsi:
a pettyuaunan perencanaan. program dan anggaran, pemantauan dan

evaiuasi kinerja, keiembagaan, dan somber daya penelitian.
pengembangan. pengkajian, dan penerapan. serta invensi dan inovasl
di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

b. merencanakan, mengkoordinasikan pengadaan infraatruktur nset
melipuü soluruh sarana dan prasarsna pendukung peiaksanaan riser
balk dalam bentuk bangunan, peraUtan, [ahan. koleksi, dan data
sena mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemeüharaan
infrasiruktur riser oleh Kélompok Jabatan Fungsional Suhstansi

c. pengelolaan veriRkasj keuangan, pelaksanaan peileendaharaaa dan
iirusan akumarst dan pelaporan keuangam

d pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahlangpan,
kcamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan
l’k’i puamkaan dan dokümenLaai: dan

c. pcngclolaan administrasi kcpcgawaian dan pembinaan jabatan
fungsional, serta evaluasi kinetja Aparatur Sipif Negara.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Perencanaan

Pasal 334

(1) Kepala Sub Bagian Urnum dan Pereneanaan mempunvai ttigas
mcnyiapkan bahan dalam rangka menibantu pclakaanaan penjabaran
kebijakan teknis dihidang umuw, kepegawaian dan perencanaan.

(2) Untuk menyelenggarakan t.ugas sebagaiinana climaksud pada ayat (1).
Sub öegian Urnum dan Perencanaan menydengganikan fung^i:
a. penyiapan bahan koordinaai dalam penyusunan rencana, program

dan anggaran kerja. kelembagaan dan sumberdaya penelitian.
pcngeinbangam pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovaai
d: lingkungan Badan:

b. pettyiapan bahan pelaksanaan tugas adnmistrasi urnum dan
administrasi kepegawaian. perlengkapan, kearaipan dan
kernmahtanggaam

c. penyiapan bahan pelayanan administrasi, dan
d penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
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BAB xxxn
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAll

Öagisn Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf I
Kedudukan

Pasal 335

Badan Penanggtilangan Bencana Daerah mempakan pvrangkat daerah yang
melaksanakan urusan penanggulangan bencana yang berkedudilkan
dihawah dan berwiggung jawab kepada Bupau,

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 336

(1) Badan Pcnanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas
a menetapkan pedoman dan pengarshan terhadap usaha

penargguLangan bencana yang mcncangkup pencftgahan bencana,
prnangganan darurat, rehabüitasi , serta nekontruksj secara adil dan
setara,

b menecapkan standansasi serta kebutuhan penyelcnggaraan
penanggu Langan bencana berdasarkan peraiuran penmdangarp
undangan;

c. rnenyusun mpnetapkan dan menginformasikan perarawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaksanakan penydenggarEtan penanggu Langan bencana paria

wilavah,
C melaporkan penyeienggaraan penanggu Langan bencana kcpada

Bupati aetiap sebulan sekali datam kondisi normal dan seüap saat
dalam kondisi darural bencana;

g. mcngcndalikan pengumpulan dan penyaluran mang;
h. mempenanggungjau'abkan penggunaan anggaran yang dlterima dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
i, melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan pcrarumn Perundang

undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat P), Badan
PMianggulangan Bencana Daerah [BPBD] mempunytu fungst sebagai
berikuL
a. penmiusan k^t^akan penanggulangan bencana daerah dan

penangganan bertmdak pengungsi dengan bertindak cepat efeküf
dan cfisien; dan

b. pengoordinaaian iielaksanaan kegiaïan penangguLangan bencana
secara terencana. terpadu dan menyeluruh,



Baglai! Kedue
Susunan Organ!Etasi

Pasal 337

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri alas:
a. Kepala,
b. Unsur Pengarah: dan
c. Unsur Pelakxana

(2} BPBD Kabupaten Lampung Barat dipimpin Kepala öadan secara ex officia
dijabat oleh SekretarisDarrah.

(3J Unsur Pengarah BPBD dirctapkan se^uai dengun ketentuan peruudang-
undangan

Susunan Organises! Unsur pelaksana BPBD terdiri alas :
a. Kepala Maksana;
b. SekreuiriaL terdtri atas:

1. Sub Baginn Umum dan Kepegawalan; dan
2. Kelompok Jabatari Fungsional.

c. Bidang Pen^egahan dan Kesiapsiagaan. terdiri atas Ketompok Jabaran
Fungsional;

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik. terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungaiunal;

e, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional,

i. Kelompuk Jabatan Fungsionak dan
g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

(5) Secretarial sebagaimana diniaksud pads ayat (4) huruf b, dipimpin oleh
seorang Sekrctans yang berada di bawah dan benanggungjawah kepada
Kepnla Pelaksana serta mengkoordinasikan petaksanaan tugas seluruh
Bidang.

(6) Bidang sebagHtmana dimaksud pads ayat {4} huruf c, huruf, d dan huruf
r masing-masing, dipimpin oleh seorang Kcpala Bidang yang berada
dibawah dan benanggung jawab kepada KepaJa Pelaksana Badan

|7) Sub Oagian seba^itiiana dimaksud pada ayat (4) huruf b dipunpin cleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan benanggung jawab
kepada Sekrctaris

(8] Kelompak Jabatan Fungsional sehegaimana dituaksud pada ayat (4|
huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua
Kelompok dan bcrranggung jawab kepada Kepala Badan.

19] Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g
dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada
dibawah dan henanggung jawab kepada KepaJa Pelaksana Baden.

(10| Bagan Organisasi Badan sebagaimana tercaniura dalam Lampiran XJOÏI
yang merupakan bagian tidak lerpisahkan dan Peraturan Bupati ini.
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Bagi&n Ketigü
Tugas dan Fungsi

Paragraf ]
Kepala Peïaksana

Paaal 338

jl) Kepala Pelaksana HïftmpUnyai tugas membamu kepala badan dalam
menydenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan
tugas Kepala badan seharibari yang mdiput.i pra-bencana, saat tanggap
damrat dan pascabencana scmra terintegrasi, melaksanakan pembmaan
aparatur unsur pelaksana agar pelaksanaan tugas dapal berdaya-guna
dan berhasil-guna. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dibidang
penangguiangan bencana dengan insiansi pcmerintah dan organisasi
lainnya sesuai dengan ketenwanperaïuran perundang-undangan.

(2| Unuik menydenggarakan tugas 8«bagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kcpala Felaksana mempunyai füngsi :
a. pelaksanaan penanggulangan bencana yang mcliputi prabencana saat

tanggap daniiBt dan pasca bencana secara tedntegrasi;
b, pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah

lainnva didaerah. instansi vertikal yang ada didaerah lembaga usaha
dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabcncaria.
tanggap darurat dan pa&ca bencana;

c. pelaksanaan fungsi komando yang dilaksanakan melaJui pengerahan
somber daya manusia, peralatan. togistik dari satuan kerjü perangkaï
riaerah lainnya, instansi vertikal vang ada didaerah serta Langkah-
langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat
bertaana;

d. pelaksanaan fungsi pelaksana yang dllaksanakan seeara
trrkoordinasi dan terwtegrasi dengan perangkal daerah lainnya di
daerah, instansi vertikal yang aria di daerah dengan meniperhatikan
kebljakan pcnyeltnggaraan penangguLangan iiencana dan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c pelaksanaan lugns bidang penanggulangari bencana daerah agar
terjadi kesamaan persepsi dan kesatusn tangkah dan gerak datam
ptlaksannan pembangunan; dan

f. pelaksanaan lugas kedlnasan lainnya yang djberikan olch pimpinan
seauat dengan t.ugas dan fangsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasaï 339

([] Sekretaris BFBD mempunyai tugas fnengkoordinasikari dan
mcnyelcng^rakan kegiatan kesekretanatan dan pelayajian adminiatrasi
pada scluruh unit organise dilingkungan BPBD dan melakukan
perencanaan dan prnyusunan program, evaluasj serra petaporan.

[2) Untuk menyelenggarakan tuga» srbagaimana dimaksud pads ayat (U*
Sekretaris HPBD mempunyai fungsi :
a pengoordiiiasian penyelenggaraan kegiaUn dan pelayanan

administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Sekretariat
BPBD;



b penyüsunan rcncana kegiatan tahunan Sekretariat BPBD dalam
bidang umum dan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pdaporan
serta keuangan;

c. penyiapan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan
penyusunan program keija;

d. p^ngoordimisikan kegiatan yang akan ditaksanakan pada atasan dan
bidang-bidang yang ada di Hngkungan Sckrewiat BPBD:

e. penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan
kcsckretariatan dan admimstrasi umum;

f penyelenggaman urusan umum dan kepegawaiarn monitoring,
evaluasi dan pdaporan serta kcuangan:

g. pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasaJ dari Dana
Bantuan Pemcnnlüh dengan mefaporltan hasil pengadaan kepada
Badan Keuangan dan Aset. Darrah disertai dengan pcnyerahan BPKB
dan Suw Adminisr.rasi lainma;

h pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peLaparan terhadap
pefekAanaan lugas dan kegiatan yang trlah dilakukan kepada atasan,
dan

i, pdaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
pcrRturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 340

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyar tvgas
menyiapkan bahan perencanaan administrasi urnurn. surat-menyurat,
kcarsipan umsan rumah langga dan kepegawaian.

(2) Untuk menydcnggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat fl),
Kcpala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. pf'Iaksanaan urusan administrasi, sarat menyural dan kearsipan:
b mcnyimpan, mcndokurneniasikan dan merawat seluruh iata naskah

dan arsip surar menyurat untuk kepentingar badan;
c, memilah, mrngklasifikasakan dan mengagendakan arsip surat

ményurat menurut Jenisnya,
d pelaksanaan urusan runiah tangga dan kepegawaian serta peralatan

kantor guna ktdancaran pelaksanaan tugas;
e. pelakganaan pengedaan peralatan kantor sebagai penunjang

ktlinearan rugas;
f. pcnyiapan bahan dainm rangka pengadaan kendaraan dinas yang

bersBci! dan Dana Samuan Pemerintah dengan melaporkan hasiJ
pengadaan kepeda Badan Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan
penyerahan BFKB dan Surat Acknmistrasi lainnya:

g. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi kepegawaisn aecara
umum di linglcungan SekretanaL BPBD;

h, penyusunan dan meïaksanakan administra&i kepegawaian meliputi
urusan kenaikan pangkat, kenalkati gaji berkala, sena pendidikan,
peJatihan pega^m di Hngkungan Sekretariat BPBD;

i. pengumpulan. menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilrtas keqa
di lingkungan sub Bagian 11mum dan Keprgawaian secara khusus
dan Sekreiariat BPBD secara umum;

j. inventarisasi permasalalian yang trmbul dalam pelaksanaan mgas
untuk dikowdinasikan untuk atasan guna mencari pcrnecahan
niasajah;
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k. pengumpulan, mendokumeniasikan dan mtngolah data ontuk
disampafkan kepada atasan sebagai saran dan bahan masukan;

L pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terlïadap
pelaksanaan Uigasdan kegiaran yangtelah düakukan kepada atasan:

nr pelaksanaan tugas dmas lainnya yang diïwrikan pimpinan nntuk
kelanearan pelak^naan tugas berdasarkan btandar nonna dan
peraturan perundang-xmdangan.

Paragraf 4
Bidang Pencegahan dan Kcslapsiagaan

Pasal 34 I

Ul Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsjajgaan menipunyai tugas
melaksanakan kegiatan identifikasi antisipaai pencegahan dan
penyiagaan beneana. penyiapan sarana dan prasarana serta SDA
penanggulangan beneana daerab.

(2J Untuk rnenyelenggarakan eug^s sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kcpala Bidang Pencegahan dan Kcsiapsiagaan mempiinyai füngsi .
a. pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang

pencegahan dan kesiapsiagaan beneana daerah;
b. penyusunan pedoman dan petunjük teknis dibidang pencegahan dan

kesiapsiagaan beneana daeiah;
c. penyusunaji dan mensosiaiisasikan prosedur tetap da lam antisipasi

pencegahan dan penyiagaan beneana;
di peiaksanaan koordinasi dengan instansi te.rkait daïam rangka analisis

dan idrnüfïkaM kermitigkinan teijadinya beneana;
e. peiaksanaan monitoring dan evaluasi lerhadap persiapan dan

pelaksanaan pcnanggulangan Ijeneana serta terhadap
penanggulangan pasta beneana.

f. penyediaan sarana dan prasarana da.lam rangka persiapan dan
pelaksanaan penanggiilangan beneana serta pasca beneana;

g. pelaksanaan penytapan, peningkaun dan perubangunan aumber days
manusia dalam rangka penanggulangan beneana;

h. peiaksanaari penyuaudan data statiatik dan dokunicniasi basil
pelaksanaan program BPÖD;

t. pelaksanaan sosialisaai daerah-daerah rawan beneana;
jr pelaksanaan monitoring, evaJuasi dan pelaporan terbadap

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan:
k. petaksanaan tugas dmas lainnya yang diberikan pimpinan tiutuk

kelancamn peiaksanaan tugss berdasarkan standar norma dan
peraniran prrundang-undajigan

Paragraf 5
Bidang KedaJ Uralan dan Logistik

Pasal 342

()) Kepala Bidang KedanjraTan dan Logistik mempuny&i tngas pen.vefamatan
korban beneana. melaksanakan perumusan kebijakan fasibtasi dan
pembinaan ruang pusat koordinasi pengendalian operasi langgap dan.irat
serfa pengendalian logistik penanganan bencann.
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(21 Untuk menyelenggurakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat |1).
Kepala Éidang Keda.ruratan dan Logistik mempunyai fungsi
a Perumusan kebijakan teknis. pedoman dan petunjuk teknis serta

bahan-bahafl binnya yang berhubungan dengan bidang kedaruratan
dan logisttk penanganan bencana;

b. penyiapan bahan perumusati kebijakan faailitasi dan pernbinaan
niang puaal koordinasi pengendalian tanggap damrat bencana:

c. penyiapaii bahan kebutuhan dana dan barang penanggulangan
bencana.

d. penyusunar dan mensosialisasikan prosedur tetap pelaksanaan
bidangtanggap darurat dan penyaluran [ogisuk/bantuan:

e. pemeiiharaan. mengatur sarana dan prasarana kumunikasi
penanganan bencana;

L pelaksanSan koordinasi dengan instansi rerkait sesuai dengan
bidangnya,

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugaa dan kcgiaian yang telab dilakukan kepada atasan:

h pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk
kelancaran pHakRanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan penmdang-undangan

Paragraf 6
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 343

JI) Kepala Bidang Rehabilrtasi dan Rekonstruksi tncmpunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, faailimi, rekonstruksi, sarana
dan prassmuh I'ehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.

(2| Untuk menyelenggarakiui tngas srbagajmana dimaksud pads ayat (l)f
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstrukai mempunyai fungsi:
a. penghtmpunan serca mengdlah data dan infannasi yang herhubungan

dengan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan rchabilitasi dan rekonstruksi

korban bencana,
c> penyiapan sarana dan prasarana dalam rangka rehabilitasi dan

fekonsiruküi bencana;
d. penyiapan s^rana dan prasarana yang dilakukan secara tcrpadu

bersama masyarakat guna niengamisipasi kemungkinan terjadi
pengungsi terhadap korban bencana; menyiapkan dan tnengolah data
serta merumuskan dan membenkan mformasi yang berkaiup dengan
penyelamatan korban bencana;

e. penvusunn prvsedur tetap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
f. pelaksanaan moiLiraring, evaluasi dan pelaporan icrhadap

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ddakukan kepada a tasan,

g. peiaksanaaji tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasaikan srandar norma dan
peraturan perundang-undangan.
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BAB XXXiïl
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 344

(!) f^da masing-masing unit kerja dapai dibentuk sejumlah kelompok
jabaian fungsional scsuai dcngan kcbmuhan dan berdaflarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mdakukan kegiacan
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangarr

BAB XXXTV
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 345

(1) Sekretaria Daerah merupakan jabamn esclon Ila atau Jabatan PinipinHn
Tinggi Pratama.

(2) Sekrctaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas,
Kepala Hadan, dan Staf Ahli Bupati mempakan jabatan eselon Kb arau
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratatna

(3) Sckreiaris inapekiorat, Inspektur Pembantu. Scknnans Dinas Daerah,
Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian. Kepala Kantor sens Carnal
merupakan jabaLan struktural esdon Illa atau Jabalan Administrator.

Hl Kepala Bidang pada Dinas dan Badan Berta Sekretans Kecamatan
merapakan jabalan smiktural esetan IUb atau Jabatan Administrator-

(5] Lurah. Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekrctariat DPRD.
Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi dan Kepala Sub
Bagian |>ada Dinas, Badan Daerah dan Kantor, Kcpala Unit Peiaksana
Teknis pada Dinas dan Badan Daerah kclas A, Sekretaris Kecamatan Tipe
B, serta Kepala Seks! pada Keramatan merupakan jabalan eseion JVa
atau Jabatan Pengawas

BAB XXXV
PENGANGKATAM DAN REMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 346

(1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gtibemur atas usul
Bupad dari Pegawai Negen Sipil yang telah mcmenuhi syarat sesuaj
peraturan perundang-undangan yangher!aku

(2) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupatk Sekretaris DPRD, frispeknir,
Kepala Dinas, KepaLa Badan, Sekretans. Kepala Bidang, KepaM Bagian.
Kepala Sub Bagian, Kcpala Seksi dan Kepain Sub Bidang diangkaL dan
dibrrhentikan oleh Bupati dan Pegawai Negeri Sipfl yang telah memenuhi
syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktura) dilakukan
sesuai peraturan perundan^n-undangan.
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BAS XXXVI
TATA KERJA

i^saJ 347

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pirnpinan dan unit organiaasi dan
keiompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasb
integrate dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing- masmg
maupun antar satuan organisasi di Jingkungan Kementcrian serLa
dengan instansi lain di luar Kementerian seauai dengan titgas masing-
maoing,

12) Setiap pimpinan satuan oi^anistisi wajib mengawasi bawahannya
making masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan penindang-
undangan.

(3) Setiap pimpinan saman orgariisasi daiam lingkungan satuan keqa
bertanggungjawab memimpin dan mrngoordinasikan bawhnnnya
masmg-masing dan membenkan binibingan sens petunjuk bagi
pelaksanaan tugae bawahan

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
peLLtnjuk dan bertanggungjawab kepada ataaan masing-masing dan
menyampaikan Iaporan berkala tepat waktu.

£5| Setiap iaporan yang diterima oieh pimpinan satuan organisast dari
bauahan, vrajib diolah dan dipergunakan sehagai bahan untuk
pcnyusunan Iaporan lebih Lanjut dan untuk membenkan petunjuk
kepada bawahan.

(6) Dalam menyanipaiksn Iaporan masing-masing kepada atasan, tembusan
Iaporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang seeara
fungsional mempunyai hubungan keqa

(7) Dalam mclaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oieh
kepala satuan organisasi di ba^ahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengariakan rapat
berkala,

BAB XXXVU
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 348

Pada saat Perattiran Bupati ini mulai berlaktg maka Peraruran Bupaii
Lampung Barat Nomor 70 Tabun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi. Tugas dan Fungai Serta Tata Kerja Perangkal daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dertgan Pcraturan Bupati
Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 349

PeraUiran üupap ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar seiiap orang ciapat mengeiahuinya memeriniahkan pengundangan
Peratnran Bupatj ini dengan penempatannya Palam Benta Daerah
Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
padn tanggal 2^

0UPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN
Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2023

Plh. SEKRETAR1S DAERAH KAÖUPATEN
LAMPUNG BARAT.

ttd

ADI UTAMA

BER1TA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR

Salinen sesuai dengan aslinya
KEPALA BAQIAN HUKUM,
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